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ABSTRAK

Mukarromatun Nisa. NIM: 6661091667. Skripsi. Implementasi Program Pusat
Layanan Internet (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Anis Fuad,
S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing II, Deden M. Haris, S.Sos., M.Si.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dibangun di Kecamatan Banjar Kabupaten
Pandeglang karena akses layanan internet untuk masyarakat masih terbatas. Tujuan
penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi program PLIK di Kecamatan
Banjar Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini mengutip teori implementasi kebijakan
publik menurut Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian ini yakni metode
kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program
PLIK di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang belum optimal, karena Balai
Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tidak
memberikan instruksi khusus kepada pemerintah daerah terkait yakni Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pandeglang serta Kantor
Kecamatan Banjar untuk melakukan koordinasi dan pengawasan; tidak adanya
inisiatif dari pemerintah daerah terkait untuk mengoptimalkan PLIK; terbatasnya
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik untuk Mitra PLIK dan ISAT Net;
masyarakat belum sadar akan pentingnya internet; sarana dan prasarana PLIK yang
belum memadai; serta tidak adanya ketegasan dari pihak BP3TI terhadap beberapa
pelanggaran yang terjadi. Saran dalam penelitian ini yakni BP3TI membuat instruksi
khusus bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten
Pandeglang serta Kantor Kecamatan Banjar untuk melakukan koordinasi dan
pengawasan; pemerintah daerah terkait melakukan inisiatif dalam mengoptimalkan
PLIK; menambah 2 pegawai maintainer; menyelenggarakan pelatihan untuk Mitra
PLIK; mengadakan pegawai Operator PLIK; menyelenggarakan sosialisasi serta
pelatihan internet untuk masyarakat; meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan
sarana dan prasarana PLIK; serta BP3TI memberikan sanksi yang tegas terhadap
beberapa pelanggaran yang terjadi.



ABSTRACT

Mukarromatun Nisa. NIM: 6661091667. Script. The Implementation of Subdistrict
Internet Service Center (PLIK) Program in Banjar Subdistrict Pandeglang
Regency. Public Administration Departement. Faculty of Social and Political
Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Advisor, Anis Fuad, S.Sos.,
M.Si. 2nd Advisor, Deden M Haris, S.Sos., M.Si.

Keywords: Implementation, Program, Subdistrict Internet Service Center (PLIK)

The Subdistrict Internet Service Center (PLIK) program was built in Banjar’s
Subdistrict Pandeglang’s Regency because the public internet service’s access was
limited rated. The purpose of this study is to determine how the implementation of
PLIK program in Banjar’s Subdistrict Pandeglang’s Regency. This study cites the
theory of public policy implementation according to Van Metter and Van Horn. This
research method is the qualitative-descriptive method. The results showed that the
implementation of PLIK program in Subdistrict’s Banjar Pandeglang’s Regency not
optimal, because the Telecommunication and Information Technology Financial
Management and Provision Institute (BP3TI) did not give specific instructions to the
local government that the Department of Transportation, Communication, and
Informatics in the Pandeglang’s Regency and also for Banjar’s Subistrict Office
which it using to coordinate and supervice; the absence of local government
initiatives to optimize PLIK; the limited quality and quantity of human resources for
Partners PLIK and ISAT Net; public is not aware of the internet importance;
infrastructure PLIK inadequate; and lack of firmness BP3TI’s party with some
violations. Recommendations in this study that BP3TI make any special instructions
for the Department of Transportation, Communication, and Informatics in the
Pandeglang’s Regency and Banjar’s Subistrict Office for coordination and
supervision; local government to take the initiative in optimizing PLIK; add 2
employees maintainer; training for Partners PLIK; hold employees PLIK operator;
organized socialization and training for the public; improve the maintenance and
repair of facilities and infrastructure PLIK; and BP3TI provide strict sanctions
against some violations.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial memiliki beberapa

kebutuhan dasar, yaitu komunikasi dan informasi. Kebutuhan tersebut digunakan

untuk melakukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya

diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan atau taraf hidup. Sebelum

memasuki era modernisasi, komunikasi dan informasi diperoleh dengan cara yang

sulit dan lambat. Namun saat memasuki era modernisasi, yakni saat

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian maju, menjadikan

komunikasi dan informasi dapat diperoleh dengan cara yang cepat, tepat dan

mudah, karena ditunjang oleh inovasi-inovasi baru dalam bidang ICT

(Information and Communications Technology). Bahkan kini komunikasi dan

informasi tidak lagi dibatasi oleh jarak, waktu, maupun tempat yang

mengantarkan manusia menuju era globalisasi.

Dewasa ini TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau yang disebut

sebagai ICT, telah memberikan banyak manfaat khususnya yang melalui media

internet. Internet telah menjadi teknologi yang sangat diandalkan oleh berbagai

kalangan. Ilmuwan, pelajar, mahasiswa, bisnis-man dan masyarakat telah

menggunakannya untuk berbagai keperluan (Yuldi (Ed), 2007:4). Kemudahan

yang didapat antara lain dapat mencari, menerima, menyimpan, mengolah,

mengirim, dan menyebarkan data atau informasi secara cepat dan mudah, serta
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dapat membentuk pola interaksi masyarakat secara simplistik. Tidak dapat

dipungkiri, ada berbagai macam bidang yang telah merasakan banyak manfaat

dari internet antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, birokrasi,

pertahanan dan keamanan, serta bidang-bidang lainnya. Maka tak heran, kini

internet telah berpengaruh terhadap daya saing individu, masyarakat, serta negara

di tengah arus mobilisasi manusia yang kiat pesat sehingga konsekuensinya

kemajuan internet telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara.

Sebagai negara berkembang, perkembangan internet di Indonesia masih

terbilang cukup rendah bila dibanding dengan negara-negara di Asia dan di dunia.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil survei, diantaranya yakni menurut hasil

survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia)

yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2012,

yakni sebesar 63 juta orang atau 24,23% dari total populasi negara ini (penetrasi).

Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2011, yakni sebesar 55 juta

orang (http://www.apjii.or.id, diakses tanggal 06 Maret 2013 pukul 21:15 WIB).

Sementara Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Teknologi,

Kalamullah Ramli mengatakan angka penetrasi internet di Indonesia pada tahun

2012 yakni sebesar 20%, jika dibanding dengan total jumlah penduduk

(http://tatamaya.com, diakses tanggal 11 Desember 2012 pukul 22:19 WIB).

Angka tersebut nampaknya kalah jauh dengan negara-negara yang berada

di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti yang disampaikan dalam laporan yang

berjudul “Social, Digital and Mobile in Asia” oleh lembaga We Are Social. Angka

penetrasi internet terbesar di tahun 2012 dipegang oleh Brunei Darussalam, yang
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berada di peringkat pertama dengan persentase sebesar 78%, disusul oleh

Singapura 75%, Malaysia 61%, Thailand 36%, Vietnam 34%, Fhilipina 32%,

serta selanjutnya Indonesia yang berada di urutan terakhir, yakni sebesar 22%

(http://wearesocial.sg/blog.com, diakses tanggal 03 Juni 2013 pukul 14:36 WIB).

Tidak hanya itu saja, dari laporan The Global Information Technology

Report 2012 yang diterbitkan oleh WEF (World Economic Forum) dan INSEAD

(Institut Européen d'Administration des Affaires), Indeks Kesiapan Berjejaring

atau NRI (Networked Readiness Index) Indonesia tahun 2012 berada di peringkat

delapan puluh dari 142 negara yang disurvei (Badan Penelitian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkominfo, 2012:3.59).

Pertumbuhan internet di Indonesia yang secara kuantitatif semakin

meningkat, pada prakteknya tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan

infrastruktur ICT. Dari hasil survei tersebut, artinya Negara Indonesia masih

belum dapat memaksimalkan internet untuk digunakan masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari secara masif dan komperhensif. Padahal sudah tidak

diragukan lagi, menurut Pusat Data Kemenkominfo (2010:69) internet dapat

berkontribusi besar sebagai pilar penting penggerak pembangunan, pembangkit

dan penyerap tenaga kerja, sumber devisa baru, pilar penting pencerdasan bangsa,

dan sebagai alat demokrasi pemersatu bangsa.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh TIK terhadap perekonomian di

beberapa negara telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah studi yang

dilakukan World Bank terhadap 120 negara dalam kurun waktu 1980-2006, yang

menyimpulkan bahwa kenaikan 10 persen penetrasi broadband dapat
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meningkatkan PDB (Product Domestic Bruto) per kapita sebesar 1,38% di negara

berkembang dan 1,21% di Negara maju. Selain itu, penelitian dari McKinsey

Global Institute mengungkapkan bahwa sumbangan internet bagi PDB negara-

negara besar mencapai 3,4% dan untuk tingkat dunia, kontribusi tersebut adalah

sekitar 2,9%. Sedangkan untuk tingkat nasional, kajian mengenai dampak TIK

terhadap perekonomian Indonesia masih sangat terbatas. Salah satu studi yang

terbaru adalah yang dilakukan oleh Deloitte, dengan kesimpulan bahwa internet

telah memberikan kontribusi langsung sebesar 1,6 % bagi PDB Indonesia. Nilai

kontribusi internet ini ternyata melebihi nilai ekspor peralatan elektronik,

manufaktur gas alam cair, serta manufaktur kayu dan produk lainnya. Namun

demikian, angka kontribusi tersebut masih dibawah negara-negara lain di Asia

seperti Hongkong (5,9 persen), India (3,2 persen) dan Cina (2,6 persen).

Berikutnya berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), meskipun

kontribusi sektor pos dan telekomunikasi terhadap PDB berfluktuasi namun

mempunyai kecenderungan yang terus meningkat dari 2,61 persen (Rp. 103,3

Triliun) pada tahun 2007, hingga mencapai mencapai 2,86 persen (Rp. 212,2

Triliun) pada tahun 2011. Secara umum rata-rata kontribusi Pos dan

Telekomunikasi dalam rentang 2007 – 2011 adalah sekitar 2,72 persen per tahun

(Kemenkominfo, 2012:2.1).

Dengan melihat potensi internet melalui ICT tersebut, maka di berbagai

negara saat ini telah menjadikannya sebagai fokus perhatian yang sangat krusial.

Apabila Indonesia tidak bisa mengimbangi dan mengikuti pada kecenderungan

global tersebut maka Indonesia akan kalah di pentas persaingan internasional,
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bahkan ironisnya jatuh ke dalam jurang kesenjangan digital (digital divide), serta

kesenjangan informasi (information gap).

Semenjak masyarakat mengalami transformasi ke era informasi, maka

berimplikasi pada peningkatan kecerdasan warga. Jika masyarakat semakin

cerdas, maka masyarakat akan lebih kreatif, inovatif dan produktif serta mampu

berpartisipasi dalam pembangunan negara, sejalan dengan sistem demokrasi yang

diselenggarakan di negara ini yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai

objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Tingginya

kontribusi masyarakat dalam pembangunan, akan berimplikasi pada peningkatan

pendapatan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan komunikasi dan

informasi seharusnya bukan hanya dinikmati secara parsial, dan monopoli milik

masyarakat di perkotaan saja. Akan tetapi milik semua masyarakat sebagai

sumber daya pertama dan utama dalam pembangunan.

Rendahnya penetrasi internet di Indonesia menurut IDC (International

Data Corporation) disebabkan karena beberapa hal yakni: (1) Masih kurangnya

dukungan finansial atau pendanaan untuk infrastruktur TIK. (2) Besarnya jumlah

penduduk. Jumlah penduduk saat ini 220 juta jiwa (3) Masih rendahnya kualitas

SMD (4) Terlalu luasnya wilayah Indonesia (lab-ane.fisip-untirta.ac.id, diakses

tanggal 19 Oktober 2014 pukul 20:23 WIB). Secara geografis Indonesia

merupakan negara kepulauan, yakni terdiri dari 17 ribu pulau. Akibatnya berbagai

pembangunan akan sulit terdistribusi secara adil dan merata termasuk

pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Padahal tingginya

tingkat kebutuhan internet melalui infrastruktur ICT di kalangan masyarakat,
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harus seimbang dengan pertumbuhan pembangunannya. Apabila akses

komunikasi dan informasi tidak adil dan merata, maka disparsitas akan semakin

meluas.

Pembangunan dan pengembangan ICT membutuhkan biaya yang begitu

besar sehingga dalam realitanya perkembangan ICT lebih dijumpai pada wilayah

yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau wilayah komersil. Konsekuensinya

penetrasi internet lebih berkembang pesat di Pulau Jawa khususnya di Ibukota

Jakarta, selain itu pula di Pulau Sumatera dan juga Bali. Sementara untuk daerah

yang jauh dari perkotaan, perkembangan ICT berjalan begitu lamban.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional) bahwa kasus di Indonesia kesenjangan informasi dan

komunikasi itu, diasumsikan banyak terdapat di kantong-kantong kemiskinan,

daerah kepulauan terpinggir, kawasan konflik, dan wilayah perbatasan

(Mediakom, Vol. 6 April 2012: 5).

Jika dibiarkan maka dalam kehidupan masyarakat akan menimbulkan

kesenjangan atau perbedaan kemampuan dalam menguasai informasi, seperti ada

masyarakat yang mampu untuk menguasai lebih banyak informasi (information-

rich) dan masyarakat yang kurang atau tidak mampu menguasai informasi

(information-poor). Tidak hanya itu, masyarakat pun akan mengalami

kesenjangan digital baik di tingkat mikro (individu), maupun makro (masyarakat

dan negara).

Pada realita yang terjadi, seringkali perubahan dalam revolusi digital tidak

diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusianya sehingga revolusi digital
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masih dipandang begitu asing bagi masyarakat pelosok, karena mind-set dan

culture-set yang tidak terbiasa terbuka menerima perubahan. Tugas pemerintahlah

yang seharusnya mensosialisasikan dan memperkenalkan apa itu ICT maupun

internet. Sehingga euforia hadirnya revolusi tersebut tidak hanya dirasakan di

perkotaan saja yang terbiasa permisif menerima perubahan.

Sebagai kebutuhan dasar dan sumber daya yang sangat vital, komunikasi

dan informasi merupakan hak bagi setiap masyarakat di Indonesia. Baik itu

masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, pedesaan serta di wilayah pelosok

sekalipun. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 Bab X A Pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan

segala jenis saluran yang tersedia”.

Berangkat dari hal tersebut, maka sudah sepatutnya penyelenggara negara

atau pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika

berkewajiban sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator untuk memenuhi

kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat sehingga dapat mencapai

welfare society (masyarakat yang sejahtera) di negara ini. Apalagi dengan

semakin meningkatnya jumlah sumber daya manusia secara kuantitatif, harus

diimbangi pula dengan jumlah sumber daya manusia secara kualitatif. Artinya,

dengan melihat banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang berjumlah lebih

dari 250 juta jiwa, maka pemerintah semakin dituntut untuk meningkatkan
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pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kemauan dan kemampuan dalam

mengembangkan ICT sebagai perangkat telekomunikasi di kalangan masyarakat,

secara adil dan merata seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 36

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Bab II Pasal 2. Sejalan dengan itu, arus

perkembangan ICT yang kian deras tidak mungkin bisa dihindari. Maka perlu

adanya intervensi dari tangan pemerintah, agar masyarakat mampu mengakses

komunikasi dan informasi melalui ICT.

Merujuk pada hal tersebut, sesuai dengan visi yang dimiliki

Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) dalam Rencana

Strategis Tahun 2010-2014, yakni “Terwujudnya Indonesia Informatif Menuju

Masyarakat Sejahtera melalui Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, yang

Merakyat dan Ramah Lingkungan, dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia”. Maka pemerintah melalui Kemenkominfo berinisiatif membuat

berbagai program dalam mengatasi kesenjangan digital serta kesenjangan

informasi, salah satunya dengan adanya program PLIK (Pusat Layanan Internet

Kecamatan) yang merupakan pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa

akses internet di Ibukota kecamatan yang dibiayai melalui dana Kontribusi

Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, dengan menunjuk satu mitra di

masing-masing kecamatan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika No. 19 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009

tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi, yang sekarang telah direvisi kembali menjadi Peraturan Menteri
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Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa

Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet

Kecamatan, yakni terdapat pada pasal 1 ayat 10.

Sebagai salah satu program USO (Universal Service Obligation) atau KPU

(Kewajiban Pelayanan Universal) PLIK ditempatkan di lokasi WPUT (Wilayah

Pelayanan Universal Telekomunikasi), yaitu lokasi penyediaan jasa akses internet

pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan

yang daerah tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses

internet umum dengan harga terjangkau. Secara normatif pengertian WPUT

dijelaskan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun

2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi Internet Kecamatan, yakni terdapat pada pasal 1 ayat 9.

PLIK terbagi ke dalam dua jenis yakni PLIK yang bersifat tetap dan PLIK

yang bersifat bergerak. Adapun penjelasannya dapat dilihat dalam Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2013 pada Pasal 1 Ayat 11,

PLIK yang bersifat tetap adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang

ditempatkan secara tetap di WPUT Internet Kecamatan, sementara PLIK yang

bersifat bergerak dalam Pasal 1 Ayat 12 adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan

yang memiliki kemampuan berpindah tempat (mobile) untuk menjangkau

masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan PLIK yang bersifat tetap di

WPUT Internet Kecamatan.

Dalam pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat tetap,

Penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan
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Menengah (UKM). Sedangkan untuk PLIK yang bersifat bergerak, Penyedia

PLIK wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan

masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pada umumnya masyarakat mengenal PLIK sebagai warnet (warung

internet) biasa karena keduanya memiliki kemiripan yang sama-sama bergerak

dalam bidang pelayanan internet. Namun secara eksplisit ada perbedaan mendasar

di antara keduanya. Warung internet lebih diorientasikan untuk kepentingan

komersil sedangkan PLIK difokuskan untuk kepentingan masyarakat dengan tarif

yang murah dan terjangkau. Selain itu ditujukan pula untuk memajukan

kecerdasan warga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk

lebih memahami secara jelas mengenai perbedaan dasar di antara keduanya, dapat

kita lihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 1.1
Perbedaan antara PLIK dan Warnet

No. Keterangan PLIK Warnet
1. Penempatan lokasi Di wilayah yang belum

terjangkau akses internet
atau disebut Wilayah
Pelayanan Universal
Telekomunikasi (WPUT)

Di wilayah komersil

2. Status Aset Milik Pemenang tender Milik Perorangan

3. Pengelola Mitra PLIK baik yang
berbentuk perorangan,
koperasi, badan usaha atau
UKM, serta BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa)

Perorangan

4. Jumlah PC 5 PC + 1 server Bebas
5. Tarif sewa Biaya yang terjangkau.

Maksimal Rp. 2.000,-/jam
≥ Rp. 2.000,-/jam

6. Biaya pengadaan dan
pemeliharaan
perangkat
(maintenance)

Digratiskan, karena
ditanggung oleh Penyedia
Jasa yang dananya
bersumber dari pembayaran
kontribusi USO para
penyelenggara
telekomunikasi, sebesar 1,25
%

Ditanggung per
individu

7. Sistem Operasi Linux Windows
8. Konten Konten yang bersifat aman,

sehat dan mendukung
kegiatan perekonomian dan
pendidikan, termasuk
mendukung industri
ekonomi kreatif

Bebas

9. Jaringan V-SAT, Speedy,
ADSL/modem dan Wireless,

Speedy

10. Waktu penyediaan
layanan

48 bulan layanan Tidak ditentukan

11. Waktu operasional 8 jam/hari Sesuai dengan
ketentuan pemilik
warnet

12. Bandwith 256 Kpbs (download) dan
128 Kbps (upload)

Sesuai dengan
ketentuan pemilik
warnet

(Sumber: Diolah Peneliti, 2014)
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Dengan demikian, munculnya PLIK tersebut diharapkan dapat

mempercepat pencapaian target-target pemerintah, seperti target yang

ditandatangani pada tahun 2003 dalam deklarasi WSIS (World Summit on the

Information Society) di Jenewa, bahwa penetrasi internet di setiap penduduk dunia

harus meningkat menjadi 50% di tahun 2015. Kemudian target pemerintah

lainnya yang dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu: (1). Desa Online pada tahun

2015, (2). Desa Multimedia pada tahun 2020, dan (3). Masyarakat Informasi pada

tahun 2025. Maka dari itu PLIK diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah,

dan tidak ada lagi daerah yang dimarginalkan, serta semua masyarakat akan

menikmati informasi secara inklusif yang nantinya dapat mempercepat

pembangunan daerah-daerah tertinggal.

Dari tahun 2010 PLIK sudah mulai tersebar di beberapa wilayah. Awalnya

ditargetkan sebanyak 5.748 PLIK di seluruh provinsi, dan di tahun 2013 telah

terealisasi melebihi target. Menurut data hasil rekapitulasi Kementrian

Komunikasi dan Informasi, Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ditargetkan

5.748 lokasi, realisasinya mencapai 6.358 lokasi. Selanjutya PLIK untuk Provinsi

Banten ditargetkan sebanyak 206 PLIK (Kemenkominfo, 2013). Adapun jumlah

PLIK yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang, dapat dilihat dari tabel

berikut ini:
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Tabel 1.2
Daftar PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan)

di Kabupaten Pandeglang

NO. KECAMATAN CONTACT PERSON ALAMAT
1 Angsana Sujana Haris Jl. Panimbang Kp. Kelapa Rt 03/04 Ds. Angsana
2 Banjar Lili Hariri Kp. Babakan Ponpes Darul Muqimin
3 Bojong Badri Jl. Sukatani Kp. Dahu
4 Bojong Oji Miroji Jl. Saketi Malimping
5 Cadasari H. Jamhuri Pasar Cadasari
6 Carita 2 Sonika Basyar Banjarmasin Rt. 02/07
7 Carita 1 Ade Syaefuddin Jl Raya Jiput Km. 12 Kp. Caringin lor Ds. Penjamben
8 Cibaliung Asep Saiful Maruf Jl. Raya Sumur Kp. Sukajadi
9 Cibitung Ade Hermawan Jl. Raya Gadog Km. 2
10 Cigeulis Arifin Jl. Raya Cibaliung
11 Cikeudal Dedi Suhaedi Jl. Labuan-Cikeudal
12 Cikeusik 1 Masjuki Jl. Cikeusik Ds. Cikeusik
13 Cikeusik 2 Zaenudin Jl. Kp. Cikaludan Ds. Curug
14 Cimanggu Leli Eka W Jl. Raya Sumur Km. 7 Kp. Cimanggu Ds. Cimanggu
15 Cimanuk 2 KH. Arif Rahman Jl. Raya Labuan Km. 9 Cihideung Ds. Cihideung
16 Cimanuk 1 Nurhasan Jl. Kadukacang Kp. Rocek
17 Cipeucang Abdul M/Ahmad Jl. Kadugadung
18 Cisata Muslih Jl. Kp. Noong Rt.03/04
19 Jiput Taufik Rahman Jl. Raya Jiput Km. 2
20 Kaduhejo Anis Fuad Jl. Raya Labuan Km. 6
21 Karang Tanjung 1 H. Ma'mun Jl. Raya Pandeglang-Serang Km. 4 Kp. Kalahang
22 Karang Tanjung 2 M. Nur Amri Jl. Raya Serang Ds. Kadumerak
23 Koroncong Rizmi Jl. Cadasari-Petir
24 Koroncong Robi Hadiyanto J. Raya Cadasari Petir
25 Labuan Adi Yahya Jl. Jendral Sudirman Km. 106 Labuan Ds. Labuan
26 Majasari Asep Sujana Jl. Raya Labuan
27 Mandalawangi 1 Aghy Gilar Pratama Jl. Mandalawangi Leuwiputih Rt. 01/03
28 Menes Uli Muhlis Jl. Printis Kemerdekaan
29 Munjul Dede Harsuddin Kp. Munjul Rt.07/04
30 Munjul Ahmad Nawawi Jl. Raya Cikesik Ds. Gunung
31 Pagelaran Adang M Jl. Kp. Ciputri Ds. Pagelaran
32 Pandeglang Yulia Merlisari Jl. Lapangan Sukarela
33 Panimbang 1 Amar Purwadhi/Ujang Jl. Tanjung Lesung Ds. Mekar Sari Rt.01/02
34 Panimbang 2 Tajudin S.Pd Jl. Kp. Soge Ciliman
35 Patia Hujaemi Jl. Raya Patia Kp. Angsana
36 Picung Wawan Jl. Saketi-Malimping Km. 15 Pasar Picung Ds. Cililitan
37 Picung Leni Anggraeni Ds. Kadu Pandak Rt. 01/01
38 Pulo Sari Ofa Kp. Pasir Gintung
39 Pulo Sari Enjad Munajat Jl. Kp. Pasir Menteng Ds. Banjarwangi Rt. 03/02
40 Saketi 1 Isnen Khumeni Jl. Raya Labuan Km. 18 Pasar Sodong Ds. Sendang
41 Saketi Rian Sutansyah Jl. Saketi Pasir Rt. 02/01
42 Sindang Resmi Abdul Haris Jl. Raya Kadumelati Km. 1 Ds. Pasir Durung Rt. 01/02
43 Sindang Resmi 2 Aan Gunawan Jl. Raya Sindang Resmi Km. 1 Ds. Sindang Resmi
44 Sobang Hadi Suyanto Jl. Pasar Sobang Rt. 03/03
45 Sukaresmi Endang Jl. Corogon-Panimbang Kp. Pamagarsari Ds. Cibungur
46 Sumur Pandi Amrullah Jl. Raya Sumur Kp. Daya Mengseh Ds. Kertajaya

(Sumber: Kemenkominfo, 2013)
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Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang memiliki 35

kecamatan. Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah PLIK yang berada

di Kabupaten Pandeglang yakni sebanyak 46 PLIK, dan tersebar di 34 kecamatan

sehingga hanya Kecamatan Mekarjaya saja yang tidak ada PLIK karena daerah

tersebut baru mengalami pemekaran.

Adapun lokus penelitian ini berada di Kecamatan Banjar yang memiliki

PLIK berjumlah satu. Alasan pemilihan lokus tersebut karena Kecamatan Banjar

merupakan kecamatan yang jaraknya cukup dekat dengan Kecamatan Pandeglang

sebagai Ibukota Kabupaten Pandeglang, yakni berjarak 12 km². Namun akses

pelayanan internet untuk masyarakat di daerah tersebut masih dinilai terbatas.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

Daftar Layanan Internet di 6 Kecamatan yang Jaraknya Dekat

dengan Pusat Ibukota Pandeglang

No. Kecamatan
Jarak ke Pusat Ibukota

Kabupaten Pandeglang
Jumlah layanan internet

1. Majasari 3.5 km² 17

2. Karang Tanjung 4 km² 7

3. Cadasari 5.20 km² 7

4. Kaduhejo 7 km² 8

5. Cimanuk 10 km² 4

6. Banjar 12 km² 3

(Sumber: Diolah Peneliti, 2014)

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa kecamatan-kecamatan yang

jaraknya dekat dengan pusat Ibukota Kabupaten Pandeglang seperti Kecamatan
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Majasari, Karang Tanjung, Cadasari, Kaduhejo serta Cimanuk sudah memliki

akses layanan internet yang cukup banyak. Sementara untuk Kecamatan Banjar

belum terdistribusi secara merata di seluruh desa, karena akses layanan internet

yang baru tersedia untuk masyarakat hanya ada warnet (warung internet) di Desa

Gunung Putri, dan wardes (warnet desa) di Desa Banjar, serta PLIK di Desa

Kadubale yang masing-masing berjumlah satu. Belum lagi kondisi jalan di

Kecamatan Banjar yang mengalami rusak parah sehingga tempat pelayanan

internet yang tersedia bagi masyarakat sulit untuk dijangkau. Untuk lebih jelasnya

mengenai jumlah tempat layanan internet yang ada di Kecamatan Banjar dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Daftar Tempat Layanan Internet di Kecamatan Banjar

No. Desa Layanan Internet

1. Cibeureum Tidak ada

2. Cibodas Tidak ada

3. Kadulimus Tidak ada

4. Bandung Tidak ada

5. Kadumaneuh Tidak ada

6. Citalahab Tidak ada

7. Pasirawi Tidak ada

8. Mogana Tidak ada

9. Kadubale Wardes

10. Banjar PLIK

11. Gunung Putri Warnet

(Sumber: Kantor Kecamatan Banjar, 2014)
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Melihat keterbatasan layanan internet di Kecamatan Banjar tersebut, tidak

diimbangi dengan banyaknya jumlah pelajar yang ada. Sehingga kebutuhan

masyarakat yang semakin meningkat di bidang internet khususnya bagi para

pelajar yang berjumlah sebanyak 8.030 jiwa belum terpenuhi, baik dari tingkat

SD/MI hingga SMA/MA. Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.5

Daftar Jumlah Pelajar di Kecamatan Banjar

No. Desa SD MI SMP MTS SMA MA Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01. Cibeureum 237 164 - 117 - - 518

02. Cibodas 355 - - - 303 - 658

03. Kadulimus 624 165 148 530 - 127 1.594

04. Bandung 307 - - 120 - - 427

05. Kadumaneuh 165 - - - - - 165

06. Citalahab 713 - 66 - - - 779

07. Pasirawi 223 - - 48 - - 271

08. Mogana 316 - - - - - 316

09. Kadubale 234 363 - 395 - 354 1.346

10. Banjar 548 - 933 - - - 1.481

11. Gunung Putri 475 - - - - - 475

Total 2013 4.197 692 1.147 1.210 303 481 8.030
(Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang, 2013)

Berangkat dari tabel di atas artinya dengan jumlah pelajar sebanyak 8.030

jiwa tersebut, maka kebutuhan mereka akan internet harus dipenuhi karena saat ini

internet sebagai sumber informasi dan alat komunikasi sudah menjadi bagian dari

bahan baku belajar, sehingga tidak hanya bergantung pada buku teks saja. Hal

krusial lain yang menjadi alasan peneliti untuk memilih lokus penelitian di

Kecamatan Banjar, yakni dengan melihat potensi daerah yang dimiliki seperti
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beberapa produk unggulan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta

industri kecil menengah. Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.6

Daftar Pontesi Ekonomi Daerah di Kecamatan Banjar

No. Bidang Desa Produk Unggulan

1. Pertanian Cibeureum Perkebunan Pepaya California

Cibodas Perkebunan Karet

2. Peternakan Cibodas Peternakan ayam

Citalahab Peternakan ayam

3. Perikanan Banjar Budidaya ikan mas jenis “si

nyonya”

4. Industri/Kerajinan Bandung Anyaman/kerajinan tangan dari

bahan baku pandan

5. Industri Kecil Menengah Gunung Putri Pembuatan sepatu

(Sumber: Kantor Kecamatan Banjar, 2014)

Beberapa potensi daerah tersebut dapat ditingkatkan nilai ekonominya

yakni dengan upaya meningkatkan mutu produksi, mempromosikan dan

memasarkan produk-produk unggulan tersebut melalui internet khususnya PLIK

sebagai alat informasi dan media komunikasi masyarakat, agar memiliki daya jual

yang lebih tinggi dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

sekitar. Bahkan potensi-potensi daerah tersebut nantinya tidak hanya dikenal di

tingkat lokal saja melainkan dikenal pada tingkat nasional.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti saat

observasi awal. PLIK di Kecamatan Banjar yang menjadi lokus penelitian ini

dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang



18

terjadi di PLIK Kecamatan Banjar tersebut, akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Pertama, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa PLIK

kepada Pengelola (Mitra) PLIK dan masyarakat di Kecamatan Banjar. Sehingga

kebanyakan masyarakat mengetahui PLIK tersebut hanya sebagai warnet (warung

internet) biasa yang bernama LY Net, bukan dikenal sebagai tempat pelayanan

internet kecamatan yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Pengelola PLIK di

Kecamatan Banjar yang menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan

oleh ISAT Net. Pengelola PLIK tersebut menambahkan bahwa kegiatan yang

dilakukan ISAT Net hanya sebatas menyediakan komputer dan perangkat lainnya

serta melakukan maintenance komputer setiap bulannya, sehingga tidak ada

sosialisasi yang dilakukan (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK di Kec.

Banjar. Tanggal 11 Desember 2013 pukul 10:54 WIB). Padahal PLIK tersebut

perlu disosialisasikan agar masyarakat sekitar dapat mengetahuinya, dan

diharapkan mampu mempermudah akses pelayanan komunikasi dan informasi

kepada masyarakat dengan tarif yang murah dan terjangkau.

Kedua, seringnya terjadi keterlambatan koneksi karena adanya gangguan

jaringan. PLIK di Kecamatan Banjar menggunakan media koneksi yang bernama

VSAT (Very Small Aperture Terminal). Media VSAT sangat bergantung pada

cuaca, sehingga terkadang mengalami gangguan dan mengharuskan PLIK tidak

online selama beberapa hari. (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK di Kec.

Banjar. Tanggal 11 Desember 2013 pukul 10:54 WIB).
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Ketiga, adanya pungutan biaya yang dilakukan Penyedia Jasa Layanan

Internet PLIK dalam hal ini ISAT Net kepada pihak Mitra PLIK di Kecamatan

Banjar. Padahal seharusnya pengadaan PLIK tersebut digratiskan. Hal ini

berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan saat observasi awal. Mitra

PLIK menyampaikan bahwa saat diawal pemasangan PLIK dipungut biaya oleh

ISAT Net sebesar Rp 10 juta. Namun Mitra PLIK hanya memberikannya sebesar

Rp. 1 juta. Sehingga modal awal yang dikeluarkan untuk mengadakan PLIK

tersebut yaitu sebesar Rp. 1 juta. (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK di

Kec. Banjar. Tanggal 11 Desember 2013 pukul 10:54 WIB).

Keempat, tarif internet yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.

Menurut Mitra PLIK di Kecamatan Banjar, tarif yang diberlakukan di PLIKnya

tersebut sebesar Rp. 3.000/jam di dalam jam operasional PLIK. (Wawancara

dengan Bapak Lili. Mitra PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 11 Desember 2013 pukul

10:54 WIB). Padahal sesuai dengan ketentuan kontrak selama PLIK beroperasi 8

jam/hari, maka tarif yang diberlakukan harus sebesar Rp. 2.000,-/jam, agar murah

dan terjangkau untuk masyarakat.

Berangkat dari beberapa masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dalam

penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pusat Layanan Internet

Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.”
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan sebelumnya, maka

peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa

Layanan Internet PLIK yaitu ISAT Net kepada Pengelola (Mitra) PLIK

serta masyarakat di Kecamatan Banjar.

2. Seringnya terjadi keterlambatan koneksi karena adanya gangguan jaringan

VSAT (Very Small Aperture Terminal), bahkan terkadang menyebabkan

PLIK di Kecamatan Banjar harus offline.

3. Terdapat pungutan biaya yang dilakukan Penyedia Jasa Layanan Internet

PLIK (ISAT Net) kepada Pengelola (Mitra) PLIK Kecamatan Banjar,

yaitu sebesar Rp.10 juta.

4. Tarif internet yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, yakni sebesar

Rp. 3.000,-/jam

1.3 Batasan Masalah

Berikutnya untuk mempermudah peneliti dalam proses kajian penelitian,

maka peneliti membatasi fokus penelitian ini hanya pada: “Implementasi Program

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten

Pandeglang.”
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1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada batasan masalah di atas, maka perumusan masalah dari

penelitian ini yakni: “Bagaimanakah Implementasi Program Pusat Layanan

Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang?.”

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini

mempunyai tujuan untuk mengkaji lebih dalam dan untuk mengetahui bagaimana

Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan

Banjar Kabupaten Pandeglang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah

dan mengembangkan khazanah keilmuan serta pengetahuan mengenai

ilmu administrasi negara.

b. Pengembangan Studi Implementasi Kebijakan Publik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat

mengembangkan studi mengenai implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
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Mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti

khususnya mengenai program Pusat Layanan Internet Kecamatan

(PLIK).

b. Bagi Instansi

Menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi Kementrian

Komunikasi dan Informatika serta BP3TI (Balai Penyedia dan

Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) dalam

memecahkan masalah mengenai implementasi Program Pusat Layanan

Internet Kecamatan (PLIK).

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi,

referensi serta bahan pembelajaran bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Setiap penelitian tentunya tidak akan terlepas dari penggunaan teori.

Menurut Kerlinger (1978), dalam Sugiyono (2011:52), mengemukakan bahwa:

“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and
proposition that present a systematic view of phenomena by specifying
relations among variables, with purpose of explaining and predicting the
phenomena” (Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan
proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik,
melalui, spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk
menjelaskan dan meramalkan fenomena).

Teori, konsep, serta kumpulan generalisasi merupakan landasan kokoh

yang dapat diuji kebenarannya. Landasan ini sangat perlu digunakan agar sebuah

penelitian bersifat ilmiah. Selain itu, landasan teori yang relevan dengan masalah

penelitian dapat membantu peneliti dalam menentukan kerangka berpikir yang

akan dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Oleh karenanya, berikut ini akan diuraikan beberapa teori dari para tokoh

yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Dengan mengacu pada topik

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai Implementasi Program

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten

Pandeglang, maka perlu diawali dengan mengetahui beberapa teori yang relevan

dan menunjang dalam penelitian ini. Teori-teori yang akan peneliti jelaskan yakni

dalam ruang lingkup Ilmu Administrasi Negara, diantaranya mengenai Kebijakan
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Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pendekatan Implementasi Kebijakan

Publik, serta Model-model Implementasi Kebijakan Publik.

2.1.1 Kebijakan Publik

Ada beberapa pengertian dari istilah kebijakan publik, misalnya menurut

Thomas R. Dye (Understanding Public Policy, 1976), yaitu apapun yang dipilih

oleh pemerintah untuk dilakukan dan untuk dilakukan (Wicaksono, 2006:63).

Definisi yang diusulkan oleh Dye meski cukup akurat, namun sebenarnya

tidak cukup memadai untuk mendeskripsikan substansi atau esensi kebijakan

publik yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada beberapa pengertian kebijakan

publik yang lebih spesifik menurut beberapa tokoh, diantaranya sebagai berikut:

John Dewey, (The Public and It’s Problem, 1927) dalam Wicaksono

(2006:63):

“Kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya.
Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-
persoalan publik disusun (constructed) dan didefinisikan serta bagaimana
kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.”

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) dalam Nugroho (2009:83).

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan

dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a

projected program of goals, values, and practices).

A. Hoogerwerf dalam Kencana (2006:106) menjelaskan bahwa kebijakan

publik unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
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Di bawah ini ada beberapa teori yang dikumpulkan dari beberapa pakar

(Wahab, 2012:15), diantaranya sebagai berikut:

1. Pakar Inggris, W. I. Jenkins (1978), merumuskan kebijakan publik
sebagai: “A set of interrelated decisions taken by a political actor or group
of actors concerning the selection of goals and the means of achieving
them within a specified situation where this decisions should, in principle,
he within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan
yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau
sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta
cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada
prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari
para aktor tersebut).

2. Pakar Nigeria, Chief J. O. Udoji (1981), telah mendefinisikan kebijakan
publik sebagai: “An santioned course of action addressed to a particular
problem or group of related problems that affect society at large” (suatu
tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling
berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

3. Pakar Perancis, Lemieux (1995), merumuskan kebijakan publik sebagai
berikut: “The product of activities aimed at the resolution of public
problems in the environment by political actors whose relationship are
structured. The entire process evolves over time” (produk aktivitas-
aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik
yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik
yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu
berlangsung sepanjang waktu).

James Anderson (1984) dalam Agustino (2008:7) memberikan pengertian

atas definisi kebijakan publik dalam bukunya Public Policy Making, sebagai

berikut:

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang
berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang
diperhatikan.”

Menurut Carl J. Friedrich (1969) dalam Agustino (2008:7)

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan
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tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai
tujuan yang dimaksud.”

Berikut ini ada beberapa teori kebijakan publik yang dikutip dalam

Pasolong, diantaranya:

1. Konsep Kebijakan Publik dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan
Plano (1998), mengatakan bahwa “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan
yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan
masalah publik atau pemerintah.”

2. William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa “Kebijakan Publik adalah
suatu rangkaian pilihan-pilhan yang saling berhubungan yang dibuat oleh
lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut
tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-
lain” (Pasolong, 2010:38).

3. Chaizi Nasucha (2004), mengungkapkan bahwa “Kebijakan Publik adalah
kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang
digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut
bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan
dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang
harmoni” (Pasolong, 2010:39).

Menurut Peter Bridgmann dan Glyn Davis dalam Wicaksono (2006:65),

untuk memudahkan pemahaman terhadap kebijakan publik dapat ditinjau dari 5

karakteristik kebijakan publik, antara lain:

1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami.
2. Melibatkan kepatuhan beserta dengan konsekuensinya.
3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
4. Pada hakikatnya adalah politis.
5. Bersifat dinamis.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik menurut Young dan

Quinn (2002) dalam Suharto (2006:44-45).

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan
yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki
kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan
publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang
berkembang di masyarakat.
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3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik
biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari
beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan
tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk
memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga
dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat
dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak
memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.
Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap
langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan
sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah
dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan
pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Dari pengertian di atas, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu

pilihan tindakan yang menjadi kewenangan aktor-aktor pemerintah, dilakukan

dengan menggunakan segala sumber daya dan diorientasikan untuk memecahkan

persoalan-persoalan publik.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam proses

kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor determinan dalam

menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi persoalan

publik. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang sudah direkomendasikan

oleh policy makers tidak menjamin kebijakan tersebut pasti berhasil, karena

kompleksitas implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel baik variabel

individual maupun organisasional. Maka tidak jarang implementasi bermuatan

politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Eugene Bardach
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(1991) dalam Agustino (2006:153) melukiskan kompleksitas implementasi

kebijakan sebagai berikut :

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang
kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam
kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga
para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit
lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua
orang.”

Bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (1981) dalam Wahab

(2012:126) dengan tegas pernah mengatakan bahwa :

“The execution of policies is as important if not more important than
policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless
they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting
bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.
Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang
tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab

(2012:135), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan
yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik
yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun
untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian.”

Selain itu Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya

Implementation and Public Policy (1983) mendefinisikan implementasi kebijakan

publik sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan
peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah



29

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur
proses implementasinya” (Agustino, 2008:139).

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008:139),

mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan.”

Kemudian Grindle yang dikutip dalam Wahab (2012:125),

mengungkapkan bahwa  :

“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut
paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih
dari itu, ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa
yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.”

Selanjutnya berikut ini ada beberapa pengertian mengenai implementasi

kebijakan publik, yang dikutip dalam Pasolong:

1. Bernadine R. Wijaya &. Susilo Supardo (2006), mengatakan bahwa
“Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam
praktik”.

2. Elinggis (1985) mendefinisikan implementasi sebagai “Rangkuman dari
berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan
sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi” (Pasolong, 2010:57).

3. Gordon (1986) mengatakan bahwa: “Implementasi berkenaan dengan
berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini
administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan
dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti
mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan
program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-
istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang
dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-
instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan
pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan
tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu
diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan
menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan
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kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan
kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program”
(Pasolong, 2010:58).

Dan berbagai definisi di atas maka menurut hemat peneliti, implementasi

kebijakan publik adalah tahap realisasi penyelenggaraan suatu aktivitas yang telah

diputuskan dan disepakati bersama oleh aktor-aktor pemerintah, sehingga

diharapkan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan bersama yakni

demi kepentingan publik.

2.1.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan

tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni:

pendekatan top down dan bottom up. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000)

istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan

kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan the market

aprroach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach). Masing-

masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk

keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Agustino, 2008:140).

1. Pendekatan Top Down

Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan yang

dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan

keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik

tolak dari perspektif  bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang

telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh
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administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya.

Jadi inti pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana

(administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah

digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat (Agustino,

2008:140).

2. Pendekatan Bottom Up

Pendekatan bottom up memandang bahwa implementasi kebijakan

tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Melainkan

bottom up berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level

warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan

permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan bottom up

adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada

di tingkat warga, sehingga mereka dapat memahami dan mampu

menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya

yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar

kebijakan tersebut tidak kontra-produktif, yang dapat menunjang

keberhasilan kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008:156).

2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Pubiik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu

sama lain. Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas ide-ide dasar yang



32

disampaikan oleh empat tokoh dalam menjelaskan terapan implementasi

kebijakan yang mereka teoremakan.

A. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van

Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donal Van Metter dan

Carl Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu

implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk

meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung

dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana

dan kinerja publik.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino

(2008:142) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut diantaranya :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di

level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik

yang dapat dikatakan berhasil.
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Menurut Meter dan Horn, standar dan sasaran kebijakan harus jelas

dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran

kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah

menimbulkan konflik di antara para agen implementasi (Wahab, 2012:99).

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam menentukan

suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumberdaya

manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga

ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau

ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia

sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang

menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh

tujuan kebijakan publik. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan

kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan

waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi penyebab

ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal

dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan

publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok

dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik



34

yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara

radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras

dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik

itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja

agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada

gambaran pertama.

4. Sikap/Kecenderungan (disposisi) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal

betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan

diambil secara top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan

tidak mengetahui kebutuhan masyarakat.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan,

begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter
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dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong

keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial,

ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor dari

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan

kondisi lingkungan eksternal.

B. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward

III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and

Indirect Impact on Implementation (Agustino, 2008:149). Dalam pendekatan yang

diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut George Edward III dalam Agustino (2008:150);

komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi suatu kebijakan. Komunikasi sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan

mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas

apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan baik bila komunikasi

berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam
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mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino

(2008:150-151) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu :

a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali

terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah

pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan

birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga

apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana

kebijakan (street-level-bureuacrats) harus jelas dan tidak

membingungkan (tidak ambigu/mendua).

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap

sumberdaya (resources). Edwards III (1980) mengkategorikan sumber

daya organisasi terdiri dari: “Staff, information, authority, facilities,

building, equipment, land and supplies.” Menurut Edward III dalam

Agustino (2008:151-152), sumberdaya merupakan hal penting dalam

implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan
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untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi

kebijakan terdiri dari :

a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah

staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang

sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya

disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,

mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup

menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi

diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan

kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam

mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai

dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data

kepatuhan dan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi

pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal

agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika

wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata

publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan
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implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain,

ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan

dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas

kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di

sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri

atau kelompoknya.

d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf

yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya

fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting

ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus

memiliki kemampuan untuk melaksakannya, sehingga dalam praktiknya

tidak terjadi bias.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143)

mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan

salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi

kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan
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atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan

maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan

terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para

pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan

karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan

menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang

dikemukakan Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para

pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang

halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan,

menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan

secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi

tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-

organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam

kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu

kebijakan tertentu.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153) yang

mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah

struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu

kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang

seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan
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suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya

kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan

ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edwards III dalam Agustino (2008:153) terdapat dua

karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah

yang lebih baik, adalah melakukan: Standard Operational Procedure

(SOP) dan fragmentasi. Standard Operational Procedure (SOP) adalah

suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar

yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya

penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai di

antara beberapa unit kerja atau beberapa badan yang berbeda sehingga

memerlukan koordinasi.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit

dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi

pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut

hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan

dengan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2005:153-154).
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C. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle

dikenal dengan Implementation as a Political and Administrative Process. Beliau

mendefenisikan implementasi kebijakan publik adalah pengukuran keberhasilan

implementasi kebijakan dapat diihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan

apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat

pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan

program tersebut tercapai. Berdasarkan model pendekatan yang diungkapkan oleh

Grindle, dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik

ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari 2

(dua) sub-variabel (Agustino, 2006:167), yaitu :

1. Content of Policy, yaitu  :

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu

implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu

kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan,

dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh

terhadap implementasinya.

b. Type of Benefits (jenis dan manfaat yang akan dihasilkan dari

implementasi kebijakan). Pada poin ini suatu kebijakan berupaya

untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan

harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak

positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang
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hendak di laksanakan.

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.

Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah seberapa besar

perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi

kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan dari suatu

kebijakan yang akan diimplementasikan). Pengambilan keputusan

dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak

pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak

diimplementasikan.

e. Program Implementor (pelaksana program). Dalam menjalankan suatu

kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana

kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu

kebijakan. Hai ini harus terdata atau terpapar dengan baik.

f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan agar

pelaksanaannya berjalan baik). Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus

didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar

pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy, yaitu:

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan,

kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalam
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suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan,

kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor

guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi

kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar

kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari

hasil.

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan

rezim yang berkuasa). Lingkungan di mana suatu kebijakan

dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada

bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut

mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon

dari pelaksana). Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan

suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka

yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan

dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2.1.5 Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada hakekatnya konsep teknologi informasi dan komunikasi berasal dari

dua istilah yang saling berkaitan, yakni teknologi informasi dan teknologi

komunikasi. Untuk memahami apa itu teknologi informasi dan komunikasi,

berikut ini peneliti akan memaparkan kedua konsep tersebut yakni teknologi

informasi dan teknologi komunikasi.
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A. Teknologi Informasi

Ada beberapa pengertian teknologi informasi yang dikutip dalam Munir

(2008:8-9), diantaranya :

1. Dalam kamus Oxford (1995), “teknologi informasi adalah studi atau
penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan.
menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata,
bilangan dan gambar.”

2. Menurut Atler, Martin, dan Lucas dalam Abdul Kadir (2003), “teknologi
informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk
melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti
menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi
atau menampilkan data.”

3. Secara umum Lucas (2000) menguraikan definisi teknologi informasi,
yang dijelaskan sebagai berikut: “Teknologi informasi adalah segala
bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan
informasi dalam bentuk elektronis, mikro komputer, komputer mainframe,
pembaca barcode, perangkat lunak pemprosesan transaksi, perangkat
lunak lembar kerja (worksheet) dan peralatan komunikasi dan jaringan
merupakan contoh teknologi informasi.”

4. Wawan Wardiawan (2000) mengemukakan bahwa “teknologi informasi
adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data
berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu
informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk
keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek
strategis untuk pengambilan keputusan.”

5. Everett M Rogers (1986), mengemukakan bahwa “teknologi informasi
merupakan perangkat keras yang bersifat organisatoris dan meneraskan
nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan,
memproses dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau
khalayak lain.”

Kemudian ada pengertian lain mengenai definisi dari teknologi informasi

(Yuldi (Ed), 2007: 23), yakni :

“Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses
penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga
pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan
lebih lama penyimpanannya”.
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Definisi di atas lebih dikembangkan lagi oleh Martin (1999) yang

memberikan makna bahwa :

“Teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer
(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses
dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi
komunikasi untuk mengirimkan informasi.”

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat 3 bahwa teknologi

informasi didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

informasi.

B. Teknologi Komunikasi

Selanjutnya istilah teknologi komunikasi berkaitan dengan alat dan cara

untuk berkomunikasi (berhubungan antar manusia). Saat ini, alat komunikasi

sebagai produk teknologi komunikasi yang kita gunakan antara lain: telepon,

televisi, internet (Yuldi (Ed), 2007:18).

Selain itu pengertian dari teknologi komunikasi menurut Munir (2008:14-

15) adalah perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software.

proses dan sistem, yang digunakan untuk membantu proses komunikasi, yang

bertujuan agar komunikasi berhasil (komunikatif). Teknologi komunikasi Iebih

menekankan pada perangkat elektronik sebagaimana dikemukakan oleh Effert M.

Rogers (1986). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa yang dimaksud teknologi

komunikasi termasuk media adalah komputer mikro, konferensi jarak jauh,

teleteks, video teks, televisi kabel interaktif, dan satelit komunikasi.
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Menurut Rogers (1986) dalam Dilla (2007:168) ada tiga dampak akibat

pengembangan teknologi komunikasi:

1. Dampak diinginkan dan tidak diinginkan. Istilah diinginkan dan tidak

diinginkan secara kasar setara dengan positif dan negatif dalam konteks

ini.

2. Dampak langsung dan tidak langsung.

3. Dampak terantisipasi dan tidak terantisipasi.

Berikut ini beberapa dampak negatif globalisasi yang dibawa oleh

kemajuan teknologi komunikasi (Dilla, 2007:169), antara lain:

1. Munculnya mitos perkampungan global. Menurut Eurich, munculnya

globalisasi terutama pada teknologi akan mengakibatkan “persaudaraan

elektronik”, dan hilangnya kesadaran tentang persaudaraan sejati, perasaan

sekeluarga, bahkan perasaan itu sendiri.

2. Adanya kendali oleh pasar transnasional terhadap pasar lokal sehingga

menghasilkan sentralisasi pengambilan keputusan, kehilangan otonomi

budaya, dan kedaulatan nasional, serta ketidakmampuan mereka untuk

bersaing dengan teknologi informasi yang diciptakan negara maju. Juga,

akan memunculkan ekonomi dominan tunggal, serta politik dan satu

budaya. Dengan integrasi ini, sebenarnya akan mempertajam kontradiksi

dalam sistem internasional karena kekuatan dominan mereka ingin

mencapai kekuatan penuh.

3. Semakin munculnya sosial gap. Adanya teknologi komunikasi semakin

menambahnya jurang antara si pemilik akumulasi modal dan buruh, serta
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antara desa dan kota. Hal ini disebabkan karena kemampuan adopsi

terhadap teknologi yang tidak merata. Asumsi bahwa akan terjadi difusi

pada teknologi dan informasi, tampaknya harus dipertanyakan ulang. yang

terjadi sekarang adalah manipulasi dan hegemoni dari yang memegang alat

produksi (teknologi). Akibatnya adalah munculnya kategori pengadopsi.

4. Meningkatnya jumlah pengangguran. Teknologi mengasumsikan efisiensi

dan efektivitas sehingga tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin.

Ketidakmampuan kita menerima situasi ini disebabkan sumberdaya

manusia kita rendah. Selain itu, gagasan pembangunan yang ada masih

dimanfaatkan oleh segelintir (sentralisasi) orang sehingga kurang

menghargai potensi yang ada sebagai upaya pengembangan SDM.

5. Kesenjangan informasi. Kesenjangan sosial tadi diakibatkan adanya

kesenjangan informasi sebagai akibat begitu pesatnya teknologi

komunikasi tersebut berkembang.

6. Overload of information. Hal ini sebenarnya tidak menjadi persoalan jika

kemampuan selektif masyarakat kita sudah tinggi. Hal ini terkait dengan

tingkat pendidikan masyarakat kita. Lewat media inilah potensi terjadinya

hegemoni (dominasi) sosial, kebudayaan serta politik konsumerisme

terjadi. Tingkat konsumerisme ini tidak diimbangi dengan tingkat daya

beli masyarakat sehingga timbul frustasi sosial.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dari beberapa pengertian di atas, ada keterkaitan erat antara teknologi

informasi dan teknologi komunikasi, teknologi informasi lebih pada sistem
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pengolahan informasi sedangkan teknologi komunikasi berfungsi untuk

pengiriman informasi (information delivery). Jika keduanya diintegrasikan maka

disebut sebagai TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau ICT

(Information and Communications Technology). Dengan demikian TIK tidak

identik dengan komputer namun juga dengan segala sesuatu yang berupa software

dan hardware yang dapat membantu manusia (Munir, 2008:16). Secara lebih

spesifik, TIK merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengiriman, penerimaan dan

penyimpanan informasi dengan menggunakan peralatan telekomunikasi (Yuldi

(Ed), 2007: 26).

Menurut Nasution (2009:224-225), kemajuan teknologi kini

memungkinkan kita untuk memproses, menyimpan, menelusuri dan

mengkomunikasikan informasi dalam segala bentuk, tidak terbatas oleh jarak,

waktu dan volume. Revolusi ini menambahi suatu kapasitas baru yang dahsyat

bagi kecerdasan manusia dan membentuk suatu perubahan bagaimana cara kita

bekerja bersama, dan bagaimana kita hidup bersama. Tentu semua ini

berpengaruh besar bagi pembangunan.

Dari sudut pandang pembangunan, kemajuan dan ketersediaan teknologi

baru di bidang informasi dan komunikasi (new Information and Communications

Technology atau new ICT) bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, bagaimana

akibat kemajuan tersebut bagi upaya meningkatkan kehidupan sebagian besar

masyarakat selama ini telah tertinggal dibandingkan mereka yang berada di

negara maju. Sisi kedua, bagaimana TIK ini dapat dieksploitasi oleh negara-
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negara berkembang untuk mendapatkan akses ke pasar dunia dan

memaksimumkan kelebihan kompetitif (competitive advantages) mereka.

Masyarakat pedesaan bisa memanfaatkannya untuk menciptakan

lowongan kerja dan memasarkan produk mereka lebih efektif. Bidang pendidikan

dan riset bisa terdorong. Sedangkan sistem kesehatan dapat menjadi lebih efektif

dan lebih menjangkau banyak orang. Selanjutnya pemerintahan bisa menjadi lebih

efisien dan lebih akuntabel. Dari sudut pembangunan manusia, peran teknologi

termasuk TIK penting sekali, seperti yang digambarkan berikut ini:

(Sumber : Human Development Report, 2001)

Gambar 2.1
Hubungan antara Teknologi dengan Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (2001),

sebagai alat untuk memerangi kemiskinan di abad 21, teknologi informasi dan

Membangun Kapabilitas Manusia

 Kehidupan yang sehat dan berusia panjang
 Memperoleh pengetahuan dan menjadi kreatif
 Menikmati standar kehidupan yang layak
 Berpartisipasi dalam kehidupan sosial,

ekonomi dan politik suatu masyarakat

Sumber daya untuk
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Pertumbuhan Ekonomi

Hasil Produktivitas

Perubahan Tekonologi

Sumber daya untuk
Pengembangan

Teknologi
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Kedokteran,
Komunikasi,

Pertanian, Energi,
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komunikasi dapat digunakan untuk: Pertama, teknologi informasi dan komunikasi

sebagai masukan yang meresap ke hampir seluruh aktivitas manusa. Kedua,

teknologi informasi dan komunikasi dapat memecahkan hambatan bagi

pembangunan manusia dalam tiga hal, yakni: memecahkan hambatan

pengetahuan, memecahkan hambatan partisipasi, dan memecahkan hambatan ke

peluang ekonomi (Nasution, 2009:226).

Secara teoritis menurut Parker dan Dunn (1972) dalam Dilla (2007:169),

teknologi-teknologi komunikasi dan informasi mempunyai dampak positif yang

dapat digunakan untuk keuntungan orang banyak dalam masyarakat. “Potensi

tunggal paling besar dari penggunaan informasi adalah kesempatan untuk

mengurangi biaya unit pendidikan sampai titik di mana masyarakat dapat

memberikan akses yang sama dan terbuka bagi kesempatan belajar untuk semua

anggota masyarakat sepanjang hidup mereka”.

Lebih lanjut, Parket dan Dunn mengatakan ada sejumlah kesenjangan

(pengetahuan, keterampilan dan informasi) turut menyertainya dampak positif dari

keuntungan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. “Apabila akses

ke pelayanan informasi ini tidak tersedia secara universal di seluruh masyarakat,

mereka yang kaya informasi bisa menuai manfaat, sedangkan mereka yang miskin

informasi secara relatif menjadi semakin miskin. Pelebaran kesenjangan informasi

ini biasanya menyebabkan ketegangan sosial yang meningkat.”

Pengalaman menunjukkan bahwa untuk merancang dan menggunakan

teknologi secara produktif harus ada suatu tingkat pendidikan secara umum dan

pendidikan teknis secara khusus yang memadai. Sebab jika tidak, kemajuan ini
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justru amat potensial untuk memperlebar jurang selama ini telah menganga antara

kaum berpunya dengan golongan miskin. Singkatnya, mereka yang memiliki

akses ke teknologi ini menjadi semakin berdaya kuasa, mereka yang tidak justru

akan semakin termarginalkan baik secara politik ataupun ekonomi (Nasution,

2009:226).

2.1.6 Konsep Internet

Randall & Latulipe (1995) menjelaskan bahwa istilah internet merupakan

singkatan dari Interconnection Networking. Secara sederhana, internet bisa

diartikan sebagai a global network of computer networks (Tjiptono, 2000:2).

Severin (2011:6) mengemukakan definisi internet yakni sebagai berikut :

“Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar-komputer yang
saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus-menerus sebagai pesan-
pesan elektronik, termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah
antar-individu atau komputer.”

Menurut Laquey (1997), internet merupakan jaringan longgar dari ribuan

komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Misi awalnya adalah

menyediakan sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sejumlah

sumber daya perangkat keras komputer, yang mahal. Namun, sekarang internet

telah berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif,

sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Kemudian menurut Ardianto

(2007:150), dewasa ini internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan

berdaya sebagai alai informasi dan komunikasi yang tak dapat diabaikan.

Sementara menurut Biagi (2010:231) internet diartikan sebagai berikut :
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“Internet sebenarnya merupakan kombinasi dan ribuan jaringan komputer
yang mengirim dan menerima data dari seluruh dunia, kepentingan
bersaing bergabung bersama-sama dengan tujuan yang sama, namun tidak
ada pemilik umum. Tidak ada badan pemerintah atau komersial yang
memiliki keuntungan bersih atau langsung dari operasinya.” Catatan dari
perancang informasi Roger Fidler “Internet tidak memiliki presiden, CEO,
atau markas pusat.”

Secara umum, manfaat yang bisa diperoleh dengan akses internet

(Koswara (Ed), 1998:188), antara lain:

1. Mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi

kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial.

2. Mendapatkan informasi untuk kehidupan profesional/pekerjaan, seperti

sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi

profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi.

3. Sebagai sarana untuk kerja sama antar pribadi atau kelompok tanpa

mengenal batas jarak dan waktu, batas negara, ras, kelas ekonomi,

ideologi, atau faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran

pikiran.

4. Sebagai sarana bisnis, termasuk iklan dan publikasi secara online, bisnis

baru (koneksi ke internet dan web page), alternatif cetak jarak jauh, jenis

layanan baru untuk pelanggan, jasa surat elektronik, dan bulletin board.

5. Sebagai media komunikasi, termasuk untuk mengikuti perkembangan

teknologi, menjembatani lembaga pemerintah, universitas, sekolah,

laboratorium, dan penelitian.

6. Sebagai penunjang sistem pendidikan jarak jauh.

7. Sebagai sarana hiburan dan hobi.
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8. Dapat menekan biaya administrasi pengiriman pesan, fax, gambar, dan

biaya cetak (keuntungan tidak langsung).

9. Dapat memperluas wawasan masyarakat.

10. Globalisasi informasi.

11. Sumber data tersedia.

12. Merupakan sarana diskusi global bagi para profesional, peneliti, pelajar,

mahasiswa, dan masyarakat umum.

2.1.7 Konsep Masyarakat Informasi

Perubahan sosial hingga sampai pada masyarakat informasi menurut Alvin

Toiler (1980) dalam bukunya The Third Wave (gelombang ketiga), memiliki tahap

sejarah umat manusia yang panjang (Dilla, 2007:171), yakni :

1. Gelombang pertama antara tahun 800 SM-1700 M disebut juga
gelombang pembaruan. Manusia menemukan dan menerapkan
teknologi pertanian.

2. Gelombang kedua mulai berimpit dengan revolusi industri.
3. Gelombang ketiga adalah peradaban yang didukung oleh kemajuan

teknologi komunikasi dan pengolahan data.

John Naisbitt dalam bukunya Megatrends 2000 menyatakan ada sembilan

kecenderungan besar yang sekarang sedang berlangsung di dunia. Salah satunya

adalah beralihnya masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dalam

masyarakat industri, produksi merupakan interaksi manusia dengan alam yang

terolah, sedangkan masyarakat informasi, produksi merupakan hasil interaksi

antara manusia dengan manusia (Dilla, 2007 :169).

Menurut WSIS (World Summit on the Information Society) masyarakat

informasi adalah :
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“Suatu keadaan di mana setiap orang dapat membuat, mengakses,
memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga
memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat mencapai
seluruh potensi mereka untuk menggalakkan pembangunan berkelanjutan
dan meningkatkan mutu hidup mereka, berdasarkan tujuan dan prinsip
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menaati sepenuhnya Deklarasi
Universal Hak Asasi manusia.” (WSIS, 2003:1).

Kemudian sebagaimana yang dikutip dalam Arifianto (2012:7):

“Masyarakat informasi dikonsepsikan sebagai masyarakat yang secara
politis dianggap sebagai masyarakat yang demokrasi. Secara budaya,
masyarakat yang memanfaatkan informasi untuk memenuhi kebutuhan
lokal. Secara ekonomi, masyarakat yang pertumbuhan ekonominya
berbasis informasi, dan ilmu pengetahuan.”

Menurut Akhmad Djunaedi, di dalam masyarakat terdapat tiga tingkatan

dari aspek informasi, diantaranya:

1. Tingkat pertama adalah masyarakat sadar informasi, yaitu masyarakat
yang sudah sadar bahwa informasi diperlukan untuk meningkatkan daya
saing (untuk maju), misalnya masyarakat petani yang pada saat menjelang
panen mereka mencari informasi harga tentang harga-harga jual di
berbagai pasar.

2. Tingkat kedua adalah masyarakat kaya informasi, yaitu masyarakat yang
sudah cukup banyak mempunyai informasi sehingga cukup mempunyai
daya saing (kompetitif), misalnya masyarakat perguruan tinggi,
masyarakat dunia usaha (yang bukan usaha kecil dan menengah/UKM).
Masyarakat kaya informasi telah mempunyai akses yang memadai ke
sumber-sumber informasi. Mereka tidak mudah untuk ditipu oleh
informasi yang menyesatkan, mereka mampu mengumpulkan informasi
yang cukup banyak dengan mudah dan secara perorangan mereka mampu
menseleksi mana informasi yang benar dan mana yang kurang benar.

3. Tingkat ketiga adalah masyarakat berbasis pengetahuan (Knowledge Based
Society), yaitu masyarakat kaya informasi yang dalam mengambil
keputusan sehari-hari mendasarkan diri pada pengetahuan. Dalam hal ini
pengetahuan tersedia secara memadai dan mudah diakses oleh masyarakat.
Informasi yang berlimpah mendorong diolahnya informasi tersebut
menjadi pengetahuan atau dengan kata lain pengetahuan merupakan
tingkatan lebih lanjut dari informasi. Masyarakat berbasis pengetahuan
ditunjukkan dengan kemudahan masyarakat mendapatkan pengetahuan
seperti membuka kran air, yang mampu mengubah masyarakat menjadi
masyarakat yang cerdas melalui pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi.
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Di luar tiga tingkatan tersebut sebenarnya masih ada lagi tingkatan

masyarakat sebelum tingkat satu tersebut, yaitu masyarakat yang belum sadar

informasi, contohnya adalah masyarakat pedesaan yang menutup diri dari

informasi dari luar (http://wiyarsih.staff.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 18

September 2013 pukul 10:46).

2.1.8 Konsep Kesenjangan Digital

Pemanfaatan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di

Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena muatan informasi,

kemudahan akses, dan ketersediaan sistem yang sering kali belum sesuai dengan

keinginan penggunanya. Di samping itu juga karena adanya berbagai kendala

sebagaimana dijelaskan Effendi, Bob Soelaiman (2006) dalam Munir (2008:114)

yang mencakup :

1. Kendala geografis, waktu, sosial ekonomis Indonesia

a. Negara kepulauan, daerah tropis dan pegunungan (problem

infrastruktur)

b. Distribusi penduduk yang tidak merata, dengan tingkat pendidikan

masyarakat mayoritas masih belum terpelajar (well-educated)

2. Digital divide (ketertinggalan perkembangan ICT dari dunia maju)

a. Perlunya penyebarluasan pemanfaatan ICT di kalangan masyarakat,

khususnya dunia pendidikan

b. Perlunya peningkatan kualitas SDM bidang ICT
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Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat adalah bahwa manfaat

internet tidak tersedia secara merata untuk semua orang sehingga menyebabkan

adanya kesenjangan digital. Kesenjangan digital menurut OECD (Organisation

for Economic Co-operation and Development), yaitu :

“Kesenjangan digital adalah suatu kesenjangan antar individu, kelompok,
bisnis, dan area geografis pada tingkat sosial-ekonomi yang berbeda, di
mana sangat membutuhkan akses teknologi informasi dan komunikasi
serta penggunaan internet untuk berbagai aktivitas kehidupan” (2001:3).

Sementara menurut Biagi (2010:240), kesenjangan digital diartikan

sebagai berikut :

“Kesenjangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk
menggambarkan minimnya akses terhadap teknologi digital pada lingkup
masyarakat berpenghasilan rendah, dan di daerah kecil, serta grup
minoritas. Atau kesenjangan antara orang-orang yang memiliki akses
online dan mereka yang tidak memiliki akses.”

Selanjutnya Novak dan Hooffman (1998) mengartikan kesenjangan digital

(digital divide) sebagai bentuk kesenjangan pengetahuan dalam dunia maya.

Kesenjangan digital ini bisa muncul untuk kelompok-kelompok orang menurut

jenis kelamin, ras, penghasilan, dan pendidikan, juga variabel-variabel lain

(Severin, 2011:456).

Menurut Norris (2003:3), konsep kesenjangan digital dipahami sebagai

fenomena multidimensi meliputi tiga aspek yang berbeda, diantaranya :

1. The Global Divide: kesenjangan global yang mengacu pada perbedaan
akses internet antara masyarakat industri dan berkembang

2. The Social Divide: kesenjangan sosial menyangkut kesenjangan antara
informasi kaya dan miskin di setiap negara

3. The Democratic Divide: kesenjangan demokratis menandakan perbedaan
antara mereka yang melakukan, dan tidak menggunakan persenjataan
lengkap sumber daya digital untuk tertibat, memobilisasi, dan
berpartisipasi dalam kehidupan publik.
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Beberapa faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap kesenjangan

digital (Nasution, 2009:235), antara lain :

1. Jalan akses telekomunikasi

2. Akses ke internet

3. Pencapaian pendidikan juga menjelaskan perbedaan akses

4. Bahasa (hampir 90%, isi internet dalam bahasa Inggris)

5. Akses di kawasan kota lebih baik daripada desa

2.1.9 Konsep Kesenjangan Informasi

Parker dan Dunn (1972) dalam Severin (2011:306) mengungkapkan

bahwa:

“Apabila akses ke pelayanan informasi ini tidak tersedia secara universal
di seluruh masyarakat, maka mereka yang telah “kaya informasi” bisa
menuai manfaat sedangkan mereka yang “miskin informasi” secara relatif
menjadi miskin. Pelebaran “kesenjangan informasi ini” bisa menyebabkan
ketegangan sosial yang meningkat”.

Dalam literatur ilmu komunikasi, kesenjangan informasi diartikan pula

sebagai kesenjangan pengetahuan. Berbicara mengenai definisi kesenjangan

pengetahuan maka kita akan mengenal teori Hipotesis Kesenjangan Pengetahuan

(Knowledge-Gap Hypotesis) yang bersifat mikro (individu) dari Tichenor,

Donohue, dan Olien (1970). Dari hasil surveinya, mereka menyimpulkan bahwa:

“Ketika pemasukan informasi media massa ke sistem sosial meningkat,
segmen-segmen populasi dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi
cenderung untuk memperoleh informasi dengan tingkat lebih cepat
daripada segmen-segmen populasi dengan status sosial ekonomi yang
lebih rendah, sehingga kesenjangan pengetahuan di antara segmen-segmen
ini cenderung melebar daripada menyempit.” (Severin, 2011:312).
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Tichenor. Donohue, dan Olien (1970) menyajikan lima alasan penyebab

dari adanya kesenjangan pengetahuan (Severin, 2011:298), diantaranya :

1. Terdapat perbedaan keterampilan komunikasi antara mereka dari status
sosial ekonomi rendah dan mereka dari status sosial ekonomi tinggi.
Biasanya terdapat perbedaan dalam pendidikan, dan pendidikan
mempersiapkan orang untuk suatu tugas pemrosesan informasi dasar
seperti membaca, memahami, dan mengingat.

2. Terdapat perbedaan antara jumlah informasi yang disimpan atau latar
belakang ilmu pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Mereka yang
berasal dari status sosial ekonomi lebih tinggi mungkin sudah mengetahui
sebuah topik melalui pendidikan, atau mungkin mereka mengetahui lebih
banyak tentang topik itu melalui pajanan kepada media sebelumnya.

3. Orang dari status sosial ekonomi lebih tinggi mungkin mempunyai lebih
banyak hubungan sosial yang relevan. Yaitu, mereka mungkin
berhubungan dengan orang-orang yang juga terekspos pada masalah-
masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan mungkin terlibat
dalam diskusi mengenai topik-topik semacam itu dengan mereka.

4. Mekanisme keterbukaan, penerimaan, daya ingat selektif mungkin
berfungsi. Orang dari status ekonomi lebih rendah mungkin tidak
menemukan informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang
berhubungan dengan masyarakat atau berita-berita ilmu pengetahuan yang
sesuai dengan nilai-nilai atau sikap-sikap mereka, atau mereka mungkin
tidak tertarik dengan informasi seperti itu.

5. Sifat dari sistem media massa itu sendiri adalah bahwa dia disesuaikan
dengan orang-orang dari status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Banyak
berita mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat
dan ilmu pengetahuan yang terbit dalam media cetak, dan media
berorientasi pada minat dan selera orang-orang dari status yang lebih
tinggi.

Kesenjangan yang ada tidak akan terpecahkan jika tidak dilakukan langkah

konkrit oleh semua pihak. Kalangan swasta saja, tidak cukup mengatasi masalah

ini, karena bagaimanapun juga aktivitas mereka tentunya terpaut pada motif

mencari keuntungan bisnis. Karena itu pemerintah harus bertindak. Menurut

OECD atau Organisation for Economic Co-operation and Development (2001)

dalam Nasution (2009:235), pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan

upaya kebijakan sebagai berikut :
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1. Infrastruktur jaringan

a. Pengembangan infrastruktur

b. Prakarsa regulasi untuk mendorong kekompetitifan

2. Penyebarluasan ke individu dan rumah tangga

a. Akses di sekolah

b. Akses di institusi publik yang lain

3. Pendidikan dan pelatihan

a. Pelatihan di sekolah-sekolah

b. Pelatihan vokasional

4. Penyebar-serapan ke kalangan bisnis

a. Dukungan dan pelatihan TIK untuk pengusaha kecil

b. Bantuan ke daerah dan kawasan pedesaan

5. Proyek pemerintah

a. Pelayanan pemerintah secara on-line

b. Pemerintah sebagai model pengguna TIK

2.2 Deskripsi Universal Service Obligation

Adanya pembentukan USO (Universal Service Obligation) atau KPU

(Kewajiban Pelayanan Universal) dilatarbelakangi karena beberapa faktor

diantaranya (Situmorang, 2013):

1. Rendahnya pemerataan pembangunan akses komunikasi dan informasi

khususnya untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak

secara ekonomi.
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2. Adanya persamaan hak semua kelompok masyarakat untuk menikmati

kemudahan mengakses dan menggunakan informasi melalui keberadaan

teknologi informasi.

3. Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan

dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika.

Berangkat dari latar belakang di atas maka pada tahun 2006, Kementerian

Komunikasi dan Informatika membentuk Badan Layanan Umum yaitu Balai

Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) sebagai satuan kerja

operasional yang menangani khusus untuk penyediaan telekomunikasi dan

informatika di wilayah perdesaan. Namun demikian, seiring dengan tuntutan

perkembangan teknologi informasi serta pemerataan pembangunan di sektor

teknologi informasi dan komunikasi, pada tahun 2009 BTIP berubah menjadi

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

(BP3TI) dimana tugas pokok dan fungsi menjadi diperluas tidak hanya di wilayah

perdesaan tetapi termasuk di wilayah perkotaan yang belum terjangkau

aksesibilitas layanan telekomunikasi dan informatika untuk umum.

Konsep Universal Service Obligation (USO) yang diterjemahkan kedalam

bahasa Indonesia sebagai Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Telekomunikasi,

pada dasarnya merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya

pelayanan publik bagi setiap warga negara meskipun negara tidak secara langsung

memegang peranan sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pelayanan publik

yang dimaksudkan. Penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika

KPU/USO di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) yaitu di
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wilayah antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah

perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang

belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi sebagaimana yang tercantum

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

32/PER/M.KOMINFO/10/2008 Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi

Pasal 1 Ayat 11 (http://kpu-uso.com, diakses pada tanggal 18 September 2013

pukul 5:47 WIB). Adapun tujuan dari program USO, diantaranya yaitu:

1. Mengatasi kesenjangan digital.

2. Mendukung kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan

keamanan, mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

3. Memenuhi komitmen Nasional dan Internasional yaitu deklarasi WSIS

(World Summit on the Information Society).

Dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran serta semua pihak baik

pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), serta pihak

swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan program pembangunan sarana

telekomunikasi dan informatika di daerah. Pelaksanaan penyediaan KPU/USO

diharapkan dapat menghasilkan manfaat dengan produktifitas yang efisien dan

efektif. Manfaat yang diharapkan terbagi menjadi 4 (empat) fase yang didapat

secara bertahap, yaitu:

1. Connectivity, yaitu keterhubungan antar desa dengan desa dan desa dengan

kota melalui akses layanan suara, SMS, dan akses layanan internet yang

merupakan target tahap awal dari penyediaan KPU/USO.
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2. Transaction, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan

masyarakat sehari-hari yang dapat meningkatkan taraf hidup yang

diperoleh dengan cara komunikasi jarak jauh atau virtual tanpa

memperhitungkan jarak dan waktu seperti e-education, e-bussiness, e-

health, dan lain-lain melalui akses layanan ICT yang telah tersedia.

3. Collaboration, yaitu terciptanya komunikasi yang baik antar desa baik

yang disatukan dalam wilayah administrasi tertentu ataupun di wilayah

administrasi yang berbeda sehingga terjalin komunitas-komunitas antar

desa yang dapat mengembangkan potensi masing-masing desa dan saling

bekerjasama.

4. Transformation, yaitu terbentuknya transformasi kondisi sosial masyarakat

yang sudah akrab dengan ICT sehingga segala bentuk kegiatan sehari-hari

dapat lebih efisien dan efektif dengan menggunakan ICT.

Didirikannya BP3TI yakni dalam rangka melaksanakan program USO atau

KPU yang dananya dihimpun dari para penyelenggara telekomunikasi,

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi pada Pasal 26. Kontribusi dana tersebut juga telah diatur

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

No:32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal

Telekomunikasi. Dalam payung hukum tersebut, yakni pada Pasal 1 Ayat 8

tercantum pengertian dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal

Telekomunikasi yaitu kontribusi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) yang harus dibayar oleh penyelenggara telekomunikasi yang
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dikelola oleh BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi

dan Informatika). Sementara besaran biaya yang harus dibayar oleh pihak

penyelenggara telekomunikasi yakni sebesar 1,25% dari gross revenue.

Jenis layanan dari USO adalah penyediaan jasa akses telekomunikasi, serta

penyediaan jasa akses internet. Di bawah ini terdapat beberapa program dari

kebijakan penyediaan infrastruktur USO atau KPU, di antaranya (Situmorang,

2013):

1. Desa Dering: berupa layanan telepon dan SMS (Short Message Service)

umum untuk daerah terpencil, daerah perintisan, perbatasan, daerah yang

secara ekonomis belum layak dan semua desa yang belum mempunyai

fasilitas tersebut, yakni sebanyak 33.184 desa.

2. Desa pintar: setiap lokasi Desa Dering akan ditingkatkan dengan

penambahan jasa layanan internet, sebanyak 1.330 lokasi.

3. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK): merupakan penyediaan sarana

umum untuk melakukan akses internet di kecamatan, terdapat di 5.748

lokasi dan telah bertambah menjadi 6.358 lokasi.

4. M-PLIK: berupa layanan PLIK yang dilengkapi dengan mobil sehingga

dapat bepindah-pindah di suatu wilayah kabupaten, yaitu sebanyak 1.907

unit.

5. Sarana Pendukung PLIK yaitu SIMM-PLIK: berfungsi untuk memonitor

operasional PLIK, menyediakan push content yang sehat dan bermanfaat

serta menyediakan bandwidth yang cukup dan efisien.
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6. Nusantara Internet Exchange (NIX): berupa switch pengatur trafik internet

domestik agar penggunaan bandwidth lebih efisien dan layanan data center

(push content) di 32 Ibukota Provinsi.

7. International Internet Exchange (IIX): berupa switch pengatur trafik

internet internasional agar penggunaan bandwidth lebih efisien, di empat

Ibukota Provinsi.

8. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Sentra Produktif: merupakan

penyediaan sarana umum untuk melakukan akses internet di pusat sentra

produktif  yang diusulkan instansi teknis terkait di 1.235 lokasi.

9. Wifi Kabupaten: merupakan penyediaan hot spot akses internet di 745

lokasi di Kabupaten.

10. Telinfo Tuntas: berupa penyediaan sarana ICT seperti BTS (Base

Transceiver Station) di perbatasan dan pulau terluar. Terdapat sembilan

paket pekerjaan di 198 lokasi (kecamatan).

11. SIMMNIX: sarana pendukung untuk memonitor operasional NIX.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ditujukan untuk memberikan keterangan atau

penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya. Selain itu dapat pula berfungsi sebagai data pendukung yang relevan

dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu mengenai PLIK telah

dilakukan oleh Noviyana Diyah Utami (2013) dengan judul penelitian tesis

mengenai Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (Studi Kasus
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di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara). Penelitian tersebut bertujuan

untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pusat Layanan Internet

Kecamatan di Kecamatan Madukara. Metode penelitian yang digunakan yakni

metode kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Madukara

Kabupaten Banjarnegara.

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Implementasi Program Pusat

Layanan Internet Kecamatan di Kecamatan Madukara gagal, karena belum

mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu membuka akses informasi

masyarakat perdesaan yang pada kenyataannya belum semua desa di Kecamatan

Madukara terkoneksi oleh akses informasi (internet) pada masyarakat perdesaan

sehingga masih terjadi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Hal tersebut tidak sejalan dengan Visi dari Kementerian Komunikasi dan

Infomatika yaitu “connected” karena hanya 4 desa/kelurahan di Kecamatan

Madukara yaitu Desa Blitar, Desa Bantarwaru, Desa Rejasa, Desa Petambakan

yang terkoneksi internet. Dengan kata lain 16 desa/kelurahan di Kecamatan

Madukara belum terkoneksi dengan internet. Sehingga untuk mencapai target

WSIS sebagai salah satu tujuan Program PLIK yaitu mewujudkan masyarakat

informasi di tahun 2015 sangat jauh dari harapan.

Selain itu Erlin Kristiyanti (2014) yang melakukan penelitian mengenai

Program Layanan Akses Internet pada Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

di Kecamatan Srumbung. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui program

layanan akses internet pada Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di

Kecamatan Srumbung yang belum maksimal dan belum adanya kerjasama dari
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pemerintah daerah sebagai pengawas di tingkat daerah. Metode penelitian yang

digunakan yakni deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Jaringan

Diskominfo Kabupaten Magelang, Koordinator dan Penanggung jawab PLIK PT

SIMS wilayah Magelang, Penanggung Jawab PLIK Srumbung, operator, dan

masyarakat pengguna layanan.

Hasil penelitian menunjukkan program layanan akses internet pada PLIK

di Kecamatan Srumbung masih terdapat hambatan. Hambatan dalam PLIK antara

lain, kemampuan pegawai belum maksimal dalam memecahkan masalah

pelanggan, jam pelayanan belum maksimal karena belum tentu buka delapan jam

per hari dan ada hari libur, tindakan perbaikan yang lama, pengawasan dari

pemerintah yang belum ada menjadikan mitra kurang bertanggungjawab dan

berkembang dalam menjalankan pelayanan. Namun dalam pelayanan PLIK juga

terdapat pendukung pelayanan diantaranya dalam penerimaan perangkat mitra

tidak dipungut biaya, ada subsidi speedy setiap bulannya, adanya layanan

perbaikan gratis dari penyedia jasa, keramahan pegawai juga dapat memperbaiki

citra pelayanan, dan biaya penggunaan layanan PLIK lebih murah.

Berbeda halnya dengan penelitian ini yang mengambil fokus penelitian

mengenai Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di

Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini tidak hanya berfokus

pada ketersediaan jumlah PLIK yang dapat diakses oleh masyarakat. Melainkan

pada sejauhmana tujuan PLIK tercapai serta faktor apa saja yang dapat

mempengaruhi output serta dampak program PLIK yang dilihat dari berbagai segi,

seperti sejauhmana tindakan-tindakan para stake holder untuk konsisten dengan
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prosedur atau tujuan yang sudah ditetapkan mulai dari unit pelaksana tingkat

teratas hingga terbawah (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika, pemerintah daerah, penyedia jasa, serta Mitra

PLIK), kemudian sejauhmana pemanfaatan PLIK yang selama ini sudah

dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan dari observasi awal peneliti terhadap PLIK di Kecamatan

Banjar, peneliti melihat bahwa tidak adanya sosialisasi untuk Pengelola PLIK

serta masyarakat di Kecamatan Banjar, seringnya terjadi keterlambatan koneksi,

terdapat pungutan biaya kepada Pengelola PLIK, serta tarif internet yang tidak

sesuai dengan ketentuan kontrak. Maka peneliti berasumsi bahwa Implementasi

Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar

Kabupaten belum berjalan optimal. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai

persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Sekarang dan Penelitian Sebelumnya

No Aspek Studi Penelitian Sebelumnya
Noviyana Diyah U: 2013

Penelitian Sebelumnya
Erlin Kristianti: 2014

Penelitian Sekarang
Mukarromatun Nisa: 2014

1. Judul Implementasi Program Pusat
Layanan Internet Kecamatan
(Studi Kasus di Kecamatan
Madukara Kabupaten
Banjarnegara)

Program Layanan Akses Internet
pada Pusat Layanan Internet
Kecamatan (PLIK) di Kecamatan
Srumbung

Implementasi Program Pusat
Layanan Internet Kecamatan
(PLIK) di Kecamatan Banjar
Kabupaten Pandeglang

2. Tujuan Untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Program Pusat
Layanan Internet Kecamatan di
Kecamatan Madukara

Untuk mengetahui program
layanan akses internet pada Pusat
Layanan Internet Kecamatan
(PLIK) di Kecamatan Srumbung
yang belum maksimal dan belum
adanya kerjasama dari pemerintah
daerah sebagai pengawas di
tingkat daerah

Untuk mengetahui bagaimana
implementasi program PLIK di
Kecamatan Banjar Kabupaten
Pandeglang

3. Lokasi Penelitian Kecamatan Madukara Kabupaten
Banjarnegara

Kecamatan Srumbung Kecamatan Banjar Kabupaten
Pandeglang

4. Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Kualitatif
5. Hasil Penelitian Implementasi Program Pusat

Layanan Internet Kecamatan di
Kecamatan Madukara gagal,
karena belum semua desa di
Kecamatan Madukara terkoneksi
oleh akses informasi (internet)

Hasil penelitian menunjukkan
program layanan akses internet
pada PLIK di Kecamatan
Srumbung masih terdapat
hambatan, yakni kemampuan
pegawai belum maksimal, jam
pelayanan belum maksimal,
tindakan perbaikan yang lama,

Implementasi program Pusat
Layanan Internet Kecamatan
(PLIK) di Kecamatan Banjar
Kabupaten Pandeglang belum
berjalan secara optimal, karena
tidak adanya sosialisasi,
keterlambatan koneksi internet,
adanya pungutan biaya serta tarif
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serta pengawasan dari pemerintah
yang belum ada

internet yang menyalahi kontrak

6. Persamaan - Menggunakan teori
Implementasi kebijakan publik

- Mengambil lokus penelitian di
tingkat kecamatan

- PLIK belum berjalan optimal

- Mengambil lokus penelitian di
tingkat kecamatan

- PLIK belum berjalan optimal

- Menggunakan teori Implementasi
kebijakan publik

- Mengambil lokus penelitian di
tingkat kecamatan

- PLIK belum berjalan optimal
7. Perbedaan - Lokus penelitian di Kec.

Madukara
- Fokus penelitian hanya

mengenai ketersediaan PLIK
yang bisa dijangkau oleh
masyarakat

- Lokus penelitian di Kec.
Srumbung

- Fokus penelitian tentang faktor
penghambat dan faktor
pendukung kinerja program
PLIK

- Lokus penelitian di Kec. Banjar
- Fokus penelitian tidak hanya

mengenai ketersediaan PLIK
yang bisa dijangkau oleh
masyarakat. Melainkan
sejauhmana tindakan-tindakan
para stake holder untuk konsisten
dengan prosedur atau tujuan yang
sudah ditetapkan mulai dari unit
pelaksana tingkat teratas hingga
terbawah, kemudian sejauhmana
pemanfaatan PLIK yang sudah
dilakukan oleh masyarakat.

(Diolah: Peneliti, 2014)
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2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan

bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

yang penting. Berdasarkan topik penelitian ini, yakni mengenai implementasi

program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar

Kabupaten Pandeglang, PLIK sebagai kebijakan publik dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi dan

informasi, melalui perangkat internet dan infrastruktur telekomunikasi yang

aksesnya mudah dan terjangkau. Selain itu melalui adanya PLIK diorientasikan

untuk menuntaskan masalah kesenjangan digital serta kesenjangan informasi

sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah tertinggal yang selanjutnya

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya program PLIK yang terdapat di Kecamatan

Banjar ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yakni: (1) Tidak adanya

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa PLIK yaitu ISAT Net kepada

Pengelola (Mitra) PLIK serta masyarakat di Kecamatan Banjar. (2) Seringnya

terjadi keterlambatan koneksi karena adanya gangguan jaringan VSAT (Very

Small Aperture Terminal), bahkan terkadang menyebabkan PLIK di Kecamatan

Banjar harus offline. (3) Terdapat pungutan biaya yang dilakukan Penyedia Jasa

PLIK (ISAT Net) kepada Pengelola (Mitra) PLIK, yaitu sebesar Rp.10 juta. Serta

(4) Tarif internet yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, yakni sebesar Rp.

3.000,-/jam.
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Selanjutnya merujuk pada topik penelitian ini, yakni mengenai

Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan

Banjar Kabupaten Pandeglang, peneliti menggunakan teori implementasi yang

dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), yang terdiri

dari: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen

pelaksana, (4) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, (5) Komunikasi

antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan

politik.

Mengacu pada landasan teori di atas, langkah berikutnya dimensi-dimensi

tersebut akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan

output atau keluaran berupa Implementasi Program Pusat Layanan Internet

Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dapat berjalan

dengan baik. Hal ini akan menjadi bahan masukan atau outcome bagi masyarakat

yang diharapkan dapat menggunakan layanan internet kecamatan PLIK dalam

kehidupan sehari-hari, sebagai sarana komunikasi dan informasi untuk

mewujudkan masyarakat berbasis informasi.

Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis membuat sebuah

kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam melakukan

penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
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(Sumber: Peneliti, 2013)

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)
di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang

Identifikasi Masalah (Input):

1. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Penyedia Jasa PLIK yaitu
ISAT Net kepada Pengelola (Mitra) PLIK serta masyarakat di Kecamatan Banjar.

2. Seringnya terjadi keterlambatan koneksi karena adanya gangguan jaringan VSAT
(Very Small Aperture Terminal), bahkan terkadang menyebabkan PLIK di
Kecamatan Banjar harus offline.

3. Terdapat pungutan biaya yang dilakukan Penyedia Jasa PLIK (ISAT Net) kepada
Pengelola (Mitra) PLIK, yaitu sebesar Rp.10 juta.

4. Tarif internet yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, yakni sebesar Rp.
3.000,-/jam.

Implementasi Kebijakan Publik Model Donald S. Van Meter & Carl E. Van
Horn (1975) :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hasil (Output):

Implementasi program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan
Banjar berjalan dengan baik

Dampak (Outcome):

Masyarakat dapat menggunakan layanan internet kecamatan PLIK dalam kehidupan
sehari-hari, sebagai sarana komunikasi dan informasi untuk mewujudkan masyarakat

berbasis informasi
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2.5 Asumsi Dasar

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah diuraikan dalam latar

belakang masalah dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti berasumsi bahwa

Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan

Banjar Kabupaten Pandeglang belum berjalan optimal.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam

penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

teknik deskriptif. Arti dari pendekatan kualitatif  menurut Usman (2009:78) yaitu:

“Pendekatan kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang
mengutamakan penghayatan (verstehen). Pendekatan kualitatif berusaha
memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.”

Moleong (2006:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai:

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Selanjutnya teknik deskriptif yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan atau menjelaskan kondisi objek penelitian dalam hal ini Pusat

Layanan Internet Kecamatan (PLIK), dari sudut pokok kajian implementasi

kebijakan publik.
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan substansi materi kajian penelitian yang akan

dilakukan. Tujuannya yakni untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang

semakin meluas dan biasanya akan mengaburkan peneliti. Penelitian ini mengenai

Implementasi Program PLIK di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang hanya

berfokus pada masalah PLIK yang bersifat tetap, karena mengingat PLIK

memiliki dua jenis baik yang bersifat tetap (PLIK) seperti warung internet,

maupun bergerak (Mobile-PLIK) yang berbentuk mobil keliling.

Selain itu fokus masalah tidak meluas kepada aspek internet secara teknis,

dan hanya dibatasi pada sudut kajian pokok yang menilai fenomena penelitian

berdasarkan aspek implementasi kebijakan publik. Hal tersebut disebabkan karena

aspek internet yang secara teknis tidak termasuk ke dalam materi bidang studi

yang peneliti pelajari. Sehingga penelitian ini nantinya hanya menyajikan fokus

masalah mengenai sejauhmana tujuan PLIK tercapai, serta faktor apa saja yang

dapat mempengaruhi output serta dampak program PLIK yang dilihat dari

berbagai segi. Seperti sejauhmana tindakan-tindakan para stake holder untuk

konsisten dengan prosedur atau tujuan yang sudah ditetapkan, kemudian

sejauhmana pemanfaatan PLIK yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yang

tentunya bertolak pada teori penilaian kinerja implementasi kebijakan publik

menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975).
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3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PLIK Kecamatan Banjar

Kabupaten Pandeglang termasuk di dalamnya beberapa pihak yang dapat

dijadikan informan penunjang penelitian baik yang terlibat secara langsung

maupun tidak langsung dalam program PLIK, seperti BP3TI (Balai Penyedia dan

Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika), Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang, Kantor Kecamatan Banjar,

ISAT Net, Pengelola (Mitra) PLIK di Kecamatan Banjar, Pengelola PLIK di

Kabupaten Pandeglang, Pengguna PLIK serta masyarakat di sekitar PLIK

Kecamatan Banjar.

Alasan pemilihan lokasi tersebut karena akses layanan internet untuk

masyarakat Kecamatan Banjar dinilai masih terbatas. Padahal Kecamatan Banjar

merupakan kecamatan yang memiliki 11 desa dan jaraknya cukup dekat dengan

pusat Ibukota Pandeglang yakni berjarak 12 km². Kemudian Kecamatan Banjar

memiliki jumlah pelajar yang cukup banyak yakni berjumlah 8.030 jiwa dan

kebutuhan mereka akan media informasi dan komunikasi (internet) harus

dipenuhi. Terlebih lokasi tersebut memiliki potensi daerah dalam bidang

pertanian, peternakan, perikanan, serta industri kecil menengah yang seharusnya

dapat dikembangkan melalui internet khususnya lewat sarana PLIK. Selain itu

alasan lain yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut,

tentu dengan pertimbangan masalah-masalah yang terdapat di dalamnya.
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3.4 Fenomena yang Diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang

konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan

kerangka teori yang akan digunakan. Dalam penelitian ini peneliti akan

melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Program Pusat Layanan

Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Donald

Van Metter dan Carl Van Horn (1975), yang berisi tentang enam dimensi pokok

dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, yakni terdapat (1) Ukuran

dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4)

Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi,

serta (6) Lingkungan eksternal. Sehingga menghasilkan output atau keluaran

implementasi program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan

Banjar Kabupaten Pandeglang berjalan dengan baik, dengan outcome atau bahan

masukan bagi masyarakat yang diharapkan dapat menggunakan layanan internet

kecamatan PLIK dalam kehidupan sehari-hari, sebagai sarana komunikasi dan

informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis informasi.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari konsep atau variabel

penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut juga indikator penelitian.

Biasanya menggunakan tabel matriks, indikator dan nomor pertanyaan sebagai

lampiran. Melihat penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka
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dalam penjelasan definisi operasional akan dikemukakan fenomena-fenomena

penelitian yang tentunya dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan menurut

Donald Van metter dan Carl Van Horn (1975) seperti yang telah dijelaskan di

dalam definisi konsep sebelumnya.

Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan apa

yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan, kemudian akan diolah dan

dikembangan sesuai dengan data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi

yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian

yang paten dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya. Adapun untuk

lebih jelasnya mengenai definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.1
Definisi Operasional Penelitian

No Dimensi Penilaian Sub Dimensi Penilaian
1. Ukuran dan Tujuan

Kebijakan :
a. Kejelasan

b. Terukur

-Tujuan program PLIK
-Standar keberhasilan program PLIK
-Kesesuaian program dengan kondisi masyarakat

2. Sumber Daya :
a. Dukungan sumber daya

manusia

b. Dukungan dana
c. Dukungan sarana dan

prasarana
d. Dukungan waktu

-Jumlah sumber daya manusia dari para implementor
-Kesesuaian penempatan kerja dengan latar belakang
pendidikan para implementor

-Kinerja para implementor
-Kondisi finansial dari program PLIK
-Kondisi sarana dan prasarana PLIK

-Kecukupan waktu dalam menjalankan program
3. Karakteristik Agen

Pelaksana:
a. Karakteristik/Peran

b. SOP

c. Sanksi

-Apa karakteristik/peran dari masing-masing stake
holder

-Standard Operating Procedure pelaksanaan program
PLIK

-Bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program PLIK

4. Sikap/Kecenderungan
(Disposisi) Para
Pelaksana:
a. Kognisi Implementor
b. Respons implementor

-Pemahaman para implementor akan program PLIK
-Bentuk dukungan dan persetujuan para implementor

5. Komunikasi Antar
Organisasi:
a. Koordinasi

b. Sosialisasi

-Bentuk koordinasi yang terjalin antara stake holder,
siapa saja yang melakukan koordinasi, kapan koordinasi
dilakukan,

-Bagaimana sosialisasi yang dilakukan, siapa pihak yang
terlibat dalam sosialisasi, kapan sosialisasi dilakukan

6. Lingkungan Eksternal:
a. Kondisi sosial

b. Kondisi ekonomi

c. Kondisi politik

-Bagaimana kondisi sosial di Kec. Banjar dalam
mendukung program PLIK

-Bagaimana kondisi ekonomi di Kec. Banjar dalam
mendukung program PLIK

-Bagaimana kondisi politik yang berpengaruh terhadap
program PLIK

(Diolah: Peneliti, 2014)



80

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data. Irawan

mengemukakan bahwa satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian

kualitatif adalah peneliti itu sendiri (2006:15). Hanya manusia sebagai alat sajalah

yang dapat berhubungan dengan informan atau objek lainnya, dan hanya

manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan

(Moleong, 2006:9). Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus

divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang

selanjutnya terjun ke lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, data-data sangat dibutuhkan oleh peneliti

yang berperan sebagai instrumen. Data dalam penelitian adalah informasi yang

harus dikumpulkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan

angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan penelitian kualitatif.

Peneliti kualitatif harus bersifat perspective emic artinya memperoleh data bukan

sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti,

tetapi berdasarkan sebagaimana adanya di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan

dipikirkan oleh partisipan atau sumber data.

Berikutnya data yang ingin peneliti gunakan, yakni terdiri dari data primer

dan data sekunder. Irawan (2006:5.5) menjelaskan pengertian dari kedua jenis

data tersebut sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari
sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia.
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2. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari
sumbernya. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen (laporan,
karya tulis orang lain, koran, majalah).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan melalui observasi

dan wawancara. Sedangkan data sekunder, peneliti memperolehnya dengan

menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi.

3.6 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak

pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2006:132). Penelitian kualitatif

tidak menggunakan istilah populasi, karena berangkat dari kasus tertentu yang

pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke

populasi. Namun Spridley menamakannya sebagai “social situation” atau situasi

sosial yang terdiri dari tiga elemen: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas

(activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2011:215).

Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pemilihan

informan sebagai sumber data dilakukan dengan cara purposive dan snowball.

Purposive yakni teknik penentuan informan yang dipilih dengan pertimbangan

dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini digunakan untuk informan yang

dianggap paling tahu mengenai fokus permasalahan penelitian (key informan),

sehingga dapat memudahkan peneliti memahami situasi sosial yang diteliti.

Sementara teknik snowball merupakan teknik penentuan informan yang tadinya
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berjumlah sedikit lama-lama menjadi besar, dan teknik ini dipergunakan untuk

menentukan kategori secondary informan.

Adapun key informan dalam penelitian ini di antaranya: Kepala Seksi

Operasi dan Monitoring BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika), Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten

Pandeglang, pihak Kantor Kecamatan Banjar, Pihak Penyedia Jasa Layanan

Internet (PT ISAT Net), Pengelola (Mitra) PLIK Kecamatan Banjar. Sedangkan

secondary informan di antaranya Pengelola PLIK di Kabupaten Pandeglang,

masyarakat pengguna PLIK, masyarakat di sekitar PLIK serta informan lain yang

dianggap perlu sampai dengan jenuhnya informasi (redundancy) yang diberikan

oleh informan. Dari penjelasan tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikannya

melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Daftar Informan

Kode
Informan Informan Keterangan

I1 Pihak BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola
Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika)
1. Kepala Seksi Operasi dan Monitoring

KPU-USO

Key Informan

I2 Pihak Dishubkominfo Kab. Pandeglang
1. Kepala Bidang Kominfo Key Informan

I3 Pihak Kantor Kecamatan Banjar Key Informan
I4 Pihak Penyedia Jasa Layanan Internet PLIK

1. PT ISAT Net Key Informan

I5 Pengelola (Mitra) PLIK di Kecamatan Banjar Key Informan
I6 Pengelola PLIK di Kabupaten Pandeglang Secondary Informan
I7 Masyarakat Pengguna PLIK Kec. Banjar Secondary Informan
I8 Masyarakat di Sekitar PLIK Kec. Banjar Secondary Informan

(Sumber: Peneliti, 2013)
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3.7 Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah

penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di

lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut

sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan

dalam penelitian mengenai implementasi Program Pusat Layanan Internet

Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang adalah dengan

beberapa teknik, di antaranya yakni:

1. Observasi

Menurut Usman (2009:52), observasi ialah pengamatan dan

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi

menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan

penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol

keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Peneliti sebagai instrumen akan menggunakan cara observasi

partisipasi pasif (passive participant observervation). Menurut Sugiyono

observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke kancah penelitian

namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan narasumber yang diamati (Fuad,

2012:19).

2. Wawancara

Mulyana (2006:180) mengemukakan bahwa wawancara adalah:

“Bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan
tertentu.”
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Dalam penelitian kualitatif, wawancara yang dilakukan bersifat

tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal.

“Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di
mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan
datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-
garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.” (Sugiyono,
2011:140).

Wawancara tidak terstruktur juga masuk ke dalam kategori

wawancara mendalam (indepth interview) yaitu bersifat luwes, susunan

pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah

pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat

wawancara.

Adapun kisi-kisi wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini

bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok

yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat

wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara

berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam

penelitian kualitatif. Poin-poin pokok tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini:
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Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

No. Dimensi Sub Dimensi Informan
1. Ukuran dan Tujuan

Kebijakan
1. Kejelasan

2. Terukur

I1,I2,I3,I4,I5

I2,I3,I4,I5

2. Sumber Daya 1. Dukungan sumber daya
manusia

2. Dukungan dana

3. Dukungan sarana dan prasarana

4. Dukungan waktu

I1,I2,I3,I4,I5,I6

I1,I4,I5

I1,I4,I5,I7,I8

I1,I4,I5,I7,I8

3. Karakteristik Agen
Pelaksana

1. Peran/karakteristik

2. SOP

3. Sanksi

I1,I2,I3,I4,I5

I1,I2,I3,I4,I5,I6

I1,I2,I3,I4,I5

4. Sikap/Kecenderungan
(disposition) Para
Pelaksana

1. Kognisi Implementor

2. Respons implementor

I1,I2,I3,I4,I5

I1,I2,I3,I4,I5

5. Komunikasi Antar
Organisasi dan
Aktivitas Pelaksana

1. Koordinasi

2. Sosialisasi

I1,I2,I3,I4

I1,I2,I3,I4,I5,I6

6. Lingkungan
Eksternal

1. Dukungan ekonomi

2. Dukungan sosial

3. Dukungan politik

I3,I5,I7,I8

I3,I5,I7,I8

I2,I4,I5

(Sumber: Peneliti, 2013)

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

memperoleh data dari karya ilmiah, media massa, buku teks, dan masih

banyak lagi untuk menambah atau mendukung informasi atau data yang
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diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat aspek validitas data

yang dihasilkan (Fuad, 2012:89).

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yakni setiap bahan tertulis, ataupun film,

gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan

seorang peneliti. Kemudian studi dokumentasi dapat diartikan sebagai

teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan

oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian (Fuad, 2012:89).

Selanjutnya alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan data

di penelitian ini, terdiri dari: pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan

buku catatan.

1. Pedoman wawancara

Berisi kisi-kisi pertanyaan yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam

melakukan percakapan kepada sumber data.

2. Kamera

Berfungsi untuk memotret pembicaraan dengan sumber data atau

memotret hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

3. Alat perekam

Berfungsi untuk merekam semua percakapan.

4. Buku catatan

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
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3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Mulyana (2006:84) analisis data ialah kegiatan analisis

mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa

yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang

berminat. Analisis yang dipergunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini

adalah analisis data kualitatif.

Menurut Bogdan & Biklen, analisis data kualitatif (1982) dalam Irawan

(2006:5.24) adalah:

“Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara,
catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang peneliti dapatkan, yang
kesemuanya itu peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
peneliti (terhadap suatu fenomena) dan membantu peneliti untuk
mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain.”

Sedangkan Irawan mendefinisikan teknik analisis data kualitatif sebagai

analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka, seperti wawancara atau

catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar

atau film (2006:5.19).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Ada

berbagai macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan peneliti gunakan

dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Prasetya

Irawan. Seperti yang terlihat digambar berikut ini:
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(Sumber: Irawan, 2006)

Adapun penjelasan dari proses analisis data di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah

Tahap perrtama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data

mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan,

kajian pustaka.

2. Transkrip data

Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil

rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun cacatan lapangan yang

sebelumnya belum tersusun rapih) ke dalam bentuk tertulis.

3. Pembuatan koding

Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkrip data yang telah

dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama sehingga

menemukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorisasikan data.

Pengumpulan
data mentah

Transkrip data Pembuatan
koding

Kategorisasi
data

Penyimpulan
sementara

TriangulasiPenyimpulan
akhir

Gambar 3.1
Proses Analisis Data
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4. Kategorisasi data

Pada tahap keempat peneliti mulai menyederhanakan data dengan

membuat kategori – kategori tertentu.

5. Penyimpulan sementara

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang

telah dikategorikan sebelumnya.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data

dengan sumber data lainnya.

7. Penyimpulan akhir

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil

penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori

baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

3.9 Teknik Uji Keabsahan Data

Data hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan jika menggunakan uji keabsahan data. Ada berbagai

macam kriteria untuk menguji keabsahan data, salah satunya melalui uji

kredibilitas data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Namun peneliti

hanya menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan melalui dua teknik

pemeriksaan, yaitu triangulasi serta member check.
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1. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses check and recheck antara satu

sumber data dengan sumber data lainnya (Irawan, 2006:5.34). Sedangkan

menurut Sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai

cara, dan berbagai waktu, seperti yang dijelaskan berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data, dilakukan melalui

pengecekan data dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti

akan menggunakan dua triangulasi, yakni triangulasi sumber maupun

triangulasi teknik.

2. Member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2011:276). Tujuannya adalah
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untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa

yang diberikan oleh pemberi data.

3.10 Jadwal penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2013 dan

direncanakan akan berakhir hingga bulan Oktober 2014. Adapun rencana kegiatan

penelitian yang dimaksud tercantum dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.4
Rencana Kegiatan Penelitian

No Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Tahun 2013 Tahun 2014

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt

3 Observasi awal

4
Penyusunan
proposal

5
Seminar
proposal

6 Revisi proposal

7
Penelitian ke
lapangan

8
Pengolahan
dan
analisis data

9 Sidang skripsi

10 Revisi skripsi

(Sumber: Peneliti, 2014)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kecamatan Banjar

Wilayah Kecamatan Banjar secara astronomis terletak antara 6⁰29’00’’ -

6⁰36’00’’ Lintang Selatan dan 105⁰38’00’’ - 105⁰50’00’’ Bujur Timur dengan

luas daerah 28,70 km2 atau sebesar 1,04 persen dari luas Kabupaten Pandeglang.

Kecamatan Banjar berjarak 12 km² dari Kecamatan Pandeglang sebagai Ibukota

Kabupaten Pandeglang dan memiliki batas administrasi, sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Majasari

Selatan : Kecamatan Mekarjaya

Barat : Kecamatan Cimanuk

Timur : Kecamatan Lebak

Kecamatan Banjar secara administrasi terdiri dari 11 desa, 59 rukun warga

(RW) dan 158 rukun tetangga (RT). Kecamatan Banjar terdiri dari 11 desa,

diantaranya yakni Cibeureum, Cibodas, Kadulimus, Bandung, Kadumaneuh,

Citalahab, Pasirawi, Mogana, Kadubale, Banjar, serta Gunung Putri. Desa

Bandung merupakan desa terkecil dengan luas 1,29 km2, sedangkan Desa

Citalahab merupakan desa terbesar dengan luas 4,19 km2.

Bentuk topografi wilayah Kecamatan Banjar pada umumnya merupakan

dataran dengan ketinggian rata-rata di bawah 500 m dari permukaan laut. Suhu

udara minimum dan maksimum yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjar pada
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umumnya berkisarantara 32,5⁰C – 38,9 ⁰C dengan suhu udara rata-rata 34.7 ⁰C.

berdasarkan alat ukur curah hujan yang terletak di Kecamatan Cimanuk, banyak

curah hujan pada tahun 2012 berkisar antara 17.00 mm – 624.00 mm. hujan

terjadi pada setiap bulan di tahun 2012, dan setiap bulannya berkisar antara  3

sampai dengan 24 hari dan secara rata-rata sebanyak 12 hari perbulannya.

Berdasarkan hasil sensus penduduk, pada tahun 2012 jumlah penduduk

Kecamatan Banjar tercatat sebanyak 30.561 jiwa dengan rincian penduduk laki-

laki sebanyak 15.450 jiwa dan perempuan 15.111 jiwa. Jumlah rumah tangga

sebanyak 6.726  rumah tangga. Sedangkan untuk sex ratio sebesar 102,76.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kecamatan Banjar
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4.1.2 Gambaran Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI)

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan

Informatika yang selanjutnya disebut BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang

menerapkan PPK-BLU (Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum)

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BPPPTI secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan secara teknis operasional dibina oleh

Direktur Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal.

BPPPTI dipimpin oleh seorang Kepala. BPPPTI mempunyai tugas melaksanakan

penyediaan dan pengelolaan, pembiayaan Information and Communications

Technology (ICT), serta aksesibilitas dan layanan telekomunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas, BPPPTI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program, serta laporan;

2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis

dan Anggaran (RBA) penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian

dan pemeliharaan, ICT, jaringan, akses dan layanan telekomunikasi dan

informatika pelayanan universal;

3. Pelaksanaan intensifikasi penerimaan kontribusi kewajiban pelayanan

universal;
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4. Pelaksanaan pembiayaan penyediaan dan atau pembangunan ICT,

jaringan, akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pelayanan

universal;

5. Pengembangan pelaksanaan KPU/USO;

6. Pengembangan sistem monitoring KPU/USO;

7. Uji fungsi dan pendataan sarana dan prasarana KPU/USO;

8. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur KPU/USO;

9. Pengelolaan sistem informasi manajemen;

10. Penanganan pengaduan masyarakat dan lembaga/instansi;

11. Pencocokan dan penelitian (rekonsiliasi) KPU/USO;

12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KPU/USO;

13. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, strategi bisnis

dan RBA;

14. Pelaksanaan investasi dan diversifikasi usaha;

15. Pengelolaan kas dan sistem manajemen keuangan;

16. Pengelolaan website dan publikasi BPPPTI;

17. Penyusunan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan

BPPPTI; dan

18. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan tata usaha

BPPPTI.

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan

Informatika terdiri atas:
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1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

rumah tangga, dan tata usaha, serta pengelolaan website dan publikasi

kegiatan kepada para stakeholder BPPPTI.

2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan

penyusunan rencana dan program, rencana strategis dan RBA penyediaan

dan atau pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, ICT, akses dan

layanan telekomunikasi dan informatika pelayanan universal, serta

pengembangan pelaksanaan KPU/USO, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan rencana program, rencana strategis bisnis, RBA dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional BPPPTI.

3. Seksi Operasi dan Monitoring KPU/USO mempunyai tugas melakukan uji

fungsi dan monitoring sarana dan prasarana operasional KPU/USO,

pengelolaan sistem informasi manajemen, pengembangan sistem

monitoring KPU/USO, penanganan pengaduan masyarakat dan

lembaga/instansi, pencocokan dan penelitian (rekonsiliasi) data

KPU/USO, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan KPU/USO.

4. Seksi Bisnis dan Keuangan mempunyai tugas melakukan intensifikasi

penerimaan kontribusi kewajiban pelayanan universal, pembiayaan

penyediaan dan atau pembangunan akses dan layanan telekomunikasi dan

informatika pelayanan universal, investasi dan diversifikasi usaha,

pengelolaan kas dan sistem manajemen keuangan, penyusunan

pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

dan Standar Akuntansi Keuangan, dan urusan keuangan.
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5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang

fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPPPTI.

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan sesuai

dengan beban kerja Satuan Kerja tersebut.
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Tabel 4.1
Struktur Organisasi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika

(Sumber: Permenkominfo No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BPPPTI)

4.1.3 Deskripsi Pusat Layanan Internet Kecamatan

4.1.3.1 Pengertian PLIK

PLIK adalah singkatan dari Pusat Layanan Internet Kecamatan, yaitu pusat

layanan internet untuk masyarakat yang ditempatkan di kecamatan.

4.1.3.2 Jenis PLIK

PLIK terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

Balai Monitor Kelas I

Subbagian Tata Usaha

Seksi Perencanaan dan
Pengembangan

Seksi Bisnis dan
Keuangan

Seksi Operasi dan
Monitoring KPU/USO

Kelompok Jabatan Fungsional
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1. PLIK yang bersifat tetap adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang

di tempatkan secara tetap di WPUT (Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi) Internet Kecamatan.

2. PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan

yang memiliki kemampuan berpindah tempat (mobile) untuk menjangkau

masyarakat yang belum terjangkau oleh Layanan PLIK yang bersifat tetap

di WPUT Internet Kecamatan, disebut Mobile-PLIK (MPLIK).

4.1.4.3 Sumber Dana

Pengadaan PLIK/MPLIK dibiayai melalui dana Kontribusi Kewajiban

Pelayanan Universal Telekomunikasi.

4.1.3.4 Tujuan PLIK

Untuk mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas

dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan sekaligus

guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan

peningkatan kecerdasan warga dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.3.5 Manfaat PLIK

Manfaat dari PLIK di antaranya yaitu:

1. Sebagai sarana pembelajaran komputer dan internet

2. Masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi, literatur, artikel dan

lain-lain dari internet sesuai yang dibutuhkan
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3. Sebagai sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kerajinan, dan potensi

wilayah yang dapat meningkatkan nilai ekonomi di wilayah tersebut

4. Sarana komunikasi yang cepat dan murah ke seluruh jaringan internet

4.1.3.5 Sistem Monitoring

SIMMLIK (Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan

Internet Kecamatan), adalah sistem manajemen dan monitoring PLIK yang

dioperasikan oleh BPPPTI. BPPPTI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan

Informatika.

Ketentuan mengenai SIMMLIK sebagai berikut:

1. Setiap PLIK/MPLIK wajib terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola

dan dioperasikan oleh BPPPTI.

2. Setiap PLIK/MPLIK wajib menggunakan akses internet dari SIMMLIK.

3. SIMMLIK berfungsi sebagai:

a. Sistem penyediaan akses internet;

b. Sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan;

c. Pusat manajemen distribusi konten.

4. Fungsi SIMMLIK dilaksanakan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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5. Konten sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3 merupakan konten

yang bersifat aman, sehat dan mendukung kegiatan perekonomian dan

pendidikan, termasuk mendukung industri kreatif.

6. SIMMLIK harus dapat terhubung dengan Internet Exchange yang dikelola

dan dioperasikan oleh BPPPTI.

7. PLIK SIMMLIK wajib untuk dilakukan uji fungsi oleh BPPPTI sebelum

dioperasionalkan.

8. Uji fungsi sebagaimana dimaksud pada poin nomor 7 dilakukan secara

sampel.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai SIMMLIK dan Internet Exchange diatur

dalam Peraturan Menteri tersendiri.

4.1.3.6 Komponen-Komponen PLIK

PLIK menyediakan layanan jasa akses internet yang memiliki:

1. Kecepatan transfer data (throughput) sekurang-kurangnya sebesar 256

Kbps (downlink) dan 128 Kbps (uplink);

2. Latency maksimal 750 ms;

3. Packet loss maksimal 2%,

Di mana semua referensi pengukurannya dilakukan dari Server PLIK ke

SIMMLIK.
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4.1.3.7 PLIK yang Bersifat Tetap Menyediakan

PLIK yang bersifat tetap perlu menyediakan beberapa peralatan dan

perlengkapan, diantaranya:

1. 5 (lima) personal computer multimedia beserta Operating System (OS);

2. 1 (satu) server berisikan aplikasi push and store content, billing system dan

pencatatan identitas pengguna;

3. Modem;

4. Printer multifungsi;

5. Peripheral jaringan;

6. Keamanan jaringan;

7. Meubeller untuk komputer;

8. Catu daya;

9. Backup catu daya;

10. Daftar tarif;

11. Rambu penunjuk lokasi serta rambu papan nama.

4.1.3.8 Penyediaan PLIK

Penyediaan PLIK ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan proses pelelangan yang

dilaksanakan oleh BPPPTI. Tata cara pelelangan ditetapkan oleh BPPPTI dalam

dokumen lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pelelangan:

1. Pelelangan penyedia PLIK dibagi dalam 11 (sebelas) paket pekerjaan.
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2. Calon penyedia PLIK yang berhak untuk mengikuti lelang penyedia PLIK

adalah penyelenggara jasa akses internet (ISP - Internet Service Provider).

3. Penyelenggara jasa akses internet (ISP) sebagaimana dimaksud pada

nomor 2 dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain, dengan ketentuan

bahwa kemitraan tersebut dipimpin oleh penyelenggara jasa akses internet

(ISP).

4. Calon penyedia PLIK dapat mengikuti lelang pada lebih dari 1 (satu) paket

pekerjaan.

5. Calon penyedia PLIK dapat menjadi pemenang lelang pada lebih dari 1

(satu) paket pekerjaan.

6. Ketentuan mengenai komposisi paket pekerjaan diatur lebih lanjut dalam

dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI.

Parameter Penilaian:

1. Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang penyedia PLIK sekurang-

kurangnya meliputi aspek:

a. Besaran biaya penyediaan PLIK,

b. Routing yang paling efisien (least cost routing),

c. Kualitas pengoperasian dan pemeliharaan PLIK.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian sebagaimana

dimaksud pada nomor 1 di atas diatur dalam dokumen lelang yang

ditetapkan oleh BPPPTI.
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4.1.3.9 Hak Penyedia PLIK

Hak penyedia PLIK antara lain:

1. Menggunakan teknologi internet yang ada secara bebas sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan;

2. Mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK;

3. Memperoleh seluruh pendapatan dari hasil PLIK.

4.1.3.10 Kewajiban Penyedia PLIK

Kewajiban Penyedia PLIK antara lain:

1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah

memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

2. Menggunakan belanja modal (capital expenditure/capex) sekurang-

kurangnya 35 % (tiga puluh lima persen) untuk pembelanjaan produksi

dalam negeri;

3. Mengutamakan penggunaan piranti lunak berbasis open source, di mana

ketentuan lebih lanjutnya akan dituangkan dalam dokumen lelang yang

ditetapkan oleh BPPPTI;

4. Menggunakan Internet Protocol (IP) Public di setiap server PLIK dan

menyampaikan identitas pengguna IP Public tersebut secara berkala ke

BPPPTI;

5. Melakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan melaporkan secara

berkala kepada BPPPTI;
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6. Membangun, mengoperasikan, memelihara sarana dan prasarana serta

layanan PLIK berdasarkan jumlah dan tingkat kualitas layanan

sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara Penyedia PLIK dengan

BPPPTI;

7. Menjamin interoperability dari sistem jasa akses internet yang dibangun

dengan sistem milik penyelenggara jasa akses internet lainnya;

8. Mengoperasikan layanan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam sehari, baik

untuk PLIK yang bersifat tetap maupun untuk PLIK yang bersifat bergerak

sesuai dengan karakteristik wilayah paket yang dimenangkan;

9. Memberlakukan tarif layanan jasa akses internet yang terjangkau dan

bersaing sesuai dengan subsidi pemerintah yang diberikan kepada

masyarakat, yang besarannya diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang

yang ditetapkan oleh BPPPTI;

10. Menyediakan nomor telepon pengaduan pengguna, sekurang-kurangnya di

tingkat kabupaten;

11. Melakukan pengamanan jaringan internet sesuai dengan Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor 26/M.KOMINFO/5/2007 tentang

Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol

Internet.
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4.1.3.11 Kontrak Penyediaan

Adapun kontrak penyediaan PLIK diantaranya sebagai berikut:

1. Kontrak penyediaan PLIK bersifat tahun jamak (multiyears) untuk jangka

waktu 48 (empat puluh delapan) bulan layanan.

2. Kontrak penyediaan PLIK yang bersifat tetap dapat diperpanjang

berdasarkan hasil evaluasi sepanjang anggaran tersedia dan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

3. Kontrak penyediaan PLIK yang bersifat bergerak (MPLIK) setelah 48

(empat puluh delapan) bulan tidak diperpanjang, kecuali ditentukan lain

dalam peraturan.

4.1.3.12 Pelimpahan Aset:

1. Pihak penyedia wajib melimpahkan semua aset hasil penyediaan PLIK

yang bersifat bergerak kepada pemerintah daerah setelah masa kontrak

berakhir dengan memperhatikan keberlangsungan layanan dan kesehatan

usaha.

2. Dalam hal pemerintah daerah menolak aset PLIK yang dilimpahkan

sebagaimana dimaksud pada nomor 1, pihak penyedia dapat mengusulkan

perpanjangan kontrak kepada BPPPTI.

3. BPPPTI menindaklanjuti usulan perpanjangan kontrak sebagaimana

dimaksud pada nomor 2 berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-perundangan.
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4.1.3.13 Kewajiban Penyedia dalam Hal Pengoperasian

1. Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat tetap,

Penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan masyarakat dan/atau Usaha

Kecil dan Menengah (UKM).

2. Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat

bergerak, Penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan pemerintah daerah

setempat dengan melibatkan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan

Menengah (UKM).

3. Keterlibatan masyarakat dan/atau UKM sebagaimana dimaksud pada poin

nomor 1 dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama secara tertulis.

4. Keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dan/atau UKM

sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 dilakukan berdasarkan

perjanjian kerjasama secara tertulis.

4.1.3.14 Ketentuan dan Denda Program PLIK

1. Pembayaran jasa layanan internet oleh pemerintah kepada penyedia jasa

layanan adalah berdasarkan jasa layanan internet yang hidup selama 8 jam

perhari dan terpantau oleh sistem SIMMLIK

2. Adapun denda program PLIK adalah apabila PLIK tidak beroperasi maka

pihak penyedia jasa akan didenda atau tidak dibayar oleh pemerintah
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4.1.3.15 Mitra PLIK

Mitra PLIK terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Perorangan

2. Koperasi

3. Badan Usaha atau UKM

4. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

4.1.3.16 Hak Mitra PLIK

1. Mitra PLIK akan mendapat layanan maintenance, perbaikan dan

pergantian peralatan PLIK secara gratis dari penyedia

2. Petugas maintenance akan melakukan kunjungan di setiap PLIK minimal

1x/bulan

3. Mendapat subsidi koneksi internet senilai 256 kbps (download) dan 128

kbps (upload)

4. Layanan pengaduan permasalahan PLIK selama 24 jam melalui sms atau

telepon Penyedia

4.1.3.17 Ketentuan untuk Mitra PLIK

1. Seluruh perangkat PLIK adalah milik penyedia jasa. Perangkat tersebut

dipergunakan mitra selama masa kontrak PLIK untuk memberikan layanan

internet, dan bukan barang hibah

2. Menggunakan sistem oprasi linux

3. Tarif sewa per jam Rp. 2.000,-
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4. Memiliki operator

5. Memasang jam buka-tutup PLIK

6. Dilarang memindah tangankan atau menjualbelikan sebagian atau seluruh

barang atau perangkat PLIK ke pihak lain

7. Dilarang merelokasi alamat atau tempat PLIK ke lokasi lain sebelum

mendapatkan ijin tertulis dari penyedia jasa

8. Berhati-hati apabila ada pihak lain yang mengatas namakan penyedia jasa

atau pihak Kemenkominfo yang bertujuan untuk mengambil sebagian atau

seluruh barang PLIK

9. Wajib menjaga kebersihan perangkat PLIK guna kelangsungan

operasional seluruh perangkat PLIK

10. Buka dan tutup sesuai jam operasional yang telah ditentukan

11. Kooperatif dengan maintenance resmi yang ditunjuk untuk menyelesaikan

permasalahan PLIK yang ada

4.1.3.18 Ketentuan Replace Barang

1. Mitra PLIK yang beroperasi dengan baik akan mendapatkan pergantian

perangkat yang rusak yang bukan dikarenakan kesalahan pemakaian

2. Semua perangkat yang dapat diganti oleh pihak penyedia jasa adalah

barang asli seperti saat pengiriman awal barang ke lokasi tersebut

3. Dilarang mengganti atau merubah spesifikasi sebagian atau seluruh

perangkat PLIK yang dititipkan di Mitra PLIK
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4. Beberapa peralatan yang tidak mendapat replace dari Penyedia Jasa, yaitu

keyboard, mouse, speaker, tinta, dan kabel

4.1.3.19 Standar Pelayanan PLIK

1. Waktu Pelayanan

a. Waktu operasi minimal adalah 8 (delapan) jam dalam satu hari

b. Rentang waktu operasi adalah dari pukul 08.00 WIB hingga 24.00

WIB

c. Pengelola wajib membuka layanan sekurang-kurangnya 8

(delapan) jam dalam satu hari

d. Pengelola berhak untuk mengatur jam operasi demi memenuhi

syarat 8 jam dalam satu hari

e. PLIK tetap membuka layanan pada hari libur (Sabtu, dan/atau

Minggu), Hari Libur Nasional dan Hari Besar Keagamaan yang

merupakan Hari Libur Nasional

2. Fitur Pelayanan PLIK

a. Lokasi PLIK dikenali papan nama yang telah dipasang di muka

bangunan yang ditentukan dan rambur petunjuk di lokasi strategis

sekitar

b. PLIK menyediakan layanan internet yang tersedia melalui media

komputer dalam ruangan yang telah diatur dalam ketentuan

pembangunan dan instalasi, dengan kata lain PLIK adalah tempat
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usaha yang oleh masyarakat awam disebut Warung Internet

(Warnet)

c. PLIK menyediakan koneksi internet (bandwith) dengan Kualitas

Pelayanan (Quality of Service - QOS) sebesar 256 kilobytes per

second – kbps unduh (download) dan 128 kbps unggah (upload)

d. PLIK menyediakan 5 (lima) unit komputer untuk dipakai

pelanggan dalam mengakses internet

e. PLIK menyediakan jasa cetak dan duplikasi dokumen (cetak,

duplikasi dan pindai – print, copy and scan)

f. Layanan PLIK menggunakan meja dan kursi yang telah disediakan

oleh pihak pelaksana program

g. Pengelola memberikan informasi tarif dan layanan yang disediakan

h. Pengelola berhak menyediakan layanan tambahan yang relevan

dengan interaksi dan kebutuhan pelanggan PLIK

i. Layanan tambahan yang disediakan pengelola tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara

Kesatuan Republik Indonesia

4.1.3.20 Standar Kebersihan PLIK

1. PLIK harus senantiasa bersih sebelum, selama dan sesudah jam operasi

2. Operator berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan PLIK,

pengelola bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan PLIK
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3. Pengelola menyediakan alat kebersihan standar (sapu, pengki, lap kering,

lap basah, ember, dan tempat sampah tertutup) di lingkungan PLIK

4. Pengelola menempatkan alat kebersihan yang hanya bisa diakses oleh

Pengelola dan Operator PLIK

5. Pekerjaan kebersihan yang menggunakan alat kebersihan tidak dilakukan

pada jam operasi kecuali membersihkan sampah besar yang muncul pada

saat jam operasi (sampah plastik, kertas, dan lain-lain)

4.1.3.21 Standar Keamanan PLIK

1. Keamanan PLIK sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengelola

2. PLIK dibangun pada ruangan tertutup berdinding penuh, berpintu dan

boleh berjendela

3. Pintu dan jendela terpasang harus memiliki kunci yang hanya dapat

diakses oleh pengelola dan operator

4. Pintu dan jendela terpasang memiliki pengaman lain selain kunci utama

(contoh: trails dab/atau kunci ganda)

5. Pengelola melapor tentang keberadaan PLIK ke Kecamatan, Koramil dan

Polisi RI Sektor setempat

6. Pengelola berkoordinasi dengan keamanan lingkungan setempat untuk

bersinergi dalam rangka pengamanan PLIK

7. Operator PLIK tidak diperkenankan meninggalkan lingkungan lokasi

PLIK tanpa operator pengganti yang terdaftar atau pengelola, baik PLIK

dalam keadaan kosong terlebih dalam keadaan ada pelanggan
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8. Operator PLIK tidak diperkenankan meninggalkan fungsi tugas operator

PLIK tanpa operator pengganti yang terdaftar atau pengelola yang

bergantian mengawasi lingkungan PLIK (contoh: ke kamar mandi,

istirahat, makan, sholat, dan lain-lain)

9. Operator tidak memberikan akses komputer server, rak jaringan, panel

listrik dan barang-barang lainnya yang berada di meja server kepada siapa

pun tanpa izin dalam pengawasan pengelola

4.1.3.22 Layanan Pelanggan

1. Pengelola dan operator harus selalu memastikan kualitas pelayanan

fasilitas PLIK dalam performa terbaik

2. Pengelola dan operator harus memberikan pelayanan yang ramah dan

memberikan bantuan kepada pelanggan termasuk memberikan bimbingan,

arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu untuk dapat

memanfaatkan fasilitas PLIK secara optimal dan efisien

3. Pengelola dan operator selalu berpenampilan rapih dan bersikap sopan,

serta selalu memberikan senyum terhadap pelanggan

4. Pengelola dan operator menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas

PLIK untuk pelanggan (kursi, meja dan komputer)

5. Pengelola memasang tanda/nama/rambu petunjuk untuk fasilitas PLIK

(contoh: arah kamar mandi)
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6. Pengelola dan operator tidak memberikan informasi negatif yang dapat

mendorong pelanggan untuk mencoba dan memanfaatkan fasilitas PLIK

untuk tujuan yang tidak wajar

7. Pengelola dan operator harus dapat memberikan jawaban terbaik atas

berbagai permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak dan perangkat

keras standar yang digunakan PLIK

8. Pengelola dan operator mampu bersikap tegas terhadap tamu agar tidak

melakukan aktivitas negatif memanfaatkan fasilitas PLIK

4.1.3.23 Layanan Tarif

1. Pengelola harus memberikan informasi tarif layanan dengan bentuk

tertulis di lokasi PLIK yang dapat diakses oleh calon pelanggan

2. Informasi tarif layanan terdiri dari harga layanan dan pembebanan harga

per waktu

4.1.3.24 Sosialisasi PLIK

1. Pengelola harus mensosialisasikan keberadaan PLIK kepada masyarakat

sekitar

2. Pengelola harus mensosialisasikan layanan dan tarif PLIK kepada

masyarakat sekitar



116

4.1.3.25 Pengembangan PLIK

1. Jasa Pengetikan

Secara umum komponen utama yang akan sangat menentukan

keberhasilan pengelolaan sebuah warung internet, adalah: adanya pangsa pasar

yang cukup besar di wilayah/lokasi warung, biasanya pasar yang besar dari

warung internet adalah:

a. Lokasi-lokasi turis asing

b. Anak-anak muda/tempat-tempat pendidikan yang mempunyai

konsentrasi pengguna yang cukup besar

c. Kemudian akan disusul oleh perumahan dekat kampus/kost siswa dan

dunia usaha kecil/menengah

Jasa pengetikan merupakan suatu langkah untuk mengantisipasi

apabila PLIK kita dalam kondisi tidak terlalu ramai pengunjung. Jasa

pengetikan dinilai adalah usaha mempunyai pasar lumayan besar. Apalagi bila

posisi atau letak keberadaan PLIK itu sendiri berada di sekitar sekolah,

kampus atau perkantoran. Jasa pengetikan sendiri biasanya banyak dibutuhkan

untuk beberapa hal seperti:

a. Tugas dari sekolah

b. Pembuatan tugas akhir perkuliahan

c. Administrasi perkantoran, dan lain-lain

2. Penggunaan warnet untuk Pelatihan, Ekstra Kulikuler, atau Kursus

Dalam hal PLIK ini PLIK dapat difungsikan sebagai tempat untuk

kegiatan suatu organisasi atau sekolah. Sarana PLIK digunakan untuk kegiatan
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training, ekstra kurikuler atau kursus. Beberapa hal yang harus disiapkan

untuk pengembangan ini adalah:

a. Proposal yang berisi kegiatan training, ekstra kulikuler atau kursus

b. Pengaturan waktu dan sarana yang akan digunakan

c. Sumber daya manusia yang handal (membuka kursus

komputer/internet)

3. Toko Minuman dan Makanan Kecil

Konsep berjualan minuman dan makanan kecil untuk usaha warnet

salah satu yang paling banyak diminati. Alasan utama adalah, biasanya para

pelanggan atau pengguna internet seringkali suka berlama-lama melakukan

kegiatan seperti browsing dan lain- lain. Karena itu kecenderungannya adalah

mereka malas untuk membeli makanan atau minuman dengan harus

meninggalkan aktivitas mereka dengan internet.

Jadi apabila dalam hal ini PLIK mempunyai fasilitas pendukung

berupa seperti menjual makanan kecil dan minuman, diharapkan dapat

memberikan pemasukan lebih di luar jasa internet itu sendiri. Kebutuhan yang

harus disiapkan diantaranya:

a. Alat pendingin (kulkas) untuk minuman, buah-buahan atau lainnya

yang membutuhkan suhu dingin

b. Membuat daftar harga yang dapat dilihat pengunjung

c. Membuat catatan transaksi harian sederhana untuk pembelian dan

penjualan
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4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian

yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data

yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun

tindakan. Data kualitatif diperoleh melalui observasi partisipasi pasif, wawancara

mendalam, kajian pustaka serta studi dokumentasi yang sesuai dengan fokus

penelitian. Data-data kualitatif tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan

dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Donald Van

Metter dan Carl Van Horn (1975), di antaranya yaitu: Ukuran dan Tujuan

kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderuangan

(disposition) Para Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas

Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti mennggunakan teknik analisa

yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Tujuannya untuk meningkatkan

pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pada bab 3 (metodologi

penelitian), Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu

dilakukan dalam menganalisis data, di antaranya pengumpulan data mentah,
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transkrip data, pembuatan koding, katagorisasi data, penyimpulan sementara,

triangulasi dan penyimpulan akhir.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik

melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka serta studi dokumentasi,

tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang

bersifat apa adanya (verbatim). Langkah ke dua yaitu transkrip data dengan cara

merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu

membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, yang bertujuan untuk

menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.

Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan

beberapa kode sebagai berikut:

1. Kode Q menunjukkan item pertanyaan

2. Kode A menunjukkan item jawaban

3. Kode I1 menunjukkan informan dari pihak Balai Penyedia dan Pengelola

Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI)

4. Kode I2 menunjukkan informan dari pihak Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang

5. Kode I3 menunjukkan informan dari pihak Kantor Kecamatan Banjar

6. Kode I4 menunjukkan informan dari pihak Penyedia Jasa PLIK yaitu PT

ISAT Net (Insan Sarana Telematika Networking)

7. Kode I5 menunjukkan informan dari pihak Pengelola (Mitra) PLIK di

Kecamatan Banjar
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8. Kode I6 menunjukkan informan dari pihak Pengelola PLIK di Kabupaten

Pandeglang

9. Kode I7-1- I7- 3 menunjukkan daftar urutan informan dari pihak pengguna

PLIK di Kecamatan Banjar

10. Kode I8-1 – I8-3 menunjukkan daftar urutan informan dari pihak masyarakat

di sekitar PLIK Kecamatan Banjar

Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai menyederhanakan data

dan mengikat kata-kata kunci dalam satu besaran yang disebut kategori.

Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat

sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses check and

recheck (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya.

Langkah terakhir adalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian

tersebut sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru hanya akan

memunculkan ketumpangtindihan (redundant).

4.2.2 Daftar Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Program Pusat Layanan

Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, peneliti

menentukan informan dengan cara teknik purposive dan snowball. Teknik

purposive digunakan dalam penentuan key informan, sedangkan snowball

digunakan dalam penentuan secondary indorman. Informan tersebut merupakan

stake holder atau para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PLIK di

Kecamatan Banjar baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
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Mengenai informan penelitian, key informan merupakan pihak yang

memiliki kewenangan secara langsung dalam pelaksanaan program PLIK di

Kecamatan Banjar, sedangkan secondary informan adalah informan yang tidak

terlibat secara langsung namun memiliki pengetahuan atau informasi terkait

program tersebut. Keterlibatan dari pihak-pihak tersebut sesuai dengan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 1 tahun 2013

tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Kecamatan pada Wilayah Pelayanan

Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.

Adapun kodefikasi key informan penelitian, dapat dilihat penjelasannya

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Kodefikasi Key Informan Penelitian

NO KODE NAMA/USIA KETERANGAN
1. I1 Jamuri (54) Kepala Seksi Operasi dan

Monitoring KPU Balai Penyedia
dan Pengelola Pembiayaan
Telekomunikasi dan Informatika

2. I2 Maman Mansyur (56) Kepala Bidang Komunikasi dan
Informatika, di Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Pandeglang

3. I3 Nikko Pratama (30) Kepala Seksi Pemerintahan, di
Kantor Kecamatan Banjar

4. I4 Besar Budiman (42) Koordinator Lapangan, PT Insan
Sarana Telematika Networking

5. I5 Lili Hariri (31) Mitra PLIK di Kec. Banjar/Guru
(Sumber: Peneliti, 2014)
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Sedangkan kodefikasi secondary informan penelitian, dipaparkan pada

tabel berikut:

Tabel 4.3
Kodefikasi Secondary Informan Penelitian

NO KODE NAMA/USIA KETERANGAN
1. I6 Adi Nurfuadi (35) Pengelola PLIK di Kec.

Pandeglang
2. I7-1 Mutia (18) Pengguna PLIK di Kec.

Banjar/Santri
3. I7-2 Badri (26) Pengguna PLIK di Kec. Banjar/

Santri
4. I7-3 Abdul Aziz (20) Pengguna PLIK di Kec. Banjar/

Pegawai Swasta
5. I8-1 Wahyudi (19) Masyarakat di sekitar PLIK Kec.

Banjar/Mahasiswa
6. I8-2 Iis (30) Masyarakat di sekitar PLIK Kec.

Banjar/ Ibu Rumah Tangga
7. I8-3 Rian (30) Masyarakat di sekitar PLIK Kec.

Banjar/ Buruh
(Sumber: Peneliti, 2014)

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini mengacu pada metode penelitian kualitatif yang sangat

identik dengan wawancara mendalam. Implikasi dari wawancara mendalam yaitu

banyaknya informasi yang diperoleh, karena wawancara yang berkembang selama

proses observasi. Dengan banyaknya informasi yang didapat, maka peneliti

mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori

implementasi menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975). Adapun

hasil wawancara yang telah dipilih adalah sebagai berikut:
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1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di

level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik

yang dapat dikatakan berhasil.

Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: kejelasan standar dan

tujuan PLIK, serta standar dan tujuan yang realistis dengan keadaan

masyarakat. Mengenai aspek penilaian ukuran dan tujuan kebijakan ini

peneliti pertanyakan kepada I1 yang mengatakan bahwa tujuan dari PLIK

adalah tergelarnya infrastruktur di daerah yang belum terjangkau internet.

Sebagaimana yang dikatakan oleh I1:

“Kita harapkan tergelarnya infrastruktur di daerah-daerah yang
belum terjangkau internet atau tergelarnya layanan-layanan
internet di daerah yang belum ada layanan internet. Kalau dari
sisi penggelaran tujuannya kita sudah selesai. Kita memasang di
Banten berapa lokasinya. Misalkan kita pasang 200 ya. Itu
tergelarnya kita sudah anggap selesai. Kita melihatnya dari sisi
layanan. Terus kita pantau ternyata masyarakat misalkan banyak
yang pakai, banyak yang memanfaatkan, itu artinya tercapai.”
(Wawancara dengan Pak Jamuri Kepala Seksi Operasi dan
Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23
WIB)

Kemudian 11 mengatakan bahwa standar keberhasilan dari

pelaksanaan PLIK adalah banyaknya masyarakat yang memakai PLIK

atau masyarakat banyak yang paham akan internet, berikut pernyataan I1:
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“Banyak masyarakat yang pakai. Tetapi tidak juga seperti itu.
Artinya indikatornya PLIK ini misalkan anak-anak yang dulunya
buta internet sekarang jadi paham internet, karena dengan tarif
Rp. 2000,- masyarakat jadi melek internet.” (Wawancara dengan
Pak Jamuri Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI.
Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23 WIB)

Sementara menurut I2, selama ini pihak Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang tidak pernah

dilibatkan secara langsung dan tidak pernah diajak bicara. Namun I2

mengatakan bahwa tujuan dari PLIK yakni agar masyarakat melek internet

bahkan bisa meningkatkan perekonomian rakyat dengan mempromosikan

potensi daerah:

“Tujuannya nanti silahkan dibaca di sini. Ada tujuannya di sini
baca. Saya tidak tahu, yang jelas tujuannya ya ingin masyarakat
Pandeglang ini ya mengerti, melek internet. Pahamlah tentang
internet. Bahkan tujuan utamanya perekonomian di Pandeglang ini
bisa dijual melalui internet. Contoh jika internet atau PLIK ini ada
di Kecamatan Banjar misalkan, masyarakat Banjar itu bisa
mempromosikan tentang pertanian, tentang pembangunan, tentang
apa melalui internet itu. Sehingga banyak investor masuk ke situ,
kalau tujuan akhirnya ke situ. Tapi… saya bicaranya agak susah
kata saya juga.” (Wawancara dengan Bapak Maman, Kepala
Bidang Kominfo di Dishubkominfo Kab. Pandeglang. Tanggal 18
Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Meskipun I2 mendapatkan buku dari BP3TI, I2 masih belum

mengetahui dasar hukum serta aturan dari PLIK. Akibatnya PLIK masih

belum jelas dan belum dipahami. Berikut pernyataan lebih jelasnya:

“.. Saya kalau untuk memberikan bahan ini ya ini ada buku, tetapi
untuk narasumber untuk pengetahuan sendiri ya karena tidak tahu.
Jadi saya tidak bisa memberi tahu bagaimana ini ya, dan setahu
saya, saya itu tidak pernah diajak bicara. Tidak pernah kementrian
itu datang ke pemerintah daerah datang ke saya memberikan
rencana, ini di Pandeglang saya mau ini. Tolong Pak Mamat kasih
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tau saya di mana kecamatannya, di mana desanya. Tidak pernah
itu.. jadi tidak pernah dilibatkan secara langsung. Ke kita belum
jelas, belum paham. Bapak tidak tahu sama sekali, sama sekali
tidak tahu karena itu tidak pernah dikasih tau, dasar hukumnya
apa, aturannya apa, keharusannya bagaimana. Lalu PLIK yang
ada di daerah ini dia masa kontraknya berapa tahun. Kewajiban-
kewajibannya juga bagaimana. Saya tidak tahu. Kalau tidak salah,
nah ini bisa dipakai referensi bahkan acuannya, ada PLIK MPLIK
(sambil memperlihatkan buku dari BP3TI). Ya maka dari itu yang
saya baru terima ini. Ini PLIK ini MPLIKnya.” (Wawancara
dengan Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo di Dishubkominfo
Kab. Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Akibat dari ketidakjelasan standar dan tujuan PLIK akhirnya I2

kurang memahami lebih jauh akan program PLIK, bahkan tidak bisa

mengukur sejauhmana keberhasilan yang sudah diraih oleh PLIK di

Kecamatan Banjar. Karena yang mengukur keberhasilan PLIK hanya

Kementrian Komunikasi dan Informatika serta BP3TI. Kemudian Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pandeglang tidak

pernah menerima laporan perkembangan PLIK. Hal tersebut diungkapkan

oleh I2 sebagai berikut:

“Wah.. saya tidak bisa mengukur.. ya karena terus terang hasil
keberhasilan PLIK di kabupaten ini, ukurannya tidak pernah
sampai ke kita. Apakah misalkan PLIK ini ramai dikunjungi orang,
per harinya berapa-berapa. Itu tidak tahu. Jadi keberhasilan PLIK
yang ditempatkan di Pandeglang itu yang mengukur hanya dari
kementrian, dari BP3TI. Semestinya kalau mereka menanyakan
seperti itu ke anda, PLIK ini setiap bulannya memberikan laporan
ke kita. Ini tidak ada laporan kemajuan. Artinya kalau ada laporan
dari mereka ke kita tentang kemajuan PLIK. Artinya kita bisa
mengukur, kita punya target. Oh ternyata misalkan di Pandeglang
ini yang seharusnya per orang per hari PLIK ini 20 orang sehari
ternyata ini hanya 5 orang pengunjungnya ini. Atau misalkan
hanya 4 orang per hari. Artinya di situ kita bisa mengukur
keberhasilan dan tidaknya. Kalau ini tidak ada sama sekali. Tidak
ada laporan perkembangan PLIK di kecamatan ke kita.”
(Wawancara dengan Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo di
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Dishubkominfo Kab. Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul
11:03 WIB).

Walaupun standar dan tujuan yang masih belum jelas dan belum

dipahami, I2 mengatakan bahwa program PLIK memang terukur atau

sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Banjar

meskipun mata pencahariannya rata-rata adalah petani, wirausaha dan

buruh. Seperti yang diungkapkan oleh I2:

“Ya justru begini, saya katakan itu tetap realistis.. kenapa? dengan
teknologi informasi yang berkembang saat ini, itu sebetulnya
mudah. Mudah tidak perlu dipelajari. Sebab begini walaupun
masyarakat, contoh lah masyarakat petani itu awam, dia datang ke
PLIK itu. Di dalam itu kan ada si Pengelola PLIK itu bisa
membimbing, bisa mengarahkan. Bahkan datang anak sekolah, dia
harus buka sejarah. Itu kan ada pembimbingnya. Kalau pun orang
awam datang kesitu, itu mungkin yang pertama mudah. Tapi
setelah 2 3 kali mereka pintar. Dengan teknologi saat ini, sebab
teknologi saat ini mudah diakses tidak sulit”. (Wawancara dengan
Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo di Dishubkominfo Kab.
Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Mengenai ketidakjelasan standar dan tujuan pun dirasakan oleh

pihak Kantor Kecamatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh I3: “Masih

belum jelas pelaksanaannya.” (Wawancara dengan Bapak Nikko, Kepala

Seksi Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul

10:43 WIB). Lalu I3 menambahkan bahwa pihak Kantor Kecamatan tidak

bisa mengukur keberhasilan PLIK, karena pihak kecamatan baru

mengetahui adanya PLIK di Kecamatan Banjar. Sebagaimana hasil

wawancara berikut: “…saya sendiri juga baru tahu di Kadu Bale ada

PLIK juga tidak bisa mengukur kemajuannya. Bahkan Pak Camat sendiri

bingung. Pak camat juga tahu saat tahun 2013”. (Wawancara dengan
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Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26

Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Meskipun I3 lupa apa tujuan PLIK, namun ia menyatakan bahwa

tujuan dari PLIK yakni agar masyarakat melek internet, berikut keterangan

yang disampaikan I3:

“Tujuannya dijelaskan di sosialisasi, cuma saya susah ingat,
mudah lupa. Kalau seperti program lain kan diiklankan di TV.
Seperti Te******* itu saya ingat. Karena ini booming
sosalisasinya baru sekali, jadi susah. Apalagi teknis pelaksanaan
belum ada pelaksanaan apapun. Tapi kalau lihat di gambar ini
(sambil melihat brosur) yang menggunakan komputer berarti
sebagian besar masyarakat yang awam sekali terhadap internet.
Artinya tujuannya memberikan dampak positif dari internet.
Seperti.. misalkan agar masyarakat melek internet.” (Wawancara
dengan Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec.
Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Berbicara mengenai kesesuaian program dengan kondisi

masyarakat, I3 menyatakan bahwa program PLIK memang sesuai dengan

kondisi masyarakat Kecamatan Banjar. Hal ini terlihat dari masyarakat

yang dapat dikatakan sudah membutuhkan internet, sebagaimana yang

dikatakan oleh I3: “Ini kan masalah butuh atau tidaknya PLIK ini ya?

Kalau PLIK itu akan ditanggapi positif juga, dimana pun. Desa Kadubale

Kecamatan Banjar juga akan dibutuhkan sekali.” (Wawancara dengan

Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26

Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Kemudian I3 menambahkan bahwa masyarakat di Kecamatan

Banjar membutuhkan PLIK karena kurangnya akses layanan internet,
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dengan medan jalannya yang cukup berat serta hanya ada sedikit warung

internet yakni berjumlah 2 saja. Oleh karena itu masyarakat masih banyak

yang belum sadar terhadap internet. Seperti yang diungkapkan oleh I3:

“Apalagi di Kecamatan Banjar hanya ada 3 warnet itu termasuk
yang PLIK di Kadubale. Saya kira karena medan jalannya rusak
berat. Mata pencahariannya petani, buruh, pedagang. Terkadang
juga ada perangkat desanya ada keinginan untuk memasang
koneksi internet, orang Te**** pun biasanya keberatan karena
medan seperti itu dan katanya harus pasang tiang jaringan,
biasanya kebanyakan masyarakat juga berat.” (Wawancara
dengan Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec.
Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Namun I3 menambahkan bahwa penempatan PLIK di Kecamatan

Banjar alangkah lebih baik ditempatkan di masing-masing desa, khususnya

di Desa Cibeureum yang masih benar-benar belum terjangkau oleh akses

internet:

“Ya pastinya dengan adanya perangkat itu sendiri yang disediakan
oleh kementrian di setiap desa. Misalkan kalau 1 kecamatan ada
PLIK di desa, ya idealnya ada 11. Kebetulan untuk Banjar sendiri
radiusnya cukup dekat dengan kabupaten. Bisa lebih dekat ke
warnet lain. Justru yang paling jauh itu Desa Cibeureum. Warnet
itu tidak ada. Bahkan untuk operator seluler hilang timbul.”
(Wawancara dengan Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan
Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Selanjutnya menurut I4, tujuan kebijakan PLIK ini yaitu

memudahkan masyarakat untuk mengakses internet dengan harga yang

murah dan terjangkau, sedangkan standar dari PLIK ini adalah dengan

diterimanya PLIK di kalangan masyarakat, kemudian PLIK tersebut online

serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut penjelasan oleh I4:

“Kalau tujuannya PLIK itu mulia, agar masyarakat mudah
mengakses internet dengan harga yang murah dan terjangkau.
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Kalau standarnya jadi itu banyak faktor ya, standar itu karena gini
setiap lokasi pasti kan akan agak sedikit berbeda. Kalau ya intinya
keberhasilannya ya dengan on, berjalan online, kemudian dapat
diterima, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Itu istilahnya
standarnya.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator
Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh I4. Beliau

mengungkapkan bahwa pemanfaatan PLIK di masyarakat kurang sesuai

dengan peruntukkannya:

“Kalau bisa dikatakan sesuai atau tidak ini memang agak susah,
karena tidak semua masyarakat itu bisa memanfaatkan internet
dengan baik. Jadi mungkin kalau saya liat agak melenceng ke
tujuannya. Karena begitu dikasih ini, mereka bukan bertanya
mengenai pengembangannya misalkan bisa untuk apa. Tetapi bisa
game online tidak? Bisa untuk ini tidak. Jadi terus begitu ada
linux, wah linux susah dan sebagainya. Jadi memang kalau saya
bilang membangun teknologi informasi itu cepat, tetapi bisa
memanfaatkan jadi apa membangun masyarakat supaya ini susah,
karena ini kan diperlukan banyak pihak. Jadi kalau dibilang ya
memang kurang. Mereka menggunakan ya menggunakan, hanya
untuk menjadi tujuan ini bahwa ini digunakan apa sebagai
internet, sarana untuk mencari informasi dan ini, kemudian itu
penyerapannya tidak 100% lah, itu masih kurang lah.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Sementara I5 menilai bahwa tujuan PLIK adalah untuk

mencerdaskan warga desa dan standar keberhasilan dari PLIK ini yaitu

jaringan internet yang begitu lancar:

“Tidak tahu.. tapi saya ambil poin-poinnya. Kalau tidak salah
tujuannya salah satu di antaranya mencerdaskan warga desa.
Standar relatif. Kalau saya simple saja, jaringan tidak… tidak...
jaringan lancar. Full satu bulan itu sudah berhasil. Sedangkan
jarang 1 bulan full tidak ada gangguan.” (Wawancara dengan
Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul
12:05 WIB).
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Kemudian I5 selaku Mitra PLIK di Kecamatan Banjar menyatakan

bahwa dengan adanya PLIK telah membantu para pelajar untuk mengakses

internet dengan lokasi yang cukup dekat: “Kalau saya..waktu mengajukan

sasarannya pelajar khususnya, karena saya dulu kalau praktek internet itu

harus ke jauh. Ke Maja, murid-murid SMAnya dibawa memakai mobil

angkutan umum.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec.

Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

I5 pun mengatakan bahwa kini masyarakat sudah mulai mendukung

dan memanfaatkan internet melalui PLIK, meskipun dari kalangan orang

tua kurang menyambut baik dengan adanya kehadiran PLIK di Kecamatan

Banjar, karena masyarakat berpikir bahwa internet identik dengan

pornografi. Namun Mitra PLIK sudah mencoba untuk mengajak bicara

dan mengajak para orang tua untuk mendampingi anaknya saat mengakses

internet di PLIK. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kekhawatiran

mereka akan dampak negatif dari penggunaan PLIK. I5 mengatakan:

“Kalau terlalu tergantung tidak. Hanya bagimana ya.. memang
sekarang dimanfaatkan. Perbandingannya begini, pertama datang
internet kan saya, kalau istilahnya didemo ya. Ada pembicaraan
mengenai internet. Jadi paham masyarakat awam, internet
memang identik dengan pornografi. Tapi saya jelaskan dan saya
mengajak ke sini dan menantang orang para orang tua untuk
mengontrol dan mendampingi, silahkan. Kalau ditolak tidak,
hanya kurang paham. Banyak berita miring. Jadi persamaan
antara internet dengan pornografi itu memang kental. Saya
mengajak bicara, lalu mengajak ke sini. Yang diajak ke sini kan
dipilih, orang tua yang mana yang cepat paham dengan ini.”
(Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal
16 April 2014, pukul 12:05 WIB).
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Berangkat dari hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis

bahwa ukuran dan tujuan kebijakan program PLIK sudah cukup sesuai dan

realistis dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Banjar. Meskipun

ukuran dan tujuan kebijakan tersebut masih belum jelas dan belum

dipahami sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Pandeglang, serta Kantor Kecamatan Banjar.

Penyebabnya yakni karena pemerintah daerah tersebut tidak pernah

dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan PLIK, dan akhirnya tidak

dapat mengukur sejauhmana perkembangan PLIK. Begitu pula yang

terjadi pada Mitra PLIK yang masih mengalami kebingungan.

Kesesuaian kebijakan program PLIK dengan kondisi masyarakat

tersebut karena masyarakat di Kecamatan Banjar selama ini sulit untuk

menjangkau akses pelayanan internet dengan jumlah layanan internet di

daerah tersebut baru berjumlah 2 di seluruh Kecamatan Banjar. Kemudian

belum lagi diperparah dengan kondisi medan jalan yang rusak berat,

sedangkan internet sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat

khususnya pelajar. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan

bahwa PLIK bertujuan untuk membangun masyarakat yang melek internet

serta dapat mencerdaskan masyarakat dengan tergelarnya layanan internet

di wilayah yang belum terjangkau akses internet.

Selanjutnya standar dari PLIK tersebut yakni PLIK dapat diterima

masyarakat, online, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan

harga yang murah dan terjangkau. Sama halnya dengan apa yang terjadi di
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Kecamatan Banjar, masyarakat sudah menerima dan memanfaatkan PLIK,

meskipun tidak tergelar secara merata di seluruh kecamatan karena hanya

berjumlah satu saja, dan pada awalnya PLIK sempat mengalami penolakan

dari warga setempat karena kondisi sosio-kultur yang mengganggap

internet identik dengan pornografi. Di samping itu PLIK sudah

dimanfaatkan oleh masyarakat, namun penggunaannya belum optimal

karena kebanyakan masyarakat menginginkan sarana internet untuk game

online.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menentukan

suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi di luar sumber daya

manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga

ialah sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana serta

sumber daya waktu.

Pertama, sumber daya manusia. Mengenai aspek sumber daya

manusia ini peneliti pertanyakan kepada I2. Menurut I2 dari segi kapasitas

dan kuantitas pegawai di BP3TI terbilang sudah cukup, karena hanya

bertugas untuk memonitoring PLIK saja. Jumlah pegawai di BP3TI

sebanyak 17 orang dengan latar belakang pendidikan di bidang tekhnis

sebanyak 10 orang, sementara di bidang non tekhnis sebanyak 7 orang.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I1:
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“Jumlah ada 17, yang dari teknik itu ada..10. untuk non teknis
ada 7. Yang PNS ada 7. Kalau dari kita, dari semua pekerjaan itu
dikerjakan oleh orang operator lain ya. Kita hanya monitoring
saya kira cukup. Karena alasannya itu tadi, yang melaksanakan
pekerjaan misalnya operator. Orang yang mengerjakan layanan
itu pemenang tender. Kita hanya monitoring.” (Wawancara
dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di
BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek sumber daya manusia di

BP3TI, dapat dlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Daftar Nama Pegawai di BP3TI

No. Nama Tugas Status Pegawai

1. Muljanto Monitoring dan Pengaduan
Masyarakat

PNS

2. Sudarmanto Monitoring dan Pengaduan
Masyarakat

PNS

3. Aradea Uji fungsi dan uji integrasi dan
menyiapkan dokumen yang
diperlukan

Non PNS (BLU)

4. Sri Ras Utami Administrasi PNS
5. Catryin Parlina Administrasi Non PNS (BLU)
6. Novi R. Progress Report Pembangunan Non PNS (BLU)
7. Nanda M Staf Data Non PNS (BLU)
8. Istiono Staf Data Non PNS (BLU)
9. Indra Pratama Analisis dan Konseptor PNS
10. Dhia A.F Analisis dan Konseptor PNS
11. Sarino Staf Penyiapan Bahan

Sosialisasi ke Stake Holder
PNS

12. Dakhrony Staf Rekonsiliasi Perhitungan
Pembayaran Prestasi Kerja

Non PNS (BLU)

13. Danny Januar Staf Rekonsiliasi Perhitungan
Pembayaran Prestasi Kerja

Non PNS (BLU)

14. Hariss S. Staf Rekonsiliasi Perhitungan
Pembayaran Prestasi Kerja

Non PNS (BLU)

15. Harry Staf IT Non PNS (BLU)
16. Howiningsih A. Evaluasi Monitoring Layanan PNS
17. Leonard Penyelesaian Pengaduan Non PNS (BLU)

(Sumber: BP3TI, 2014)
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Selanjutnya untuk aspek sumber daya di ISAT Net yang

menangani PLIK terbagi menjadi dua yaitu pegawai yang bertugas sebagai

maintainer serta pegawai service. Tim maintainer merupakan tim yang

melakukan maintenance secara langsung ke lokasi PLIK. Adapun untuk

ISAT Net sesuai dengan ketentuan lelang ditempatkan di wilayah kerja

Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Mengenai informasi tim

maintainer ini, peneliti pertanyakan kepada I4, menurut informan:

“Untuk yang ke lapangan, yang untuk maintenance itu berarti…
(sambil mengingat-ngingat). Pandeglang, Lebak, Serang,
Tangerang, Karawang, Bogor, Indramayu, Cirebon, Bandung,
Majalengka…20 orang. 1 kabupaten itu 2 orang. Tapi ada yang
kabupaten dekat digabung. Contoh Cilegon-Serang itu digabung.
Lebak sendiri, Pandeglang sendiri, Cilegon-Serang gabung,
Tangerang sendiri 2 orang.” (Wawancara dengan Bapak Besar,
Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul
11:06 WIB).

Adapun untuk pegawai tim maintainer di Kabupaten Pandeglang

berjumlah dua orang, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Daftar Nama Tim Mantainer di Kab. Pandeglang

No. Nama Pendidikan Terakhir

1. Saeful SMA

2. Anis Fuad SMA

(Sumber: ISAT Net, 2014)

Beberapa tim maintainer di ISAT Net dipekerjakan di lokasi asal

tempat tinggalnya, termasuk yang berada di Kabupaten Pandeglang. Pada

awalnya tim maintainer di Kabupaten Pandeglang memiliki kantor khusus.

Namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi, karena hal tersebut dirasakan
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kurang efektif, mengingat lokasi kerja para pegawai yang berada di daerah

tempat tinggalnya masing-masing. Sebagaimana yang dikatakan oleh I4:

“Kalau Pandeglang sendiri itu, tadinya di tempatnya Anis Fuad.
Kemudian karena kurang efektif ya mereka sekarang tidak
memakai itu. Langsung ya dari rumah. Karena mereka kan orang
setempat, orang sana langsung. Jadi ya.. dia kantornya di
tempatnya si maintenance itu, di rumahnya dia. Dari sana, jadi
orangnya itu berarti pegawainya kita yang orang asli sana. Jadi
tinggalnya di sana, tetapi kalau yang orang-orang ISATnya
misalnya di Serang tidak punya. Orangnya ya orang sini. Kita ada
kontrakan di sana untuk basecamp.” (Wawancara dengan Bapak
Besar, Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014,
pukul 11:06 WIB).

Dari jumlah pegawai maintainer sebanyak dua orang tersebut, I4

menganggapnya sudah cukup, karena PLIK yang ditangani setiap harinya

rata-rata berjumlah tiga, kemudian tim maintainer menyediakan stok

barang untuk menggantikan barang yang rusak. Berikut penjelasan yang

dikatakan oleh I4:

“Cukup..jadi kalau misalkan rata-rata dia sehari menguasai 3, itu
10 hari sudah 30. Tergantung kalau misalkan kendalanya cuaca
kemudian ini ya kita geser-geser. Jadi gini, mereka akan lapor ke
call center dia tergantung laporannya apa yang rusak. Kalau
misalkan tim maintainer itu kan, dia punya stok barang juga.
Kalau misalkan itu saat sesuai kondisinya ada, ya udah di
replace.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator
Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Sementara untuk jadwal maintenance tidak terlalu dipastikan

waktunya, karena disesuaikan dengan tingkat urgensi kerusakan barang di

suatu wilayah. Namun I4 mengatakan bahwa maintenance dilakukan

minimal satu sebulan sekali:

“Untuk setiap titik kadang tidak bisa sama. Karena begini,
misalkan awal-awal tanggal 1 titik A, tanggal 2 B, C, D, E seiring
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berjalan kadang ada yang urgent. Pak ini saya benar-benar ini
tersambar petir, mati semua otomatis kan kita harusnya ke sini.
Maka dari kalau anda bilang jadwal rutinnya per tanggal tidak
ada. Tapi jika kunjungannya perbulan minimum satu kali di setiap
lokasi. Jadi bisa lebih, kadang pak ini rusak, ya sudah kita atasi.
Untuk jadwalnya hari ini titik A, hari ini titik B, tidak bisa. Karena
di lapangan kadang ada yang urgent. Ya sudah kita ke sana dulu.
Hanya setiap bulan minimum satu kali kunjungan. Seluruh
lokasinya dia.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator
Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Sementara ada pendapat berbeda yang diungkapkan oleh I5, bahwa

ia pernah mendengar keluhan dari maintainer yang pernah datang ke

lokasi PLIKnya. Kemudian tim maintainer tersebut terburu-buru saat

melakukan maintenance karena harus pergi ke lokasi PLIK yang jaraknya

cukup jauh, sementara jumlah tim maintainer hanya 2 orang. Berikut hasil

wawancara yang diungkapkan oleh I5:

“Sudah kamu ga tau apa-apa.. ini urusan saya, saya itu mengurus
juga se Pandeglang hanya ditugaskan dua orang. Kira-kira
menurut kamu bisa tidak?’ (Ungkapan dari salah satu maintainer).
Memang kasihan juga, satu minggu itu.. dia kadang-kadang satu
hari harus datang ke 5 lokasi, sedangkan jauh-jauh. 1 hari
kadang-kadang. Dia datang kesini terburu-buru mau datang ke
Picung terus ke Bojong. Kasihan juga itu.” (Wawancara dengan
Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul
12:05 WIB).

Selain tim maintainer ada pula pegawai yang bertugas sebagai

service untuk beberapa perangkat PLIK, yang bertempat di kantor ISAT

Net. Kemudian untuk jumlah pegawai service, yakni sebanyak satu orang.

Menurut I4 dari jumlah tersebut dirasakan sudah cukup, dengan alasan

bahwa semua perangkat PLIK yang rusak di setiap daerah tidak akan

datang bersamaan setiap harinya ke kantor. Di samping itu ISAT Net
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sudah menyiapkan barang cadangan untuk mengganti barang yang

mengalami kerusakan parah. I4 mengatakan:

“Kalau yang service 1 orang cukup. Karea barang tidak datang
setiap hari. Ya jadi.. barang servisannya tidak setiap hari masuk.
Jadi mereka mengembalikan yang sudah rusak, dia akan ke sini.
Jadi itu tidak akan bersama-sama. Jadi misalkan hari ini datang
dari lokasi kaya ini, dari Serang masuk, ya berarti Serang. Jadi
kita menangani per tim tadi yang 20 orang itu. Mereka datang
tidak bersama-sama. Begitu datang langsung ditangani. Dia
butuhnya apa dan kita juga sudah punya cadangan, yang kita
perbaiki tadi sudah bisa kita ganti. Nanti kita perbaiki.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Adapun keterangan lebih jelas mengenai pegawai service, dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Daftar Nama Pegawai Service di ISAT Net

No. Nama Pendidikan Terakhir

1. Haykal Arif Farkhana SMA

(Sumber: ISAT Net, 2014)

Kemudian berbicara mengenai sumber daya manusia, hal penting

yang akan menentukan keberhasilan PLIK adalah perlu memperhatikan

kompetensi dari Mitra PLIK itu sendiri. Mitra PLIK di Kecamatan Banjar

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugasnya sebagai

Pengelola PLIK yang bergelut dalam bidang Ilmu Komputer dan

Teknologi. I5 mengungkapkan: “Saya pernah di AMIK (Akademi

Manajememen Informatika dan Komputer) Serang. Sekarang STMIK

(Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer) namanya.”
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(Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16

April 2014, pukul 12:05 WIB).

Meskipun Mitra PLIK di Kecamatan Banjar berlatar belakang

pendidikan di bidang Ilmu Komputer dan Teknologi, ia mengakui bahwa

sampai saat ini belum begitu paham mengenai PLIK. Alasan yang

dikemukakan yakni karena ia belum pernah diberikan pelatihan khusus

oleh ISAT Net. Keterangan yang disampaikan oleh I5 yaitu sebagai

berikut:

“Kalau saya tidak ada. Kalau saya dengar memang ada, di
Rangkas kalau tidak salah. Waktu itu ada sms ke hp saya suruh
datang ke Rangkas. Saat saya konfirmasi ke Abdul Djalal, kata
Abdul Djalal tidak usah. Saya tidak datang. Katanya ada. Ketika
internet mulai jalan, sering ada panggilan. Di Rangkas. Rangkas
dengan Serang kalau tidak salah. Kalau yang saya tahu khusus
Pengelola PLIK sama tim di sana, ada pelatihan. Saya tahu
pastinya itu saat waktu mau mengoperasikan warnet, itu saya
belum paham sampai hari ini.” (Wawancara dengan Bapak Lili,
Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05
WIB).

Kemudian I5 menambahkan bahwa dirinya pernah diberikan

pelatihan, namun hanya diberikan oleh tim maintainer saat di tempat PLIK

saja dan hanya sebatas tentang sistem linux dan billing system. Berikut

pernyataannya:

“Nah.. waktu itu saya ditanya oleh maintainer, kok masih belum
paham kata dia. Kan ada pelatihan sudah beberapa kali ada
pelatihan, kata dia. Itu hanya dikasih tau linux saja. Nih begini-
begini.. saya untuk dasar komputernya sudah tau. Ingin tahu
perbedaan sama windows saja. Termasuk diajarin billing system.”
(Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal
16 April 2014, pukul 12:05 WIB).
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Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelatihan tersebut, peneliti

mencoba mempertanyakannya kepada Operator PLIK di kecamatan lain

yaitu I6.. Menurut I6 pelatihan untuk Mitra PLIK pernah diadakan di Carita,

namun waktunya terlambat karena setelah tiga tahun PLIK berjalan baru

ada pelatihan. Kemudian pesertanya bukanlah semua Mitra/Operator PLIK

yang berada di Kabupaten Pandeglang, melainkan hanya melibatkan tujuh

PLIK saja. I6 mengatakan bahwa:

“Pelatihan di Carita. Pelatihannya cepat 2 hari 1 malam. Berdua
dengan adik saya. Memang yang diundang 2 orang dari setiap
PLIK. Ini tidak akan dibahas semua, karena teknis segala macam.
Setelah 3 tahun lebih, kita baru dikasih tahu tekhnisnya begini. Itu
pelatihannya belum lama sih, baru 2014 pelatihannya. Januari
kalau tidak salah. Ya yang di undang 7 sih.. maka dari itu
Cadasari, Karangtanjung, Pandeglang, Bojong, Picung, 5.. terus
apalagi. Terus Cimanuk, 1 lagi dari Labuan tidak tahu darimana.
Maka dari itu saya bingung, ko se Pandeglang hanya 7 yang
datang. Memang datang semua tujuh-tujuhnya. Langsung datang
timnya mengundang secara tertulis.” (Wawancara dengan Bapak
Adi, Operator PLIK Kec. Pandeglang. Tanggal 17 Mei 2014, pukul
13.58 WIB).

Dalam pelatihan tersebut para Operator PLIK mengajukan keluhan,

namun penyelenggara pelatihan tersebut kurang memahami lebih jauh

mengenai PLIK, karena bukan penyedia jasa yang bertugas dalam

pengadaan dan pemeliharaan barang diawal seperti ISAT Net, melainkan

dari pihak lain. Seperti yang diungkapkan oleh I6:

“Yang mengadakan Global Teknologi Media Informasi. Ya
sebenarnya baru dikasih tahu semuanya, programnya segala
macam. Aturan ini segala macam untuk Mitra PLIK. sayangnya
saat kita tanya, ini kontrak 4 tahun. Setelah kontrak mau
bagaimana? Tidak tahu juga.. setelah 4 tahun bagaimana. Diambil
lagi apa bagaimana. Jadi kalau misalkan kemarin kita ingin
protes. Bagaimana ini.. istilahnya mereka dikasih untuk pelatihan.
Jadi diawal mereka tidak tahu.” (Wawancara dengan Bapak Adi,
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Operator PLIK Kec. Pandeglang. Tanggal 17 Mei 2014, pukul
13.58 WIB).

Sementara pernyataan yang disampaikan oleh I1 menerangkan

bahwa untuk penyediaan jaringan, komputer, mebel, serta pelatihan dapat

dilakukan oleh penyelenggara yang berbeda:

“Itu yang melakukannya penyedia. Ya tidak apa-apa berbeda.
ISAT dapat kontrak dari BP3TI jaringannya milik dia.
Komputernya saya serahin ke PT. D***. Mebelnya saya serahin
misalkan dari furnitur apa.. terus pelatihannya saya serahin ke
siapa.. yang ahli di bidang IT siapa. Saya tenderin kan bisa saja.”
(Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan
Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23
WIB).

Berangkat dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis

bahwa indikator dari aspek sumber daya manusia di BP3TI dalam hal ini

pada lingkup Seksi Operasi dan Monitoring sudah cukup terpenuhi, baik

dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena semua pekerjaan terkait PLIK

sudah langsung ditangani oleh pihak swasta, sehingga tugas BP3TI hanya

tinggal memonitoring saja.

Lalu dari pihak ISAT Net, untuk pegawai service sudah cukup

terpenuhi, walaupun hanya berjumlah satu orang saja, karena perangkat

PLIK yang rusak tidak semuanya datang dalam sehari. Sedangkan untuk

tim maintainer belum terpenuhi dari segi kuantitasnya, karena wilayah

kerja PLIK di Kabupaten Pandeglang yang cukup luas hanya ditangani

oleh dua orang maintainer sehingga kinerja yang dilakukan cukup terburu-

buru.
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Sementara dari pihak Mitra PLIK sendiri belum memiliki

kompetensi yang mumpuni karena tidak ada proses pelatihan terlebih

dahulu oleh pihak ISAT Net. Pelatihan hanya sebatas pengoperasian

sistem linux dan billing system yang diajarkan langsung oleh tim

maintainer di lokasi PLIK, sehingga operator belum memahami lebih jauh

mengenai PLIK. Sekalipun pelatihan pernah dilakukan namun hanya

melibatkan 7 PLIK di Pandeglang, itu pun tidak melibatkan PLIK yang

ada di Kecamatan Banjar. Kemudian penyelenggara dari pelatihan tersebut

bukanlah dari pihak ISAT Net melainkan PT GTMI.

Kedua, sumber daya finansial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

No 7 tahun 2009, dana untuk membiayai pelaksanaan PLIK yakni

bersumber dari dana yang disetorkan oleh seluruh Penyelenggara

Telekomunikasi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor.  Dana tersebut tidak

hanya dipakai untuk membiayai program PLIK saja, melainkan program

lainnya yang termasuk ke dalam program KPU-USO. Sebagaimana yang

dikatakan oleh I1:

“Ya. Jadi itu ada peraturan pemerintah. Harusnya adalah undang-
undang, tapi ini Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009, bahwa
diwajibkan seluruh operator telekomunikasi menyetor 1,25% dari
pendapatan kotor. Semua perusahaan telekomunikasi termasuk
penyedia jasa.” (Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi
Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014,
pukul 11:23 WIB).

Kemudian I1 menambahkan dana KPU-USO untuk pelaksanaan

PLIK sudah mencukupi bahkan lebih, karena besaran biayanya sudah

dibatasi sesuai kontrak. I1 mengungkapkan:
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“Wah justru lebih. Ya kita kan pendapatan banyak. Namun untuk
kontrak sudah dibatasi sekian. Tidak bisa kita tambah lagi, kan
kontrak. kalau ditambah lagi, kan sebrang (KPK) mengintip terus.
Kan kalau sudah kontraknya misalkan 4 tahun 20 milyar, ya sudah
selama 4 tahun segitu. Kan sudah ditenderkan sudah komit. 200
milyar misalkan.. contoh misalkan menggelar 100 PLIK.”
(Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan
Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23
WIB).

Selanjutnya mengenai pembayaran dana tersebut kepada penyedia

jasa, I1 mengatakan:

“Per 3 bulan. Ia menyerahkan data dulu, kita proses nanti terlihat
yang hidup kita bayar, yang mati tidak kita bayar. Tapi lebih dari
7 hari kita denda. Dia hidupnya sekian, ya dia harganya berapa
waktu kontrak. Kalau 200 Milyar misalkan 4 tahun kontrak atau
48 bulan. Terus misalkan 100 PLIK 200 Milyar. 2 Milyar bagi 100,
terus kemudian bagi 48 bulan ketemu harga sebulan kan. Harga
sebulan ini dibagi lagi 30 hari. Jadi ketemu harga harian ya. Nah
yang harga harian itu kita lihat yang beroperasi 8 jam yang mana.
Kalau langsung 2 Milyar, nanti yang mati kita bayar. Namanya
juga sewa layanan. Nanti kalau saya langsung bayar 200 M.
Sebrang (KPK) datang ke sini lagi. Ini mati kok dibayar? Kan
begitu. Sudah sering KPK ke sini.” (Wawancara dengan Pak
Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal
19 Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut, artinya mekanisme pembayaran

yang dilakukan BP3TI terhadap penyedia jasa atas sewa jasa layanan

internet PLIK, harus diproses terlebih dahulu melalui data yang diolah per

3 bulan. Data tersebut berfungsi untuk memperlihatkan mana PLIK yang

hidup maupun mati. PLIK yang hidup 8 jam akan dibayar, sementara

PLIK yang tidak beroperasi selama 8 jam tidak akan dibayar.

Mengenai dana KPU-USO untuk pelaksanaan PLIK ini, peneliti

pertanyakan pula kepada I4. Menurut I4 dana tersebut sudah mencukupi

untuk membiayai operasional PLIK: “Cukup... karena semua
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perhitungannya sudah dibatasi sekian-sekian di kontrak.” (Wawancara

dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April

2014, pukul 11:06 WIB). Berdasarkan hasil wawancara tersebut artinya

dukungan dana yang ada di ISAT Net sudah mencukupi untuk membiayai

program PLIK karena sudah ditentukan di dalam kontrak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan

informasi tentang adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh penyedia

jasa, saat diawal pemasangan PLIK. Hal tersebut sebagaimana yang

diungkapkan oleh I5: “Disuruh bayar 10 juta, tapi tidak saya bayar. Yang

saya bayar hanya 1 juta untuk biaya pemasangan.” (Wawancara dengan

Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05

WIB).

Mengenai pungutan biaya tersebut, peneliti pertanyakan pula

kepada I6 yang sama-sama dipungut biaya saat awal pembangunan PLIK:

“Setor ke sana itu Ibu Yulia 14 juta. Pak Ekonya sudah keluar. Dulu kan

yang dari ISATnya Pak Eko. Ada kwitansinya. Itu yang lain juga pada

komplen.” (Wawancara dengan Bapak Adi, Operator PLIK Kec.

Pandeglang. Tanggal 17 Mei 2014, pukul 13.58 WIB).

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh I4, yang mengatakan

bahwa uang tersebut berfungsi sebagai uang jaminan:

“Tidak ada, kalau kontrak tidak ada ya. Kalau suruh bayar tidak.
Kalau uang jaminan ada, karena pengalaman awal-awal kita.
Barang sudah kita taruh ya, kemudian mereka kabur barang pada
hilang, pada rusak. Jadi yang pertama kontrak iya, survey iya,
tetapi ada ikatan kadang juga mereka sembarangan juga. Karena
kita tidak tahu, nyari orang semuanya dari 600 bukan saudara kita
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semua kan. Kadang ada masalah. Maka dari itu kita tentukan
aturan kalau dia mau membayar uang jaminan. Maksudnya bukan
membayar. Menitipkan uang ke kita, otomatis dia pasti jadinya
punya rasa oh ini berarti ya punya rasa tanggung jawab,
istilahnya kalau anda misalkan menggadaikan motor begitu kan,
otomatis kan motornya kalau misalkan tidak kembali lagi, tidak
akan rodanya hilang satu. Jadi ada ikatan saling jaga.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

I4 menambahkan bahwa uang tersebut sifatnya bukan untuk

membayar, melainkan sebagai jaminan untuk memastikan bahwa

perangkat PLIK tetap ada dan terjaga di lokasi PLIK. Adapun besaran

uang jaminan tersebut maksimun senilai 10 juta:

“Bebas kita maksimum 10 juta, tetapi bisa jadi di kondisi tertentu
kita kan ada apa, verifikasi survey juga. Jadi misalkan, kalau
secara kredibilitasnya sepertinya susah nih, ya sudah bayar dulu.
Tetapi kadang uang ini dulu, kemudian lokasi ini. Kayanya ini
menurut survey ini tidak perlu sih. Yang kita khawatir disuruh
bayar, tidak mau. Wah bahaya ini. Jadi itu sebetulnya sifatnya
bukan untuk membayar tapi untuk menjaga barang kita, karena
kita banyak barang. Kalau misalkan 600 x 6 saja kan sudah 3600
barang. Lah kalau kita sembarangan pada hilang semua ribet.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Uang yang dijadikan sebagai uang jaminan tersebut, menurut I4

nantinya akan dikembalikan kepada Mitra PLIK:“Dikembalikan dengan

catatan barangnya tidak dijual untuk mereka. Kalau dijual ya kita

perhitungkan. Kan mitra tidak semuanya baik kan, karena kita mencari

mitra awalnya tidak kenal.” (Wawancara dengan Bapak Besar,

Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06

WIB).
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Hal yang sama pun dingkapkan oleh I1, yang mengatakan bahwa

uang tersebut merupakan uang jaminan, dan berdasarkan atas kesepakatan

antara kedua belah pihak (Penyedia Jasa dan Mitra PLIK) yang disebut

sebagai B to B (Business to Business). Meskipun sebenarnya menurut

aturan hal tersebut tidak disarankan. I1 mengungkapkan:

“Oh itu tergantung dari penyedia. Karena kan trust, trust terhadap
orang tersebut. Misalnya saya dengan anda, saya trust. Tidak usah
memberi jaminan, kan trust. Tapi saya lihat orangnya seperti
preman nih, misalnya.. tidak meyakinkan, banyak bohong. Saya
kasih jaminan kan begitu.. Suatu saat saya tinggal dan sama dia
dijual, sama dia kan tidak ada jaminan. Tapi di peraturan BP3TI
tidak menyarankan. Artinya mencari pengelola silahkan. Itu
namanya deal B to B tadi. Termasuk bagian B to B tadi. Listrik
kamu yang bayar misalnya.. operator kamu yang bayar ya..
Pendapatan buat kamu. Kamu tolong setor, biaya uang jaminan.
Itu kan namanya deal.” (Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala
Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014,
pukul 11:23 WIB).

Pernyataan berbeda disampaikan oleh I2, bahwa pembangunan

PLIK untuk para Mitra seharusnya tidak ada uang jaminan, karena dari

Kementrian Komunikasi, dan Informatika PLIK digratiskan:

“Ya tidak bisa begitu kan namanya gratis itu ada jaminan. Aneh..
ya kan tidak begitu. Kalau perusahaannya yang namanya barang
gratis, artinya begini, perusahaan sih sudah di kasih dana dong.
Misalkan bu, bikinin kopi bapak tuh di situ. Nih uang.. Harusnya
kan gratis.. Artinya uangnya sudah si ibu terima, tinggal dibuatkan
saja kopinya, dinikmati oleh bapak. Enak kan ini kopi. Kan
masyarakat menikmati hasilnya, kenapa si ibu yang disuruh saya
buatkan kopi, tapi saya yang takut rugi, kenapa begitu. Logikanya
apa coba? Terkecuali misalkan mereka ini, bu buatkan kopi itu
biayanya ibu yang nanggung. Si ibu mungkin berpikir, mungkin
membuat kopinya juga encer apa. Masa sih bapak kasih yang 500
mau kopi yang enak. Kan begitu ya.. Nah ini kira-kira kan
gambarannya ke situ. Kenapa saya katakan harus merasa rugi,
kenapa harus ada uang muka. Kenapa ada pungutan kalau dari
kementriannya gratis.” (Wawancara dengan Bapak Maman,
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Kepala Bidang Kominfo di Dishubkominfo Kab. Pandeglang.
Tanggal 18 Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Dari wawancara di atas mengenai adanya pungutan biaya yang

dilakukan oleh penyedia jasa, peneliti dapat menganalisis bahwa artinya

pelaksanaan PLIK belum berjalan dengan baik khususnya dalam upaya

penempatan lokasi layanan PLIK. karena adanya saling ketidakpercayaan

diantara penyedia jasa dengan masyarakat yang akan ditunjuk sebagai

Mitra PLIK. Sehingga terjadilah pungutan biaya yang akan dijadikan

sebagai uang jaminan.

Berkaitan dengan dukungan sumber daya finansial, menurut

ketentuan kontrak yang berlaku PLIK harus beroperasi dengan biaya tarif

sebesar Rp. 2000,-/jam, minimal selama 8 jam/hari. Namun di luar jam

operasional tersebut, PLIK dapat membuat ketentuan tarif sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh I4:

“Rp. 2000,- .Berarti pada saat jam operasional itu Rp. 2000,-.
Kalau lebih dari itu ya silahkan. Itu tarif standar boleh. Mungkin
mereka bisa melebihi jam-jam non profitnya ya sudah nih pakai
jam PLIK Rp. 2000,-. Kalau PLIKnya mereka bisa menggunakan
jamnya pake jam umum, harganya standar umum. Tapi di luar
ketentuan.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator
Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Lain halnya untuk PLIK di Kecamatan Banjar yang menggunakan

tarif internet sebesar Rp. 3.000,-/jam selama waktu operasional PLIK 8

jam/hari. I5 mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ketentuan dari

ISAT Net. Berikut hasil wawancara peneliti dengan I5: “Rp. 3.000,-. Ya

memang ketentuan dari ISAT. Saya buka dari pagi sampai sore atau

sampai malem itu tarifnya tetap Rp. 3000,- saja.” (Wawancara dengan
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Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05

WIB).

Selanjutnya I1 menjelaskan bahwa seharusnya tarif PLIK senilai

Rp. 2000,- karena  sudah ditentukan di dalam kontrak. Jika tidak maka hal

tersebut sudah menyalahi aturan dan harus dikembalikan ke tarif

standarnya yakni Rp. 2.000.-. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh

I1:

“Rp 2.000,-. Kalau tidak ya harus dikembalikan Rp 2.000, karena
itu menyalahi kontrak. ya itu kalau saya tahu suruh harus
kembalikan. Kalau saya tidak tahu ya.. itulah harusnya turun ke
lapangan kita kembalikan. Tidak mau tau kalau secara kontrak Rp.
2000,-, kamu harus mengikuti. Kita kan pegangannya kontrak.
betul tidak? Kan kontrak sudah disepakati berdua. Kamu rugi atau
tidak.. harus bayar. Itu pengelolanya berati main-main bukan
penyedianya. Kalau bukan, berarti penyedia jasanya tidak benar,
saya tegur nanti. Ah itu pinter-pinter pengelola kali. Kadang-
kadang pengelola suka merubah setting tanpa lapor ke penyedia.
Penyedianya dia tinggal, dia operasi lagi Rp. 3000 bisa saja kan.”
(Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan
Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23
WIB).

Berangkat dari wawancara di atas artinya tarif yang digunakan oleh

PLIK di Kecamatan Banjar sudah menyalahi kontrak, karena tarifnya

senilai Rp. 3.000,-/jam yang digunakan di dalam jadwal operasional PLIK

selama 8 jam/hari. Berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan,

peneliti menemukan bahwa tarif internet tersebut tidak diinformasikan

secara tertulis di depan PLIK. Seperti yang dapat dilihat pada gambar

berikut:
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Gambar 4.2
PLIK tidak memasang informasi tarif layanan internet

Keuntungan dari hasil PLIK merupakan sumber pemasukan yang

dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan PLIK. Mengenai keuntungan

tersebut PLIK pertanyakan kepada I5:

“Penghasilan perhari itu rata-rata 50, bahkan terkadang 20, 30.
Masalahnya saya hitung perbulannya saja. Kalau pendapatan per
bulan itu sekitar tidak lebih dari 1 juta setengah. Walaupun
perharinya terkadang dapat 20 terkadang 10 ribu, bagaimana
ininya saja. Namun akhirnya perbulan itu terkadang tidak lebih
dari 1 juta setengah. Berarti rata-rata 50an. Rp. 1.500.000,- itu
kotor. Tapi kita mengandalkan anak sekolah. Kalau anak sekolah
libur, ya sudah tidak ada pemasukan.” (Wawancara dengan Bapak
Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05
WIB).

Berdasarkan jawaban I5 diatas, artinya penghasilan atau

keuntungan kotor yang didapat perbulannya yakni sebesar Rp. 1.500.000,-.

Dari keuntungan tersebut Mitra menambahkan bahwa cukup untuk

menutupi biaya operasional perbulannya yakni untuk biaya listrik serta

untuk membayar insentif tim maintainer meskipun sebenarnya digratiskan.

I5 mengatakan:
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“Cukup. Listrik itu 200. Jaringan tidak bayar. Paling kita
cadangan untuk maintenance. Maintenance walaupun dibayar oleh
ISAT, tetap kalau dia tidak dikasih uang bensin susah. Minimal dia
datang mau perbaikan. Kita beri rokok kopi. Mau pulang dikasih
amplop. Dikasih 50 ribu, walaupun waktu ada audit saya bilang
tidak pernah saya kasih (tertawa kecil). Tapi memang begitu
kenyataannya.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec.
Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Mengacu pada beberapa hasil wawancara di atas mengenai sumber

daya finansial, maka dapat peneliti analisis bahwa sumber dana yang

berasal dari KPU USO sudah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan

PLIK, karena besaran biayanya sudah ditentukan di kontrak. Sama halnya

dengan keuntungan yang menjadi sumber pemasukan bagi Mitra PLIK

sudah mencukupi untuk menutupi biaya operasional setiap bulannya,

walaupun dengan menggunakan tarif internet yang menyalahi ketentuan

kontrak dan tarif tersebut tidak diinformasikan secara tertulis di depan

PLIK. Kemudian dalam pelaksanaannya PLIK belum terlaksana dengan

baik karena Mitra PLIK dikenakan pungutan biaya sebagai uang jaminan,

serta adanya dana insentif untuk pegawai maintainer yang dibayar oleh

Mitra PLIK.

Ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan

faktor penunjang dalam implementasi program PLIK. Aspek sarana dan

prasarana yang perlu diketahui kondisinya, antara lain yang berada di

BP3TI, ISAT Net, serta PLIK Kecamatan Banjar. Untuk mengetahui

kondisi aspek sarana dan prasarana, peneliti pertanyakan kepada I1 yang

mengemukakan bahwa:
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“Sangat cukup sekali. Sarananya adalah SIMMLIK, kemudian
NMS (Network Monitoring System) untuk memproses data
perhitungan kinerja. Kinerja yang layanan tadi datanya kita
proses. Nanti kelihatan yang hidup yang mana. PLIK ini yang
hidup 8 jam berapa. Itu kinerja layanan bukan kinerja BP3TI. Jadi
begini.. taruh lah di komputer ini. Komputer ini kan berapa orang
yang pakai kan di billing bisa kita print kan. Tercatat kan, ada 10
internet kecatat di sini dia beroperasi berapa jam. ” (Wawancara
dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di
BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

Dari hasil wawancara di atas informan menyebutkan bahwa sarana

dan prasarana di BP3TI terbilang sudah cukup, yakni tersedianya

SIMMLIK (Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan internet

Kecamatan) serta NMS (Network Monitoring System). Kecukupkan sarana

dan prasarana di lingkungan BP3TI tersebut dirasakan pula oleh ISAT

yang sudah memiliki mobil, bengkel, work shop serta alat-alat kerja. Hal

demikian dikatakan oleh I4:

“Sudah ada semua sih, mobil kemudian bengkel, workshop,
sama…alat-alat kerja sudah cukup. Bengkel itu kan kalau
misalkan barang itu kan kita, kalau misalkan 1 PLIK itu ada 6 unit
berarti kan 6 kali 600, kan ribuan itu. Berarti kalau ada yang
rusak kita perbaiki.” (Wawancara dengan Bapak Besar,
Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul
11:06 WIB).

Selain itu untuk sarana dari mobil operasional, I4 mengatakan

sudah cukup:

“Jumlahnya ada.. mobil itu.. kita karena lokasi jauh. Jadi kita itu
untuk stok barang keliling. Jadi mobil itu untuk menaruh barang-
barang. Jadi kalau dia saat jalan, supir sama ini bergantian,
belakangnya barang. Jadi kalau misalkan di lokasi itu ada yang
rusak diperbaiki tidak bisa, tukar langsung ke mobil. Jadi itu lebih
ke stok keliling lah. 1 kabupaten 1 mobil, ada yang bergabung
kalau misalkan daerahnya mudah landai itu digabungkan. Jadi dia
keliling langsung membawa barang.” (Wawancara dengan Bapak
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Besar, Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014,
pukul 11:06 WIB).

Sedangkan hal berbeda yang dirasakan oleh Mitra PLIK di

Kecamatan Banjar. Kondisi sarana dan prasarana di PLIK Kecamatan

Banjar ada beberapa perangkat yang mengalami kerusakan di antaranya

printer dan speaker. Adapun keyboard yang pernah rusak tidak diperbaiki

oleh tim maintainer dan akhirnya Mitra PLIK lah yang memperbaikinya.

I5 mengatakan bahwa:

“Rusak itu printer, speaker sudah hancur semua. Kalau keyboard
saya ganti sendiri, speaker juga waktu itu saya ganti sudah pernah
rusak lagi. Speaker masih ada 1. Hancur semua tidak ada yang
diganti. Ya itu pakai modal sendiri saja, tidak melapor. Artinya
kalau yang kecil-kecil kita bisa tangani, ya.. kita tanganin saja.
Yang rentan rusak itu yang kecil-kecil, seperti keyboard, mouse,
speaker itu perangkat yang paling rentan. Itupun tidak diganti dari
perusahaan, saya saja beli sendiri. Kalau komputer Alhamdulillah
normal semua. Komputer baru kemarin maintainer datang
komputer rusak dua. Bulan ini, kalau tidak salah hari minggu,
kalau tidak salah. Kemarin satu orang yang datang.” (Wawancara
dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April
2014, pukul 12:05 WIB).

I5 menambahkan bahwa perangkat printer yang sekaligus berfungsi

sebagai scanner, sudah mengalami kerusakan saat di awal dan tidak

pernah diperbaiki sampai saat ini: “Yang saya rasakan itu, dari awal kan

ini rusak, printer, scan. Rusak, saya tes rusak. Saya tulis laporan

masukkan laporan beberapa kali maintenance, tidak ada pergantian. Ini

sudah tidak dianggap.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec.

Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB). Lebih jelas printer

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.3
Printer yang tidak dapat berfungsi

Dari kerusakan printer serta scanner yang tidak pernah diperbaiki

oleh tim maintainer tersebut, menyebabkan Mitra PLIK harus

menanggungnya sendiri. Namun nyatanya setelah printer dan scanner

tersebut diperbaiki, hanya scanner saja yang dapat berfungsi sementara

printer sebaliknya. Keterangan lebih lanjut mengenai perangkat tersebut,

diungkapkan oleh I5:

“Yang ini rusak dari ISAT saat awal dikasih, namun scannya
sudah saya perbaiki. Ini printernya harusnya bisa ngeprint dengan
ngescan. Tapi ngescannya bisa, ngeprintnya tidak bisa. Kalau
orang mau ngeprint pakainya ya yang punya saya sendiri. Ada di
rumah lagi digunakan.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra
PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Menurut kontrak yang berlaku beberapa perangkat PLIK yang

rusak akan ditangani atau direplace oleh tim maintainer. Perangkat yang

ditanggung oleh Penyedia Jasa yakni semua perangkat yang ada di PLIK

terkecuali perangkat-perangkat kecil seperti keyboard, mouse, speaker,

headset, tinta, dan kabel, sehingga harus ditanggung oleh Mitra/Operator



153

PLIK sendiri. Namun ketentuan kontrak tersebut nyatanya tidak diketahui

oleh Mitra PLIK di Kecamatan Banjar. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh I5:

“Pernah perasaan waktu itu monitor diganti sama ISAT. Sekarang
keyboard, mouse itu mudah rusak. Hampir semua tidak ada yang
diganti. Tapi speaker masih ada satu. Yang saya tahu.. semua
ditanggung sama ISAT. Kalau memang prosedurnya seperti itu
tidak semua barang ditanggung, jadi dari pertama datang belum
pernah saya pakai.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK
Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB)

Sarana dan prasarana di PLIK yang mencukupi dapat menunjang

kenyamanan bagi para pengguna dalam mengakses internet. Oleh karena

itu untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana tersebut peneliti

pertanyakan pula kepada beberapa pengguna PLIK. Adapun I7-3

mengungkapkan bahwa: “Terkadang mouse tidak bisa digerakkan.”

(Wawancara dengan Abdul Aziz. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal

1 Juli 2014, pukul 13.21 WIB).  Selanjutnya I7-2 merasakan kenyamanan

meskipun perangkat headset tidak ada: “Nyaman, headset yang tidak

ada.” (Wawancara dengan Badri. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal

1 Juli 2014, pukul 13.04 WIB).

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh I7-1, ia merasakan

ketidaknyamanan dari sarana dan prasarana  PLIK di Banjar: “Tidak

nyaman, pengap. Kurang bersih. Fasilitasnya juga seperti earphone tidak

ada. Ada earphone satu tapi rusak. Ruangannya gelap.” (Wawancara

dengan Mutia. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014,

pukul 11:29 WIB).
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Pernyataan informan mengenai ruangan PLIK yang gelap, dapat

dilihat pada gambar berikut ini yang didapat dari hasil penelitian lapangan:

Gambar 4.4
Ruangan PLIK yang tampak gelap

Selain perangkat PLIK yang mengalami kendala, faktor jaringan

pun dipermasalahkan. Jaringan VSAT (Very Small Aperture Terminal)

membuat koneksi internet begitu lambat. Hal ini diungkapkan oleh I5

sebagai berikut:

“Jaringan yang dikeluhkan banyak gangguan. Banyak gangguan,
kadang-kadang total tidak konek kadang-kadang ada. Tapi
lambat.. kadang-kadang tidak ada hujan tidak ada angin. Tapi
yang hampir rata kalau banyak petir, rata itu langsung mati
biasanya.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec.
Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Hal tersebut dibenarkan oleh para pengguna yang mengatakan

bahwa koneksi internet di PLIK begitu lambat. I8-1 mengatakan: “Pernah

lambat. Katanya jaringannya sedang jelek. Bukan pernah, sering.

Kendalanya kalau pemakaiannya banyak suka lambat koneksinya. Kalau

di Maja lebih cepet koneksinya.” (Wawancara dengan Wahyudi.



155

Masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014, pukul

10:24 WIB).

Kemudian I7-1 mengatakan: “Jaringannya lambat.” (Wawancara

dengan Mutia. Masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei

2014, pukul 11:29 WIB). Pernyataan yang sama pun diungkapkan oleh I7-

3: “Koneksinya sendiri kadang-kadang kan ada gangguan, kurang cepat.”

(Wawancara dengan Abdul Aziz. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal

1 Juli 2014, pukul 13.21 WIB). Demikian pula menurut I7-2: “Ya kadang-

kadang suka lambat koneksinya.” (Wawancara dengan Badri. Pengguna

PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13.04 WIB).

VSAT (Very Small Aperture Terminal) merupakan salah satu

media koneksi yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, sehingga

apabila cuaca buruk koneksi internet akan terganggu. Kemudian I4

memberikan alasan bahwa jika koneksi internet dari VSAT mengalami

gangguan terkadang harus ditangani oleh pusat dalam hal ini server dari

ISAT Net, karena penanganannya harus memakai pengaturan khusus,

sehingga prosesnya memakan waktu lama. I4 mengatakan:

“Bukan kurang bagus sih, apa namanya kita pake OS. Untuk
lokasi yang jauh otomatis kan butuh settingan khusus. Contoh
kalau misalkan ada gangguan VSAT misalkan, VSAT itu kan
alatnya istilahnya tidak lumrah di pasaran. Jadi harus di Jakarta
semua. Bukan seperti komponen radio, TV. Jadi kalau kerusakan
begitu kita harus kirim, kalau misalkan tidak bisa ada yang
diperbaiki. Kalau yang pake wireless atau sp**** relatif bisa lah
ditangani, karena kita punya empat media koneksi. Ada VSAT,
kemudian ada wireless, sp**** dan ada ADL. ADL itu jaringan
kaya ADL 3G, modem lah.” (Wawancara dengan Bapak Besar,
Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul
11:06 WIB).
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Kemudian I5 menambahkan bahwa koneksi internet VSAT hampir

setiap bulan mengalami gangguan, dan penanganan yang dilakukan oleh

pihak ISAT Net memakan waktu yang lama. Atas dasar itulah Mitra ingin

mengganti media koneksi ke sp****. I5 mengemukakan:

“Jadi.. saya dulu memang begitu, ingin ganti ke sp****. Kenapa
masalahnya, keluhannya hampir tiap bulan jaringan ada saja
gangguan. Apalagi kalau cuaca begini, gangguan terus. Maka dari
itu karena penangan lambat. Kadang 1 bulan, kadang paling cepat
itu 1 minggu penangannnya. Ia dari Menes, dari pihak ISATnya
juga. Dari maintenance paling satu minggu paling cepat. Maka
dari itu banyak yang kesal. Udah lah pada ganti jaringan.
Akhirnya sambung pakai sp****.” (Wawancara dengan Bapak
Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05
WIB).

Namun hal tersebut tidak bisa terlaksana karena tidak ada respons

dari pihak Te**** serta karena faktor ketidakamanan kabel yang

terpasang. I5 menjelaskan bahwa:

“Bukan ditawarin, saya pernah daftar ke Te****. Cuma tidak ada
respons, sudah dapat ke Te**** Pandeglang. Ga ada survey ga
ada apa, padahal saya sudah datang 2 kali. Sinyalnya harus pakai
kabel. Ini kemarin sekolah mencoba memasang lagi dari Te****
ya itu kabelnya.. ternyata ada yang mutus lagi. Di jalan.. itu yang
mencuri kabel. Kalau saya bukan mau diganti, dulu itu kan barang
sudah hampir 1 tahun waktu itu di rumah saya. Belum ada
kejelasan dari pihak mana pun, itu internet mau dioperasikan
kapan. Katanya bentar lagi bentar lagi. Akhirnya saya inisiatif ke
Te**** datang. Tapi ya itu ga ada survey. Kalau untuk saat ini,
kalau bisa memang, kalau ada kabelnya saya pasang double.
Artinya kalau dari Te**** itu dari sp****, menghandle ketika
jaringan sedang eror. Jadi kita back-up melalui sp****. Sama
sama yang ada di Picung. Sekarang kebanyakan di Cikadueun itu
di back-up sama sp****, jadi double. Memang mahal. Ditanggung
sama dia. Ya daripada pelanggan pada kabur kan paling begitu.
Lebih baik berkorban. Ini juga sudah rencana mau pasang tower
lagi. Jadi..kerjasama sama teman di Picung. Pasang tower
tingginya 1 km, kaya wifi. Pake biaya sendiri. Jadi kita kalau
mengandalkan komputer yang ada disini susah.” (Wawancara
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dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April
2014, pukul 12:05 WIB).

Akibat dari pemakaian VSAT yang banyak mengalami kendala,

maka Mitra PLIK diperbolehkan untuk memakai sp**** sebagai media

koneksi internet. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh I1:

“Ya itu tidak mau tau.. Kalau di kontraknya 8 jam, ya kita
VSATnya bandwithnya harus diperbesar atau harus dijaga benar
operasionalnya. Cuma VSAT kan tergantung cuaca juga. Kalau
mendung kan dia juga lambat kan. Itulah kelemahan VSAT.
Kenapa dulu dia waktu di tender menawarkan VSAT. Kan waktu di
tender dia nawarin, aku pakai ini pakai ini atau bisa juga dia
pakai VSAT bisa pakai sp**** ya boleh. Ya kita lihat dulu,
penawarannya itu dia alternatifnya alternatif sp**** begitu kan.
Ga apa-apa dia pakai sp****. Kan di kontraknya dia sudah
menawarkan begitu.” (Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala
Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014,
pukul 11:23 WIB).

Akan tetapi pemilihan media koneksi tersebut harus disesuaikan

dengan medan lokasi pemasangan PLIK. Apabila lokasinya di pinggiran

kota dapat memakai sp****, namun sebaliknya untuk wilayah yang

termasuk ke dalam pelosok harus memakai VSAT. Keterangan menurut I4

adalah:

“Kan sesuai kondisi, contoh nih misalkan nih lokasi yang terakhir
kan Ujung Kulon tengah laut. Ga sp****, ga ada itu, ya tetap
harus pake VSAT. Nah misalkan di lokasi itu medannya masih
terjangkau oleh wireless, karena mungkin tidak terlalu banyak
bukit, ya kita koneksi. Jadi disesuaikan dengan kondisi medannya.
Jadi koneksinya sesuai kondisi yang ada di lapangan. Ya bisa
pakai sp****, tapi itu kan biasanya hanya di pinggir-pinggir kota
saja. Kalau yang pelosok-pelosok susah.” (Wawancara dengan
Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April
2014, pukul 11:06 WIB).

Mengacu pada hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti

analisis bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di BP3TI serta ISAT
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Net sudah mencukupi. Namun dari pihak Mitra PLIK sendiri, sarana dan

prasarananya belum cukup memadai, karena banyak perangkat yang

mengalami kerusakan sehingga dapat menggangu kenyamanan pelanggan.

Kemudian ditambah lagi kondisi ruangan PLIK yang kurang ergonomis.

Selanjutnya masalah kondisi jaringan VSAT yang sangat begitu

mengandalkan cuaca, sehingga terkadang mengalami gangguan koneksi.

Adapun perbaikan koneksinya terkadang memakan waktu yang cukup

lama karena memiliki pengaturan khusus yang harus ditangani oleh pihak

pusat (ISAT Net). Kalaupun ingin diganti ke sp****, hal tersebut sulit

untuk diterapkan karena medan lokasi Kecamatan Banjar yang tidak

memungkinkan dan faktor ketidakamanan kabel.

Keempat, sumber daya waktu. Poin terakhir dari aspek sumber

daya yang patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pogram

PLIK adalah waktu. Aspek waktu ini berkaitan dengan jadwal operasional

PLIK yang secara kontrak ditentukan untuk buka setiap hari selama 8

jam/hari. Mengenai waktu operasional, I4 mengatakan bahwa: “Minimum 8

jam perhari.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di

ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

PLIK di Kecamatan Banjar beroperasi selama 8 jam/hari, dimulai

pada pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Seperti yang diungkapkan oleh

I5: “Setiap hari buka dari jam 8 sampai jam 5 sore.” (Wawancara dengan

Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05

WIB).
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Sebelumnya PLIK pernah dibuka dari waktu pagi hingga malam.

Namun karena adanya pengaduan dari masyarakat mengenai kondisi

kultur yang memandang perempuan tidak pantas keluar malam, kemudian

ditambah terganggunya kegiatan mengaji para santri menyebabkan jadwal

operasional dibatasi hingga waktu sore saja. Keterangan yang diungkapkan

oleh I5 adalah:

“Kalau keluhan dari masyarakat itu.. salah satu di antaranya buka
jam malam. Buka jam malam kalau perempuan kan negatif, yang
ke dua jam kegiatan mengaji tergganggu. Ya kita saling
menghormati saja.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK
Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Dari pengaduan tersebut maka tokoh masyarakat memberikan

masukan agar PLIK tidak dibuka pada malam hari. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh I5:

“Waktu itu kan buka, cuma sekarang tidak. Waktu itu saya buka
dari jam 8 pagi waktu pertama ada program sampai jam 10
malam. Karena ada pengaduan, ada masukan dari tokoh
masyarakat akhirnya kita cut sampai jam 5 sore. Adapun pagi
sebetulnya kalau pagi tidak begitu tetap. Artinya kalau saya
memang lagi ada jadwal mengajar.” (Wawancara dengan Bapak
Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05
WIB).

Walaupun secara teknis jadwal operasional PLIK telah dirubah,

akan tetapi Mitra PLIK tidak segera merubah papan info jam operasional

yang terpasang di depan PLIK, sehingga masih mencantumkan jadwal

yang lama yakni pukul 08.00 – 22.00 WIB. Seperti pada gambar berikut

ini yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan:
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Gambar 4.5
Papan Informasi Jam Operasional PLIK yang Belum dirubah

Di sisi lain jadwal operasional PLIK dipermasalahkan oleh

beberapa pengguna dan masyarakat sekitar. Mereka menilai bahwa jam

buka di pagi hari dapat mengganggu anak sekolah, mengingat jarak PLIK

dengan sekolah (Daarul Muqimin) yang begitu dekat. Berikut pernyataan

yang disampaikan oleh I8-1:

“Kalau menurut saya ya, tidak terlalu kelamaan lah. Takut
menganggu anak sekolah. Saat jam 12 anak-anak pulang sekolah,
baru buka. Kalau jam 8, jangan dikasih ke orang-orang sekolah.
Jadi kaya mengganggu, takut pada bolos. Bukan biasanya pada
bolos, sering malah.. Ada saja itu yang bolos.” (Wawancara
dengan Wahyudi. Masyarakat PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 27
Mei 2014, pukul 10:24 WIB).

Hal senada juga dituturkan oleh I7-1: “Tidak setuju, karena kalau

misalkan seperti itu menggangu. Misalnya ketika waktunya dia pergi ke

sekolah, dia malah pergi ke warnet.” (Wawancara dengan Mutia.

pengguna PLIK Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014, pukul 11:29 WIB). I7-

3 pun mengatakan hal yang demikian:“Kalau menurut saya cukup, karena

kalau bisa dari dzuhur tidak menggangu anak sekolah.” (Wawancara
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dengan Abdul Aziz. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014,

pukul 13.21 WIB). Kemudian I7-2 menanggapi jam operasional PLIK

sebagai berikut: “Saya setuju saja buka jam berapa juga. Asal jangan

terlalu malam saja ya..” (Wawancara dengan Badri. Pengguna PLIK di

Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13.04 WIB).

Indikator dari keberhasilan PLIK salah satunya yakni online

selama 8 jam/hari, sedangkan I5 mengaku bahwa PLIKnya tidak pernah

tidak online. Berikut keterangannya: “Tidak pernah. Saya itu maksimal

buka dari habis dzuhur, karena berkaitan sama jam mengajar. Kalau di

sekolah sibuk, PLIK tidak ada yang menjaga. Otomatis saya buka habis

dzuhur.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar.

Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Dari wawancara tersebut artinya operator akan mengusahakan

PLIKnya online dalam sehari meskipun dibuka setelah dzuhur, karena

harus memenuhi tugasnya terlebih dahulu untuk mengajar di sekolah.

Sementara ketika operator mengajar, PLIK tidak dibuka karena tidak ada

pegawai yang menggantikannya. Selanjutnya I5 mengungkapkan: “Saya

mengajar itu seminggu ada 3 kali. Dulu ada pegawai yang menjaga kalau

saya sedang mengajar. Tapi hanya sebentar, sudah berhenti waktu itu.”

(Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16

April 2014, pukul 12:05 WIB).

Akan tetapi di sisi lain I5 menambahkan bahwa PLIK di

Kecamatan Banjar tersebut pernah offline selama lebih kurang dua
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minggu, karena alasan konkesi internet yang mengalami gangguan.

Akibatnya PLIK Kecamatan Banjar pernah dikenakan denda sebesar

Rp.50.000/hari oleh ISAT Net. Berikut alasan lebih jelasnya:

“Dulu saya pernah didenda sehari 50.000, ya karena tidak buka.
Kemaren 2 kali off. Itu yang menyelesaikan maintainer waktu itu,
kan saya ribut sama maintainer. Kalau saya di denda 50.000/hari.
Lalu tanggung jawab anda apa. Dia kan datang ke sini, tanggung
jawab anda mana?! (dengan emosi tinggi) Saya lapor kan tidak
datang, lama.. akhirnya dia yang nelpon. Tidak ada
pemberitahuan di awal. Itu saya ditelepon ISATnya, kenapa warnet
bapak tidak beroperasi? Apakah tidak beroperasi atau gangguan?
Saya bilang warnet saya gangguan, sudah waktu itu setengah
bulan tidak beroperasi. Kenapa tidak ada pemberitahuan.. Saya
diperintahkan untuk memberitahu maintainer. Saya sudah coba
panggil, sudah sms. Sampai sekarang belum datang. Kalau begitu
bapak didenda sehari 50.000. terus itu peraturan dari pusat kata
dia. Saya bilang, kalau saya harus didenda, lalu tanggung jawab
maintainer dimana? Karena saya sudah laporan kan. Kecuali saya
diam.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar.
Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

I5 menegaskan bahwa alasan ketidakaktifan PLIKnya disebabkan

karena koneksi internet yang ternyata kurang begitu bagus:

“Ya.. bapak didenda karena bapak tidak beroperasi. Saya bilang
kalau koneksinya bagus kenapa saya tidak beroperasi. Jadi di sini
tidak melapor. Waktu itu saya tidak tahu No. ISAT itu. Tidak
melapor bahwa di tempat saya, koneksinya putus atau bagaimana.
Jadi saya hanya menghubungi tim maintainernya.” (Wawancara
dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April
2014, pukul 12:05 WIB).

Mengacu pada hasil wawancara di atas mengenai sumber daya

waktu, peneliti menyimpulkan sementara bahwa PLIK di Kecamatan

Banjar belum cukup memenuhi syarat jam operasional PLIK yaitu selama

8 jam/hari. Alasannya karena terkadang aspek sumber daya waktu tersebut

terkendala oleh jadwal jam mengajar Mitra PLIK yang berprofesi sebagai
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guru, dan tidak memiliki pegawai untuk menggantikannya. Sehingga

terkadang PLIK akan mulai dibuka setelah dzuhur. Di samping itu PLIK

yang mulai beroperasi pada pukul 08.00 WIB tersebut, oleh masyarakat

sekitar dianggap menganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar murid di

Sekolah Daarul Muqimin yang jaraknya cukup dekat dengan PLIK

Kecamatan Banjar. Sehingga terkadang ada beberapa siswa yang bolos

sekolah.

Terkait dengan permasalahan di atas, kalaupun Mitra ingin

memenuhi syarat ketentuan jam operasional sesuai kontrak, yakni dengan

membuka PLIK setelah dzuhur hingga waktu malam, hal ini terkendala

oleh kondisi kultur masyarakat. Di sisi lain PLIK di Kecamatan Banjar

pernah offline selama lebih kurang dua minggu, karena terkendala oleh

koneksi internet yang kurang memadai.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal

dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan

publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok

dengan para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik

yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara

radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras

dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.
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Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku

dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan

tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama. Dalam dimensi

karakteristik agen pelaksana ini, peneliti menilai beberapa aspek yang

terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, Standard

Operating System (SOP), dan sanksi.

Pertama, karakteristik agen pelaksana. Program PLIK merupakan

program nasional yang wilayah implementasinya begitu luas, yakni

dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang belum terakses internet.

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut program PLIK

melibatkan banyak agen pelaksana baik organisasi formal maupun

informal, seperti pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Dalam

implementasi program PLIK ini, setiap agen pelaksana tersebut memiliki

peran masing-masing yang disesuaikan dengan karakter organisasinya,

seperti yang dinyatakan oleh I1: “Kita itu melaksanakan.. tender sewa

layanan dan operasi monitoring.” (Wawancara dengan Pak Jamuri,

Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus

2014, pukul 11:23 WIB).

Selain organisasi pemerintah yang memiliki karakter tegas dan

ketat karena adanya aturan hukum dalam hal ini BP3TI, program PLIK

juga melibatkan pihak swasta sebagai penyedia jasa, yang perannya

sebatas melaksanakan program PLIK sesuai dengan kontrak seperti
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pemasangan infrastrukur PLIK berikut perawatannya. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh I4:

“Kalau ISAT Net ini secara kontrak bahwa kita sebagai pelaksana
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jadi kita
pemasangan kemudian perawatan supaya ini bisa dimanfaatkan
oleh masyarakat. Jadi yang kita kerjakan itunya ya. Kalau
sosialisasinya itu juga ada, pemanfaatan PLIK, internet, dan
sebagainya. Kita juga kadang sosialisasi ke mitra juga. Tetapi
secara kontraktualnya ya berarti si ISAT Net ini memang
infrastrukturnya dan perawatannya. Masalah yang ke masyarakat
diterima atau tidak, itu kan berarti kan di luar. Jadi aku kan hanya
dikasih pekerjaan nyediain mobil, supaya keliling supaya ada ini.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Kemudian PLIK juga melibatkan masyarakat untuk ditunjuk

sebagai Mitra atau Pengelola PLIK. Mitra atau Pengelola PLIK tersebut

memiliki karakter sebagai pendamping atau pembimbing para pengguna

PLIK. I5 menuturkan bahwa:

“Ya paling anak-anak kan jarang, ada yang mengerti ada yang
tidak, paling minta bantuan untuk didampingi. Kadang-kadang
banyak. Apalagi masyarakat awam datang ke sini. Jadi minimal
ketika dia datang, minta didampingi. Gimana caranya, gimana
caranya.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec.
Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Di sisi lain, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan

perlu juga diperhitungkan manakala hendak menetukan agen pelaksana.

Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin

besar pula agen pelaksana yang dilibatkan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa

pelaksanaan PLIK kurang melibatkan pemerintah daerah, baik dari tingkat

kabupaten hingga kecamatan. Seperti yang disampaikan oleh I2, bahwa
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sebagai organisasi formal dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Pandeglang seharusnya memiliki karakteristik

dalam pengamanan dan pengawas program PLIK. I2 menerangkan bahwa:

mengatakan bahwa pihak kabupaten seharusnya berperan sebagai

pengawas pelaksanaan PLIK:

“Harusnya kita ikut mengawasi. Tapi bagaimana mau mengawasi..
kita saja tidak tahu lokasi-lokasinya, dimana saja itu tempatnya,
karena tidak pernah dilibatkan dari awal. Kalau kita benar-benar
dilibatkan ya itu idealnya pengamanan program kementrian.
Pengamanan program itu artinya gini, program yang dilaksanakan
pusat itu benar-benar dilaksanakan di masyarakat, sampai ke
masyarakat. Tanpa masyarakat tersebut dibebankan oleh
utang.”(Wawancara dengan Bapak Maman, Kepala Bidang
Kominfo di Dishubkominfo Kab. Pandeglang. Tanggal 18 Februari
2014, pukul 11:03 WIB).

Sama halnya dengan I3 yang memiliki karakteristik sebagai

pengawas program PLIK:

“Fungsinya kami sebagai pihak pemerintah kabupaten dalam hal
ini kecamatan, yaitu bertugas untuk mengawasi jalannya PLIK.
Sebenarnya harapan kami ini Kemenkominfo meningkatkan
koordinasi dengan kami supaya pengawasan dan pemeliharaan
PLIK itu bisa berjalan optimal.” (Wawancara dengan Bapak
Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal
26 Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Mengacu kepada hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis

bahwa program PLIK sudah dijalankan oleh beberapa agen pelaksana yang

memiliki karakteristik ketat dengan adanya aturan hukum. Agen pelaksana

tersebut memiliki perannya masing-masing. Dari lembaga formal

pemerintah, PLIK dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat di bawah

Kementrian Komunikasi dan Informatika yaitu BP3TI. Dalam hal ini Seksi
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Operasi dan Monitoring yang berperan sebagai pengadaan tender sewa

layanan dan operasi monitoring.

Akan tetapi meskipun cakupan wilayah PLIK berada di daerah,

namun ternyata pemerintah daerah yang seharusnya ikut bertanggung

jawab terkait pelaksanaan PLIK kurang begitu dilibatkan. Padahal

karakteristik mereka adalah sebagai pengaman atau pengawas program

PLIK di daerah, di antaranya ada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika di Kabupaten Pandeglang, serta Kantor Kecamatan Banjar.

Sementara karena pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam

penyediaan jasa akses telekomunikasi secara langsung, maka PLIK

melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang jasa akses internet

dalam hal ini ISAT Net yang berperan sebagai penyedia dan pemelihara

infrastruktur PLIK sesuai dengan kontrak yang berlaku. Lalu PLIK juga

melibatkan masyarakat untuk ditunjuk sebagai Mitra atau Pengelola PLIK,

yang memiliki karakteristik sebagai pendamping masyarakat dalam

mengakses internet.

Kedua, SOP (Standard Operating Procedure). Program PLIK

merupakan program yang dicanangkan oleh Kementrian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia yang dilaksanakan secara teknis oleh

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan

Informatika (BP3TI). Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat melibatkan

beberapa agen pelaksana seperti pemerintah daerah (Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dan Kantor Kecamatan), pihak swasta yaitu
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penyelenggara jasa akses internet, serta masyarakat yang disebut sebagai

Mitra PLIK.

Para agen pelaksana tersebut dapat menjalankan kewajibannya

dengan mudah apabila adanya SOP (Standard Operating Procedure)

seperti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis PLIK yang jelas dan

mudah dipahami. Menurut Van Meter dan Van Horn, apabila standar dan

tujuan kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah

menimbulkan konflik di antara para agen pelaksana.

Mengenai aspek SOP ini, peneliti mempertanyakannya kepada I1.

Informan mengatakan bahwa SOP BP3TI tertuang di dalam kontrak, SOP

tersebut berisi tentang mekanisme pembayaran PLIK. Berikut pernyataan

yang disampaikan oleh I1:

“Kalau SOP itu ada di kontrak, itulah SOP kita. Tapi kalau SOP
layanan yang keliling, operatornya, SOP cara memasang antena.
Kan SOP itu banyak sekali, yang dimaksudkan SOP BP3TI
kaitannya adalah SOP mekanisme pembayaran. Karena ya
memang itu yang beroperasi itulah yang kita bayar. Kalau SOP
yang bagian operasional, ya itu operatornya. Cara memasang
antena apa, yang dihidupkan apa dulu, ya misalnya.. Itu urusan
dia. SOP BP3TI ada di dalam kontrak sudah jelas. Kalau dibaca
sebetulnya ada. Mudah untuk dipahami.” (Wawancara dengan Pak
Jamuri Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19
Agustus 2014, pukul 11:23 WIB)

Dalam pelaksanaan PLIK I2 mengaku tidak mendapatkan SOP atau

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementrian Komunikasi

dan Informatika, sehingga program PLIK masih belum jelas dan belum

dipahami. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I2:

“Oh tidak ada. Bapak kalau untuk memberikan bahan ini ya ini
ada buku, tetapi untuk narasumber untuk pengetahuan sendiri ya
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karena tidak tahu. Jadi bapak tidak bisa memberi tahu bagaimana
ini ya, dan setau bapak, bapak itu tidak pernah diajak bicara.
Tidak pernah kementrian itu datang ke pemerintah daerah datang
ke bapak memberikan rencana, ini loh di Pandeglang saya mau
ini. Tolong Pak Mamat saya kasih tahu dimana kecamatannya,
dimana desanya. Tidak pernah neng.. jadi tidak pernah dilibatkan
secara langsung. Ke kita belum jelas, belum paham. Bapak tidak
tahu sama sekali, sama sekali tidak tahu karena itu tidak pernah
dikasih tahu, dasar hukumnya apa, aturannya apa, keharusannya
bagaimana. Terus PLIK yang ada di daerah ini dia masa
kontraknya berapa tahun. Kewajiban-kewajibannya juga
bagaimana. Bapak tidak tahu. Nih kalau tidak salah, nah ini bisa
dipakai referensi bahkan acuannya, ada PLIK MPLIK (sambil
memperlihatkan buku dari BP3TI). Ya maka dari itu yang bapak
baru terima ini. Ini PLIK ini MPLIKnya.” (Wawancara dengan
Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo di Dishubkominfo Kab.
Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Ketidakjelasan juplak dan juknis pun dirasakan oleh pihak Kantor

Kecamatan Banjar sebagaimana yang diungkapkan oleh I3: “Tidak ada.

Tidak dikasih. Masih belum jelas pelaksanaannya.” (Wawancara dengan

Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26

Mei, pukul 10:43 WIB).

Tidak adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

untuk pemerintah daerah diakui oleh I1, karena tidak ada instruksi khusus

untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan PLIK. Namun I1 mengatakan

bahwa seharusnya setiap pemerintah daerah berinisiatif untuk

mengoptimalkan PLIK dan melakukan pengawasan, serta melaporkannya

kepada BP3TI. Karena PLIK merupakan infrastruktur layanan internet

yang termasuk ke dalam bagian bidang tupoksi Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara

berikut:
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“Tidak. Karena pemda itu sifatnya dia hanya ini saja sih. Kita
harapkan ya kita harapkan itu melakukan pengawasan lalu
dilaporkan ke kita, juga tidak optimal. Tapi itu tidak ada instruksi
khusus pemda harus bagaimana, tidak ada di peraturan atau
kontrak. Karena kita sudah memberikan surat memberitahukan ke
pemda bahwa di situ ada internet PLIK-MPLIK ya kan. Itu kenapa
ko tidak kita tidak beritahu, karena kalau mereka Kominfo
tupoksinya dia harus proaktif. Karena PLIK itu buat layanan
masyarakat apalagi masalah internet. Dinas Kominfo kalau ada
infrastruktur di tempat dia, dia harus proaktif. Bahkan kalau bisa
dimanfaatkan dengan tarif yang murah dengan cara dioptimalkan.
Harusnya dia proaktif, karena itu tupoksi dia. Kalau saya Kepala
Diskominfo, oh ini ada layanan masyarakat ini ini ini. Ya kalau
saya sebagai Diskominfo, saya akan segera informasikan kalau
tidak optimal ke BP3TI. Ini tidak optimal nih. Harusnya dari
proaktif Kominfo dong. Kan mereka sudah punya tupoksi seperti
itu, tidak perlu kita limpahin. Dengan ada infrstruktur harusnya
mereka punya ide. Bukan malah terus.. ya itulah sikap Diskominfo
itu macam-macam. Ada yang proaktif, ada yang pasif.”
(Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan
Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23
WIB)

Kemudian I1 menambahkan bahwa faktor penyebab kurangnya

proaktif dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dalam

mengoptimalkan PLIK di suatu daerah, salah satunya adalah karena faktor

kualitas sumber daya manusia:

“Kalau untuk daerah Jawa. Indonesia bagian barat, Jawa ya..
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu relatif bahwa
Diskominfonya adalah orang ini pendidikannya sudah luas.
Kemudian mereka itu orangnya cukup ini berwawasan luas. Itu
mereka biasanya welcome, proaktif lapor ya memanfaatkan. PLIK-
MPLIK itu dimanfaatkan sama dia untuk edukasi anak-anak. Tapi
itu berbeda, itu memang ada pengaruhnya dengan SDM Kominfo
yang memimpin di daerah.” (Wawancara dengan Pak Jamuri,
Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19
Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

Sementara dari pihak I4 sebagai penyedia jasa, mengatakan bahwa

telah mendapatkan SOP dari BP3TI terkait pelaksanaan PLIK. SOP
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tersebut berisi mengenai WPUT (Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi), berupa daftar kecamatan untuk pemasangan PLIK.

Kemudian mengenai prosedur operasional PLIK, seperti halnya ketentuan

jam operasional, tarif, operating system, jumlah komputer, dan lain-lain.

Berikut pernyataan dari I4:

“Ada, jadi kalau BP3TI hanya memberikan daftar wilayahnya.
Jadi nih ada wilayah namanya WPUT. Wilayah Universal WP..
Wilayah Pelayanan Universal Terbatas. Itu di kasih titiknya. Jadi
kalau misalkan Kabupaten Pandeglang WPUTnya adalah
kecamatan ini ini ini, atau Kabupaten Serang, ini, ini, ini. Ya
sudah kita tinggal pilih di titik kecamatannya itu. Mau ditaruh
dimana. Daftar kecamatannya tingkat kecamatan. Jadi titiknya
bisa di A B C D E F G boleh. Bisa ditunjuk langsung ke titik PLIK.
Selain itu ketentuan operasional minimum 8 jam per hari.
Operating system linux, tarif Rp.2000. Jumlah komputer ada. Itu
kan sesuai dengan kontrak ya. Tertulis ada.” (Wawancara dengan
Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April
2014, pukul 11:06 WIB).

Lain halnya dengan yang diutarakan oleh I5, Ia mengatakan bahwa

tidak mendapatkan SOP secara tertulis dari pihak ISAT :

“Tidak ada. Adanya secara lisan, yang dibicarakan secara lisan
itu setiap hari buka dari minimal jam 7 pagi sampai.. 24 jam. Ya
waktu ada audit dari pusat kemaren, dia bilang ini. Kondisinya
kampung ini.. tidak bisa dipaksakan buka tiap malam, karena
berkenaan dengan kegiatan pengajian, kalau di kampung. Ya
paling begitu, memeriksa maintenance dengan memeriksa barang
waktu itu, sama tarif, tarif perjam. Adapun berkenaan dengan
status tidak ada kepastian sampai sekarang. Status barang atau
status kontrak.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec.
Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Untuk mengetahui mengenai SOP ini, peneliti mencari tahu kepada

pengelola PLIK di tempat lain, yaitu I6: “Ya saat pelatihan dari GTMI ada

buku dikasih. Ya.. semacam SOP begitu. Tapi saya tidak mengerti isinya

apa. Tebal sekali, bacanya saja belum selesai.” (Wawancara dengan
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Bapak Adi, Operator PLIK Kec. Pandeglang. Tanggal 17 Mei 2014, pukul

13.58 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa terdapat

ketidakjelasan SOP yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah karena

tidak pernah dilibatkan secara langsung. Sehingga agen pelaksana masih

merasakan ketidakjelasan akan program PLIK baik dari segi aturan, dasar

hukum serta kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah

daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pandeglang serta Kantor Kecamatan Banjar.

Kemudian dalam pelaksanaan program PLIK, Mitra PLIK di

Kecamatan Banjar tidak mendapatkan SOP yang jelas dan tertulis.

Berbeda dengan pengelola PLIK di Kecamatan Pandeglang yang

mendapatkan SOP saat pelatihan para Mitra/Pengelola PLIK. Adapun SOP

tersebut bukan didapatkan dari pihak ISAT Net, melainkan dari pihak

GTMI (Global Teknologi Media Integrasi).

Lain halnya dengan apa yang dialami oleh BP3TI serta ISAT Net.

Keduanya sudah memiliki SOP yang tertuang di dalam kontrak. SOP

BP3TI berisi tentang mekanisme pembayaran PLIK. sementara SOP ISAT

Net berisi tentang tempat WPUT (Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi), serta tentang ketentuan operasional PLIK seperti tarif,

sistem operasi, jumlah perangkat, dan lain-lain.

Ketiga, sanksi. PLIK dalam pelaksanaannya perlu diadakan sanksi

bila terjadi pelanggaran, karena PLIK merupakan kebijakan yang dibuat
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oleh lembaga formal pemerintah dan memiliki legalitas hukum. Mengenai

aspek sanksi ini, peneliti pertanyakan kepada I1:

“Kurang dari 8 jam tidak saya bayar, dia beroperasi 6 jam, 7 jam
umpamanya atau 7,8 jam saja tidak saya bayar. Tapi tidak dikenai
denda. Di bawah 7 hari tidak saya bayar, tapi tidak dikenai denda.
7 hari, saat hari ke 8 baru dikenai denda, ya kan.” (Wawancara
dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di
BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

Dari jawaban di atas, artinya sanksi diberlakukan oleh BP3TI

untuk ISAT Net. Sanksi tersebut yaitu tidak adanya pembayaran atas sewa

layanan internet kepada ISAT Net, apabila PLIK beroperasi kurang dari 8

jam/hari. Sementara apabila PLIK tidak beroperasi selama 7 hari berturut-

turut maka BP3TI tetap tidak akan melakukan pembayaran atas sewa jasa

layanan internet dan PLIK akan dikenai denda. Adapun besaran denda

tersebut dihitung berdasarkan nilai sewa bulanan dan dikalikan sebesar

3%. Seperti yang dijelaskan oleh I1 sebagai berikut:

“Dendanya itu 3% dikali nilai sewa bulanan, kalau lebih dari 7
hari. Misalnya hari ke 8 kita kenakan 3%, ya kan.. kali sewa
bulannya. Misalnya sewa bulanannya Rp. 500.000,-, berarti 3% x
Rp. 500.000,-. Dia harus bayar ke kita Rp. 15.000,-.” (Wawancara
dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di
BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

ISAT Net sebagai lembaga informal pun turut menerapkan sanksi

yang diberlakukan untuk para Mitra atau Pengelola PLIK agar ISAT Net

tidak mudah terkena denda oleh BP3TI. Dalam pelaksanaan program

PLIK, ISAT Net menerapkan denda sebesar Rp. 50.000,- /hari untuk para

Mitra/Pengelola PLIK yang tidak online selama tujuh hari berturut-turut.
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Namun I4 mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, sanksi tersebut sulit

untuk diterapkan:

“Sebetulnya secara kontrak ada.. sudah. Cuma kita sampai
sekarang untuk menerapkan susah. Saya tidak hapal sih. Tapi ada
tuh di situ. Kalau tidak salah 50.000 apa ya, per client dan per
hari. Mitra PLIK tahu.. seharusnya tahu, karena di kontrak ada.
Sudah diberikan. Tapi kalau pura-pura tidak tahu itu beda lagi.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Namun ISAT Net terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya

dengan cara kekeluargaan sebelum menerapkan denda tersebut. Jika cara

kekeluargaan serta denda tersebut tidak berhasil, maka PLIK akan

direlokasi. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I4:

“Jadi kita yang kita jalankan sekarang ini ya dengan pendekatan
kekeluargaan. Jadi kalau misalkan ada, tanya dulu masalahnya
apa. Misalkan bisa kita bereskan ya dibereskan. Kalau sudah
mentok nih, sudah tidak bisa semua kita pindahkan. Dicabut semua
perangkatnya ambil semua, kita pindah ke lokasi baru. Kalau
misalkan kita masih bisa membina, masih bisa di ini ya.. kita lebih
mendekati ke perbaikan. Daripada kalau pindah itu dari sisi
perusahaan nanti akan lebih banyak mengeluarkan biaya. Pindah
alatnya. Jadi kalau ada yang lepas-lepas ganti lagi, kabel ya. Kita
potong-potong, kita pasang lagi beli kabel lagi dan sebagainya..”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh I5 yang pernah dimintai

denda sebesar Rp. 50.000,- dan sama sekali tidak pernah ada

pemberitahuan di awal mengenai sanksi atau denda PLIK:

“Dulu saya pernah didenda sehari 50.000, ya karena tidak buka.
Kemaren 2 kali off. Itu yang menyelesaikan maintainer waktu itu,
kan saya ribut sama maintainer. Kalau saya di denda 50.000/hari.
Lalu tanggung jawab anda apa. Dia kan datang ke sini, tanggung
jawab anda mana?! (dengan emosi tinggi) Saya melapor kan tidak
datang, lama.. akhirnya dia yang menelpon. Tidak ada
pemberitahuan di awal. Itu saya ditelepon ISATnya, kenapa warnet
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bapak tidak beroperasi? Apakah tidak beroperasi atau gangguan?
Saya katakan warnet saya gangguan, sudah waktu itu setengah
bulan tidak beroperasi. Kenapa tidak ada pemberitahuan.. Saya
diperintahkan untuk memberitahu maintainer. Saya sudah coba
panggil, suda sms. Sampai sekarang belum datang. Kalau begitu
bapak didenda sehari 50.000. terus itu peraturan dari pusat kata
dia. Saya bilang, kalau saya harus didenda, lalu tanggung jawab
maintainer dimana? Karena saya sudah melapor kan. Kecuali
saya diam.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec.
Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

I5 menegaskan bahwa alasan ketidakaktifan PLIKnya disebabkan

karena koneksi internet yang ternyata kurang begitu bagus:

“Ya.. bapak didenda karena bapak tidak beroperasi. Saya bilang
kalau koneksinya bagus mengapa saya tidak beroperasi. Jadi di
sini tidak melapor. Waktu itu saya tidak tahu No. ISAT itu. Tidak
melapor bahwa di tempat saya, koneksinya putus atau bagimana.
Jadi saya hanya menghubungi tim maintainernya” (Wawancara
dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April
2014, pukul 12:05 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai aspek sanksi dalam

program PLIK, peneliti menganalisis bahwa sanksi sudah diberlakukan

oleh pihak BP3TI untuk ISAT Net. Sanksi tersebut yakni tidak

diserahkannya uang pembayaran atas sewa jasa layanan internet PLIK

kepada ISAT Net, jika pelanggarannya berupa PLIK yang non aktif selama

kurang dari 8 jam/hari. Sedangkan bila pelanggaran PLIK tidak online

selama 7 hari berturut-turut, maka akan dikenai denda yang dihitung dari

nilai sewa bulanan dikali 3%. Namun sewa layanan jasa internetnya tetap

tidak akan dibayar.

Di samping itu bagi pihak ISAT Net, sanksi pun sudah

diberlakukan di dalam kontrak untuk para Mitra atau Pengelola PLIK yang

tidak online selama 7 hari berturut-turut yakni berupa denda sebesar Rp.
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50.000/hari. Adapun untuk PLIK Banjar sendiri pernah dikenai denda,

namun tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu di awal mengenai

informasi denda tersebut. Sehingga sanksi yang diberlakukan tidak ada

kejelasan dan belum begitu dipahami oleh Mitra PLIK. Sanksi yang

pernah diterapkan oleh ISAT Net di PLIK Kecamatan Banjar tersebut

tidak ditinjau terlebih dahulu karena penyebab utama ketidakaktifan

PLIKnya yakni disebabkan oleh masalah jaringan yang sedang mengalami

gangguan, dan tim maintainer belum menindaklanjuti masalah tersebut.

Padahal sebelumnya Mitra PLIK sudah melaporkannya kepada tim

maintainer.

4. Sikap/Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana,

terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat

berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan yakni, kognisi

(pemahaman) serta respons (dukungan/persetujuan) agen pelaksana.

Pertama, kognisi (pemahaman) para pelaksana. Mengenai aspek

ini peneliti mempertanyakannya kepada I1 yang menyatakan bahwa PLIK

sudah cukup dipahami: “Itu ada di dalam kontrak sudah jelas, kalau

dibaca sebetulnya ada. Mudah untuk dipahami. Kita sebagai pelaksana ya

pasti sudah memahami PLIK.” (Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala

Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul

11:23 WIB).
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Hal yang sama pun dirasakan oleh I4 yang menyatakan bahwa

program PLIK sudah cukup dipahami dan pelaksanaannya mengikuti apa

yang sudah diatur di dalam kontrak: “Ya paham.. Kita sesuai kontrak saja,

kan di kontrak ada ketentuan. Syarat-syarat umum dan syarat-syarat

khusus itu.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di

ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Namun kenyataan berbeda dialami oleh pihak Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang yang menyatakan

bahwa program PLIK belum sepenuhnya diketahui dan dipahami karena

tidak pernah ada kejelasan mengenai aturan-aturan serta kewajiban yang

dijalankan. Berikut pemaparan dari hasil wawancara peneliti bersama I2:

“Ke kita belum jelas, belum paham. Bapak tidak tahu sama sekali,
sama sekali tidak tahu karena itu tidak pernah dikasih tau, dasar
hukumnya apa, aturannya apa, keharusannya bagaimana. Lalu
PLIK yang ada di daerah ini dia masa kontraknya berapa tahun.
Kewajiban-kewajibannya juga bagaimana. Saya tidak tahu.”
(Wawancara dengan Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo di
Dishubkominfo Kab. Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul
11:03 WIB).

Begitu pula bagi pihak Kantor Kecamatan Banjar yang merasakan

bahwa PLIK belum begitu jelas pelaksanaannya. Berikut pernyataan oleh

I3: “Masih belum jelas pelaksanaannya. Saya sendiri juga baru tahu di

Kadu Bale ada PLIK. Bahkan Pak Camat sendiri bingung. Pak camat juga

tahu saat tahun 2013”. (Wawancara dengan Bapak Nikko, Kepala Seksi

Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10:43

WIB).
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Kemudian Mitra PLIK sebagai kepanjangan tangan pemerintah pun

belum memahami betul segala hal mengenai PLIK. sebagaimana hasil

wawancara berikut bersama I5: “Ya pemahaman sih gampang, cuma

karena realitanya tidak mulus seperti ini kan. Sampai hari ini saya belum

begitu paham mengenai PLIK.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra

PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Kedua, respons para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan

dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan

kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga

setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka

rasakan. Tetapi kebijakan diambil secara top down yang sangat mungkin

para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan masyarakat.

Program PLIK merupakan program yang menggunakan

pendekatan top down, artinya program tersebut dibuat oleh pemerintah

pusat dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Keberhasilan program tersebut dapat diraih apabila mendapatkan

dukungan dan persetujuan para stake holder yang terlibat dalam hal ini

para agen pelaksana, salah satunya adalah I1 yang menyatakan

dukungannya terhadap PLIK: “Kalau tidak setuju dan mendukung, ya

saya tidak akan di sini. Saya tidak akan menjabat di sini. Saya sebagai

pejabat setuju, dan perorangan setuju juga.” (Wawancara dengan Pak
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Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19

Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

Sementara I2 menyatakan dukungannya terhadap PLIK di

Kecamatan Banjar, walaupun pada pelaksanaannya tidak sesuai yang

diharapkan informan salah satunya yakni tidak adanya kerja sama antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pandeglang

terutama dalam hal penempatan lokasi-lokasi PLIK. Seperti yang

diungkapkan oleh I2:

“Yang jelas kalau program dari kementrian baik juga sih , hanya
tidak baiknya itu datangnya oknum, akhirnya berantakan. Kalau ini
dari atasnya lancar, sebetulnya ya sangat-sangat mendukung. Tapi
karena tidak lancar ya itu tadi. Jadi sangat mendukung sebetulnya.
Tetapi memang penempatannya saja, yang kira-kira kurang di…
bukan tidak… ini ya sebetulnya. Kurang konsultasi. Tidak ada
kerjasama dengan kita, sehingga keinginan-keinginan masyarakat
Pandeglang untuk sarana itu masih belum terpenuhi.” (Wawancara
dengan Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo di Dishubkominfo
Kab. Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul 11:03 WIB).
Berikutnya pihak Kantor Kecamatan Banjar yang lebih mengetahui

kondisi permasalahan atau kebutuhan masyarakat menyatakan

dukungannya terhadap PLIK, karena akan membawa dampak positif pada

masyarakat. I3 menerangkan bahwa: “Saya setuju dan mendukung.

Alasannya harapannya dengan masyarakat melek internet, ya sisi positif

yang pastinya dirasakan masyarakat. Karena sekarang, internet itu

penting.” (Wawancara dengan Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan

Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10:43 WIB).
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Kemudian untuk para agen pelaksana di luar pemerintah,

menyatakan dukungannya terhadap PLIK seperti I4. Namun informan

berharap adanya optimalisasi dalam pelaksanaan program tersebut,

diantaranya mengenai sosialisasi serta sinkronisasi dari tingkat atas

(Kemenkominfo) hingga bawah (Mitra PLIK) agar tidak terjadi

kebingungan. Keterangan yang disampaikan oleh I4 adalah:

“Kalau tujuannya PLIK itu mulia, hanya kadang apa ya…
mungkin kalau saya bilang dari sisi pemerintah kurang sosialisasi
juga sih ya. Mungkin sinkronisasinya ke..tingkat bawah ini kurang.
Jadi terkadang pada saat pelaksanaan yang di bawah itu masih
bingung, bertanya-tanya dan sebagainya begitu. Kemudian kaya
pemilihan operating system dan sebagainya itu kan perlu
sosialisasi juga. Mungkin sudah masuk pemerintah di awal.
Gebrakan supaya tidak terlalu semua ke windows dan sebagainya
oke saja sih. Ya.. kalau itu tetap sebetulnya kalau misalkan itu bisa
berjalan dengan baik ya.. Kemudian di mitranya sampai di
masyarakatnya oh ya bagus lah, internet murah, sehat,
kemanfaatan.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator
Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Dukungan positif juga didapatkan oleh I5 karena PLIK di

Kecamatan Banjar cukup bermanfaat terutama dalam kegiatan belajar.

Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh I5:

“Sangat setuju dan mendukung. Alasannya itu tadi untuk
mencerdaskan masyarakat. Artinya masyarakat yang tadinya
terpaku dengan bahan baku. Belajar dari buku bisa melalui
internet yang lebih mudah.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra
PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Dari beberapa hasil wawancara di atas mengenai aspek disposisi

para pelaksana, pada elemen kognisi (pemahaman) peneliti menilai bahwa

beberapa agen pelaksana tidak sepenuhnya memahami akan program

PLIK seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
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Kabupaten Pandeglang, pihak Kantor Kecamatan Banjar serta Mitra PLIK,

namun sebaliknya pihak BP3TI serta ISAT Net sudah memahami betul

apa itu program PLIK dan bagaimana kewajiban yang harus dilakukan

karena sudah tertuang di dalam kontrak.

Sementara mengenai respons (dukungan/persetujuan) pelaksana,

peneliti menilai bahwa beberapa agen pelaksana tidak sepenuhnya

mendukung program PLIK. Alasannya yakni karena faktor mekanisme

pemilihan tempat PLIK yang tanpa adanya konsultasi atau kerja sama

terlebih dahulu kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang

sehingga keinginan masyarakat akan internet belum semuanya terpenuhi.

Kemudian terkait aspek sosialisasi serta sinkronisasi dari pihak tingkat

teratas (Kemenkominfo) hingga ke bawah (Mitra PLIK) belum cukup

baik, sehingga masih banyak yang mengalami kebingungan. Walaupun di

sisi lain PLIK dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, agar

melek internet serta mencerdaskan masyarakat yang dapat dijadikan

sebagai bahan baku belajar.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di

antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan,
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begitu pula sebaliknya. Dari dimensi komunikasi ini, peneliti membaginya

ke dalam dua aspek penilaian, yaitu koordinasi dan sosialisasi.

Pertama, koordinasi. Aspek koordinasi ini peneliti pertanyakan

kepada I1 yang mengatakan bahwa: “Ya kita rapat-rapat internal kalau

dengan kementrian dan penyedia. Kalau dengan pemda ya sosialisasi,

mengadakan sosialisasi ke daerah kabupaten.” (Wawancara dengan Pak

Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19

Agustus 2014, pukul 11:23 WIB).

Dalam pelaksanaan program PLIK terjadi kurangnya koordinasi

seperti yang diakui oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika di tingkat Kabupaten Pandeglang. Berikut

yang diungkapkan oleh I2:

“Jadi begini kalau prosedurnya itu kementrian mentenderkan ini ke
perusahaan. pemenang tender itu langsung bergerak di daerah.
Contoh, PLIK ini ditenderkan oleh perusahaan, nanti siapa
pemenang tender ini. Si A, nah si A ini nanti langsung berangkat ke
Pandeglang untuk mencari tempat, tanpa berkoordinasi ke kita.
Jadi mereka datang, dengan istilahnya keinginan sendiri. Ya dia
merekrut total. Siapa nih saya punya PLIK. Apalagi kalau ini
ditumpangi kata saya itu. Ada ada muatannya. Itu yang jadi
masalah. Sehingga yang kita harapkan Pandeglang ini misalkan
kita inginkan bahwa PLIK ini ada di kecamatan atau di daerah di
kecamatan yang kira-kira sangat butuh sarana itu. Tapi ternyata
kecamatan yang butuh sarana itu tidak diberikan. Kecamatan yang
sudah banyak sarana itu ditempati.” (Wawancara dengan Bapak
Maman, Kepala Bidang Kominfo di Dishubkominfo Kab.
Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Masalah ketiadaan koordinasi baik sebelum adanya sosialisasi

maupun setelahnya, di antara pihak Kecamatan dengan pihak

Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang diungkapkan oleh I3:
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“Sebelum dan sesudah sosialisasi tidak ada koordinasi. Pihak
Dishubkominfo Kabupaten memberikan undangan sosialisasi.
Hanya tidak ada koordinasi apapun untuk layanan internet ini.
Surat-menyurat itu ada kemaren, itupun hanya meminta data tower
dengan warnet. Tidak ada yang berkaitan dengan PLIK ini.
Apalagi yang pusat tidak ada. Ya mungkin waktu awalnya
sosialisasi itu kan dikatakan bertahap, ya kita juga mungkin
kecamatan juga masih menunggu kapan. Saya pikir sih formasi
kecamatan yang mana, begitu kan. Ada PLIK di Kadu Bale,
seharusnya dari Dishubkominfo sendiri ada koordinasi begitu kan.
Tidak disuruh melaporkan. Tidak ada instruksi melaporkan, tidak
melakukan permintaan laporan juga, dan untuk koordinasi di
antara kecamatan dengan pihak Dishubkominfo juga saya
katakana tidak ada.” (Wawancara dengan Bapak Nikko, Kepala
Seksi Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26 Mei 2014,
pukul 10:43 WIB).

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh I4, yang menyatakan bahwa

ISAT Net tidak berkewajiban untuk berkoordinasi dengan pihak

pemerintah daerah karena hal tersebut merupakan tanggung jawab

pemerintah pusat. Namun ISAT Net hanya sebatas melapor kepada pihak

RT (Rukun Tetangga) bahwa ada pemasangan PLIK di lokasi yang

bersangkutan. Berikut penuturan yang disampaikan oleh I4:

”Ya kita kalau misalkan ke..pemerintah daerah, ya kita hanya
melapor bahwa ada PLIK karena terkadang mereka tidak tahu
juga lokasi-lokasi ini. Sebetulnya itu secara kontrak itu bukan
tugas kita untuk ke sana. Harusnya dari segi pemerintah mereka
harus menyampaikan kan sampai ke tingkat kecamatan, tahu
bahwa ini ada program pemerintah, pelaksanaannya ini. Lah kita
hanya sebagai pelapor saja. Nih kecamatan ini kecamatan ini. Kita
melapor jadi kalau misalkan ada PLIK di sini kita melapor. Dan
mereka nanti juga list lokasi-lokasi dimana, karena mereka pihak
terkait. Kita berikan. Tingkat RT paling, karena pemasangannya di
situ. Jadi kita biasanya sarankan mitra untuk melapor.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).
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Kedua, sosialisasi. Aspek sosialisasi merupakan bagian dari

komunikasi yang bertujuan untuk menjelaskan isi program kepada para

agen pelaksana maupun masyarakat agar mudah dipahami dan

diimplementasikan. Untuk mengetahui perihal sosialisasi di tingkat daerah

kabupaten, peneliti mempertanyakannya kepada I2 yang mengatakan

bahwa sosialisasi program PLIK pernah dilakukan meskipun menurut I2

sosialisasi tersebut terlambat. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh

I2:

“Di Rizky pernah sosialisasi. Dari Kementrian, BP3TI.. BP3TI
yang menyelenggarakan. Di hotel.. kemarin 2013 kemarin.
Pesertanya termasuk Pak Bupati. kemarin sudah ada sosialisasi
dari mereka, itupun keliatannya sosialisasi yang kesiangan.
Kegiatan sudah berjalan sekian tahun, baru terakhir ada
sosialisasi. Kan bingung.. kenapa tidak dari awal.” (Wawancara
dengan Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo di Dishubkominfo
Kab. Pandeglang. Tanggal 18 Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Adapun dokumentasi sosialisasi yang pernah dilaksanakan di

Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.6
Acara sosialisasi program KPU-USO di S’RIZKI Pandeglang
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Mengenai keterlambatan sosialisasi tersebut I1 menanggapinya

sebagai berikut:

“Sosialisasi dijadwalkan. ISAT Net beroperasi tahun 2012.
Sosialisasi itu pengertiannya setelah selesai bangun kita
sosialisasikan ke masyarakat ke pemda. Bagaimana cara
mengoptimalkan, pemda fungsinya apa.. kan begitu. Kita
informasikan pemda tugasnya apa. Kita semacam pemberitahuan,
bahwa nih ada PLIK di daerah kamu.. Terus kita pertemukan
pemda dengan penyedia.” (Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala
Seksi Operasi dan Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014,
pukul 11:23 WIB).
Dari hasil wawancara di atas, artinya sosialisasi dapat berjalan

apabila pembangunan PLIK sudah selesai dan mulai beroperasi.

Sedangkan pembangunan yang dilakukan oleh ISAT Net di Kabupaten

Pandeglang berakhir pada tahun 2012. Sehingga sosialisasi di Kabupaten

Pandeglang baru berjalan pada tahun 2013.

Akan tetapi sosialisasi yang pernah dilaksanakan di Kabupaten

Pandeglang tersebut, ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Seperti yang

diungkapkan oleh I3:

“Sosialisasi kemarin itu tahun…2013 pertengahan tahun di..
tempatnya di rumah makan S’RIZKI ya.. Pada saat itu
disampaikan ke kecamatan baru beberapa. Jadi sisanya itu akan
bertahap. Tapi kita belum ada konfirmasi lagi, kapan akan
diberikan ke sini begitu.” (Wawancara dengan Bapak Nikko,
Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26 Mei
2014, pukul 10:43 WIB).

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BP3TI tersebut

bukan dikhususkan untuk masyarakat setempat, sehingga sosialisasi hanya

dihadiri oleh beberapa pihak terkait seperti BP3TI (Balai Penyedia dan

Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika), Kepala Bupati,

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang,
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unsur MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah), serta siswa SMA dan

mahasiswa di Kabupaten Pandeglang. Berikut pernyataan yang

disampaikan oleh I4:

“Yang sudah-sudah itu kita melakukan sosialisasi bersama BTIP
mengundang Muspida, desa, kecamatan, anak SMA, mahasiswa,
kemudian Diskominfo, Bupati, kemudian dari Diskominfo juga.
Kita sosialisasi dari situ kita jelaskan seperti apa PLIK, kemudian
bagaimana prosesnya dan sebagainya. Sudah..waktu kemarin 2013
dimana ya saya lupa sudah beberapa kali sih yang terakhir itu.
Saya lupa tapi ada di undangannya. Foto-foto sosialisasinya juga
ada. Waktu itu bupati hadir. 2013 terakhir.” (Wawancara dengan
Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April
2014, pukul 11:06 WIB).

Untuk peserta yang hadir pada sosialisasi tersebut dapat dilihat

pada gambar berikut ini:

Gambar 4.7
Peserta sosialisasi program KPU-USO di S’RIZKI Pandeglang

Sementara I4 mengatakan bahwa sosialisasi yang diadakan tidak

hanya membahas mengenai PLIK melainkan mengenai KPU-USO.

Kemudian I3 berharap bahwa sosialisasi PLIK seharusnya diadakan di



187

kecamatan dengan mengundang kepala desa, karena program PLIK masih

begitu kurang jelas dan dipahami:

“Sebenarnya saya sendiri juga.. ya mungkin sebagian besar yang
datang itu juga masih banyak yang belum memahami masalah dari
PLIK sendiri. Bahkan saya juga pada saat itu sudah lupa lagi. Ini
sosialisasi bukan PLIK.. sejenis.. KPU-USO. Masih belum jelas.
Seharusnya diadakan di kecamatan dengan sasarannya para
kepala desa. Kalau daerah sini, masih ada warnet-warnet. Kalau
desa yang radiusnya kira-kira 2 km dari kecamatan. Nah itu untuk
jaringan Te****, pasang jaringan sp**** susah.” (Wawancara
dengan Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kec.
Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Mitra PLIK di Kecamatan

Banjar yang mengakui tidak pernah ada sosialisasi ke masyarakat

mengenai PLIK, I5 mengungkapkan bahwa “Ga ada sosialisasi.”.

(Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16

April 2014, pukul 12:05 WIB).

Sedangkan untuk sosialisasi ke masyarakat menurut I4 tidak pernah

mengadakan, karena berdasarkan kontrak hal tersebut bukanlah tanggung

jawab ISAT Net sebagai penyedia jasa. Keterangan menurut I4 yaitu:

“Kalau sampai ke tingkat masyarakat umum misalkan di titik
Kecamatan X, kita tidak undang masyarakat Kecamatan X, karena
memang kita tidak ada biaya untuk itu, dan secara kontrak tidak
harus melakukan itu.” (Wawancara dengan Bapak Besar,
Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul
11:06 WIB).

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai aspek sosialisasi tersebut,

peneliti mencari tahunya kepada Mitra PLIK di lokasi lain, yaitu Mitra

PLIK di Kecamatan Pandeglang. I6 menyatakan bahwa pernah ada
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sosialisasi PLIK kepada masyarakat mengenai pelatihan mengakses

internet melalui situs-situs internet yang sehat seperti dalam mengakses

bidang pendidikan dan kesehatan. Namun penyelenggara sosialisasi

tersebut bukanlah dari penyedia jasa ISAT Net melainkan dari pihak yang

pernah memberikan pelatihan PLIK, yaitu PT GTMI (Global Teknologi

Media Integrasi). Sosialisasi ke masyarakat dilaksanakan setelah selesai

acara pelatihan PLIK untuk para Mitra PLIK di Carita. Keterangan lebih

lanjut oleh I6, yakni sebagai berikut:

“Habis pelatihan di Carita, terus 2 hari kemudian mereka meminta
mau di sini sosialisasi ke masyarakat. Hanya itu saja, semua PLIK
yang ikut pelatihan. Yang datang 30 orang. Di dalam mereka
langsung praktek. Yang mengisi materinya dari Global itu..
Materinya tentang pendidikan, ke situs-situs yang penting untuk
penggunaan PLIK dalam bidang internet yang sehat. Yang
pertama itu hari libur, dan yang kedua bukan hari libur, sejam. Ya
2 kali, karena kan tadi awalnya mereka meminta hanya 15 atau 20
orang. 3 hari kemudian dikumpulkan kembali membahas tentang
kesehatan. Ya kaitannya dengan situs-situs kegunaan internet
untuk informasi-informasi kesehatan. Pesertanya umum sih,
karena waktunya dadakan, yang ada saja. Saya yang mencari,
karena waktunya mepet. Mereka enak kan tidak nolak, karena
hanya duduk saja, dapat internet gratis, dapat makan, dapat
uang.” (Wawancara dengan Bapak Adi, Operator PLIK Kec.
Pandeglang. Tanggal 17 Mei 2014, pukul 13.58 WIB).

Mengenai penyelanggara sosialisasi kepada masyarakat yang

bukan berasal dari pihak ISAT Net tersebut, I1 menanggapinya sebagai

berikut:

“Itu yang melakukan penyedia. Ya tida apa-apa berbeda. ISAT
dapat kontrak dari BP3TI jaringannya milik dia. Komputernya
saya serahkan ke PT A. Mebelnya saya serahkan misalkan dari
furnitur apa.. terus pelatihannya saya serahkan ke siapa.. yang
ahli di bidang IT siapa.. Saya tenderkan kan bisa saja.”
(Wawancara dengan Pak Jamuri, Kepala Seksi Operasi dan
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Monitoring di BP3TI. Tanggal 19 Agustus 2014, pukul 11:23
WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai koordinasi antar

organisasi, peneliti menilai bahwa koordinasi yang dilakukan oleh BP3TI

bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika serta ISAT Net sudah

berjalan cukup baik dengan mengadakan rapat-rapat internal. Sedangkan

untuk koordinasi dengan pihak pemerintah daerah kurang begitu baik,

BP3TI pernah melakukan sosialisasi di Kabupaten Pandeglang yang tidak

hanya membahas mengenai program PLIK melainkan semua program

KPU-USO.

Sosialisasi tersebut melibatkan Bupati Pandeglang, Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang, pihak

kecamatan, unsur Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah), serta

beberapa siswa SMA dan mahasiswa tanpa melibatkan Mitra PLIK.

Adapun setelah sosialisasi tersebut selesai dijalankan, tidak ada koordinasi

atau tindak lanjutnya seperti apa. Sehingga program PLIK masih belum

begitu jelas dan dipahami oleh pemerintah daerah.

Sementara untuk sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan

Banjar belum pernah diadakan, karena secara kontrak hal tersebut

bukanlah tanggung jawab ISAT Net. Berbeda halnya dengan PLIK

Pandeglang yang pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat setelah

acara pelatihan untuk Mitra PLIK, meskipun yang mengadakannya

bukanlah dari pihak ISAT Net, melainkan dari pihak swasta yang berbeda

yaitu Global Teknologi Media Indonesia.
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6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van

Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat

menjadi faktor dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu,

upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan

kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Pertama, Lingkungan sosial-budaya. Dari aspek penilaian

mengenai dukungan lingkungan sosial budaya tersebut, menurut I3 yaitu:

“Saya rasa masyarakat mendukung sekali. Sampai sejauh ini juga kita

belum mendengar keluhan apapun. Berarti saya nilai masih kondusif

keberadaannya dan dukungan masyarakat ada kalau begini. Tidak ada

keluhan. Ya mungkin kepala desa tahu PLIK itu sebagai warnet biasa

mungkin.” (Wawancara dengan Bapak Nikko, Kepala Seksi Pemerintahan

Kantor Kec. Banjar. Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10:43 WIB).

Hal yang sama pun diakui oleh I5, bahwa PLIK di Kecamatan

Banjar sudah diterima oleh masyarakat sekitar, karena waktu operasional

yang sudah dibatasi sampai pukul 17.00 sore. Meskipun pada awalnya

Mitra PLIK mengalami penolakan oleh masyarakat sekitar khususnya

kalangan orang tua yang tidak mengijinkan anaknya untuk ke warnet

(warung internet). Berikut ungkapan yang disampaikan oleh I5:
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“Kurang tahu juga. Hanya minimal kalau anaknya ijin ke warnet
orang tuanya tidak sulit. Sampai disusul segala disuruh pulang.
Sekarang kayanya itu fair. Waktu itu kan buka. Hanya sekarang
tidak. Waktu itu saya buka dari jam 7 pagi waktu pertama ada
program sampai jam 10 malam. Karena ada pengaduan, ada
masukan dari tokoh masyarakat akhirnya kita cut sampai jam 5
sore.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar.
Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Kemudian I5 mengatakan bahwa penolakan tersebut disebabkan

karena anggapan masyarakat terhadap internet yang identik dengan

pornografi:

“…memang sekarang dimanfaatkan. Perbandingannya begini,
pertama datang internet kan saya, kalau istilahnya didemo ya. Ada
pembicaraan mengenai internet. Jadi paham masyarakat awam,
internet memang identik dengan pornografi. Hanya saya jelaskan
dan saya mengajak ke sini dan menantang para orang tua untuk
mengontrol dan mendampingi, silahkan. Kalau ditolak tidak,
hanya kurang paham. Banyak berita miring. Jadi persamaan
antara internet dengan pornografi itu memang kental. Hanya saya
ajak bicara, lalu ajak ke sini. Yang diajak ke sini kan dipilih, orang
tua yang mana yang cepat paham dengan ini.” (Wawancara
dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April
2014, pukul 12:05 WIB).

I5 pun sudah menjelaskan kepada masyarakat yakni orang tua

bahwa konten internet di PLIK bersifat aman karena sudah diblokir oleh

pusat. Berikut ungkapan dari I5:

“Kalau bener-bener masyarakat murni sudah bergantung sama
internet berarti sudah 100% ya. Kalau saya katakana masih 70%
lah. Kalau ini kan masih jauh. Dulu kalau masyarakat, apalagi
menolak itu. Disusul sama orang tuanya, datang ke sini
menjemput. Karena mereka tahu internet buat macam-macam.
Padahal saya sudah jelaskan bahwa internet itu tidak identik
dengan pornografi. Yang lebih bahaya kan handphone tidak ada
sensor. Kalau disini pakai sensor semua, dari pusat diblokir.”
(Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal
16 April 2014, pukul 12:05 WIB).
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Selain itu faktor penyebab lainnya yakni karena dapat mengganggu

kegiatan mengaji para santri di malam hari dan memandang negatif bila

perempuan keluar malam. Berikut ungkapan dari I5:

“Kalau keluhan dari masyarakat itu.. salah satu di antaranya buka
jam malam. Buka jam malam kalau perempuan kan negatif, yang
ke dua jam kegiatan mengaji terganggu. Ya kita saling
menghormati saja.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK
Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Dari hasil penelitian selama di lapangan, peneliti melihat pengguna

PLIK sebagian besar adalah dari kalangan pelajar. Para pelajar tersebut

mengakui bahwa mereka menyetujui dan mendukung adanya program

PLIK, karena dapat membantu masyarakat agar tidak gagal IPTEK (Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi). Seperti yang diungkapkan oleh I7-1: “Setuju

sekali, setuju jadi kita tidak gagal teknologi dengan internet. Internet itu

kan mendunia, jadi kita bisa tahu. Kan kita di pelosok, jadi tahu tentang

mancanegara.” (Wawancara dengan Mutia. Pengguna PLIK di Kec.

Banjar. Tanggal 27 Mei 2014, pukul 11:29 WIB). Namun sebelumnya

peneliti mempertanyakan apakah informan mengetahui PLIK atau tidak,

jawaban yang diutarakan oleh I7-1: “ya tau.. singkatannya apa tuh.. pusat

layanan internet.” (Wawancara dengan Mutia. Pengguna PLIK di Kec.

Banjar. Tanggal 27 Mei 2014, pukul 11:29 WIB).

Selain itu I7-3 menyatakan dukungannya terhadap PLIK, meskipun

ia sendiri mengenal PLIK hanya sebagai warnet biasa bukan dikenal

sebagai layanan internet kecamatan dari program pemerintah. Namun ia

tetap menyatakan dukungannya karena agar masyarakat sekitar tidak
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ketinggalan dengan orang kota. I7-3 mengatakan: “Tidak tahu, tahunya

warnet. Tidak tahu, maka dari itu setuju-setuju saja. Agar orang-orang

kampung tidak ketinggalan oleh orang-orang kota.” (Wawancara dengan

Abdul Aziz. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul

13.21 WIB).

Kemudian I7-3 menambahkan bahwa dengan adanya PLIK, ia tidak

perlu lagi mencari informasi ke warnet lain yang jaraknya cukup jauh dan

tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi lagi: “Enak saja dekat. Kalau

mau mencari informasi tidak usah jauh-jauh. Tidak perlu biaya tambahan

lagi. Kalau jauh kan ongkos lagi.” (Wawancara dengan Abdul Aziz.

Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13.21 WIB).

Pernyataan dukungan secara positif pun disampaikan pula oleh I7-3:

“Ya setuju saja lah.. kan dekat sama murah.” (Wawancara dengan Badri.

Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13:04 WIB).

Walaupun I7-3 sendiri tidak mengetahui bahwa LY Net adalah PLIK: “Apa

itu? Saya tidak tau, internetan internetan saja.” (Wawancara dengan

Badri. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13:04

WIB).

Selain dari pengguna PLIK, peneliti pun mempertanyakan

mengenai aspek lingkungan sosial-budaya kepada masyarakat sekitar

khususnya pelajar. Hal yang diungkapkan oleh  I8-1: “Kurang tau.. Ada

juga warnet, ada di Bababakan LY Net namanya.” (Wawancara dengan

Wahyudi. Masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014,
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pukul 10:24 WIB). Akhirnya peneliti menjelasakan bahwa LY Net adalah

PLIK. I8-1 menjawabnya sebagai berikut: “Oh.. saya taunya warnet

biasa.” (Wawancara dengan Wahyudi. Masyarakat di sekitar PLIK Kec.

Banjar. Tanggal 27 Mei 2014, pukul 10:24 WIB).

Setelah peneliti menjelaskan bahwa LY Net adalah PLIK yang

merupakan program pemerintah, I8-1 memberikan dukungan secara positif.

I8-1 mengungkapkan bahwa dengan adanya PLIK, dapat membantu

masyarakat agar tidak buta terhadap internet. Terlebih jarak antara rumah

warga ke warung internet cukup jauh, sehingga kehadiran PLIK dapat

mempermudah akses layanan internet. Keterangan lebih jelas menurut I8-1

yaitu:

“Setuju. Alasannya bagaimana yah.. untuk membantu masyarakat,
tidak tidak terlalu buta dengan internet. Apalagi di sini jauh sekali
ke warnet. Adanya di Maja. Dulu dekat kecamatan ada, sekarang
sudah tutup. Katanya ada yang mencuri kabelnya.” (Wawancara
dengan Wahyudi. Masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar.
Tanggal 27 Mei 2014, pukul 10:24 WIB).

Sementara dari kalangan masyarakat yang bermata pencaharian

seperti Ibu Rumah Tangga dan buruh, mereka cukup mendukung adanya

kehadiran PLIK, meskipun mereka tidak mengetahui akan program PLIK.

Di sisi lain pun mereka tidak membutuhkan PLIK, serta mereka merasakan

bahwa PLIK tidak membawa pengaruh besar terhadap kehidupan mereka.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara terhadap I8-2 : “Biasa saja ya tidak

berpengaruh.. saya tidak tahu tidak mengerti yang seperti itu, ya jadi

setuju-setuju saja. Saya hanya ibu rumah tangga.” (Wawancara dengan
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Ibu Iis. Masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014,

pukul 11:02 WIB).

lalu I8-3 mengatakan yang sama akan ketidaktahuannya mengenai

PLIK: “Saya tidak tahu. Internetan saja tidak pernah di warnet

internetannya.. yang biasanya di Hp, kalau ada pulsa facebookan.”

(Wawancara dengan Rian. Masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar.

Tanggal 27 Mei 2014, pukul 10:48 WIB). Setelah peneliti menjelaskan

bahwa warung internet LY Net merupakan program PLIK dari pemerintah,

I8-3 menjawab: “Oh warnet yang di situ? Saya komputer saja tidak bisa.

Ya dulu pernah mengantar teman ke situ satu kali. Setuju saja, agar tidak

gagal pengetahuan dan teknologi (gaptek) lalu agar mengakses

internetannya tidak ke jauh.” (Wawancara dengan Rian. Masyarakat di

sekitar PLIK Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014, pukul 10:48 WIB).

Atas dasar itulah maka pengguna PLIK rata-rata adalah para

pelajar, bukanlah dari kalangan orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh

I8-3: “Ya masyarakat sekitar saja.. pelajar sih rata-rata”. Lalu tanggapan

dari I8-1 yaitu: “Biasanya anak sekolah saja. Masyarakat bapak-bapak dan

ibu-ibu itu tidak ada. Hanya anak sekolah SMP sama MA.” (Wawancara

dengan Wahyudi. Masyarakat PLIK Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014,

pukul 10:24 WIB).

Di samping itu pengunjung yang lebih sering datang adalah santri,

seperti yang di ungkapkan oleh I7-2: “Ya seperti ini saja.. ya biasanya

santri yang banyak, sama anak sekolah juga sering.” (Wawancara dengan



196

Badri. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13:04

WIB). Keterangan yang sama pun disampaikan oleh I7-3: “Santri sih..

sama anak sekolah.” (Wawancara dengan Abdul Aziz. Pengguna PLIK

Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13.21 WIB). Berikutnya I7-1

mengatakan: “Biasanya yang sekolah di sana teh.. Daarul Muqimin.”

(Wawancara dengan Mutia. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 27

Mei 2014, pukul 11:29 WIB).

Kedua, lingkungan ekonomi. Mengenai lingkungan ekonomi Mitra

PLIK mengatakan bahwa pengunjung PLIK pernah ada dari kalangan

masyarakat umum seperti guru yang mengakses internet untuk keperluan

sekolah. Selain itu ada pula orang tua yang hanya sekedar untuk belajar

membuka email untuk kepentingan mengirim KTP, bukan untuk

mengakses informasi yang lain apalagi untuk kepentingan ekonomi.

Berikut pernyataaan yang disampaikan oleh I5:

“Kalau yang paling banyak itu, minta dibuatkan alamat email
dengan kirim email. Misalkan dia mempunyai saudara
dimana..begitu. ingin mengirim KTP. Bagaimana caranya, paling
begitu belajar bagaimana caranya kartu KTP bisa dikirim ke sana.
Ya saya hanya mendampingi. Jadi saya kasih komputer, begitu
caranya. Masyarakat jarang..paling guru lah. Minimal yang
berbau-bau sekolah saja yang terlibat dengan pendidikan. Kalau
masyarakat jauh, karena SDMnya sih.. jadi kalau untuk
pemanfaatan di bidang ekonomi belum.” (Wawancara dengan
Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul
12:05 WIB).

I5 menyadari bahwa masyarakat secara umum sulit untuk

memanfaatkan internet, karena mereka tidak memiliki tujuan. Terkecuali

para pelajar yang memanfaatkan internet untuk keperluan sekolah,
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walaupun sesekali mereka menggunakan internet untuk jejaring sosial atau

game online. Berikut ungkapan oleh I5:

“Sulit. Sulitnya karena apa, kalau masyarakat umum itu.. taruh lah
tidak sekolah. Artinya dia ke warnet tidak ada tujuan. Ke warnet
itu memang hanya main. Kalau anak sekolah kan, walaupun di
luar sekolah datang ke sini itu mencari bahan pelajaran. Tapi di
samping itu sambil main.” (Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra
PLIK Kec. Banjar. Tanggal 16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Pelajar dan santri yang menjadi pengunjung terbanyak di PLIK

Kecamatan Banjar tersebut, ternyata lebih banyak menggunakan PLIK

untuk kepentingan hiburan seperti jejaring sosial dan game online,

ketimbang untuk mencari informasi lain. Seperti yang diungkapkan oleh

beberapa informan berikut:

I7-3 mengatakan: “Paling browsing biografi ulama-ulama, dengan

jejaring sosial. Ya lebih sering dua-duanya.” (Wawancara dengan Abdul

Aziz. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13.21

WIB). Kemudian I7-1 mengatakan : “Cari informasi untuk keperluan

pesantren saja, keluar juga tidak boleh lama-lama harus ijin dulu. Kalau

melihat pengguna yang lain sih pada main game begitu.” (Wawancara

dengan Mutia. Pengguna PLIK di Kec. Banjar. Tanggal 27 Mei 2014,

pukul 11:29 WIB).

Keterangan yang sama disampaikan pula oleh I7-2: “Buat senang-

senang, cari info. Saya paling sering juga game di facebook. Kaya begini

saja nih.” (Wawancara dengan Badri. Pengguna PLIK di Kec. Banjar.

Tanggal 1 Juli 2014, pukul 13:04 WIB). Kemudian I8-1 mengatakan bahwa

ia menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah, namun lebih sering
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mengakses jejaring sosial: “Suka membuat tugas. Lebih sering jejaring

sosial. Sambil mengerjakan tugas sambil mengerjakan jejaring sosial

facebookan.” (Wawancara dengan Wahyudi. Masyarakat PLIK Kec.

Banjar. Tanggal 27 Mei 2014, pukul 10:24 WIB).

Ketiga, kondisi politik. Aspek terakhir dalam dimensi penilaian

mengenai lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja

implementasi kebijakan publik adalah kondisi politik. Mengenai kondisi

tersebut peneliti mempertanyakannya kepada I2, informan menyebut

bahwa masyarakat yang ditunjuk sebagai Mitra PLIK adalah mereka yang

berafiliasi terhadap partai politik yang ditunggangi oleh Menteri

Komunikasi dan Informatika. Berikut paparan hasil wawancara peneliti

terhadap I2:

“Jadi begini rata-rata program kementrian itu ada intervensi dari
partai. Programnya milik pusat, tapi setelah sampai ke daerah,
yang pegang itu orang-orang atau kader dari partai menterinya.
Misalnya kaya program Kementerian PDT (Pembangunan Daerah
Tertinggal) ada program WIM (Warung Internet Masyarakat)
namanya, itu programnya yang pegang sama orang-orang santri
yang ikut terlibat dari partai menterinya. Sama halnya dengan
PLIK. Orang-orang PKS kan kebanyakan guru. Pemegang PLIK
kan rata-rata guru.” (Wawancara dengan Bapak Maman, Kepala
Bidang Kominfo di Dishubkominfo Kab. Pandeglang. Tanggal 18
Februari 2014, pukul 11:03 WIB).

Untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, peneliti

mempertanyakannya langsung kepada Mitra PLIK di Kecamatan Banjar.

Meskipun I5 berprofesi sebagai guru, namun I5 membantah bahwa ia tidak

berafiliasi dalam partai politik yang ditunggangi oleh Menteri Komunikasi
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dan Informatika seperti yang disampaikan oleh I2 . Berikut pernyataan

yang disampaikan oleh I5:

“Ada yang bilang.. apa, pemilik warnet itu identik dengan partai.
Pernah ada yang bilang, tahu dari maintainer tahu dari mana tuh
ya. Jadi kan Tifatul Sembiring itu membuat program PLIK ini
diusahakan sama partai PKS. Artinya kader PKS yang mengelola
warnetnya. Ada yang bilang seperti itu. Makanya saya ditanya,
bapak termasuk terlibat tidak dengan partai PKS? Tidak.. bukan.”
(Wawancara dengan Bapak Lili, Mitra PLIK Kec. Banjar. Tanggal
16 April 2014, pukul 12:05 WIB).

Terkait mengenai aspek politik, I4 menyampaikan bahwa ada

beberapa oknum partai politik yang mencoba mendiskriditkan program

PLIK, sehingga program PLIK dianggap kurang berhasil. Adapun

penjelasan oleh I4 sebagai berikut:

“Jadi karena ini yang di atasnya adalah presidennya adalah orang
PKS. Kadang partai-partai orang lain itu saling menjatuhkan.
Wah ini program gagal dan sebagainya. Lah kita tidak mau. Kalo
misalkan kita terus disalahkan tidak melihat sisi baiknya.
Pokoknya kita ditekan atau menjatuhkan. Akhirnya kadang yang
secara data kita kalau memang bukannya yang tidak
berkepentingan tidak perlu kita kasih. Kita menghindari itu sih
sebetulnya.” (Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator
Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Usaha saling menjatuhkan antar partai tersebut diakui oleh I6 tanpa

melihat kronologis kejadiannya terlebih dahulu, seperti jadwal kerusakan

barang berikut jadwal perbaikannya. I6 mengungkapkan:

“Jadi dia datangin kadang contoh nih, yang namanya..apa
namanya alat itu kan tidak selamanya benar, terus barang
elektronik kadang kan rusak nih. Pada saat ada perbaikan, ini
mungkin tidak bisa diperbaiki. Berarti kita harus kirim mungkin
pas litrik mati atau apa. Kadang kalau misalkan yang mereka itu
istilahnya objektif ya memang kondisinya lagi tidak
memungkinkan. Tapi kalau mereka objektif bilang oh ini kemarin-
kemarin jalan. Tapi kalo yang tidak objektif, mereka bilang wah ini
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mati. Padahal itu sudah diganti lama. Mereka bilang mati kadang
dibegitukan. Akhirnya ya sudah. Jadi bukan masyarakatnya, tapi
mereka saling menjatuhkan di sisi ini program-programnya antar
partai aja. Ya itu bukan ini ya.. mungkin saya hanya melihatnya
seperti itu. Tapi kerja yang di lapangan sesungguhnya tidak tahu
lah, karena nanti itu salah ngomong deh. Ya jadi intinya untuk
data kita lebih selektif lah untuk memberikannya. Jadi tadi hanya
gambarannya saja, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Kalo
itu kan hanya tertentu saja, oknum-oknum tertentu saja. tidak
semua seperti itu karena memang ada kejadian yang wah
menjatuhkan begitu loh. Itu tidak semua ini, hanya contoh saja.
Hanya kalau dukungan-dukungan partai saya kurang begitu tahu,
karena memang ya bukan levelnya.” (Wawancara dengan Bapak
Besar, Koordinator Lapangan di ISAT Net. Tanggal 8 April 2014,
pukul 11:06 WIB).

Selanjutnya I6 pun menambahkan bahwa sesungguhnya kerusakan-

kerusakan perangkat PLIK beserta usaha perbaikannya tersebut, sudah

tercantum dalam data historis yang dimiliki oleh ISAT Net:

“Oh begini kadang gambarannya begini. Kadang antar partai itu
saling saingan. Contoh wah ini program itu tidak beres nih. Ini
saya lihat mati. Ini saya lihat begini. Padahal kondisi mati dan
sebagainya itu kadang memang pas ada gangguan atau pas apa.
Kadang mereka tidak melihat bahwa ini kemarin jalan. Tapi dia
melihat pas mati itu sudah pokoknya ini tidak jalan. Tapi ya kita
sampaikan kan kita punya data juga, ini loh historinya.”
(Wawancara dengan Bapak Besar, Koordinator Lapangan di ISAT
Net. Tanggal 8 April 2014, pukul 11:06 WIB).

Dari penjelasan beberapa informan di atas, dari aspek sosial

budaya peneliti menganalisis bahwa program PLIK cukup diterima dan

didukung oleh masyarakat setempat, meskipun pada awalnya sempat

mengalami penolakan dari masyarakat, karena kondisi sosio kultur yang

menjadi penghambat proses pelaksanaan PLIK. Namun hal tersebut sudah

di atasi dengan dikuranginya jam operasional hingga waktu sore, serta
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penjelasan yang sudah disampaikan kepada masyarakat oleh Mitra PLIK

bahwa kontennya aman dan sehat.

Di samping itu kalangan pelajar atau santri sangat mendukung

adanya PLIK. Alasannya karena PLIK dapat membantu mereka dalam hal

kegiatan belajar serta menjadikan masyarakat melek internet atau

istilahnya tidak gagal IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Terlebih

jarak antara rumah warga dengan warung internet cukup jauh. Meskipun

mereka sendiri tidak mengetahui bahwa program PLIK adalah program

layanan internet kecamatan dari pemerintah. Sehingga beberapa

masyarakat mengetahui PLIK hanya sebagai warung internet biasa yang

bernama LY Net seperti warnet komersil lainnya.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, dengan adanya dukungan yang

didominasi dari kalangan pelajar tersebut menyebabkan penggguna PLIK

pada umumnya adalah para pelajar terutama murid dari sekolah Daarul

Muqimin dan para santri Al-Madina yang berkepentingan untuk mencari

informasi terkait bahan baku belajar bahkan untuk media hiburan (game

online dan jejaring sosial), karena mereka yang berasal dari kalangan

orang tua merasa tidak membutuhkan internet bahkan tidak dapat

mengoperasikan komputer. Hal demikian mengartikan bahwa PLIK belum

mampu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan ekonomi.

Adapun PLIK pernah dikunjungi oleh masyarakat di luar kalangan

pelajar seperti guru yang tujuannya untuk mengakses internet berkaitan

dengan kegiatan sekolah. Selain itu pula ada masyarakat yang hanya
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sebatas mencoba menggunakan email melalui bantuan Mitra PLIK, bukan

untuk mencari data-data informasi lainnya.

Selanjutnya mengenai kondisi politik, dari hasil wawancara di atas

mengindikasikan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh beberapa oknum

partai untuk mendiskriditkan partai yang ditunggangi oleh Menteri

Komunikasi dan Informatika melalui program PLIK, sehingga PLIK

dianggap program yang gagal. Tanpa melihat terlebih dahulu kronologi

kerusakan perangkat-perangkat PLIK berikut upaya perbaikan yang sudah

dilakukan pihak Penyedia Jasa Layanan Internet dalam hal ini ISAT Net.

Kemudian pihak Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang

melakukan pernyataan yang mengeneralisir bahwa program PLIK sama

seperti program kementerian lainnya yang melibatkan kader atau anggota

partai sebagai penanggung jawab program di daerah. Sehingga informan

menyebut bahwa Mitra PLIK berasal dari kader partai yang ditunggangi

oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yakni PKS (Partai Keadilan

Sejahtera), meskipun pada kenyataannya tidak demikian. Masalah

lingkungan politik yang kurang kondusif tersebut, nantinya akan

berpengaruh terhadap kualitas kinerja implementasi kebijakan (PLIK).

4.4 Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta

yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik
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menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam buku Leo Agustino

(2008:141) mengenai Dasar-dasar Kebijakan Publik. Teori tersebut digunakan

untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui

beberapa dimensi penilaian, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber

daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana, komunikasi antar

organisasi serta lingkungan eksternal.

Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan mengenai Implementasi

Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar

Kabupaten Pandeglang, yakni sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan diketahui bahwa ukuran dan

tujuan program PLIK sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh BP3TI selaku

pelaksana teknis, serta oleh ISAT Net sebagai penyedia jasa karena sudah tertuang

di dalam kontrak. Namun berbeda halnya dengan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang serta Kantor Kecamatan

Banjar yang masih belum memahami secara jelas aturan, dasar hukum serta

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, sehingga tidak dapat mengukur

sejauhmana keberhasilan PLIK karena tidak pernah dilibatkan secara langsung.

Sama halnya dengan pihak Mitra PLIK Kecamatan Banjar yang belum memahami

serta masih kebingungan mengenai tujuan dari PLIK. Padahal ukuran dan tujuan

kebijakan harus jelas dan mudah dipahami, karena akan berpengaruh pada arah

disposisi agen pelaksana yang akan dibahas pada poin berikutnya.
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Berkaitan dengan standar dan tujuan PLIK, melihat dari hasil wawancara

sebelumnya menunjukkan bahwa PLIK cukup sesuai atau realistis dengan kondisi

sosio-kultur masyarakat di Kecamatan Banjar yang masyarakatnya sudah mulai

membutuhkan internet, khususnya bagi para pelajar. Kesesuaian tersebut dengan

melihat kondisi masyarakatnya yang sulit untuk menjangkau akses pelayanan

internet, karena hanya tersedia satu warung internet (Desa Gunung Putri) serta

satu warung desa (Desa Banjar) di seluruh Kecamatan Banjar, dan ditambah pula

kondisi medan jalan yang rusak berat. Padahal ketersediaan perangkat TIK perlu

juga didukung oleh adanya ketersediaan infrastuktur pendukung, baik sarana

listrik maupun kondisi jalan raya yang memadai untuk membantu memudahkan

masyarakat dalam mengakses pelayanan publik salah satunya PLIK.

Hal ini menunjukkan bahwa PLIK sudah tepat ditempatkan di wilayah

Kecamatan Banjar karena sesuai dengan tujuan PLIK yakni membangun

masyarakat yang melek internet serta dapat mencerdaskan masyarakat dengan

tergelarnya layanan internet di wilayah yang belum terjangkau akses internet atau

yang disebut sebagai WPUT (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013

tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal

Telekomunikasi Internet Kecamatan pada pasal 1 ayat 9. Walaupun sayangnya

pembangunan PLIK di Kecamatan Banjar sendiri tidak terdistribusi secara merata

di seluruh desa sehingga hanya dibangun 1 PLIK di Desa Kadubale, sedangkan

jumlah desa di Kecamatan Banjar yang belum terjangkau akses internet sebanyak



205

8 desa, yakni Desa Cibeureum, Cibodas, Kadulimus, Bandung, Kadumaneuh,

Citalahab, Pasirawi, serta Mogana.

Padahal pelayanan internet harus merata secara universal dengan melihat

prinsip ketersediaan dan keterjangkauan agar terwujudnya desa global (global

village) yang terhindar dari jurang kesenjangan digital dan informasi khususnya

secara internal di antara masing-masing desa di Kecamatan Banjar apalagi di

antara desa dan kota. Sebagaimana yang dimanahkan dalam Undang-Undang No.

36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Bab II Pasal 2 bahwa pemerataan

layanan telekomunikasi harus adil, bermanfaat dan merata. Namun sayangnya

PLIK untuk wilayah Kecamatan Banjar tersebut jumlahnya terbatas dan tidak

dapat ditambah lagi, karena sudah ditetapkan di dalam kontrak hanya berjumlah 1

PLIK.

Berbeda halnya dengan para pelajar yang membutuhkan internet,

sementara untuk kalangan orang tua masih dinilai kurang permisif terhadap

perubahan teknologi, yang akhirnya berimplikasi pada penolakan-penolakan

terhadap PLIK karena persepsi mereka terhadap internet berbanding lurus dengan

pornografi. Namun sejalan dengan usaha Mitra PLIK untuk menjelaskan

pemahaman kepada masyarakat bahwa PLIK memiliki konten yang aman dan

sehat. Pada akhirnya kini PLIK sudah diterima Meskipun pada kenyataannya

konten PLIK yang sudah melalui mekanisme filter, masih ada kemungkinan

beberapa situs yang lolos dan dapat merusak moral para siswa sebagai generasi

penerus bangsa (BP3TI, 2012:37). Kemudian PLIK sudah dimanfaatkan meskipun
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dalam pelaksanaannya kurang maksimal karena banyak yang menginginkan

sarana internet untuk game online.

Dengan demikian PLIK sudah sesuai dengan standar yakni dapat diterima

masyarakat, dapat berjalan online, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

dengan harga yang murah dan terjangkau. Agar pemahaman mengenai ukuran dan

tujuan kebijakan lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Penilaian atas Dimensi Ukuran & Tujuan Kebijakan

Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
Kejelasan - Standar dan tujuan PLIK yang sudah

jelas dan dipahami oleh BP3TI serta
ISAT Net

- Standar dan tujuan PLIK yang belum
jelas dan belum dipahami oleh
Dishubkominfo Kab Pandeglang,
Kantor Kec Banjar serta Mitra PLIK

- Baik

- Belum baik

Terukur - PLIK realistis dijalankan di Kec.
Banjar karena minimnya akses
layanan internet di daerah tersebut

- Distribusi pembangunan PLIK tidak
merata di seluruh desa

- Adanya penolakan dari para orang
tua akan adanya PLIK, namun Mitra
sudah mengatasi dengan cara
menjelaskan dan memberikan
pemahaman kepada masyarakat

- Pemanfaatan PLIK yang tidak sesuai
dengan tujuannya, yakni banyak
yang menggunakan untuk game
online

- Baik

- Belum baik

- Baik

- Belum baik

(Sumber: Peneliti, 2014)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel di atas, maka dapat

disimpulkan sementara bahwa dimensi ukuran dan tujuan kebijakan dalam

pelaksanaan program PLIK masih belum cukup jelas dan belum dipahami para

agen pelaksana baik pemerintah daerah Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang,
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pihak Kantor Kecamatan Banjar maupun Mitra PLIK. Namun untuk dimensi

standar dan tujuan kebijakan program PLIK sudah cukup terukur atau sesuai

kondisi sosio-kultur masyarakat yang membutuhkan internet, khususnya bagi

kalangan pelajar. Walaupun pembangunannya kurang terdistribusi secara merata

di seluruh desa dan pas awal PLIK berdiri sempat mengalami penolakan. Namun

kini PLIK sudah dimanfaatkan, hanya penggunaannya saja yang kurang

maksimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung

keberhasilan program PLIK, karena manusia adalah motor penggerak laju

implementasi suatu kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agustino

(2008:142) bahwa tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan

yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi

ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja

kebijakan publik akan sulit untuk diharapkan.

Dalam konteks sumber daya manusia seperti yang sudah dipaparkan dalam

hasil penelitian, menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia di BP3TI sudah

terbilang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang berjumlah 17

orang, karena tugasnya hanya sebatas memonitoring PLIK saja. Namun

sebaliknya sumber daya manusia di ISAT Net masih terkendala dari segi kuantitas

pegawai maintainer yang jumlahnya terbatas.
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Pegawai yang ditugaskan di Kabupaten Pandeglang yakni berjumlah 2

orang saja, sedangkan jumlah PLIK yang berada di Kabupaten Pandeglang

sebanyak 46 PLIK. Sehingga terkadang penanganan PLIK oleh maintainer

dilakukan secara terburu-buru. Berbeda dengan pegawai service yang sudah

dikatakan cukup, walaupun hanya berjumlah satu orang. Karena kerusakan PLIK

yang terjadi tidak akan datang sekaligus ke kantor setiap harinya, serta sudah

disiapkan barang cadangan untuk menggantikan perangkat-perangkat yang rusak.

Sama halnya dengan apa yang terjadi pada Pengelola PLIK yang menjadi

ujung tombak pelaku program PLIK karena berhubungan langsung dengan

masyarakat, sehingga dibutuhkan kompetensi yang mumpuni dalam

mengoperasikan PLIK. Namun ironisnya hal tersebut tidak demikian, karena sejak

dari awal pendirian PLIK hingga PLIK sudah beroperasi cukup lama, operator

tidak mendapatkan pelatihan khusus oleh penyedia jasa. Sehingga masih ada

beberapa yang belum jelas dan belum dipahami mengenai PLIK. Meskipun Mitra

sendiri memiliki latar pendidikan di bidang Ilmu Komputer dan Teknologi.

Pelatihan pernah dilakukan oleh ISAT Net kepada Mitra di Kecamatan

Banjar, yakni pelatihan billing system dan sistem linux yang diajarkan langsung di

tempat PLIK oleh tim maintainer. Berbeda halnya dengan pihak PLIK di

kecamatan lain yang diberikan pelatihan, meskipun waktu pelaksanaannya cukup

telat yakni pada tahun 2014 dan penyelenggaranya bukan berasal dari ISAT Net

melainkan dari GTMI (Global Teknologi Media Informasi).

Terkait dari hal tersebut kebijakan publik tidak hanya membutuhkan

sumber daya manusia dalam menunjang keberhasilan program PLIK, melainkan
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dibutuhkan pula sumber daya penting lainnya yaitu seperti sumber daya finansial,

sarana dan prasarana serta waktu. Berdasarkan hasil penelitian, aspek sumber

daya finansial dalam pelaksanaan program PLIK sudah mencukupi, baik itu bagi

pihak BP3TI serta ISAT Net karena besar biayanya sudah diperhitungkan dan

ditentukan di dalam kontrak yang dananya berasal dari dana kontribusi KPU

(Kewajiban Pelayanan Universal) para penyelenggara telekomunikasi senilai

1,25% dari pendapatan kotor, sehingga tidak bisa ditambah ataupun dikurangi.

Dana tersebut akan dibayar per 3 bulan sekali kepada penyedia jasa, berdasarkan

sistem sewa layanan jasa yang diperhitungkan setelah ada penyerahan data

mengenai PLIK yang beroperasi dan tidak beroperasi selama 8 jam/hari. Jika

PLIK beroperasi selama 8 jam/hari maka akan dibayar, serta sebaliknya PLIK

yang tidak beroperasi selama 8 jam/hari maka tidak akan dibayar.

Sedangkan dukungan finansial untuk Mitra PLIK sudah mencukupi yang

didapat melalui laba atau keuntungan PLIK, yakni sebesar Rp. 1.500.000,- dengan

biaya operasional listrik sebesar Rp. 200.000 serta untuk biaya insentif maintainer

sebesar 50 ribu. Meskipun dalam implementasinya peneliti menemukan tarif

operasional PLIK yang menyalahi kontrak yakni sebesar Rp 3.000,-/jam, padahal

seharusnya sebesar Rp. 2.000,-/jam. Ironisnya tarif tersebut tidak diinformasikan

secara tertulis di depan PLIK, padahal pengguna berhak untuk tahu agar

masyarakat mengetahui bahwa program PLIK murah dan terjangkau. Kemudian

mengenai biaya insentif maintainer sebenarnya walaupun hal tersebut tidak

diperbolehkan dan tidak dimintai secara langsung, namun akan berpengaruh

terhadap kualitas kinerja maintainer.
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Mengenai aspek dana tersebut peneliti juga menemukan adanya indikasi

pungutan biaya sebesar Rp. 10 juta, walaupun Mitra PLIK hanya membayarnya

sebesar Rp 1 juta. Pungutan biaya tersebut disebabkan karena tidak adanya

kepercayaan yang dibangun antara ISAT Net dengan masyarakat yang ditunjuk

sebagai Mitra PLIK, sehingga menjadikan pungutan biaya tersebut sebagai uang

jaminan agar perangkat PLIK tetap ada dan terjaga, yang nantinya uang tersebut

akan dikembalikan lagi kepada Mitra PLIK setelah masa kontrak PLIK habis

selama 4 tahun. Walaupun sebenarnya uang jaminan tidak ada dalam ketentuan

kontrak dan tidak dianjurkan karena seharusnya PLIK digratiskan.

Padahal sebagaimana yang dungkapkan oleh Subarsono (2012:58) bahwa

kebijakan publik tidak sepantasnya mempersulit masyarakat dalam usahanya

untuk memperoleh pelayanan dan produk yang dibutuhkan. Kebijakan publik

harus memberikan akses yang lebar dan adil bagi masyarakat untuk menerima

pelayanan publik dan produk yang dibutuhkan.

Sementara dari segi sarana dan prasarana di BP3TI dan ISAT Net sudah

terbilang cukup untuk menunjang pelaksanaan PLIK, seperti perangkat komputer

untuk monitoring, workshop, bengkel serta kendaraan operasional. Lain halnya

dengan sarana dan prasarana yang ada di PLIK Kecamatan Banjar. Beberapa

perangkat mengalami kerusakan seperti printer yang tidak pernah diperbaiki oleh

maintainer hingga kini, walaupun kerusakan tersebut sudah dilaporkan berkali-

kali.

Selain itu perangkat-perangkat kecil yang mengalami kerusakan

diantaranya mouse, headset, serta speaker, dan sekarang keadaan perangkat
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tersebut jumlahnya terbatas. Mitra PLIK sendiri pun tidak mengetahui bahwa

perangkat-perangkat kecil tersebut sebenarnya tidak ditanggung oleh penyedia

jasa. Hal ini disebabkan karena informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas

kepada Mitra PLIK baik melalui pelatihan ataupun buku SOP PLIK.

Di sisi lain masalah yang terjadi yakni ruangan PLIK yang kurang

ergonomis sehingga dapat menggangu kenyamanan pengguna. Ruangan tampak

gelap karena kurang pencahayaan, kemudian kurang fentilasi udara, serta kurang

terjaga kebersihannya. Aspek jaringan VSAT (Very Small Aperture Terminal) pun

dipermasalahkan karena media koneksi VSAT sangat bergantung pada kondisi

cuaca sehingga sering terjadi keterlambatan koneksi internet.

Hal demikian terkadang membuat PLIK tidak dapat beroperasi selama

berhari-hari karena mati total. Bahkan PLIK Kecamatan Banjar pernah offline

selama lebih kurang dua minggu dan keluhan mengenai gangguan jaringan sudah

dilaporkan kepada maintainer. Belum lagi masalah penanganan media koneksi

VSAT yang cukup lambat, karena terkadang harus dikendalikan langsung dari

kantor pusat ISAT Net dan memiliki pengaturan khusus. Kalaupun Mitra ingin

beralih ke media koneksi sp****, hal tersebut tidak memungkinkan karena faktor

medan jalannya yang rusak berat, serta ketidakamanan pemasangan kabel yang

sering terjadi kasus pencurian.

Beralih kepada sumber daya waktu, aspek ini menjadi amat vital manakala

waktu pelaksanaan program yang tidak mencukupi dapat dipastikan kinerja

implementasi kebijakan publik akan terhambat. Hal ini dialami oleh PLIK di

Kecamatan Banjar. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan
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menunjukkan bahwa sesuai dengan kontrak yang berlaku, PLIK ditentukan

beroperasi selama 8 jam/hari dengan memberikan kebebasan kepada Mitra untuk

mengatur jam operasi demi memenuhi syarat 8 jam dalam satu hari tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya Mitra PLIK terkadang tidak buka selama 8

jam/hari. Padahal bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra tersebut akan

dikenai denda, seperti yang akan dibahas lebih jelas pada dimensi karakteristik

agen pelaksana.

Selain karena adanya gangguan jaringan VSAT yang sangat bergantung

pada cuaca yang menyebabkan PLIK tidak beroperasi selama berhari-hari, faktor

lainnya yakni karena tidak adanya pegawai yang mengantikan posisi Mitra PLIK

untuk menjaga PLIK ketika Mitra mengajar yang profesinya sebagai guru.

Sehingga terkadang PLIK harus beroperasi sehabis dzuhur dan berhenti beroperasi

pukul 17.00 sore. Hal demikian sebenarnya tidak diperbolehkan dalam kontrak

karena tidak memenuhi syarat waktu operasional 8 jam/hari. Kalaupun ingin

memenuhinya hingga waktu malam, hal tersebut tidak memungkinkan melihat

kondisi sosio-kultur masyarakat yang kurang kondusif, yakni adanya kegiatan

mengaji para santri serta menganggap negatif perempuan yang keluar malam.

Di sisi lain PLIK yang mulai beroperasi di pagi hari cukup menggangu

aktivitas belajar para pelajar di sekolah Daarul Muqimin yang jaraknya cukup

dekat dengan PLIK, sehingga terkadang ada pelajar yang bolos sekolah. Hal

tersebut terjadi karena tidak adanya ketegasan atau kerjasama di antara kedua

belah pihak, baik Mitra PLIK maupun sekolah Daarul Muqimin. Agar penjelasan

di atas mengenai penilaian atas dimensi sumber daya dapat mudah dipahami lebih
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jelas, maka peneliti mencoba menguraikannya ke dalam bentuk tabel seperti

berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Penilaian atas Dimensi Sumber Daya

Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
Dukungan sumber
daya manusia

- Pegawai BP3TI yang sudah mencukupi
baik dari segi kualitas dan kuantitas

- Pegawai service di ISAT yang sudah
cukup memadai

- Kurangnya jumlah pewagai tim
maintainer yang hanya berjumlah 2
orang untuk menangani 46 PLIK

- Tidak adanya pelatihan secara khusus
dan intens untuk Mitra PLIK, sehingga
Mitra belum begitu paham mengenai
PLIK

- Baik

- Baik

- Belum baik

- Belum baik

Dukungan dana - Dana PLIK yang berasal dari kontribusi
KPU-USO sudah mencukupi

- Keuntungan operasional PLIK yang
mencukupi

- Tarif internet PLIK yang menyalahi
kontrak, yakni sebesar Rp. 3.000,-/jam

- Tidak ada informasi tertulis mengenai
tarif layanan di depan PLIK

- Adanya dana insentif bagi maintainer
- Adanya pungutan biaya bagi Mitra PLIK

sebagai uang jaminan

- Baik

- Baik

- Kurang baik

- Belum baik

- Kurang baik
- Kurang baik

Dukungan sarana
dan prasarana

- Sarana dan prasarana di BP3TI dan
ISAT Net yang sudah cukup memadai

- Kurangnya sarana dan prasarana PLIK
yang memadai karena printer, speaker,
headset, dan mouse yang rusak

- Mitra tidak mengetahui informasi
mengenai perangkat apa saja yang
ditanggung penyedia

- Koneksi internet yang lambat, sehingga
menggangu kenyamanan pelanggan

- Ruangan PLIK yang kurang ergonomis
seperi gelap, pengap, dan kurang bersih,
sehingga mengganggu kenyamanan
pelanggan

- Baik

- Belum baik

- Belum baik

- Belum baik

- Belum baik

Dukungan waktu - Koneksi internet VSAT yang
mengandalkan cuaca, sehingga

- Belum baik
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terkadang harus offline berhari-hari dan
penanganannya cukup lambat

- Terkendalanya jam operasional PLIK
karena profesi Mitra PLIK sebagai guru
dan tidak ada pegawai yang
menggantikan posisinya

- Kondisi kultur masyarakat yang kurang
mendukung, sehingga Mitra tidak bisa
mengatur waktu operasional PLIK untuk
online di jam malam

- Belum baik

- Belum baik

(Sumber: Peneliti, 2014)

Berangkat dari hasil pembahasan serta tabel di atas, maka dapat peneliti

simpulkan sementara bahwa dari keempat aspek sumber daya yang sudah

terpenuhi yaitu sumber daya dana. Sementara sumber daya lainnya yakni manusia,

sarana dan prasarana, serta waktu belum cukup untuk menunjang pelaksanaan

PLIK.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Program PLIK merupakan kebijakan yang diorientasikan untuk merubah

perilaku masyarakat agar masyarakat dapat melek internet serta untuk

menciptakan masyarakat informasi. Oleh karena itu dibutuhkan agen pelaksana

yang berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi. Dari dimensi

penilaian mengenai karakteristik agen pelaksana tersebut, berdasarkan pemaparan

hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa program PLIK sebagian besar

dilakukan oleh lembaga formal yang memiliki kekuatan hukum. Lembaga formal

tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang disesuaikan dengan

kapasitasnya.
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Agen pelaksana dari lembaga formal tersebut, yakni terdapat BP3TI yang

berperan sebagai pelaksana teknis dari Kementrian Komunikasi dan Informatika

dengan melakukan pengadaan tender sewa layanan dan operasi monitoring PLIK.

Kemudian dari pemerintah daerah ada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Pandeglang, serta Kantor Kecamatan Banjar yang

berperan sebagai pengawas dan pengamanan jalannya program PLIK, meskipun

pada prakteknya pihak pemerintah daerah kurang dilibatkan dan kurang begitu

proaktif dalam mengoptimalkan program PLIK yang ada di Kecamatan Banjar.

Program PLIK yang dibuat dengan menggunakan pendekatan top down

cenderung berimplikasi pada kebijakan yang bersifat fragmentatif artinya

penyebaran tanggung jawab PLIK dilakukan dengan melibatkan beberapa unit

organisasi. Sejalan dengan hal tersebut berbicara mengenai cakupan wilayah

implementasi PLIK yang begitu luas dengan diterapkannya di seluruh Indonesia,

maka PLIK tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan melibatkan

agen pelaksana yang berasal dari lembaga informal yakni sektor privat. Terlebih

karena pemerintah tidak memiliki kemampuan langsung dalam melakukan

penyediaan jasa akses internet untuk masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah membutuhkan perusahaan yang bergerak

dalam bidang jasa akses internet, salah satunya yakni ISAT Net sebagai pemenang

tender yang berperan sebagai penyedia jasa layanan internet PLIK dengan

membangun perangkat-perangkat internet serta melakukan pemeliharaan sesuai

dengan kontrak yang telah ditetapkan. Selain itu juga pemerintah melibatkan
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masyarakat yang akan ditunjuk sebagai Mitra PLIK dengan tugasnya untuk

membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam mengakses internet.

Terkait dengan masalah ketidakaktifan pemerintah daerah dalam

mengoptimalkan PLIK disebabkan karena tidak adanya instruksi khusus atau SOP

(Standard Operating Procedure) yang jelas dan mudah dipahami, karena PLIK

dilaksanakan langsung oleh pemenang tender. Sehingga tidak ada pembagian

otoritas yang jelas antara BP3TI, pemerintah daerah dan penyedia jasa, serta

rentan terjadi ketumpangtindihan wewenang. Padahal pemerintah daerah

seharusnya ikut bertanggung jawab dalam optimalisasi PLIK yang ditempatkan di

daerah yang menjadi wilayah kewenangannya. Komitmen institusi (Institutional

commitment) yang menyangkut komitmen dari para administrator dari tingkat atas

sampai ke tingkat bawah seharusnya penting dilakukan terutama untuk program

yang dibuat secara top down seperti program PLIK.

Tidak adanya instruksi khusus atau SOP tersebut diperparah pula dengan

tidak adanya inisiatif daerah untuk melakukan pengawasan lalu melaporkannya

kepada BP3TI. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena keterbatasan kompetensi

aparatur pemerintah daerah. Alah satu informan dari pihak BP3TI mengatakan

bahwa pemerintah daerah yang berada di Provinsi Banten tidak seperti Provinsi

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang Dinas Komunikasi dan

Informatikanya berinisiatif untuk melaporkan perkembangan PLIK di daerah

masing-masing. Padahal secara normatif pengawasan dan pengendalian PLIK

dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, seperti yang

tertuang di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
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Indonesia  No. 1 tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada

Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pada pasal 19

ayat 2.

Lain halnya bagi BP3TI yang sudah memiliki SOP berisi mekanisme

pembayaran PLIK, serta ISAT Net yang sudah memiliki SOP di dalam kontrak

dan berisi mengenai lokasi WPUT, serta ketentuan operasional PLIK seperti tarif,

jam operasional, jenis operating system, jumlah perangkat, dan lain sebagainya.

Sementara untuk Mitra PLIK sebagai unsur pelaksana paling terbawah, ternyata

tidak memiliki SOP mengenai pelaksanaan PLIK. Ketentuan operasional hanya

diberitahukan secara lisan seperti mengenai tarif, jam operasional, dan

maintenance. Sehingga masih adanya ketidakjelasan seperti masalah ketentuan

masa kontrak, ketentuan kepemilikan, serta keberlanjutan PLIK ke depan.

Berkaitan dengan karakter agen pelaksana PLIK yang sebagian besar

berasal dari lembaga formal dan memiliki kekuatan hukum, Agustino (2008:158)

mengatakan bahwa salah satu strategi yang sering digunakan oleh apatur

administrasi atau aparatur birokrasi dalam upayanya untuk memenuhi

implementasi kebijakan publik, ialah dengan cara menghadirkan sanksi hukum

yang berat pada setiap kebijakan yang dibuatnya. ISAT Net sebagai perusahaan

yang menyuplai barang dan menyediakan jasa akses internet, sudah sepatutnya

tunduk pada peraturan-peraturan dasar yang sudah ditetapkan oleh BP3TI di

dalam kontrak, salah satunya dalam hal standar jam operasional layanan PLIK.

Berdasarkan dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

mekanisme sanksi yang sudah diterapkan oleh BP3TI kepada ISAT Net dengan
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tidak adanya pembayaran atas sewa jasa layanan PLIK, apabila PLIK tidak

beroperasi selama 8 jam/hari. Sedangkan jika PLIK tidak beroperasi selama 7 hari

berturut-turut, maka akan dikenakan denda yang besarannya diperhitungkan

berdasarkan nilai sewa bulanan dan dikalikan 3%. Namun tentunya dengan tetap

tidak adanya pembayaran atas sewa jasa layanan yang sebelumnya sudah

disebutkan.

Terkait dengan hal tersebut untuk mempermudah ISAT Net dalam

menjaga pemenuhan standar jam operasional layanan PLIK, ISAT Net turut

memberlakukan sanksi kepada Mitra PLIK yang tidak beroperasi selama 7 hari

berturut-turut. Sanksi tersebut berupa denda sebesar Rp. 50.000,-/hari. Melihat

data hasil penelitian yang sudah digambarkan sebelumnya, menunjukkan bahwa

PLIK di Kecamatan Banjar pernah dikenai denda oleh ISAT Net, karena tidak

beroperasi selama lebih kurang dua minggu.

Tidak operasinya PLIK tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena

adanya gangguan jaringan VSAT yang belum diperbaiki. Padahal kerusakan

tersebut sudah dilaporkan sebelumnya kepada pihak maintainer, namun tidak ada

tindak lanjutnya. Kemudian adanya denda tersebut tidak diberitahukan sejak awal

berdirinya PLIK, sehingga Mitra PLIK mengaku bahwa dirinya baru mengetahui

tentang denda tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ada pelatihan atau sosialisasi

yang jelas mengenai aturan-aturan apa saja yang diberlakukan bagi Mitra PLIK.

Untuk mempermudah pemahaman peneliti dalam menilai dimensi hasil

penilaian atas karakteristik agen pelaksana, maka peneliti membuat tabel hasil

penilaian tersebut sebagai berikut:
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Tabel 4.9
Hasil Penilaian atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Dimensi
Penilaian Hasil Penilaian Kategori

Karakter Agen
Pelaksana

- PLIK dijalankan oleh lembaga formal
yang memiliki kekuatan hukum yakni
BP3TI, Dishubkominfo serta Kantor
Kecamatan

- Dalam prakteknya PLIK kurang
melibatkan pemda (Dishubkominfo Kab.
Pandeglang & Kantor Kec. Banjar)

- PLIK juga melibatkan lembaga informal
seperi ISAT Net sebagai pihak swasta
serta masyarakat sebagai Mitra PLIK

- Baik

- Belum baik

- Baik

Standard
Operating
Procedure

- Adanya SOP untuk BP3TI serta Penyedia
Jasa

- Tidak adanya instruksi khusus atau SOP
untuk pemda serta Mitra PLIK
Kecamatan Banjar

- Tidak adanya inisiatif pemda untuk
membantu mengoptimalkan PLIK

- Baik

- Belum baik

- Belum baik

Sanksi - Mekanisme sanksi dan denda yang
diberlakukan oleh BP3TI sudah cukup
baik dijalankan oleh ISAT Net

- Denda yang diberlakukan oleh ISAT Net
belum cukup baik dijalankan oleh Mitra
PLIK, karena tidak adanya
pemberitahuan di awal mengenai
mekanisme denda, serta terkendala
jaringan yang kurang memadai

- Baik

- Belum baik

(Sumber: Peneliti, 2014)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel di atas, maka dapat

disimpulkan sementara mengenai dimensi Karakteristik Agen Pelaksana bahwa

PLIK dijalankan oleh lembaga yang sangat sesuai dengan karakteristik kebijakan

program (PLIK). Lembaga tersebut adalah lembaga formal yang memiliki

kekuatan hukum yakni ada BP3TI, Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang, serta

Kantor Kecamatan Banjar. Meskipun pada pelaksanaannya pemerintah daerah

kurang begitu dilibatkan karena tidak adanya instruksi khusus atau SOP dan hal
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tersebut diperparah dengan pemerintah daerah yang kurang begitu proaktif. Selain

itu PLIK juga ikut melibatkan lembaga informal baik itu pihak swasta yakni

penyedia jasa layanan internet (ISAT Net) serta masyarakat (Mitra PLIK) sebagai

agen pelaksana program, walaupun Mitra PLIK sendiri belum memiliki SOP yang

jelas mengenai PLIK.

Kemudian mekanisme sanksi yang diterapkan BP3TI untuk ISAT Net

sudah cukup baik karena sudah tertera di dalam kontrak, namun sebaliknya

mekanisme sanksi dari ISAT Net kepada Mitra PLIK di Kecamatan Banjar masih

belum berjalan dengan baik karena adanya keterlambatan dan ketidakjelasan

informasi mengenai sanksi tersebut.

4. Sikap/Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

Dari dimensi penilaian mengenai sikap atau kecenderungan para

pelaksana, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Balai Penyedia

dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) serta ISAT

Net sudah cukup memahami betul apa itu program PLIK, karena segala prosedur

serta hal-hal yang berkaitan dengan aturan kerja sudah tertuang jelas di dalam

SOP (Standard Operating System) atau dokumen kontrak. Namun hal tersebut

berbanding terbalik dengan yang dialami oleh beberapa agen pelaksana dari pihak

Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang, Kantor Kecamatan Banjar, serta Mitra

PLIK yang belum sepenuhnya memahami program PLIK.

Padahal berbicara mengenai aspek disposisi para pelaksana dalam proses

implementasi kebijakan, perlu diawali dari seberapa jauh pengetahuan dan



221

pemahamam (cognition and understanding) mereka terhadap program PLIK,

karena tingkat pengetahuan dan pemahaman agen pelaksana akan menentukan

arah respons serta intensitas disposisi implementor. Apakah mereka setuju dan

mendukung program PLIK, atau sebaliknya yakni menolak. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Donald Van Metter dan Carl Varn Horn dalam Subarsono

(2012:110), bahwa disposisi implementor meliputi tiga elemen penting, yakni (1)

kognisi (pemahaman) implementor terhadap kebijakan, (2) respons (menolak atau

menerima), serta (3) intensitas disposisi yakni preferensi nilai yang dimiliki

implementor.

Apabila kebijakan PLIK masih terbilang kabur, maka besar kemungkinan

akan terjadi penolakan, dan hal tersebut akan menjadi penghambat kinerja

implementasi kebijakan, karena implementor tidak berkomitmen dan tidak

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan. Penolakan-penolakan secara

halus tersebut dapat berupa ketidakacuhan atau pembiaran. Seperti yang dilakukan

oleh pemerintah daerah (Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang dan Kantor

Kecamatan Banjar) yang kurang begitu berinisiatif atau proaktif dalam

mengoptimalkan program PLIK yang ada di daerahnya, termasuk di Kecamatan

Banjar.

Dimensi disposisi sangat berkaitan erat dengan beberapa dimensi lainnya,

yaitu dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, serta karakteristik agen pelaksana.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa ukuran dan tujuan program PLIK

masih dipandang belum jelas dan belum begitu dipahami oleh pemerintah daerah.

Penyebabnya yakni karena tidak adanya SOP yang dibuat untuk menjelaskan isi
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kebijakan serta untuk membatasi otoritas antara pemerintah pusat, pemerintah

daerah, serta penyedia jasa.

Berkaitan dengan aspek penilaian disposisi agen pelaksana tersebut dari

hasil wawancara sebelumnya program PLIK kurang mendapat dukungan dari

beberapa agen pelaksana, seperti Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang. Padahal

kinerja PLIK akan berhasil manakala adanya organizational support (dukungan

organisasi). Kurangnya dukungan tersebut disebabkan karena Kementrian

Komunikasi dan Informatika tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dalam

hal mekanisme penempatan lokasi PLIK yang diformulasikan secara top down,

sehingga kebutuhan masyarakat untuk sarana PLIK belum sepenuhnya terpenuhi.

Padahal pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kondisi permasalahan atau

kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya.

Oleh karena itu kebijakan yang melalui pendekatan top down biasanya

kurang menilai seberapa jauh tingkat responsiveness masyarakat. Seperti yang

diungkapkan oleh Korten (1988) dalam Subarsono (2012:60) bahwa keberhasilan

suatu program akan ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek, yakni jenis

program, penerima program dan organisasi pelaksana program. Organisasi

pelaksana kebijakan harus mampu merumuskan apa yang menjadi ekspresi

kebutuhan calon penerima kebijakan atau kelompok sasaran (target group) dalam

sebuah kebijakan.

Masalah lain yang ditemukan dan berpengaruh terhadap kurangnya

dukungan dari ISAT Net yakni tidak adanya sinkronisasi dari pihak teratas dalam

hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika hingga Mitra PLIK, yang
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akhirnya berujung pada ketidakpahaman agen pelaksana akan program PLIK. Hal

demikian akan memunculkan respons penolakan dari para agen pelaksana dan

proses pelaksanaan PLIK di Kecamatan Banjar akan terhambat. Berbeda halnya

dengan pihak Kantor Kecamatan Banjar serta Mitra PLIK yang menyatakan setuju

dan mendukung program PLIK, karena akan membawa dampak positif bagi

masyarakat. Seperti untuk menciptakan masyarakat yang melek internet serta

dapat mencerdaskan warga karena dapat dijadikan sebagai bahan baku belajar.

Untuk mempermudah pemahaman peneliti dalam menilai dimensi hasil

penilaian atas disposisi agen pelaksana, maka peneliti membuat tabel hasil

penilaian tersebut sebagai berikut:
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Tabel 4.10
Hasil Penilaian atas Dimensi Sikap/Kecenderungan (disposition) Para

Pelaksana

Dimensi
Penilaian Hasil Penilaian Kategori

Kognisi para
implementor

- PLIK sudah cukup dipahami oleh BP3TI
dan ISAT Net

- PLIK belum dipahami betul oleh
Dishubkominfo Kab. Pandeglang,
Kantor Kec. Banjar, serta Mitra PLIK di
Kec. Banjar

- Baik

- Belum baik

Respons para
implementor

- Pihak Kantor Kecamatan beserta Mitra
PLIK di Kec. Banjar sangat setuju dan
mendukung program PLIK, karena
membawa dampak positif bagi
masyarakat

- Dishubkominfo Pandeglang kurang
sepenuhnya mendukung program PLIK,
dalam hal penentuan lokasi PLIK yang
tidak ada konsultasi terlebih dahulu

- ISAT Net kurang mendukung
sepenuhnya karena tidak adanya
sinkronisasi dari Pihak Kemenkominfo
hingga tingkat terbawah yakni Mitra
PLIK, sehingga muncul ketidakpahaman
di tingkat bawah (Dishubkominfo,
Kantor Kecamatan Banjar, hingga Mitra
PLIK)

- Baik

- Belum baik

- Belum baik

(Sumber: Peneliti, 2014)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel di atas mengenai dimensi

Disposisi Agen Pelaksana. Maka dapat disimpulkan sementara bahwa program

PLIK kurang sepenuhnya dipahami oleh Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang,

pihak Kantor Kecamatan Banjar, serta Mitra PLIK. Selain itu PLIK juga kurang

mendapat dukungan dari beberapa agen pelaksana seperti Dishubkominfo

Kabupaten Pandeglang dalam hal penentuan lokasi PLIK. Kemudian tidak adanya

sinkronisasi dari pihak teratas hingga terbawah yang dikeluhkan oleh ISAT Net,
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dan menyebabkan banyaknya agen pelaksana yang belum paham mengenai

program PLIK.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif

apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas

pengukuhan (Wibawa, 1994:20). Komunikasi antar organisasi dapat dilakukan

salah satunya melalui koordinasi. Menurut Handyadiningrat (1980:78) Koordinasi

fungsional yang bersifat ekstern adalah koordinasi antara organisisasi satu dengan

organisasi lainnya. Koordinasi tersebut perlu dilakukan karena sebuah organisasi

tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya.

Dari mekanisme komunikasi yang disampaikan harus jelas agar tidak

membingungkan.

Mengingat program PLIK sebagai program yang menggunakan

pendekatan top down dan melibatkan banyak pihak yang berimplikasi pada

banyaknya tingkatan birokrasi. Maka perlu ada penyaluran komunikasi yang baik,

jika tidak maka rentan terjadinya multi persepsi. Sesuai dengan apa yang

dikatakan oleh Handyadiningrat (1980:78) bahwa dengan semakin kompleksnya

dan besarnya struktur organisasi menambah pula masalah organisasi. Semakin

luas jenjang pengendalian (span of control) suatu kebijakan maka jumlah

organisasi yang harus dikendalikan banyak. Seperti halnya program PLIK yang

tidak hanya melibatkan para administrator sebagai agen pelaksana melainkan

melibatkan pihak swasta serta masyarakat sebagai Mitra PLIK.
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Dari dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana,

diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan antara BP3TI dengan ISAT Net sudah

berjalan cukup baik. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat-rapat internal.

Berbeda halnya antara BP3TI dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang yang tidak

melakukan koordinasi terkait pelaksanaan PLIK, karena tidak pernah dilibatkan

dari awal.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator

kepada komunikan. Sedangkan menurut Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan

(policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Kemudian

Widodo menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku

kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan,

arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan

kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta

sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Salah satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan yakni melalui

sosialisasi program PLIK. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan

sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan oleh BP3TI kepada pihak Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pandeglang sudah

dijalankan meskipun waktu sosialisasinya terlambat dengan materi yang masih

terbilang cukup luas yakni mengenai KPU-USO. Sosialisasi tersebut melibatkan
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Kepala Bupati Pandeglang, pihak Kantor Kecamatan termasuk Kecamatan Banjar,

unsur MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah), ISAT Net, serta pelajar dan

mahasiswa.

Adapun setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, tidak ada koordinasi yang

dilakukan, dan ditambah pula tidak adanya inisiatif dari pemerintah daerah untuk

lebih proaktif dalam mengoptimalkan PLIK. Hal tersebut dapat menghambat

kinerja implementasi kebijakan. Padahal prinsip KIS (Koordinasi, Integrasi dan

Sinkronisasi) dalam pelaksanaan kebijakan perlu dibangun diantara para agen

pelaksana sebagai usaha pengendalian agar terwujudnya kesatuan tindakan yang

serasi serta selaras.

Komunikasi kebijakan harus disampaikan secara jelas dan mudah untuk

dipahami agar tidak terjadi kebingungan. Tidak hanya bagi para agen pelaksana

kebijakan, melainkan pula kepada masyarakat yang menjadi target group dari

program PLIK. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa sosialisasi

yang dikhususkan untuk masyarakat baru terselanggara di 7 lokasi PLIK, tidak

termasuk di Kecamatan Banjar. Padahal sosialisasi penting untuk dilakukan agar

masyarakat di Kecamatan Banjar mengetahui program PLIK serta dapat ikut serta

dan turut bertanggung jawab dengan melakukan pemanfaatan PLIK secara

optimal. Di samping itu untuk menciptakan masyarakat informasi di tahun 2025

dapat mudah terwujud.

Berbeda halnya dengan PLIK di Kecamatan Pandeglang yang peneliti

coba pertanyakan, bahwa sosialisasi pernah dilakukan kepada masyarakat dengan

materi yang disampaikan mengenai pemanfaatan dan pelatihan PLIK secara gratis
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untuk mengakses informasi penting seperti pendidikan dan kesehatan. Namun

penyelenggaranya dari sosialisasi tersebut bukanlah dari ISAT Net melainkan dari

GTMI (Global Teknologi Media Informasi). Agar dapat mempermudah

pemahaman peneliti dalam menilai dimensi komunikasi antar organisasi dan

aktivitas pelaksana, maka peneliti membuat tabel hasil penilaian tersebut sebagai

berikut:

Tabel 4.11
Hasil Penilaian atas Dimensi Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas

Pelaksana

Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
Koordinasi - Koordinasi sudah berjalan

dengan baik antara BP3TI
dengan ISAT Net

- Kurangnya koordinasi di antara
BP3TI dengan pemda

- Tidak adanya inisiatif pemda
untuk ikut terlibat dalam
mengoptimalkan dan
melaporkan perkembangan PLIK

- Baik

- Belum baik

- Belum baik

Sosialisasi - Sosialisasi dilaksanakan di
Kabupaten Pandeglang, namun
pelaksanaannya telat

- Tidak adanya tindak lanjut
setelah sosialisasi selesai
dilakukan

- Tidak ada sosialisasi yang
dilakukan Penyedia Jasa untuk
masyarakat di sekitar PLIK Kec.
Banjar

- Cukup baik

- Belum baik

- Belum baik

(Sumber: Peneliti, 2014)

Dari uraian dan tabel di atas maka dapat peneliti simpulkan sementara

bahwa koordinasi yang terjalin antara BP3TI dengan ISAT Net sudah berjalan

cukup baik. Sebaliknya koordinasi antara BP3TI dan pemerintah daerah baik itu

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang serta
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Kantor Kecamatan Banjar belum berjalan dengan baik. Sementara sosialisasi yang

dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Banjar belum pernah dilakukan. Hal

tersebut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan program PLIK.

6. Lingkungan Eksternal

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial,

ekonomi, serta politik dari tempat kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan

hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa

lingkungan eksternal yang menjadi faktor determinan dalam keberhasilan program

PLIK mengalami kendala dari aspek lingkungan sosio-kultur, yang belum

sepenuhnya permisif terhadap kemajuan teknologi khususnya dari kalangan orang

tua. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh paradigma masyarakat yang menganggap

bahwa internet berbanding lurus dengan pornografi. Sehingga masyarakat yang

berada di sekitar PLIK Kecamatan Banjar sempat menolak adanya program PLIK.

Padahal PLIK memiliki pengaturan khusus yang diatur oleh Kementrian

Komunikasi dan Informatika agar konten internet PLIK bersifat aman dan sehat.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, serta penjelasan yang sudah

diberikan oleh Mitra PLIK kepada masyarakat khususnya orang tua, kini PLIK

sudah mulai diterima oleh masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh

Agustino (2008:160), bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau

tidaknya suatu kebijakan publik salah satunya adalah masalah waktu. Kalau

masyarakat memandang ada suatu kebijakan yang bertolakbelakang dengan

kepentingan publik, maka warga akan berkecenderungan untuk menolak
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kebijakan tersebut. Tetapi begitu waktu berlalu, pada akhirnya suatu kebijakan

yang dulunya dianggap kontroversial, berubah menjadi kebijakan yang wajar dan

dapat diterima.

Faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan PLIK di Kecamatan

Banjar adalah dari faktor lokasi PLIK yang berada di lingkungan pesantren.

Sebelumnya PLIK di Kecamatan Banjar sempat membuka jam operasional hingga

waktu malam. Namun karena ada beberapa keluhan dari tokoh masyarakat yang

memandang negatif apabila wanita keluar malam, serta PLIK telah menggangu

aktivas santri untuk mengaji akhirnya membuat PLIK tidak beroperasi di waktu

malam.

Hal demikian seperti yang diungkapkan oleh Agustino (2008:160), bahwa

faktor penghambat pelaksanaan kebijakan publik diakibatkan karena kebijakan

bertentangan dengan sistem nilai yang mengada. Bila suatu kebijakan dipandang

secara tajam dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat secara luas, atau

kelompok-kelompok tertentu secara umum, maka dapat dipastikan kebijakan

publik yang hendak diimplementasikan akan sulit dilaksanakan.

Sejalan dengan aspek lingkungan eksternal menurut Agustino (2008:159),

seseorang atau kelompok orang sering memperoleh keuntungan langsung dari

suatu projek implementasi kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka

akan menerima, mendukung, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Seperti halnya para pelajar yang menjadi mayoritas pengguna PLIK di Kecamatan

Banjar, mereka menyatakan dukungannya terhadap PLIK karena mereka
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merupakan kelompok yang merasakan dampak langsung dari PLIK seperti untuk

kebutuhan belajar bahkan untuk jejaring sosial serta game online.

Terlebih dengan kehadiran PLIK memudahkan mereka agar lebih mudah

menjangkau akses internet karena jaraknya yang cukup dekat. Namun ironisnya di

tengah dukungan mereka terhadap PLIK, beberapa di antara mereka ada yang

tidak mengetahui bahwa warung internet yang sering mereka kunjungi adalah

program PLIK yang merupakan bagian dari program pemerintah. Hal tersebut

dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat setempat.

PLIK bertujuan untuk mencerdaskan warga melalui internet, Namun dari

hasil penelitian yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa penggunaan PLIK

kurang begitu maksimal karena penggunanya didominasi oleh para pelajar dan

santri yang penggunaannya lebih banyak ditujukan untuk media hiburan seperti

jejaring sosial serta game online, ketimbang media informasi untuk bahan baku

belajar.

Di samping itu PLIK juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian

warga sehingga dapat terwujudnya masyarakat sejahtera (welfare society). Ada

beberapa studi menemukan dampak positif kehadiran telepon atau internet di

pedesaan. Misalnya riset tim Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM (Pustral

UGM). Penelitian tim UGM tahun 2007 itu menyebut, internet atau telepon yang

diselenggarakan lewat program KPU memberikan manfaat ekonomi, seperti

meningkatkan produktivitas pertanian, produktivitas non-pertanian, dan

pemerataan pendapatan di Pedesaan Indonesia yang telah memiliki fasilitas

internet dan telepon (BP3TI, 2012: 27).
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Berbeda halnya dengan masyarakat umum di Kecamatan Banjar yang

berasal dari kalangan ibu rumah tangga, petani dan buruh, minat mereka terhadap

internet khususnya melalui PLIK kurang. Penyebabnya yakni karena mereka tidak

memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengakses ICT, bahkan mereka tidak

mengganggap internet sebagai kebutuhan yang sangat penting. Sehingga mereka

kurang memanfaatkan internet untuk kepentingan ekonomi. Padahal konsep

pembangunan sekarang sudah beralih dari “capital development” menjadi “human

development” yang menghendaki proses dan pemberdayaan manusia.

Dengan desa global melalui PLIK, masyarakat sekitar tidak perlu lagi

berbondong-bondong ke kota hanya untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari

informasi. Pemenuhan pengetahuan yang menjadi akar pembangunan manusia

bisa dilakukan melalui desa itu sendiri (BP3TI, 2014:45). Namun terkait dengan

masalah pemanfaatan PLIK, di lain sisi ada beberapa masyarakat yang pernah

menggunakan PLIK untuk kepentingan pengiriman KTP melalui email, itu pun

perlu didampingi oleh Mitra PLIK. Sementara untuk masyarakat dari kalangan

guru, mereka cukup memanfaatkan PLIK yakni untuk kepentingan sekolah.

Dari uraian tersebut artinya pemanfaatan PLIK di Kecamatan Banjar

belum sampai pada kepentingan ekonomi secara produktif karena masyarakat

masih terkendala oleh ketidakmampuan dalam menggunakan perangkat ICT. Hal

demikian menggambarkan bahwa masyarakat yang masuk ke dalam kalangan

pelajar disebut sebagai digital native yakni generasi yang lahir dan hidup dalam

era yang serba terdigitalisasi dan terkoneksi. Sementara masyarakat yang masuk

ke dalam usia dewasa adalah bagian dari generasi digital immigrant yang
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mengenal internet saat usia dewasa. Sehingga daya adaptasi untuk memiliki

kemampuan dalam mengoperasikan ICT khususnya internet cukup lambat.

Dengan demikian kesenjangan digital dan kesenjangan informasi masih

terjadi yang bertolak pada segmentasi usia dan tingkat pendidikan, baik di antara

kalangan muda dengan kalangan orang tua. Akibatnya kalangan muda disebut

sebagai rich information karena memiliki akses online lebih banyak, sementara

kalangan orang tua disebut sebagai poor information karena minimnya akses

online melalui PLIK. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut maka untuk

mewujudkan masyarakat informasi sebesar 50% di tahun 2015 sulit untuk

tercapai.

Terlepas dari aspek sosial-budaya serta ekonomi, untuk lingkungan politik

sendiri implementasi program PLIK juga mengalami situasi yang kurang

kondusif. Kendala tersebut berasal dari oknum-oknum partai yang berupaya untuk

mendiskriditkan partai yang ditunggangi oleh Menteri Komunikasi dan

Informatika melalui program PLIK. Upaya pendiskriditan dilakukan dengan cara

menganggap bahwa program PLIK sebagai program yang gagal, tanpa adanya

peninjauan terlebih dahulu mengenai kronologi kerusakan dan perbaikan

perangkat PLIK. Padahal pihak penyedia jasa sendiri sudah memiliki data historis

mengenai proses pelaksanaan PLIK.

Gesekan-gesekan yang menimbulkan instabilitas politik tersebut akan

berimplikasi pada kinerja implementasi program PLIK, karena nantinya

masyarakat akan ikut terpengaruh atas pernyataan-pernyataan yang belum jelas

kebenarannya bahwa program PLIK sebagai program yang gagal tanpa melihat
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terlebih dahulu kronologis kejadian yang sebenarnya. Padahal kebijakan publik

perlu adanya dukungan dari setiap partai politik, selagi kebijakan tersebut

pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan memihak pada kepentingan masyarakat.

Namun tanpa menghindari adanya masukan-masukan atau kritik dan saran yang

konstruktif, demi terselenggaranya program PLIK yang lebih baik ke depannya.

Selain itu pula lingkungan politik yang kurang kondusif tersebut nantinya akan

berpengaruh terhadap kualitas kerja para agen pelaksana yang kurang mengalami

diskresi (keleluasaan) dalam menjalankan program PLIK. Bahkan pula akan

berpengaruh langsung terhadap pemangku kebijakan khususnya Menteri

Komunikasi dan Informatika, yang seharusnya berfokus pada usaha untuk

mengoptimalkan PLIK justru beralih pada usaha untuk mencari pengaruh atau

mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui partai politiknya.

Selain itu ada pula pernyataan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Pandeglang yang mengeneralisir bahwa program PLIK

sama dengan program kementrian lainnya, yang melibatkan kader atau anggota

partai menterinya sebagai pelaksana program di daerah. Begitu pula program

PLIK yang menunjuk kader atau anggota partai sebagai Mitra PLIK, walaupun

pada kenyataannya hal demikian tidak benar.

Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman peneliti dalam menilai

aspek dimensi lingkungan eksternal, maka peneliti membuat tabel hasil penilaian

tersebut sebagai berikut:
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Tabel 4.12
Hasil Penilaian atas Dimensi Lingkungan Eskternal

Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
Lingkungan Sosio-kultur - Kondisi kultur yang kurang

permisif menerima kemajuan
teknologi. Karena persepsi
masyarakat bahwa internet
identik dengan pronografi

- Dilarang membuka PLIK di jam
malam

- Banyaknya ketidaktahuan
masyarakat akan program PLIK,
sehingga masyarakat
mengenalnya sebagai warnet
biasa yang bernama LY Net

- PLIK banyak dinikmati oleh
kalangan pelajar bukan
masyarakat secara umum,
karena banyak yang tidak bisa
menggunakan perangkat ICT

- Pemanfaatan PLIK yang kurang
maksimal, karena penggguna
lebih sering mengakses jejaring
sosial dan game online

- Belum baik

- Belum baik

- Belum baik

- Belum baik

- Belum baik

Lingkungan Ekonomi - PLIK belum dimanfaatkan
untuk kepentingan ekonomi
oleh masyarakat umum
khususnya orang tua, karena
kurangnya kemampuan dalam
menggunakan perangkat ICT

- Belum baik

Lingkungan Politik - Adanya usaha pendiskriditan
dari parpol lain terhadap parpol
yang ditunggangi oleh Menteri
Kominfo melalui program PLIK

- Mitra tidak berafiliasi dengan
parpol yang ditunggangi oleh
Menteri Kominfo

- Belum baik

- Baik

(Sumber: Peneliti, 2014)

Dari uraian pembahasan dan tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan

sementaranya bahwa pelaksanaan PLIK mengalami kendala dari lingkungan

eksternal, faktor penghambat tersebut berasal dari mind-set serta culture-set yang
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ada di masyarakat Kecamatan Banjar. Selanjutnya pemanfaatan PLIK kurang

begitu maksimal karena penggunanya rata-rata adalah pelajar dan santri, bukan

masyarakat secara umum, serta beberapa di antara mereka tidak mengetahui

bahwa PLIK adalah program pemerintah. Kemudian penggunaan PLIK di

Kecamatan Banjar lebih sering digunakan untuk mengakses jejaring sosial dan

game online ketimbang media informasi untuk bahan baku belajar.

Di samping itu adanya ketidakmampuan masyarakat (orang tua) dalam

menggunakan perangkat ICT, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya

pemanfaatan PLIK secara produktif untuk kepentingan ekonomi. Selanjutnya

lingkungan politik pun mengalami situasi yang kurang kondusif dengan adanya

upaya mendiskriditkan partai politik yang ditunggangi oleh Menteri Komunikasi

dan Informatika melalui program PLIK, serta pernyataan yang mengeneralisir

bahwa program PLIK sama dengan program kementrian lainnya yang melibatkan

kader partai sebagai pelaksana program di tingkat masyarakat. Meskipun pada

kenyataannya hal tersebut tidak benar.

Dari pembahasan hasil penelitian atas keenam skema penelitian yang telah

dijelaskan di atas, dapat memberikan informasi bahwa implementasi program

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten

Pandeglang belum berjalan dengan optimal.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka

penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Pusat Layanan Internet

Kecamatan (PLIK) di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dikatakan

belum berjalan optimal, yang disebabkan karena terdapat beberapa permasalahan

sebagai berikut:

Pertama, tidak adanya instruksi khusus berupa SOP (Standard Operating

System) yang jelas dari BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika) kepada pemerintah daerah terkait yakni Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pandeglang serta Kantor

Kecamatan Banjar untuk melakukan koordinasi dan pengawasan dalam

implementasi program PLIK. Kedua, tidak adanya inisiatif dari pemerintah

daerah terkait, dalam mengoptimalkan program PLIK. Ketiga, dari segi sumber

daya manusia yakni terbatasnya jumlah pegawai maintainer dan kompetensi

Mitra PLIK yang belum mumpuni, serta tidak adanya pegawai operator yang

bertugas untuk menggantikan posisi Mitra PLIK ketika mengajar di sekolah.

Keempat, masyarakat belum sadar akan pentingnya internet. Kelima, sarana dan

prasarana PLIK yang belum memadai, karena kurangnya pemeliharaan dan

layanan perbaikan yang lambat. Keenam, tidak adanya ketegasan pihak BP3TI

terhadap beberapa indikasi pelanggaran yang terjadi.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mencoba memberikan

beberapa saran untuk keberhasilan program PLIK di Kecamatan Banjar ke

depannya, yakni berupa rekomendasi yang bersifat praktis seperti berikut ini:

1. Diharapkan pihak BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan

Telekomunikasi dan Informatika) membuat instruksi khusus atau SOP

(Standard Operating Procedure) yang jelas dan mudah dipahami bagi

pemerintah daerah yang terlibat seperti Dinas Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika Kabupaten Pandeglang serta pihak Kantor Kecamatan

Banjar untuk melakukan koordinasi dan pengawasan program PLIK.

2. Diharapkan pihak Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang serta Kantor

Kecamatan Banjar ikut terlibat secara aktif dalam mengoptimalkan PLIK

di Kecamatan Banjar, serta melaporkan perkembangannya kepada BP3TI.

3. Menambah jumlah pegawai ISAT Net sebanyak 2 orang, yang bertugas

sebagai tim maintainer untuk wilayah Kabupaten Pandeglang,

mengadakan pelatihan yang intensif untuk Mitra PLIK di Kecamatan

Banjar serta mengadakan pegawai operator PLIK untuk menggantikan

posisi Mitra PLIK ketika mengajar di sekolah.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Banjar akan

pentingnya internet, melalui sosialisasi serta pelatihan internet secara

gratis untuk mencari informasi penting melalui pemanfaatan PLIK.

Kemudian mensosialisasikan PLIK melalui berbagai media iklan baik

media eletronik, cetak dan online layaknya program dari kementrian lain.
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5. Meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan yang cepat tanggap serta

mengganti sarana dan prasarana (perangkat vital serta perangkat

penunjang) PLIK yang kurang memadai baik bagi Mitra serta ISAT Net.

6. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

Mitra PLIK, yakni adanya tarif layanan internet yang menyalahi kontrak,

dan secepatnya Mitra merubah tarif layanan internet tersebut sesuai

dengan ketentuan kontrak dari Rp. 3.000,-/jam ke tarif standar sebesar Rp.

2.000,-/jam. Kemudian segera memasang informasi tarif layanan tersebut

dalam bentuk tertulis. Merubah papan info jam operasional PLIK

secepatnya sesuai dengan ketentuan jam operasional yang sudah

dijalankan. Selain itu pula BP3TI memberikan sanksi secara tegas kepada

ISAT Net karena telah melakukan pungutan biaya kepada Mitra PLIK baik

untuk uang jaminan maupun insentif pegawai maintainer.
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24/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 
tentang Pengamanan Jaringan Telekomunikasi 

Berbasis Protokol Internet; 
 

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika    
Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang 

Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 
 

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 
Informatika; 
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18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES 

INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL 
TELEKOMUNIKASI  INTERNET KECAMATAN. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam 

bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, 

dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnya.  

2. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 

Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan 

dalam bertelekomunikasi. 
 

3. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi 

untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi 

dengan menggunakan jaringan Telekomunikasi. 
 

4. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga 

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 
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5. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah 

kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan 

telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi. 

6. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi 

yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 
 

7. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan 

telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi 

yang berbeda. 
 

8. Protokol Internet  (Internet Protocol/IP) adalah nomor 

identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat 

dalam sebuah perangkat yang terhubung  ke jaringan 

internet. 
 

9. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet 

kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet 

Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses 

internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah 

terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan 

yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta 

wilayah yang belum tersedia akses internet untuk 

umum dengan harga terjangkau. 
 

10. Pusat Layanan Internet Kecamatan yang selanjutnya 

disingkat PLIK adalah pusat sarana dan prasarana 

penyediaan layanan jasa akses internet di ibu kota 

kecamatan yang dibiayai melalui dana Kontribusi 

Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi. 
 

11. PLIK yang bersifat tetap adalah Pusat Layanan Internet 

Kecamatan yang ditempatkan secara tetap di WPUT 

Internet Kecamatan. 
 

12. PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan 

Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan 

berpindah tempat (mobile) untuk menjangkau 

masyarakat yang belum terjangkau oleh Layanan PLIK 

yang bersifat tetap di WPUT Internet Kecamatan. 
  

13. Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan 

Internet Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

SIMMLIK adalah sistem manajemen dan monitoring 

PLIK yang dioperasikan oleh Balai Penyedia dan 

Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan 

Informatika. 

14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika. 
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15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang 

Penyelenggaraan Pos dan Informatika.  

17. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan 

Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya 

disingkat BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis               

di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan 

Pos dan Informatika yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum    (PPK-

BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan 

Pos dan Informatika. 
 

18. Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang selanjutnya 

disingkat UPT Kementerian adalah unit kerja teknis 

Kementerian yang berada di daerah. 
 

 

BAB II 
PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH 

PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI  

INTERNET KECAMATAN 
 

Pasal 2 

(1) Penyediaan jasa akses internet pada WPUT Internet 

Kecamatan dilaksanakan dengan penyediaan PLIK       

di kecamatan, yang terdiri dari: 

a. PLIK yang bersifat tetap; dan 

b. PLIK yang bersifat bergerak. 
 

(2)  PLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyediakan layanan jasa akses internet yang 

memiliki:  

a. kecepatan transfer data (throughput) sekurang-

kurangnya sebesar 256 Kbps (downlink) dan           

128 Kbps (uplink), berdasarkan hasil  pengukuran 

yang dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK;  

b. latency maksimal 750 ms, berdasarkan hasil  

pengukuran yang dilakukan dari Server PLIK                

ke SIMMLIK; dan 

c. packet loss maksimal 2% (dua perseratus), 

berdasarkan hasil  pengukuran yang dilakukan 

dari Server PLIK ke SIMMLIK.  
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(3)    PLIK yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada     

 ayat (1) huruf a hanya terdiri dari:  

a. 5 (lima) personal computer multimedia beserta 

Operating System (OS); 

b. 1 (satu) server berisikan aplikasi push and store 

content, billing system dan pencatatan identitas 

pengguna; 

c. modem; 

d. printer multifungsi;  

e. peripheral jaringan; 

f. keamanan jaringan; 

g. meubeller untuk komputer; 

h. catu daya; 

i. backup catu daya; 

j. daftar tarif; dan 

k. rambu penunjuk lokasi serta rambu papan nama. 
 

(4)   PLIK yang bersifat bergerak sebagaimana dimaksud    

 pada ayat (1) huruf b terdiri dari: 

a. 5 (lima) personal computer multimedia beserta 

Operating System (OS); 

b. 1 (satu) server berisikan aplikasi push and store 

content, billing system dan pencatatan identitas 

pengguna; 

c. modem; 

d. printer multifungsi;  

e. peripheral jaringan; 
f. keamanan jaringan; 

g. meubeller untuk komputer; 

h. catu daya; 

i. backup catu daya; 

j. daftar tarif;  

k. kendaraan roda 4 (empat) atau moda 

transportasi lainnya; dan 

l. tanda pengenal PLIK yang dipasang pada 

kendaraan atau moda transportasi lainnya. 
 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai PLIK diatur dalam 

dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI. 
 

Pasal 3 

(1) Selain pada WPUT Internet Kecamatan sebagaimana 

dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1), penyediaan PLIK 

dapat ditambah di lokasi tertentu berdasarkan usulan 

dari:  
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a. Kementerian/Lembaga; 
 

b. Pemerintah Daerah; 
 

c. kelompok masyarakat; dan/atau 
 

d. institusi lain yang membutuhkan. 

 
(2) BPPPTI akan melakukan evaluasi dan verifikasi 

terhadap usulan penyediaan PLIK di lokasi tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).   

(3) BPPPTI menetapkan penyediaan PLIK di lokasi 

tertentu berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

  

Pasal 4 
 

(1) Setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang 

dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI. 

(2) Setiap PLIK harus menggunakan akses internet dari 

SIMMLIK. 

(3) SIMMLIK dilaksanakan oleh BPPPTI sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, yang berfungsi 

sebagai: 

a. sistem penyediaan akses internet; 

b. sistem monitoring dan manajemen perangkat serta 

jaringan; dan 

c. pusat manajemen distribusi konten. 

(4) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

merupakan konten yang bersifat aman, sehat, dan 

mendukung kegiatan perekonomian dan pendidikan 

termasuk mendukung industri kreatif. 

(5) SIMMLIK harus terhubung dengan Internet Exchange 

yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI. 

(6) Ketentuan mengenai SIMMLIK dan Internet Exchange 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 5 
 

WPUT Internet Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah 

berkoordinasi dengan Instansi terkait dan/atau 

mempertimbangkan masukan dari masyarakat. 
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BAB III 

PENYEDIA PUSAT LAYANAN  

INTERNET KECAMATAN 
 

Pasal 6 
 

(1) Penyedia PLIK ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan proses pelelangan yang 
dilaksanakan oleh BPPPTI. 

(2) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada   
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPPPTI dalam 

dokumen lelang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Calon penyedia PLIK yang dapat mengikuti lelang 

penyediaan PLIK adalah penyelenggara jasa akses 

internet (internet service provider). 

(2) Penyelenggara jasa akses internet (internet service 

provider) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan kemitraan dengan pihak lain yang 

kemitraannya dipimpin oleh penyelenggara jasa akses 

internet (internet service provider). 

(3) Calon penyedia PLIK dapat mengikuti lelang lebih dari 

1  (satu) paket pekerjaan. 

(4) Calon penyedia PLIK dapat menjadi pemenang lelang    

lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. 

(5) Ketentuan mengenai komposisi paket pekerjaan diatur 

lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan 

oleh Kepala BPPPTI. 
 

 

Pasal 8 

(1) Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang 

penyediaan PLIK sekurang-kurangnya meliputi aspek: 

a. besaran biaya penyediaan PLIK; 
 

b. routing yang paling efisien (least cost routing); dan 
 

c. kualitas pengoperasian dan pemeliharaan PLIK. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI. 
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BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA PUSAT LAYANAN 

INTERNET KECAMATAN 
 

Pasal 9 
 

Penyedia PLIK berhak: 

a. menggunakan teknologi internet yang ada sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan penyediaan PLIK; 

b. mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK; dan 

c. memperoleh seluruh pendapatan dari hasil PLIK. 
 

Pasal 10 
 

Penyedia PLIK wajib untuk: 

a. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi 

yang telah  memperoleh sertifikat dari Direktorat 

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 

Informatika; 

b. menggunakan belanja modal (capital expenditure/capex) 

sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) 

untuk pembelanjaan produksi dalam negeri;  

c. mengutamakan penggunaan piranti lunak berbasis open 

source, dengan ketentuan akan diatur lebih lanjut 

dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh Kepala 

BPPPTI; 

d. menggunakan Internet Protocol (IP) Public di setiap server 

PLIK dan menyampaikan identitas pengguna IP Public 

tersebut secara berkala ke BPPPTI; 

e. melakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan 

melaporkan secara berkala kepada BPPPTI;  

f. membangun, mengoperasikan, memelihara sarana dan 

prasarana serta layanan PLIK berdasarkan jumlah dan 

tingkat kualitas layanan sebagaimana ditetapkan dalam 

kontrak antara penyedia PLIK dengan BPPPTI; 

g. menjamin interoperability dari sistem jasa akses internet 

yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara jasa 

akses internet lainnya;  

h. mengoperasikan PLIK yang bersifat tetap untuk layanan 

internet sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam sehari;  

i. mengoperasikan PLIK yang bersifat bergerak untuk 

layanan internet sekurang-kurangnya 4 (empat) jam 

sehari dan memberikan layanan edukasi dan 

penyebaran informasi sekurang-kurangnya 4 (empat) 

jam sehari sesuai dengan karakteristik wilayah paket 

pekerjaan yang dimenangkan; 
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j. memberlakukan tarif layanan jasa akses internet yang 

terjangkau dan bersaing sesuai dengan subsidi 

Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yang 

besarannya diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang 

yang ditetapkan oleh Kepala BPPPTI; 

k. menyediakan layanan pengaduan pengguna; dan 

l. melakukan pengamanan jaringan internet sesuai       

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB V 

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN  

PELIMPAHAN PLIK 
 

Bagian Kesatu  

Pengoperasian dan Pemeliharaan  
 

Pasal 11 
 

(1) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK, 

Penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan masyarakat 

dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

(2) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK 

yang bersifat bergerak, Penyedia PLIK wajib 

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat 

dengan melibatkan masyarakat dan/atau Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM). 

(3) Keikutsertaan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) serta Pemerintah Daerah setempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berdasarkan perjanjian kerjasama. 
 

Bagian Kedua  

Pelimpahan  
 

Pasal 12 
 

(1) Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian                 

yang menginginkan pelimpahan aset PLIK yang 

bersifat bergerak dapat mengajukan permohonan 

kepada Penyedia PLIK paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum masa kontrak berakhir untuk dilakukan 

evaluasi. 
 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia PLIK 

wajib melimpahkan semua aset hasil penyediaan PLIK 

yang bersifat bergerak kepada Pemerintah Daerah 

dan/atau UPT Kementerian setelah masa kontrak 

berakhir. 
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(3) Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian                   

yang menginginkan pelimpahan aset PLIK yang 

bersifat bergerak wajib mengalokasikan anggaran 

untuk menanggung biaya yang timbul akibat 

pelimpahan aset meliputi, antara lain: 

a. biaya pelatihan dan bimbingan teknis; 
 

b. biaya operasi PLIK; dan  
 

c. biaya lainnya yang diperlukan. 
 

(4) Dalam hal tidak ada Pemerintah Daerah dan/atau UPT 

Kementerian yang menginginkan pelimpahan aset 

penyediaan PLIK yang bersifat bergerak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), BPPPTI atas persetujuan 

Penyedia PLIK dapat merelokasi pelimpahan kepada: 

a. Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian 

lainnya; 

b. kelompok masyarakat; dan/atau 

c. institusi lain yang membutuhkan. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan aset hasil 

penyediaan PLIK yang bersifat bergerak diatur lebih 

lanjut dalam kontrak. 

 

Pasal 13 
 

(1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

kelompok masyarakat dan/atau institusi lain yang 

menginginkan pelimpahan aset PLIK yang bersifat 

tetap di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan permohonan 

kepada Penyedia PLIK paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum masa kontrak berakhir untuk dilakukan 

evaluasi.  

(2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia PLIK 

wajib melimpahkan semua aset hasil penyediaan 

PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu kepada  

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

kelompok masyarakat dan/atau, institusi lain yang 

membutuhkan setelah masa kontrak berakhir. 

(3) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

kelompok masyarakat dan/atau, institusi lain yang 

menginginkan pelimpahan aset PLIK di lokasi 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

mengalokasikan anggaran untuk menanggung biaya 

yang timbul akibat pelimpahan aset,antara lain 

meliputi: 

 



 

 

 13 

a. biaya pelatihan dan bimbingan teknis; 
 

b. biaya operasi PLIK; dan 
 

c. biaya lainnya yang diperlukan. 
 

(4) Dalam hal tidak ada Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat dan/atau, 

institusi lain yang menginginkan pelimpahan aset 

penyediaan PLIK yang bersifat tetap di lokasi 

tertentu, BPPPTI atas persetujuan Penyedia PLIK, 

dapat merelokasi pelimpahan aset PLIK tersebut 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau UPT 

Kementerian lainnya. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan semua 

aset hasil penyediaan PLIK yang bersifat tetap di 

lokasi tertentu diatur lebih lanjut dalam kontrak. 

Pasal 14 

(1) Aset PLIK yang bersifat bergerak dan/atau PLIK yang 

bersifat tetap di lokasi tertentu yang telah diserahkan 

oleh Penyedia PLIK kepada Pemerintah Daerah 

dan/atau UPT Kementerian menjadi Barang Milik 

Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 

dan/atau UPT Kementerian. 

(2) Pemerintah Daerah dan/atau UPT Kementerian                  

yang mendapatkan pelimpahan aset PLIK   yang 

bersifat bergerak dan/atau PLIK yang bersifat tetap di 

lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memelihara dan mengoperasikan PLIK sesuai 

dengan fungsinya sebagai PLIK. 

                               Pasal 15 

(1) Aset PLIK yang bersifat tetap di lokasi tertentu yang 

telah diserahkan kepada kelompok masyarakat 

dan/atau institusi lain yang membutuhkan menjadi 

hak milik kelompok masyarakat dan/atau institusi 

lain tersebut. 

(2) Kelompok masyarakat dan/atau institusi lain  yang 

mendapatkan pelimpahan aset PLIK yang bersifat 

tetap di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memelihara dan mengoperasikan PLIK 

yang bersifat tetap di lokasi tertentu sesuai dengan 

fungsinya sebagai PLIK. 
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BAB VI 
KONTRAK 

 

Pasal 16 
 

(1) Kontrak penyediaan PLIK bersifat tahun jamak 

(multiyears) untuk jangka waktu 48 (empat puluh 

delapan) bulan layanan dan pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kontrak penyediaan PLIK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil 

evaluasi sepanjang anggara tersedia dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam kontrak 

pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala 

BPPPTI. 
 

Pasal 17 

(1) Pembayaran atas biaya penyediaan PLIK diberikan 

berdasarkan kesiapan fungsi layanan dan berbasis 

kinerja dari: 

a. penyediaan; 

b. pengoperasian;dan 

c. pemeliharaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam  

kontrak penyediaan PLIK. 
 

BAB VII 
SANKSI 

 

Pasal 18 
 

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri 

ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 19 
 

(1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaa 

Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal. 

(2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal 

dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. 
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Pasal 20 

Dalam hal pengawasan dan pengendalian operasional PLIK 

di lapangan, Menteri dapat membentuk tim pengawasan 

dan pengendalian. 

 BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 21 
 

(1) Kegiatan penyediaan jasa akses Internet pada Wilayah 

Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet 

Kecamatan yang dilaksanakan sebelum berlakunya 

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai Penyediaan 

Jasa Akses Internet Pada WPUT Internet Kecamatan. 

(2) Kontrak Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah 

Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet 

Kecamatan yang ditandatangani sebelum berlakunya 

Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai 

dengan berakhirnya masa kontrak. 
 

BAB X 

PENUTUP 
 

Pasal 22 
 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan 

Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal 

Telekomunikasi Internet Kecamatan; dan 

b. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika           

Nomor   19/PER/M.KOMINFO/11/2009  tentang                          

Perubahan        Atas               Peraturan Menteri Nomor                                          

48/PER/M.KOMINFO/11/2009      tentang   Penyediaan 

Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal 

Telekomunikasi Internet Kecamatan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 23 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

                                                                                                                                                                                                                                  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal  2 Januari 2013            

                    

  MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

                  REPUBLIK INDONESIA, 

                   

 

 

              

                                       TIFATUL SEMBIRING 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Januari 2013 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

                  REPUBLIK INDONESIA, 
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LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian











LAMPIRAN 3

Pedoman Wawancara



PEDOMAN WAWANCARA

Teori Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Donald Van Metter dan
Carl Van Horn (1975)

No Skema Umum Penilaian Kisi-kisi wawancara Informan
1. Ukuran dan Tujuan

Kebijakan :
a. Kejelasan

b. Terukur

- Tujuan program PLIK
- Cara mengukur standar

keberhasilan program PLIK
- Kesesuaian program dengan

kebutuhan masyarakat

I1,I2,I3,I4,I5

I2,I3,I4,I5

2. Sumber Daya :
a. Dukungan sumber

daya manusia

b. Dukungan dana

c. Dukungan sarana dan
prasarana

d. Dukungan waktu

- Jumlah sumber daya manusia
dari para implementor

- Kesesuaian penempatan kerja
dengan latar belakang
pendidikan para implementor

- Kinerja para implementor
- Kondisi finansial dari

program PLIK
- Kondisi sarana dan prasarana

PLIK
- Kecukupan waktu dalam

menjalankan program

I1,I2,I3,I4,I5

I1,I2,I3,I4,I5,I6

I1,I4,I5

I1,I4,I5,I7,I8

I1,I4,I5,I7,I8

3. Karakteristik Agen
Pelaksana:
a. Karakteristik/Peran

b. SOP

c. Sanksi

- Apa karakter/peran dari
masing-masing stake holder

- Standard Operating
Procedure pelaksanaan
program PLIK

- Bentuk dan mekanisme sanksi
yang diberikan dalam
pelaksanaan program PLIK

I1,I2,I3,I4,I5

I1,I2,I3,I4,I5,I6

I1,I2,I3,I4,I5

4. Sikap/Kecenderungan
(Disposisi) Para
Pelaksana:
a. Kognisi Implementor
b. Respons implementor

- Pemahaman para implementor
- Bentuk dukungan dan

persetujuan para implementor

I1,I2,I3,I4,I5

I1,I2,I3,I4,I5



5. Komunikasi Antar
Organisasi:
a. Koordinasi

b. Sosialisasi

- Bentuk koordinasi yang
terjalin antara stake holder,
siapa saja yang melakukan
koordinasi, kapan koordinasi
dilakukan,

- Bagaimana sosialisasi yang
dilakukan, siapa pihak yang
terlibat dalam sosialisasi,
kapan sosialisasi dilakukan

I1,I2,I3,I4

I1,I2,I3,I4,I5,I6

6. Lingkungan Eksternal:
a. Kondisi sosial

b. Kondisi ekonomi

c. Kondisi politik

- Bagaimana kondisi sosial di
Kec. Banjar dalam mendukung
program PLIK

- Bagaimana kondisi ekonomi di
Kec. Banjar dalam mendukung
program PLIK

- Bagaimana kondisi politik di
Kec. Banjar yang
mempengaruhi pelaksanaan
program PLIK

I3,I5,I7,I8

I3,I5,I7,I8

I2,I4,I5

(Sumber: Peneliti, 2013)

PERTANYAAN WAWANCARA
KEPALA SEKSI OPERASI DAN MONITORING BP3TI

1. Apa tujuan dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apa standar dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah untuk

dipahami?
3. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk menunjang

pelaksanaan program PLIK?
4. Apakah sumber daya finansial yang ada sudah cukup untuk menunjang

pelaksanaan program PLIK?
5. Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang

pelaksanaan program PLIK?
6. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program PLIK?
7. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis dalam pelaksanaan program PLIK?
8. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan

program PLIK?
9. Apakah anda paham mengenai program PLIK?
10. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program PLIK?
11. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam pelaksanaan

program PLIK?
12. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program PLIK?



PERTANYAAN WAWANCARA
KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DISHUBKOMINFO KAB. PANDEGLANG

1. Apa tujuan dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apakah pelaksanaan program PLIK di Kecamatan Banjar sudah sesuai dengan

tujuan yang sudah ditetapkan?
3. Apa standar dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah untuk

dipahami?
4. Apakah pelaksanaan program PLIK di Kecamatan Banjar sudah sesuai dengan

standar yang sudah ditetapkan?
5. Apakah program PLIK sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Kecamatan

Banjar?
6. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program PLIK?
7. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis dalam pelaksanaan program PLIK?
8. Apakah anda paham mengenai program PLIK?
9. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program PLIK?
10. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam pelaksanaan

program PLIK?
11. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program PLIK?
12. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam

mempengaruhi keberhasilan program PLIK?

PERTANYAAN WAWANCARA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KANTOR KECAMATAN BANJAR

1. Apa tujuan dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apakah pelaksanaan program PLIK di Kecamatan Banjar sudah sesuai dengan

tujuan yang sudah ditetapkan?
3. Apa standar dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah untuk

dipahami?
4. Apakah pelaksanaan program PLIK di Kecamatan Banjar sudah sesuai dengan

standar yang sudah ditetapkan?
5. Apakah pelaksanaan program PLIK sesuai dengan kondisi masyarakat di

Kecamatan Banjar?
6. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program PLIK?
7. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis dalam pelaksanaan program PLIK?
8. Apakah anda paham mengenai program PLIK?
9. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program PLIK?
10. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam pelaksanaan

program PLIK?
11. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program PLIK?



12. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam
mempengaruhi keberhasilan program PLIK?

PERTANYAAN WAWANCARA
KOORDINATOR LAPANGAN ISAT NET

1. Apa tujuan dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apakah pelaksanaan program PLIK di Kecamatan Banjar sudah sesuai dengan

tujuan yang sudah ditetapkan?
3. Apa standar dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah untuk

dipahami?
4. Apakah pelaksanaan program PLIK di Kecamatan Banjar sudah sesuai dengan

standar yang sudah ditetapkan?
5. Apakah program PLIK yang dijalankan sesuai dengan kondisi masyarakat di

Kecamatan Banjar?
6. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk menunjang

pelaksanaan program PLIK?
7. Apakah sumber daya finansial yang ada sudah cukup untuk menunjang

pelaksanaan program PLIK?
8. Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang

pelaksanaan program PLIK?
9. Apa karakteristik organisasi anda sebagai pelaksana program PLIK?
10. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis dalam pelaksanaan program PLIK?
11. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan

program PLIK?
12. Apakah anda paham mengenai program PLIK?
13. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program PLIK?
14. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam pelaksanaan

program PLIK?
15. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program PLIK?
16. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam

mempengaruhi keberhasilan program PLIK?

PERTANYAAN WAWANCARA
MITRA PLIK KECAMATAN BANJAR

1. Apa tujuan dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah dipahami?
2. Apakah pelaksanaan program PLIK sudah sesuai dengan tujuan yang sudah

ditetapkan?
3. Apa standar dari program PLIK sudah cukup jelas dan mudah untuk

dipahami?
4. Apakah pelaksanaan program PLIK sudah sesuai dengan standar yang sudah

ditetapkan?



5. Apakah program PLIK sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Kecamatan
Banjar?

6. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program PLIK?

7. Apakah sumber daya finansial yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program PLIK?

8. Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program PLIK?

9. Apakah anda paham mengenai program PLIK?
10. Apa karakteristik anda sebagai pelaksana program PLIK?
11. Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis dalam pelaksanaan program PLIK?
12. Apakah ada sanksi yang berlaku apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan

program PLIK?
13. Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program PLIK?
14. Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam pelaksanaan

program PLIK?
15. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program PLIK?
16. Bagaimana kondisi eskternal masyarakat di Kecamatan Banjar dalam

mempengaruhi keberhasilan program PLIK?

PERTANYAAN WAWANCARA
PENGGUNA PLIK DAN MASYARAKAT DI SEKITAR PLIK

KECAMATAN BANJAR

1. Apakah anda membutuhkan internet?
2. Apakah anda tahu apa itu program PLIK?
3. Apakah anda setuju dan mendukung adanya program PLIK?
4. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di PLIK Kecamatan Banjar?
5. Bagaimana aturan waktu operasional yang ditetapkan di PLIK Kecamatan

Banjar?
6. Informasi apa yang biasa anda cari dalam mengakses internet di PLIK?



LAMPIRAN 4

Surat Pernyataan Informan



























LAMPIRAN 5

Member Check







































LAMPIRAN 6

Transkrip Data dan Koding



TRANSKRIP DATA DAN KODING

Keterangan
Q: Pertanyaan
A: Jawaban
I : Informan

Q/I A KODING
Q1 Apa tujuan dari program PLIK?
I1 Kita harapkan tergelarnya infrastruktur di daerah-daerah yang

belum terjangkau internet atau tergelarnya layanan-layanan
internet di daerah yang belum ada layanan internet. Kalau dari
sisi penggelaran tujuannya kita sudah selesai. Kita kan pasang di
Banten berapa lokasinya. Misalkan kita pasang 200 ya. Itu
tergelarnya kita sudah anggap selesai. Kita melihatnya kan dari
sisi layanan. Terus kita pantau ternyata masyarakat misalkan
banyak yang pakai, banyak yang memanfaatkan kan itu tercapai.

(1)

I2 Yang jelas tujuannya ya ingin masyarakat Pandeglang ini ya
mengerti, melek internet. Pahamlah tentang internet. Bahkan
tujuan utamanya bahwa perekonomian di Pandeglang ini bisa
dijual melalui internet. Contoh Kalau internet atau PLIK ini ada
di Kecamatan Sobang misalkan, masyarakat Sobang itu bisa
mempromosikan tentang pertanian, tentang pembangunan,
tentang apa melalui internet itu. Sehingga banyak investor masuk
ke situ, Kalau tujuan akhirnya ke situ. Tapi kan… bapak
ngomongnya agak susah kata bapak juga.

(2)

I3 Tujuannya dijelaskan di sosialisasi, cuma saya susah inget,
gampang lupa gitu. Kalau semodel yang program lain kan
diiklankan di TV. Kaya model Te******* itu saya inget. Karena
ini booming sosialisasinya baru sekali, cuma susah. Apalagi
teknis pelaksanaan belum ada pelaksanaan apapun. Tapi kalau
liat di gambar ini (sambil melihat brosur) yang menggunakan
komputer berarti sebagian besar masyarakat yang awam sekali
sama internet. Artinya tujuannya memberikan dampak positif dari
internet. Seperti.. misalkan biar masyarakat melek internet.

(3)

I4 Kalau tujuannya PLIK itu mulia, agar masyarakat mudah
mengakses internet dengan harga yang murah dan terjangkau.

(4)

I5 Ga tau.. Cuma saya ambil poin-poinnya. Kalau ga salah
tujuannya salah satu di antaranya mencerdaskan warga desa.

(5)

Q2 Apa standar dari program PLIK?
I1 Banyak masyarakat yang pakai. Tapi tidak juga seperti itu.

Artinya indikatornya PLIK ini misalkan anak-anak yang dulunya
buta internet sekarang jadi ngerti internet, karena dengan tarif
Rp. 2000,- masyarakat jadi melek internet.

(6)

I2 Waduh.. bapak ga bisa ngukur.. ya karena kan, terus terang hasil (7)



keberhasilan PLIK di kabupaten ini, ukurannya tidak pernah
sampai ke kita. Apakah misalkan PLIK ini ramai dikunjungi
orang, per harinya berapa-berapa. Itu tidak tau. Jadi keberhasilan
PLIK yang ditempatkan di Pandeglang itu yang mengukur hanya
dari kementrian, dari BP3TI. Mestinya kan kalau mereka
menanyakan seperti begitu ke ke anda, PLIK ini setiap bulannya
memberikan laporan ke kita. Ini laporan tidak ada. Laporan
kemajuan. Artinya kan kalau ada laporan dari mereka ke kita
tentang kemajuan PLIK. Artinya kan bisa mengukur, kita punya
target. Oh ternyata misalkan di Pandeglang ini yang seharusnya
per orang per hari PLIK ini 20 orang sehari ternyata ini hanya 5
orang pengunjungnya ini. Atau misalkan hanya 4 orang per hari.
Artinya kan di situ kita bisa mengukur keberhasilan dan tidaknya.
Kalau ini kan tidak ada sama sekali. Tidak ada laporan
perkembangan PLIK di kecamatan ke kita.

I3 Masih belum jelas pelaksanaannya. Saya sendiri juga baru tau di
Kadu Bale ada PLIK juga tidak bisa mengukur kemajuannya.
Bahkan Pak Camat sendiri bingung. Pak camat juga tahu kesini-
sini awal 2013. Ya pastinya dengan adanya perangkat itu sendiri
yang disediakan oleh kementrian di setiap desa. Misalkan kalau 1
kecamatan ada PLIK di desa, ya idealnya ada 11. Kebetulan
untuk Banjar sendiri radiusnya cukup dekat dengan kabupaten.
Bisa lebih dekat ke warnet lain. Justru yang paling jauh itu Desa
Cibeureum. Warnet itu tidak ada. Bahkan untuk operator seluler
hilang timbul.

(8)

I4 Kalau standarnya jadi begini itu banyak faktor ya, standar itu
karena begini setiap lokasi pasti kan akan agak sedikit berbeda.
Kalau ya intinya keberhasilannya ya dengan on, berjalan online,
kemudian dapat diterima, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
itu istilahnya standarnya.

(9)

I5 Standar relatif sih. Kalau saya simple saja, jaringan tidak…
tidak... jaringan lancar aja. Full satu bulan itu sudah berhasil.
Sedangkan kan jarang 1 bulan full tidak ada gangguan.

(10)

Q3 Siapakah sasaran dari program PLIK?
I5 Kalau saya..waktu mengajukan sasarannya pelajar khususnya,

karena saya dulu Kalau praktek internet itu harus ke jauh. Ke
Maja, murid-murid SMAnya dibawa pakai angkutan.

(11)

Q4 Berapa target pembangunan PLIK di Pandeglang?
I4 Target 46, sudah dibangun semua. PLIK biasa. Jadi PLIK itu ada

PLIK sentraproduktif ada PLIK biasa. Lah kita kontraknya
dapetnya yang PLIK biasa. Kalau yang sentraproduktif sendiri
bukan dari kita pemenangnya. Beda lagi, tidak semua PLIK ke
kita, karena Kalau ga salah kantor pos ya yang jalan? Semua
ssudah dibangun yang 46 itu, dan tidak akan ditambah lagi
karena kita tidak dibayar. Kita dikasih kuotanya segini. Mau
dibangun lagi siapa yang mau bayar.

(12)



Q5 Sampai tahun berapa semua 46 PLIK tersebut selesai
dibangun?

I4 Kita kalau.. itu, total itu kan Jawa Barat Banten ya. Kurang lebih
kalau tidak salah itu sekitar bulan Juni apa ya, apa Juli 2011.
Sudah lama.

(13)

Q6 Bagaimana status kepemilikan PLIK nanti ke depan?
I1 Nah itu tidak kita bayar. Nanti 4 tahun kemudian kita serahkan ke

pemenang tender. Terserah setelah 4 tahun apakah mau.. Kalau
pendapatannya besar bisa dia lanjut. Nanti dia ada bagi hasil
dengan pengelola. Misalnya.. untung-untung mereka saja. intinya
yang dulunya tidak ada, jadi ada. Apa nanti di serahin.

(14)

Q7 Apakah program PLIK cukup sesuai dengan kondisi sosio-
kultur yang ada di masyarakat Kecamatan Banjar?

I2 Ya justru kan begini, saya katakan itu tetap realistis.. kenapa
dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, itu
sebetulnya msudah. Mudah tidak perlu dipelajari. Sebab begini
walaupun masyarakat, contoh lah masyarakat petani itu awam,
dia datang ke PLIK itu. Di dalam itu kan ada si Pengelola PLIK
itu bisa membimbing, bisa mengarahkan. Bahkan datang anak
sekolah, dia harus buka sejarah. Itu kan ada pembimbingnya.
Kalau pun orang awam datang ke situ, itu mungkin yang pertama
gampang. Tapi setelah 2 3 kali mereka pintar. Dengan teknologi
saat ini, sebab teknologi saat ini mudah diakses tidak sulit

(15)

I3 Ini kan masalah butuh atau tidaknya PLIK ini ya? Kalau PLIK itu
akan ditanggapi positif juga, di manapun. Desa Kadubale
Kecamatan Banjar juga akan dibutuhkan sekali. Apalagi di
Kecamatan Banjar hanya ada 3 warnet itu termasuk yang PLIK di
Kadubale. Saya kira karena medan jalannya rusak berat. Mata
pencahariannya petani, buruh, pedagang. Terkadang juga ada
perangkat desanya ada keinginan untuk memasang koneksi
internet, orang Te****pun biasanya keberatan karena medan
seperti itu dan katanya harus pasang tiang jaringan, biasanya
kebanyakan masyarakat juga berat.

(16)

I4 Kalau bisa dibilang sesuai atau tidak ini memang agak susah ini,
karena tidak semua masyarakat itu bisa memanfaatkan internet
itu dengan baik. Jadi mungkin Kalau saya liat agak melenceng ke
tujuannya. Karena begitu dikasih ini, tanyanya bukan ini
pengembangannya misalkan bisa untuk apa. Tetapi bisa game
online ga nih? Bisa untuk ini ga. Jadi terus begitu ada linux,
waduh linux susah dan sebagainya. Jadi memang Kalau saya
bilang membangun teknologi informasi itu cepat, tetapi bisa
memanfaatkan jadi apa membangun masyarakat supaya ini susah,
karena ini kan diperlukan banyak pihak gitu. Jadi Kalau dibilang
ya memang kurang. Mereka menggunakan ya menggunakan,
cuma untuk menjadi tujuan ini bahwa ini digunakan apa sebagai
internet, sarana untuk mencari informasi dan ini, kemudian itu

(17)



penyerapannya tidak 100% lah, itu masih kurang lah.
I5 Kalau terlalu tergantung sih ga. Cuma gimana ya.. memang

sekarang dimanfaatkan. Perbandingannya begini, pertama datang
internet kan saya, Kalau istilahnya didemo ya. Ada pembicaraan
mengenai internet. Jadi paham masyarakat awam, internet emang
identik dengan pornografi. Cuma saya jelaskan dan saya ajak
kesini dan menantang orang para orang tua untuk mengontrol dan
mendampingi, silahkan. Kalau ditolak ga, cuma kurang paham.
Banyak berita miring. Jadi persamaan antara internet dengan
pornografi itu memang kental. Cuma saya ajak bicara, lalu ajak
kesini. Yang diajak kesini kan milih, orang tua yang mana yang
cepat paham dengan ini.

(18)

Q8 Apakah masyarakat banyak yang mampu mengakses
internet?

I3 Belum neng..jadi belum. Karena sebagian besar mereka ini kan
adanya di kota-kota besar lah. Kota model Pandeglang Labuan.
Tapi untuk ke pelosok desa ini mereka belum. Belum terjamah.
Belum tersentuh. Model Kecamatan Banjar lah, itu kan yang
deket aja dengan Kota Pandeglang. Apalagi daerah Taman Jaya,
Sumur yang jauh-jauh.

(19)

I2 Kalau saya kira tau internet itu dari Hp. Kalau mengoperasikan
komputer belum.

(20)

Q9 Apakah sumber daya manusia yang ada ssudah cukup untuk
menunjang pelaksanaan program PLIK?

I1 Jumlah ada 17, yang dari teknik itu ada..10. Kalau dari non teknis
ada 7. Yang PNS ada 7. Kalau dari kita kan, dari semua
pekerjaan itu dikerjakan oleh orang operator lain ya. Kita hanya
monitoring saya kira cukup. Karena alasannya itu tadi, yang
melaksanakan pekerjaan kan misalnya operator. Orang yang
mengerjakan layanan kan pemenang tender. Kita kan hanya
monitoring.

(21)

I4 Kalau yang ke lapangan, yang untuk maintenance itu berarti…
(sambil mengingat-ngingat). Pandeglang, Lebak, Serang,
Tangerang, Karawang, Bogor, Indramayu, Cirebon, Bandung,
Majalengka…20 orang. 1 kabupaten itu 2 orang. Tapi ada yang
kabupaten deket digabung. Contoh Cilegon-Serang itu digabung.
Lebak sendiri, Pandeglang sendiri, Cilegon-Serang gabung,
Tangerang sendiri 2 orang. Cukup..jadi Kalau misalkan rata-rata
dia sehari menguasai 3, itu 10 hari uda 30. Tergantung Kalau
misalkan kendalanya cuaca kemudian ini ya kita geser-geser. Jadi
gini, mereka akan lapor ke Call Center dia tergantung laporannya
apa yang rusak. Kalau misalkan tim maintainer itu kan, dia punya
stok barang juga. Kalau misalkan itu pas sesuai kondisinya ada,
ya sudah di replace.Kalau yang service 1 orang cukup. Kan
barang tidak datang setiap hari. Ya jadi.. barang servisannya tidak
setiap hari masuk.

(22)



I5 Nah.. waktu itu saya ditanya sama maintainer, ko masih belum
paham kata dia. Kan ada pelatihan sudah beberapa kali ada
pelatihan, kata dia. Itu cuma dikasih tau linux aja. Nih begini-
begini.. saya untuk dasar komputernya sudah tau. Pengen tau
perbedaan sama windows aja. Termasuk diajarin billing system.

(23)

Q10 Apa latar belakang pendidikan anda sebagai Mitra PLIK?
I5 Saya pernah di AMIK (Akademi Manajememen Informatika dan

Komputer) Serang. Sekarang STMIK (Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer) namanya.

(24)

Q11 Apakah anda pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai
PLIK dari pihak penyedia jasa?

I5 Kalau saya ga ada. Kalau saya denger memang ada, di Rangkas
Kalau ga salah. Waktu itu ada sms nyasar ke hp saya suruh
datang ke Rangkas. Saat saya konfirmasi ke Abdul Djalal, kata
Abdul Djalal ga usah. Saya ga datang. Katanya ada. Pas mau
jalan internet sering ada panggilan. Di Rangkas. Rangkas sama
Serang Kalau ga salah. Kalau yang saya tau khusus Pengelola
PLIK sama tim disana, ada pelatihan. Saya taunya, saya tau
pastinya itu pas waktu mau mengoperasikan warnet, itu saya
belum paham sampe hari ini.

(25)

I6 Pelatihan di Carita. Pelatihannya cepat 2 hari 1 malam. Berdua
sama ade saya. Emang yang diundang 2 orang dari setiap PLIK.
Ini ga akan dibahas semua, karena teknis segala macam. Setelah
3 tahun lebih, kita baru dikasih tau tekhnisnya begini. Itu
pelatihannya belum lama sih.. baru 2014 pelatihannya mah.
Januari Kalau ga salah. Ya yang di undang 7 sih.. makanya
Cadasari, Karangtanjung, Pandeglang, Bojong, Picung, 5.. terus
apalagi. Terus Cimanuk, 1 lagi dari Labuan ga tau darimana.
Makanya saya bingung, ko se Pandeglang cuma 7 kan yang
datang. Memang datang semua tujuh-tujuhnya. Langsung datang
timnya ngundang secara tertulis. Yang mengadakan Global
Teknologi Media Informasi. Ya sebenarnya baru dikasih tau
semuanya, programnya segala macam. Aturan ini segala macam
untuk Mitra PLIK. Cuma memang pas kita tanya, ini kontrak 4
tahun. Setelah kontrak mau ngapain? Ga tau juga.. setelah 4
tahun gimana. Diambil lagi apa gimana. Jadi Kalau misalkan
kemaren kita mau protes. Gimana ini.. istilahnya mereka dikasih
buat pelatihan. Jadi diawal mereka ga tau.

(26)

Q12 Mengapa pelatihan kepada Mitra PLIK, dilakukan oleh
penyelenggara yang berbeda? Bukan dari ISAT Net?

I1 Itu yang ngelakuinnya penyedia. Ya ga apa-apa beda. ISAT dapet
kontrak dari BP3TI jaringannya punya dia. Komputernya saya
serahin ke PT Deel. Mebelnya saya serahin misalkan dari furnitur
apa.. terus pelatihannya saya serahin ke siapa.. yang ahli di
bidang IT siapa.. Saya tenderin kan bisa aja.

(27)

Q13 Bagaimana kualitas kinerja pegawai maintainer ketika



menangani PLIK disini?
I5 Sudah kamu ga tau apa-apa.. ini urusan saya, saya itu ngurus juga

se Pandeglang cuma ditugaskan dua orang. Kira-kira menurut
kamu bisa tidak?’ (Ungkapan dari salah satu maintainer). Emang
kasian juga, satu minggu itu.. dia kadang-kadang satu hari harus
datang ke 5 lokasi, sedangkan jauh-jauh. 1 hari kadang-kadang.
Dia datang kesini buru-buru mau datang ke Picung terus ke
Bojong. Kasian juga itu.

(28)

Q14 Apakah sumber daya finansial yang ada, ssudah mencukupi
untuk menunjang pelaksanaan program PLIK?

I1 Wah malah lebih. Ya kita kan pendapatan banyak. Cuma Kalau
kontrak sudah dibatasin sekian. Ga bisa kita ditambah lagi, kan
kontrak. Kalau ditambah lagi, kan sebrang (KPK) ngintip terus.
Kan Kalau sudah kontraknya misalkan 4 tahun 20 milyar, ya
sudah selama 4 tahun segitu. Kan sudah ditenderin sudah komit.
200 milyar misalkan.. contoh misalkan menggelar 100 PLIK.

(29)

I3 Karena itu tidak masuk kesini, jadi kita ga tau ada atau tidaknya
itu.

(30)

I4 Cukup.. karena semua perhitungannya ssudah dibatasi sekian-
sekian di kontrak.

(31)

I5 Penghasilan perhari itu rata-rata 50, bahkan kadang 20, kadang
30. Masalahnya saya hitung perbulannya aja. Kalau pendapatan
per bulan itu sekitar ga lebih dari 1 juta setengah. Walaupun
perharinya kadang dapat 20 kadang 10 ribu, gimana ininya aja.
Cuma akhirnya perbulan itu kadang ga lebih dari 1 juta setengah.
Berarti rata-rata 50an. Rp. 1.500.000,- itu kotor. Tapi kita
ngandelinnya anak sekolahan. Kalau anak sekolah libur, ya sudah
ga ada pemasukan. Cukup. Listrik itu 200. Jaringan ga bayar.
Paling kita cadangan untuk maintenance. Maintenance walaupun
dibayar oleh ISAT, tetep Kalau dia ga dikasih uang bensin susah.
Minimal dia datang mau perbaikan. Kita ngasih rokok kopi. Mau
pulang dikasih amplop. Ngasih 50 ribu, walaupun waktu ada
audit saya bilang ga pernah saya kasih

(32)

Q15 Berasal darimana sumber pendanaan PLIK?
I1 Ya. Jadi itu ada peraturan pemerintah. Harusnya adalah undang-

undang, tapi ini Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009, bahwa
diwajibkan seluruh operator telekomunikasi menyetor 1,25% dari
pendapatan kotor. Semua perusahaan telekomunikasi termasuk
penyedia jasa.

(33)

Q16 Bagaimana prosedur pembiayaan PLIK?
I1 Per 3 bulan. Ia menyerahkan data dulu, kita proses nanti ketauan

yang hidup kita bayar, yang mati tidak kita bayar. Tapi lebih dari
7 hari kita denda. Dia hidupnya sekian, ya dia harganya berapa
waktu kontrak. Kalau 200 Milyar misalkan 4 tahun kontrak atau
48 bulan. Terus misalkan 100 PLIK 200 Milyar. 2 Milyar bagi
100, terus kemudian bagi 48 bulan ketemu harga sebulan kan.

(34)



Harga sebulan ini dibagi lagi 30 hari. Jadi ketemu harga harian
ya. Nah yang harga harian itu kita liat yang beroperasi 8 jam
yang mana. Kalau langsung 2 Milyar bleg.. nanti yang mati kita
bayar. Namanya juga sewa layanan. Nanti Kalau saya langsung
bayar 200 M. Sebrang (KPK) datang kesini lagi. Ini mati ko
dibayar? Kan begitu. Sudah sering KPK kesini.

Q17 Berapa tarif operasional yang diberlakukan untuk PLIK?
I1 Rp 2.000,-. Kalau tidak ya harus dikembalikan Rp 2.000, karena

itu menyalahi kontrak. ya itu Kalau saya tau suruh harus
ngembaliin. Kalau saya ga tau ya.. itulah harusnya turun ke
lapangan kita kembalikan. Ga mau tau Kalau kontrak ngatain Rp.
2000,-, kamu harus ngikutin. Kita kan pegangannya kontrak.
betul ga mba? Kan kontrak sudah disepakati berdua. Lu harus
rugi ga rugi.. tak bayar. Itu pengelolanya berati main-main bukan
penyedianya. Kalau bukan berarti penyedia jasanya ga bener, tak
tegor nanti. Ah itu pinter-pinter pengelola kali. Kadang-kadang
pengelola suka merubah setting tanpa lapor ke penyedia.
Penyedianya dia tinggal, dia operasi lagi Rp. 3000 bisa aja kan.

(35)

I4 Rp. 2000,- .Berarti pada saat jam operasional itu Rp. 2000,-.
Kalau lebih dari itu ya silahkan. Itu tarif standar boleh. Mungkin
mereka bisa melebihi jam-jam non profitnya ya uda nih pakai jam
PLIK Rp. 2000,-. Kalau PLIKnya mereka bisa menggunakan
jamnya pakai jam umum, harganya standar umum. Tapi di luar
ketentuan.

(36)

I5 Rp. 3.000,-. Ya emang ketentuan dari ISAT. Saya buka dari pagi
sampe sore atau sampe malem itu tarifnya tetep Rp. 3000,- aja.

(37)

Q18 Apakah PLIK boleh membuka bisnis tambahan?
I1 Itu silahkan. Malah bagus. Ada kelontong, atau dikembangin itu

yang kita harapkan. Itu pinter-pinternya pengelola supaya
PLIKnya banyak yang pakai. Kalau banyak yang pakai, banyak
pemasukan buat pengeola. Kan pengelola sejahtera. PLIKnya
lancar kan enak juga ke penyedianya.

(38)

Q19 Apakah Mitra PLIK dikenakan pungutan biaya atau uang
jaminan?

I1 Oh itu tergantung dari penyedia. Karena kan trust, trust terhadap
orang tersebut. Misalnya saya dengan mba, saya trust. Ga usah
ngasih jaminan, kan trust. Tapi saya liat orangnya kaya preman
nih, misalnya.. Ga meyakinkan, banyak bohong. Saya kasih
jaminan kan gitu.. Suatu saat saya tinggal dan sama dia dijual,
ama dia kan ga ada jaminan. Tapi di peraturan BP3TI tidak
menyarankan. Artinya mencari pengelola silahkan. Itu namanya
deal B to B tadi. Termasuk bagian B to B tadi. Listrik kamu yang
bayar misalnya.. operator kamu yang bayar ya.. Pendapatan buat
kamu. Kamu tolong nyetor dong, biaya uang jaminan. Itu kan
namanya deal.

(39)

I4 Ga ada, Kalau kontrak ga ada ya. Kalau suruh bayar ga. Kalau (40)



uang jaminan ada, karena pengalaman awal-awal kita. Barang
sudah kita taro ya, kemudian mereka kabur barang pada hilang,
pada rusak. Jadi yang pertama kontrak iya, survey iya, tetapi ada
ikatan kadang juga mereka sembarangan juga. Karena kita ga tau
nyari orang semuanya dari 600 bukan saudara kita semua kan.
Kadang ada masalah. Makanya kita tentukan aturan Kalau dia
mau membayar uang jaminan. Maksudnya bukan membayar.
Menitipkan uang ke kita, otomatis dia pasti jadinya apa sih dia
punya rasa oh ini berarti ya punya rasa tanggung jawab,
istilahnya kaya Kalau anda misalkan gadein motor gitu kan,
otomatis kan motornya kan otomatis Kalau misalkan ga kembali
lagi, ga bakalan rodanya ilang satu. Jadi punya ikatan saling jaga.

I5 Suruh bayar 10 juta, tapi ga saya bayar. Yang saya bayar cuma 1
juta buat biaya pemasangan.

(41)

I6 Setor kesana itu Ibu Yulia 14 juta. Pak Ekonya sudah keluar.
Dulu kan yang dari ISATnya Pak Eko. Ada kwitansinya. Itu yang
lain juga pada komplen.

(42)

Q20 Berapa besar biaya uang jaminan tersebut?
I4 Bebas kita maksimum 10 juta, tetapi bisa jadi di kondisi tertentu

kita kan ada apa, verifikasi survey juga. Jadi misalkan, waduw ini
Kalau secara kredibilitasnya kayanya susah nih, ya sudah bayar
dulu. Tapi kadang uang ini dulu, kemudian lokasi ini. Kayanya
ini  menurut survey ini ga perlu sih. Yang kita kuatir suruh bayar,
ga mau. Waduh bahaya ini. Jadi itu sebetulnya sifatnya bukan
untuk membayar tapi untuk menjaga barang kita, karena kita
ssudah harus lebih banyak barang. Kalau misalkan 600 x 6 aja
kan uda 3600 barang. Lah Kalau kita sembarangan pada ilang
semua ribet ini.

(43)

Q21 Apakah nantinya uang tersebut akan dikembalikan?
I4 Dikembalikan dengan catatan barangnya tidak dijual untuk

mereka. Kalau di jual ya kita perhitungkan. Kan mitra ga
semuanya baik kan, karena kita nyari awalnya ga kenal.

(44)

Q22 Bagaimana tanggapan anda mengenai pungutan biaya atau
uang jaminan PLIK?

I2 Ya ga bisa begitu kan namanya gratis itu ada jaminan. Aneh.. ya
kan ga begitu. Kalau perusahaannya yang namanya barang gratis,
artinya gini, perusahaan sih sudah di kasih dana dong. Misalkan
neng, neng.. bikinin kopi bapak tuh disitu. Nih uang.. Harusnya
kan gratis kan.. Artinya uangnya sudah si neng terima, tinggal di
bikinin aja kopinya, dinikmati sama bapak. Enak kan ni kopi.
Kan masyarakat menikmati hasilnya, kenapa si neng yang
disuruh saya bikinin kopi, tapi saya yang takut rugi, kenapa
begitu. Logikanya apa coba neng? Terkecuali misalkan  mereka
ini. Neng bikin kopi tuh biayanya kamu yang nanggung. Si neng
mungkin berpikir, mungkin bikin kopinya juga encer apa. Masa
sih bapak kasih yang 500 pengen kopi yang enak. Kan begitu ya..

(45)



Nah ini kira-kira kan gambarannya kesitu. Kenapa saya bilang
mesti rugi, kenapa mesti ada uang muka. Kenapa ada pungutan
Kalau dari kementriannya mesti gratis.

Q23 Apakah ada bagi hasil antara Penyedia PLIK dengan Mitra
PLIK dari keuntungan operasional tersebut?

I4 Tidak ada. Jadi Kalau misalkan kita bangun ya semua
keuntungan dari PLIK kita berikan semua kesana, yang penting
Mitranya menjalankan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada
bagi hasil, itu tidak ada.

(46)

Q24 Apakah biaya insentif untuk tim teknis cukup?
I4 Cukup sih, karena  uang makan kemudian tinggal, kendaraan. Itu

semua kan dari kantor, mereka tinggal jalan aja.
(47)

Q25 Apakah sarana dan prasarana yang ada ssudah cukup untuk
menunjang pelaksanaan program PLIK?

I1 Sangat cukup sekali. Sarananya adalah SIMMLIK, kemudian
NMS (Network Monitoring System) untuk memproses data
perhitungan kinerja. Kinerja yang layanan tadi datanya kita
proses. Nanti keliatan yang hidup yang mana. PLIK ini yang
hidup 8 jam berapa. Itu kinerja layanan bukan kinerja BP3TI.
Jadi gini.. taroh lah di komputer ini. Komputer ini kan berapa
orang yang pakai kan di billing bisa kita print kan. Kecatet kan,
ada 10 internet kecatet di sini dia beroperasi berapa jam.

(48)

I4 Ssudah ada semua sih, mobil kemudian bengkel, workshop,
sama…alat-alat kerja ssudah cukup. Bengkel itu kan Kalau
misalkan barang itu kan kita, Kalau misalkan 1 PLIK itu ada 6
unit kan berarti kan 6 kali 600, kan ribuan itu kan. Berarti Kalau
ada yang rusak kita perbaiki. Jumlahnya ada.. mobil itu.. kita
karena lokasi jauh. Jadi kita itu untuk stok barang keliling. Jadi
mobil itu untuk naro barang-barang. Jadi Kalau dia pas jalan,
sopir sama ini gantian, belakangnya barang. Jadi Kalau misalkan
di lokasi itu ada yang rusak diperbaiki ga bisa, tuker langsung ke
mobil. Jadi  itu lebih  stok keliling lah. 1 kabupaten 1 mobil, ada
yang bergabung Kalau misalkan daerahnya gampang landai itu
gabungin. Jadi dia keliling langsung bawa barang.

(49)

I5 Rusak itu printer, speaker sudah hancur semua. Kalau keyboard
saya ganti sendiri, speaker juga waktu itu saya ganti sudah pernah
rusak lagi. Speaker masih ada 1. Hancur semua ga ada yang
direplace. Ya itu pakai modal sendiri aja, ga laporan. Artinya
Kalau yang kecil-kecil kita bisa tangani, ya.. kita tanganin aja.
Yang rentan rusak paling yang kecil-kecil, model keyboard,
mouse, speaker itu perangkat yang paling rentan. Itupun tidak
diganti dari perusahaan, saya aja beli sendiri. Kalau komputer
alhamdulillah normal semua. Komputer baru kemaren maintainer
datang komputer rusak dua. Bulan ini, Kalau ga salah tinggal hari
minggu, Kalau ga salah. Kemaren satu orang yang datang. Yang
saya rasain itu, dari awal kan ini rusak, printer, scan. Rusak, saya

(50)



tes rusak. Saya tulis laporan masukin laporan beberapa kali
maintenance, ga ada pergantian. Ini sudah ga dianggap.

I7-1 Ga nyaman, pengap. Kurang bersih. Fasilitasnya juga kaya
earphone ga ada. Ada earphone satu tapi rusak. Ruangannya
gelap. Jaringannya lola

(51)

I7-2 Kadang-kadang mouse ga bisa digerakin. Koneksinya sendiri
kadang-kadang ka nada gangguan kurang cepat.

(52)

I7-3 Nyaman, headset yang ga ada. (53)
Q26 Apakah kerusakan tersebut ssudah dilaporkan?
I5 Yang saya rasain itu, dari awal kan ini rusak, printer, scan.

Rusak, saya tes rusak. saya tulis laporan masukin laporan
beberapa kali maintenance, ga ada pergantian. Ini sudah ga
dianggap. Yang ini rusak dari ISAT pas awal dikasih, cuma scan
nya sudah saya perbaiki. Ini printernya harusnya bisa ngeprint
sama ngescan. Tapi ngescannya mah bisa, ngeprintnya ga bisa.
Kalau orang mau ngeprint pakainya ya yang punya saya sendiri.
Ada di rumah lagi dipakai

(54)

Q26 Apakah anda tau perangkat apa saja yang ditanggung oleh
ISAT Net?

I5 Pernah perasaan waktu itu monitor diganti sama ISAT. Sekarang
keyboard, mouse itu gampang rusak. Hampir semua ga ada yang
direplace. Tapi speaker masih ada satu. Yang saya tau.. semua
ditanggung sama ISAT. Kalau memang prosedurnya kaya gitu ga
semua barang ditanggung, jadi dari pertama dateng belum pernah
saya pakai.

(55)

Q27 Bagaimana kondisi jaringan yang ada di PLIK Kec. Banjar?
I5 Jaringan yang dikeluhkan banyak gangguan. Banyak gangguan,

kadang-kadang total ga konek kadang-kadang ada. Tapi lemot..
kadang-kadang ga ada hujan ga ada angin. Tapi yang hampir rata
Kalau banyak petir, rata itu langsung mati biasanya.

(56)

I7-1 Jaringannya lola. (57)
I7-2 Koneksinya sendiri kadang-kadang kan ada gangguan, kurang

cepat.
(58)

I7-3 Ya kadang-kadang suka lola. (59)
I8-1 Pernah lola. Katanya jaringannya lagi jelek. Bukan pernah sih

teh, sering. Kendalanya Kalau pemakaiannya banyak suka lola.
Kalau di Maja lebih cepat koneksinya.

(60)

Q28 Apakah anda tidak ingin menggantinya ke sp****?
I5 Jadi.. saya dulu emang gitu pengen ganti sp****. Kenapa

masalahnya, keluhannya hampir tiap bulan jaringan ada aja
gangguan. Apalagi Kalau cuaca begini, gangguan terus. Makanya
karena penangan lambat. Kadang 1 bulan, kadang paling cepat itu
1 minggu penangannnya. Ia dari menes, dari pihak ISATnya juga.
Dari maintenance paling satu minggu paling cepat. Makanya
banyak yang kesel. Sudah lah pada ganti jaringan. Akhirnya
nyambung pakai sp****.

(61)



Q29 Apakah itu penawaran dari ISAT Net atau keinginan anda
sendiri?

I5 Bukan ditawarin, saya pernah daftar ke sp****. Cuma ga ada
respon, uda dapat ke Te**** Pandeglang. Ga ada survey ga ada
apa, padahal saya sudah datang 2 kali. Sinyalnya harus pakai
kabel. Ini kemaren sekolah coba masang lagi dari Te****, ya itu
kabelnya.. Cuma ada yang mutus lagi. Di jalan.. itu yang nyolong
kabel. Kalau saya bukan mau diganti, dulu itu kan barang sudah
hampir 1 tahun waktu itu di rumah saya. Belum ada kejelasan
dari pihak manapun, itu internet mau dioperasikan kapan.
Katanya bentar lagi bentar lagi. Akhirnya saya inisiatif ke
Te**** datang. Tapi ya itu ga ada survey. Kalau untuk saat ini,
Kalau bisa emang, Kalau ada kabelnya saya pasang double.
Artinya Kalau dari Te**** itu dari sp****, ngehandle ketika
jaringan sedang eror. Jadi kita back-up lewat sp****. Sama sama
yang ada di Picung. Sekarang kebanyakan di Cikadueun itu di
back-up sama sp****, jadi double. Memang mahal. Tanggung
sama dia. Ya daripada pelanggan pada kabur kan paling gitu.
Lebih baik berkorban. Ini juga uda rencana mau pasang tower
lagi. Jadi..kerjasama sama temen di Picung. Pasang tower
tingginya 1 km, kaya wifi. Pakai biaya sendiri. Jadi kita Kalau
ngandelin komputer yang ada disini susah.

(62)

Q30 Apakah boleh Mitra mengganti jaringan ke sp****?
I1 Ya itu ga mau tau.. Kalau di kontraknya 8 jam, ya kita VSATnya

bandwithnya harus diperbesar atau harus dijaga benar
operasionalnya. Cuma VSAT kan tergantung cuaca juga. Kalau
mendung kan dia juga lemot kan. Itulah kelemahan VSAT.
Kenapa dulu dia waktu di tender menawarkan VSAT. Kan waktu
di tender dia nawarin, aku pakai ini pakai ini atau bisa juga dia
pakai VSAT bisa pakai sp**** ya boleh. Ya kita liat dulu,
penawarannya itu dia alternatifnya alternatif sp**** gitu kan. Ga
apa-apa dia pakai sp****. Kan di kontraknya dia uda nawarin
gitu.

(63)

Q31 Mengapa jaringan VSAT sering mengalami gangguan?
I4 Bukan kurang bagus sih,  apa namanya kita pakai OS. Untuk

lokasi yang jauh otomatis kan butuh  apa  ya settingan khusus.
Contoh Kalau misalkan ada gangguan VSAT gitu kan Kalau
misalkan, VSAT itu kan alatnya istilahnya tidak lumrah di
pasaran. Jadi harus di Jakarta semua. Bukan seperti komponen
radio, TV apanya. Jadi Kalau kerusakan gitu kita harus kirim,
Kalau misalkan tidak bisa ada yang diperbaiki. Kalau yang pakai
wireless atau sp**** mah relatif  bisa lah ditangani, karena kita
punya empat media koneksi. Ada VSAT, kemudian ada wireless,
sp**** dan ada  ADL. ADL itu jaringan kaya ADL 3G, modem
lah.

(64)

Q32 Mengapa PLIK di Kecamatan Banjar harus memakai



VSAT?
I4 Kan sesuai kondisi, contoh nih misalkan nih lokasi yang terakhir

kan ujung kulon tengah laut. Ga sp****, ga ada itu, ya tetep
harus pakai VSAT. Nah misalkan di lokasi itu  medannya masih
terjangkau oleh wireless, karena mungkin tidak terlalu banyak
bukit , ya kita koneksi. Jadi disesuaikan dengan kondisi
medannya. Jadi lagi koneksinya pakai sesuai kondisi yang ada di
lapangan. Ya bisa pakai sp****, tapi itu kan biasanya hanya di
pinggir-pinggir kota saja. Kalau yang pelosok-pelosok susah.

(65)

Q33 Apakah sumber daya waktu yang ada ssudah mencukupi
untuk menunjang pelaksanaan program PLIK?

I4 Minimum 8 jam perhari. (66)
I5 Setiap hari buka dari jam 8 sampe jam 5 sore. (67)

Q34 Dari waktu tersebut apakah dipermasalahkan oleh
masyarakat?

I5 Kalau keluhan dari masyarakat itu.. salah satu diantaranya buka
jam malam. Buka jam malam Kalau perempuan kan negatif, yang
ke dua jam kegiatan mengaji tergganggu. Ya kita saling
menghormati aja. Waktu itu kan buka, cuma sekarang ga. Waktu
itu saya buka dari jam 8 pagi waktu pertama ada program sampe
jam 10 malam. Karena ada pengaduan, ada masukan dari tokoh
masyarakat akhirnya kita cut sampe jam 5 sore. Adapun pagi
sebetulnya Kalau pagi ga gitu netep. Artinya Kalau saya memang
lagi ada jadwal ngajar.

(68)

I7-1 Ga setuju, karena Kalau misalkan kaya gitu menggangu gitu.
Misalnya pas waktunya dia pergi ke sekolah, eh dia malah pergi
ke warnet.

(69)

I7-2 Kalau menurut saya cukup, karena Kalau bisa dari dzuhur ga
menggangu anak sekolah.

(70)

I7-3 Saya mah setuju aja buka jam berapa juga. Asal jangan terlalu
malem aja ya.

(71)

I8-1 Kalau menurut saya mah ya, ga terlalu kelamaan lah. Takut
menganggu anak sekolah. Pas jam 12 anak-anak pulang sekolah,
baru buka. Kalau jam 8, jangan dikasih ke orang-orang sekolah
gitu teh. Jadi kaya ngeganggu, takut pada bolos. Bukan biasanya
pada bolos, sering malah.. Ada aja itu yang bolos.

(72)

Q35 Apakah PLIK anda pernah offline?
I5 Ga pernah. Saya itu maksimal buka dari habis dzuhur, karena

berkaitan sama jam mengajar. Kalau di sekolah sibuk, PLIK ga
ada yang jagain. Otomatis saya buka habis dzuhur. Saya ngajar
itu seminggu ada 3 kali. Dulu ada pegawai yang ngejagain Kalau
saya lagi ngajar. Tapi cuma sebentar, sudah berhenti waktu itu.

(73)

Q36 Apa karakteristik anda/organisasi anda sebagai pelaksana
program PLIK?

I1 Kita itu melaksanakan.. tender sewa layanan dan operasi
monitoring.

(74)



I2 Harusnya kita ikut mengawasi. Tapi gimana mau mengawasi..
kita aja ga tau lokasi-lokasinya, dimana aja itu tempatnya, karena
tidak pernah dilibatkan dari awal. Kalau kita benar-benar
dilibatkan ya itu idealnya pengamanan program Kementrian.
Pengamanan program itu artinya gini, program yang
dilaksanakan pusat itu benar-benar dilaksanakan di masyarakat,
nyampe ke masyarakat. Tanpa masyarakat tersebut dibebankan
oleh utang.

(75)

I3 Fungsinya kami sebagai pihak pemerintah kabupaten dalam hal
ini kecamatan, yaitu bertugas untuk mengawasi jalannya PLIK.
Sebenarnya harapan kami ini Kemenkominfo meningkatkan
koordinasi dengan kami supaya pengawasan dan pemeliharaan
PLIK itu bisa berjalan optimal. Tugas dan wewenang pihak
kecamatan juga mungkin hanya sebatas pengawasan saja. Ya
artinya Kalau pemeliharaan ssudah ada kepanjangan tangan yaitu
Kepala Desa kan dan perangkat-perangkat tersebut.

(76)

I4 Kalau ISAT Net ini secara kontrak bahwa kita sebagai pelaksana
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jadi kita
pemasangan kemudian perawatan supaya ini bisa dimanfaatin
oleh masyarakat. Jadi  yang kita kerjain itunya ya. Kalau
sosialisasinya itu juga ada, pemanfaatan PLIK, internet, dan
sebagainya. Kita juga kadang sosialisasi ke mitra juga. Tetapi
secara kontraktualnya ya berarti si ISAT Net ini memang
infratrsukturnya dan perawatannya. Masalah yang ke masyarakat
diterima apa ga, itu kan berarti kan di luar. Jadi aku kan cuma di
kasih kerjaan  nyediain mobil, supaya keliling supaya ada ini.

(77)

I5 Ya paling anak-anak kan jarang ada yang ngerti ada yang ga,
paling minta bantuin minta di dampingi. Kadang-kadang banyak.
Apalagi masyarakat awam datang kesini. Jadi minimal ketika dia
datang, minta didampingi. Gimana caranya, gimana caranya.

(78)

Q37 Bagaimana monitoring yang selama ini dilakukan?
I1 Dengan seluruh Indonesia bagaimana bisa kita ya kan? Cuma 17

orang. Ini aja yang nanganin administrasi 2 orang, terus nanganin
perhitungan prestasi kerja 3 orang. 10 orang turun ke seluruh
Indonesia itu bagaimana? Ya itu monitornya itu melalui sistem
dan melalui..  turun ke lapangan melalui konsultan PMU. Kalau
konsultan PMU itu kita ada yang ngecek sensus setahun sekali itu
ada 7 konsultan yang ngecek. Itu dia setahun ngunjungin
semuanya. Kita ada sendiri untuk ngecek turun ke lapangan.
2010-2013. 2014 belum. Selalu setahun sekali ngecek terus.
Melalui sistem itu kita kontrol melalui alat monitoring. Ya itu
dari data dia kita proses, kan itu bisa juga dari SIMMLIKnya.

(79)

I4 Kita ada sistemnya  apa sistem monitoringnya ada, ada di ICT
sana. Jadi dia on jam berapa, off jam berapa, ketahuan gitu. Yang
on client berapa, itu sistem monitoringnya sendiri, itu dari teknik,
karena dari server dia langsung. Begitu on dia akan ada
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apa..sinyal atau pakait PLIKnya yang terkirim kesana
Q38 Bagaimana cara kerja SIMMLIK tersebut?
I1 Oh iya memantau setiap hari. Dia memang anu apa, memonitor

dia terhubung langsung dengan NOC-NOC (Network Operating
System) milik penyedia terhubung ke SIMMLIK. Jadi SIMMLIK
bisa memonitor PLIK yang ada di daerah. Kalau NMS kan untuk
memproses data. Data dari penyedia itu kita proses. Mesinnya
ada disini. Kalau SIMMLIK itu dia terhubung ke NOC, dia untuk
memonitoring dia hidupnya. Oh ini nyala, ini lagi merah nyala,
ini ga. Tapi Kalau untuk hidup 8 jam segala macem itu diproses
di mesinnya. Jadi SIMMLIK itu terhubung langsung ke pusat
NOC. NMS untuk data dari PLIK-PLIK ini kita proses, untuk
menghitung prestasi kerja layanan. Ini kan data mesin semuanya,
makanya kita proses. Terus nanti bisa keliatan tuh dalam 1 bulan,
PLIK ini oh hidup berapa jam. Disini ada rumus sendiri, yang
kita tinggal bayar, tinggal denda. Kan ribuan kan kali hari, kali
bulan. Wah kan harus pakai ini mesin komputer.

(81)

Q39 Mengapa monitoring PLIK dilakukan oleh mahasiswa?
I1 Ya bisa aja dia mantau itu pengertiannya Perusahaan Konsultan

(PK) USO itu yang mencatat. PK USO yang saya turunin tadi
yang ngecek. Ya kita tenderin juga. Ya itu terserah dia PK nya
mau ngelibatin mahasiswa/masyarakat disana.

(82)

Q40 Mengapa program PLIK melibatkan banyak perusahaan?
I1 Ya. Tapi program utama itu harus penyedia. Masalah

komputernya mau outshorching ke orang lain. Terus
operasionalnya maintenancenya mau ousthorching ke orang lain.
Monggo saja. Kalau yang pemenang yang kita tunjuk itu
perusahaan pekerjaan utamanya ga boleh diinikan ya, disubkan
lagi. Harus dia kerjakan. Kalau misalkan kaya di Jakarta dia
nguasain VSAT. Nawarin VSAT. Kalau untuk komputer
penyediaan meja silahkan.

(83)

Q41 Apakah pihak Kantor Kecamatan Banjar pernah melakukan
monitoring secara langsung?

I3 Belum pernah bu. Untuk secara tupoksi belum. Seharusnya ada
petugas teknisnya. Untuk monitoring yang setiap bulan
melaporkan progresnya, yang merasakan manfaatnya.

(84)

Q42 Jadi selama ini pihak Kantor Kecamatan Banjar tidak
pernah melaporkan perkembangan PLIK?

I3 Ga disuruh ngelaporin. Tidak ada instruksi ngelaporin. Tidak
melakukan permintaan laporan juga dan untuk koordinasi antara
kecamatan dengan pihak Dishubkominfo sendiri juga saya bilang
tidak ada.

(85)

Q43 Apakah ada monitoring dari pemerintah pusat atau
Dishubkominfo?

I3 Kalau yang datang ke kecamatan ga ada. Ga ada..di sini ga ada
bu. Tapi selama ini dari Sekdes atau Kepala Desa ga ada laporan
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apa-apa itu. Kalaupun kita tidak ada waktu untuk kesana, masih
bisa kita instruksikan buat perangkat desanya.

Q44 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan
program PLIK?

I1 Kalau SOP itu ada di kontrak, itulah SOP kita. Tapi Kalau SOP
layanan yang keliling, operatornya, SOP cara masang antena.
Kan SOP itu banyak banget, yang dimaksudkan SOP BP3TI
kaitannya adalah SOP  mekanisme pembayaran. Karena ya
memang itu yang beroperasi itulah yang kita bayar. Kalau SOP
yang bagian operasional, ya itu operatornya dong. Cara masang
antena apa, yang dihidupin apa dulu, ya misalnya.. Itu urusan dia.
SOP BP3TI ada di dalam kontrak ssudah jelas. Kalau dibaca
sebetulnya ada. Msudah untuk dipahami.

(87)

I2 Oh ga ada. Bapak Kalau untuk memberikan bahan ini ya ini ada
buku, tetapi untuk narasumber untuk pengetahuan sendiri ya
karena tidak tau. Jadi bapak ga bisa ngasi tau bagaimana ini ya,
dan setau bapak, bapak itu tidak pernah diajak bicara. Tidak
pernah kementrian itu datang ke pemerintah daerah datang ke
bapak memberikan rencana, ini loh di Pandeglang saya mau ini.
Tolong Pak Mamat saya kasih tau dimana kecamatannya, dimana
desanya. Ga pernah neng.. jadi tidak pernah dilibatkan secara
langsung. Ke kita belum jelas, belum paham. Bapak ga tau sama
sekali neng, sama sekali tidak tau karena itu tidak pernah dikasih
tau, dasar hukumnya apa, aturannya apa, keharusannya gimana.
Terus PLIK yang ada di daerah ini dia masa kontraknya berapa
tahun. Kewajiban-kewajibannya juga gimana. Bapak ga tau. Nih
Kalau tidak salah, nah ini bisa dipakai referensi bahkan
acuannya, ada PLIK MPLIK (sambil memperlihatkan buku dari
BP3TI). Ya makanya yang bapak baru terima ini. Ini PLIK ini
MPLIKnya.

(88)

I3 Ga ada. Ga dikasih. Masih belum jelas pelaksanaannya. (89)
I4 Ada, jadi Kalau BP3TI hanya memberikan  apa  wilayahnya. Jadi

nih ada wilayah namanya WPUT. Wilayah Universal  WP..
Wilayah Pelayanan Universal Terbatas. Itu di kasih titiknya. Jadi
Kalau misalkan Kabupaten Pandeglang WPUTnya adalah
kecamatan ini ini ini, atau Kabupaten Serang, ini, ini, ini. Ya
sudah kita tinggal milih di titik kecamatannya itu. Mau ditaro
dimana. Daftar Selain itu ketentuan operasional minimum 8 jam
per hari. Operating system linux tarif Rp.2000. Jumlah komputer
ada. Itu kan sesuai dengan kontrak ya. Tertulis ada.

(90)

I5 Ga ada. Adanya secara lisan, yang diomongin secara lisan itu
setiap hari buka dari minimal jam 7 pagi sampe.. 24 jam. Ya
waktu ada audit dari pusat kemaren, dia bilang ini. Kondisinya
kampung ini.. ga bisa dipaksain buka tiap malam, karena
berkenaan dengan kegiatan pengajian, Kalau di kampung. Ya
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paling gitu, ngecek maintenance sama ngecek barang waktu itu,
sama tarif, tarif perjam. Adapun berkenaan dengan status ga ada
kepastian sampe sekarang. Status barang atau status kontrak.

I6 Ya pas pelatihan dari GTMI ada buku dikasih. Ya.. semacem
kaya SOP gitu. Cuma saya ga ngerti isinya apa. Tebel soalnya,
bacanya aja belum beres.

(92)

Q45 Apakah pemda memiliki SOP untuk pelaksanaan program
PLIK?

I1 Ga. Soalnya pemda itu sifatnya dia hanya ini aja sih. Kita harapin
ya kita harapin itu melakukan pengawasan terus dilaporin ke kita,
juga tidak optimal. Tapi itu tidak ada instruksi khusus pemda
harus bagaimana, tidak ada di peraturan atau kontrak. Karena kita
ssudah memberikan surat memberitahukan ke pemda bahwa
disitu ada internet PLIK-MPLIK ya kan. Itu kenapa ko tidak kita
tidak beritahu, karena Kalau mereka Kominfo tupoksinya dia
harus proaktif. Karena PLIK itu buat layanan masyarakat apalagi
masalah internet. Dinas Kominfo Kalau ada infrastruktur di
tempat dia, dia harus proaktif. Bahkan Kalau bisa dimanfaatkan
dengan tarif yang murah dengan cara dioptimalkan. Harusnya dia
proaktif, karena itu tupoksi dia. Kalau saya Kepala Diskominfo,
oh ini ada layanan masyarakat ini ini ini. Ya Kalau saya sebagai
Diskominfo, saya akan segera informasikan Kalau tidak optimal
ke BP3TI. Ini tidak optimal nih. Harusnya dari proaktif Kominfo
dong. Kan mereka ssudah punya tupoksi seperti itu, ga perlu kita
limpahin. Dengan ada infrstruktur harusnya mereka punya ide.
Bukan malah terus.. ya itulah sikap Diskominfo itu macem-
macem. Ada yang proaktif, ada yang pasif.

(93)

Q46 Mengapa pemda kurang begitu proaktif dalam
mengoptimalkan PLIK?

I1 Kalau untuk daerah Jawa. Indonesia bagian barat, Jawa ya.. Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu relatif bahwa
Diskominfonya adalah orang ini pendidikannya ssudah luas.
Kemudian mereka itu orangnya cukup ini berwawasan luas. Itu
mereka biasanya welcome, proaktif lapor ya memanfaatkan.
PLIK-MPLIK itu dimanfaatkan sama dia untuk edukasi anak-
anak. Tapi itu beda, itu memang ada pengaruhnya dengan SDM
Kominfo yang mimpin di daerah.

(94)

Q47 Dari prosedur tersebut apakah ada yang dirasakan sulit?
I4 Kalau sulit banyak, karena memang kendala yang paling sulit itu

di lapangan. 1 medan jalan, kemudian  dari sisi koneksi juga
lumayan karena medannya. Kemudian untuk penyediaan
perangkat kan juga Kalau mau kirim juga karena medan jauh,
cuaca juga. Kemudian masyarakat juga Kalau linux itu kan tidak
diterima masyarakat kurang diterima. Sekolah-sekolah kan ga
diajarin itu linux, tetapi yang diterapkan harus linux.

(95)

Q48 Apakah ada sanksi apabila ada pelanggaran dalam



pelaksanaan program PLIK?
I1 Kurang dari 8 jam ga saya bayar, dia beroperasi 6 jam, 7 jam

umpamanya atau 7,8 jam aja ga saya bayar. Tapi ga kena denda.
Di bawah 7 hari ga saya bayar, tapi ga kena denda. 7 hari pas,
hari ke 8 baru kenda denda, ya kan. Dendanya itu 3% dikali nilai
sewa bulanan, Kalau lebih dari 7 hari. Misalnya hari ke 8 kita
kenakan 3%, ya kan.. kali sewa bulannya. Misalnya sewa
bulanannya  Rp. 500.000,-, berarti 3% x Rp. 500.000,. Dia harus
bayar ke kita Rp. 15.000,-

(96)

I4 Sebetulnya secara kontrak ada.. ssudah. Cuma kita sampe
sekarang untuk menerapkan susah.  saya ga hapal sih. Cuma ada
tuh disitu. Kalau ga salah 50.000 apa ya, per client dan per hari.
Mitra PLIK tau.. seharusnya tau, karena di kontrak ada. Ssudah
diberikan. Tapi Kalau pura-pura ga tau itu beda lagi.

(97)

I5 Dulu saya pernah didenda sehari 50.000, ya karena ga buka.
Kemaren 2 kali off. Itu yang nyelesein maintainer waktu itu, kan
saya ribut sama maintainer. Kalau saya di denda 50.000/hari.
Lalu tanggung jawab anda apa. Dia kan datang kesini, tanggung
jawab anda mana?! (dengan emosi tinggi) Saya laporan kan ga
datang, lama.. akhirnya dia yang nelpon. Ga ada pemberitahuan
di awal. Itu saya ditelepon ISATnya, kenapa warnet bapak tidak
beroperasi? Apakah tidak beroperasi atau gangguan? Saya bilang
warnet saya gangguan, ssudah waktu itu setengah bulan ga
beroperasi. Kenapa tidak ada pemberitahuan.. Saya diperintahkan
untuk memberitahu maintainer. Saya sudah coba panggil, uda
sms. Sampe sekarang belum datang. Kalau begitu bapak didenda
sehari 50.000. terus itu peraturan dari pusat kata dia. Saya bilang,
Kalau saya harus didenda, lalu tanggung jawab maintainer
dimana? Karena saya ssudah laporan kan. Kecuali saya diam.
Ya.. bapak didenda karena bapak tidak beroperasi. Saya bilang
Kalau koneksinya bagus ngapain saya tidak beroperasi. Jadi
disini ga ngelapor. Waktu itu saya ga tau No. ISAT itu. Ga
ngelapor bahwa di tempat bapak, koneksinya putus atau gimana.
Jadi saya cuma ngehubungin tim maintainernya.

(98)

Q49 Apakah sanksi tersebut berjalan dengan efektif?
I4 Jadi kita  yang kita  apa yang kita jalankan sekarang ini ya

dengan pendekatan kekeluargaan. Jadi Kalau misalkan ada, tanya
dulu masalahnya apa. Misalkan bisa kita beresin ya diberesin.
Kalau sudah mentok nih, ssudah ga bisa semua kita pindahin.
Cabut semua perangkatnya ambil semua, kita pindah ke lokasi
baru. Kalau misalkan kita masih bisa ngebina, masih bisa di ini
ya.. kita lebih mendekati  kita perbaiki. Daripada Kalau pindah
itu  dari sisi perusahaan pasti akan lebih banyak mengeluarkan
biaya. Pindah alatnya. Jadi Kalau ada yang lepas-lepas ganti lagi,
kabel ya. Kita potong-potong, kita masang lagi beli kabel lagi dan
sebagainya..
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Q50 Apakah anda cukup paham mengenai program PLIK?
I1 Itu ada di dalam kontrak ssudah jelas, kalau dibaca sebetulnya

ada. Msudah untuk dipahami. Kita sebagai pelaksana ya pasti
ssudah memahami PLIK.

(100)

I2 Ke kita belum jelas, belum paham. Bapak tidak tahu sama sekali,
sama sekali tidak tahu karena itu tidak pernah dikasih tau, dasar
hukumnya apa, aturannya apa, keharusannya bagaimana. Lalu
PLIK yang ada di daerah ini dia masa kontraknya berapa tahun.
Kewajiban-kewajibannya juga bagaimana. Saya tidak tahu.

(101)

I3 Masih belum jelas pelaksanaannya. Saya sendiri juga baru tahu di
Kadu Bale ada PLIK. Bahkan Pak Camat sendiri bingung. Pak
camat juga tahu saat tahun 2013.

(102)

I4 Ya paham.. Kita sesuai kontrak saja, kan di kontrak ada
ketentuan. Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus itu.

(103)

I5 Ya pemahaman sih gampang, Cuma karena realitanya ga mulus
seperti ini kan sampai hari ini saya belum begitu paham
mengenai PLIK.

(104)

Q51 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap
program PLIK?

I1 Kalau ga setuju dan mendukung, ya saya ga akan disini. Saya ga
akan ngejabat disini. Saya sebagai pejabat setuju, dan perorangan
setuju juga.

(105)

I2 Yang jelas Kalau program dari kementrian baik juga sih , hanya
ga baiknya datangnya oknum, akhirnya acak-acakan. Kalau ini
dari atasnya lancar mah sebetulnya ya sangat-sangat mendukung.
Tapi karena ga lancar ya itu tadi. Jadi sangat mendukung
sebetulnya. Tetapi memang penempatannya saja, yang kira-kira
kurang di… bukan tidak… ini ya sebetulnya. Kurang konsultasi.
Tidak ada kerjasama dengan kita, sehingga keinginan-keinginan
masyarakat Pandeglang untuk sarana itu teh masih belum
terpenuhi.

(106)

I3 Saya setuju dan mendukung. Alasannya harapannya dengan
masyarakat melek internet, ya sisi positif yang pastinya dirasakan
masyarakat. Karena sekarang, internet itu penting.

(107)

I4 Kalau tujuannya PLIK itu mulia, cuma kadang apa ya …mungkin
Kalau saya bilang dari sisi pemerintah kurang sosialisasi juga sih
ya. Mungkin  sinkronisasinya ke..tingkat bawah ini kurang. Jadi
kadang pada saat pelaksanaan ya di bawah itu masih bingung,
nanya-nanya dan sebagainya gitu. Kemudian kaya pemilihan
operating system dan sebagainya itu kan perlu sosialisasi juga.
Mungkin ssudah masuk pemerintah di awal. Gebrakan supaya
tidak terlalu semua ke windows dan sebagainya oke aja sih. Ya..
Kalau itu tetep sebetulnya Kalau misalkan itu bisa berjalan
dengan baik ya.. Kemudian di mitranya sampai di masyarakatnya
oh ya bagus lah, internet murah, sehat, kemanfaatan.

(108)

I5 Sangat setuju dan mendukung. Alasannya itu tadi untuk (109)



mencerdaskan masyarakat. Artinya masyarakat yang tadinya
terpaku sama bahan baku. Belajar dari buku bisa lewat internet
yang lebih msudah.

Q52 Bagaimana koordinasi yang terjalin antar stake holder dalam
pelaksanaan program PLIK?

I1 Ya kita rapat-rapat internal Kalau dengan kementrian dan
penyedia. Kalau dengan pemda ya sosialisasi, mengadakan
sosialisasi ke daerah kabupaten

(110)

I2 Jadi begini Kalau prosedurnya itu kementrian mentenderkan ini
ke perusahaan. pemenang tender itu langsung bergerak di daerah.
Contoh,  PLIK ini ditenderkan oleh perusahaan, nanti siapa
pemenang tender ini. Si A, nah si A ini nanti langsung berangkat
ke Pandeglang untuk mencari tempat, tanpa koordinasinya ke
kita. Jadi mereka datang, dengan istilahnya keinginan sendiri. Ya
dia merekrut total. Siapa nih saya punya PLIK. Apalagi Kalau ini
ditumpangi neng kata bapak itu. Ada ada muatannya. Itu yang
jadi masalah. Sehingga yang kita harapkan Pandeglang ini
misalkan kita inginkan bahwa PLIK ini ada di kecamatan atau di
daerah  di kecamatan yang kira-kira sangat butuh sarana itu. Tapi
ternyata kecamatan yang butuh sarana itu tidak diberikan.
Kecamatan yang ssudah banyak sarana itu ditempati.

(111)

I3 Sebelum dan sessudah sosialisasi ga ada koordinasi. Pihak
Dishubkominfo Kabupaten memberikan undangan sosialisasi.
Cuma tidak ada koordinasi apapun untuk layanan internet ini.
Surat-menyurat itu ada kemaren, itupun cuma minta data tower
sama warnet. Ga ada yang berkaitan dengan PLIK ini. Apalagi
yang pusat ga ada. Ya mungkin waktu awalnya sosialisasi itu kan
dikatakan bertahap, ya kita juga mungkin kecamatan juga masih
menunggu kapan. Saya pikir sih formasi kecamatan yang mana,
gitu kan. Ada PLIK di Kadu Bale, seharusnya dari
Dishubkominfo sendiri ada koordinasi gitu kan. Ga disuruh
ngelaporin. Tidak ada instruksi ngelaporin, tidak melakukan
permintaan laporan juga, dan untuk koordinasi di antara
kecamatan dengan pihak Dishubkominfo juga saya bilang tidak
ada.

(112)

I4 Ya kita Kalau misalkan ke..pemerintah daerah, ya kita hanya
melapor bahwa ada PLIK karena kadang mereka ga tau juga
lokasi-lokasi ini. Sebetulnya itu secara kontrak itu bukan tugas
kita untuk kesana. Harusnya dari segi pemerintah yang  program
pemerintah mereka harus menyampaikan kan sampe ke tingkat
kecamatan, tau bahwa ini ada program pemerintah,
pelaksanaannya ini. Lah kita hanya sebagai pelapor aja. Nih
kecamatan ini kecamatan ini. Kita melapor jadi Kalau misalkan
ada PLIK disini kita melapor. Dan mereka nanti juga list lokasi-
lokasi dimana, karena mereka pihak terkait. Kita berikan. Tingkat
RT paling, karena pemasangannya disitu. Jadi kita biasanya
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sarankan mitra untuk melapor.
Q53 Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan

program PLIK?
I1 Sosialisasi dijadwalin. ISAT Net beroperasi tahun 2012.

Sosialisasi itu pengertiannya setelah selesai bangun kita
sosialisasikan ke masyarakat ke pemda. Gimana cara
mengoptimalkan, pemda fungsinya apa.. kan gitu. Kita
informasikan pemda tugasnya apa. Kita semacem pemberitahuan,
bahwa nih ada PLIK di daerah kamu.. Terus kita pertemukan
pemda dengan penyedia.

(114)

I2 Di Rizky pernah sosialisasi. Dari Kementrian, BP3TI neng..
BP3TI yang menyelenggarakan. Di hotel.. kemeren 2013
kemaren neng. Pesertanya termasuk pak Bupati. kemaren ssudah
ada sosialisasi dari mereka, itupun keliatannya sosialisasi yang
kesiangan. Kegiatan ssudah berjalan sekian tahun, baru terakhir
ada sosiaslisasi. Kan bingung.. kenapa ga dari awal.

(115)

I3 Sosialisasi kemaren itu tahun…2013 pertengahan tahun di..
tempatnya di rumah makan S’RIZKI ya.. Pada saat itu
disampaikan ke kecamatan baru beberapa. Jadi sisanya itu akan
bertahap. Tapi kita belum ada konfirmasi lagi, kapan akan
diberikan kesini gitu. Sebenarnya saya sendiri juga.. ya mungkin
sebagian besar yang datang itu juga masih banyak yang belum
memahami masalah dari PLIK sendiri. Bahkan saya juga pada
saat itu sudah lupa lagi. Ini sosialisasi bukan PLIK.. sejenis..
KPU-USO. Masih belum jelas. Seharusnya  diadakan di
kecamatan dengan sasarannya para Kepala Desa. Kalau daerah
sini, masih ada warnet-warnet gitu. Kalau desa yang radiusnya
kira-kira 2 km dari kecamatan. Nah itu untuk jaringan Te****,
pasang jaringan sp**** susah.

(116)

I4 yang sudah-ssudah itu kita melakukan sosialisasi bareng sama
BTIP mengundang Muspida, desa, kecamatan, anak SMA,
mahasiswa, kemudian Diskominfo, Bupati, kemudian dari
Diskominfo juga. Kita sosialisasi dari situ kita jelasin seperti apa
PLIK, kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya.
Ssudah..waktu kemaren 2013 dimana ya saya lupa..sudah
beberapa kali sih yang terakhir itu. Saya lupa cuma ada di
undangannya. Foto-foto sosialisasinya juga ada. Waktu itu bupati
hadir. 2013 terakhir.

(117)

I5 Ga ada sosialisasi. (118)
I6 Habis pelatihan di Carita, terus 2 hari kemudian mereka minta

mau di sini sosialisasi ke masyarakat. Cuma itu doang, semua
PLIK yang ikut pelatihan. Yang datang 30 orang. Di dalam
mereka langsung praktek. Yang ngisi materinya dari Global itu..
Materinya tentang pendidikan, ke situs-situs yang penting untuk
penggunaan PLIK dalam bidang internet yang sehat. Yang
pertama itu hari libur, sama yang kedua bukan hari libur, sejam.
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Ya 2 kali, karena kan tadi awalnya mereka minta cuma 15 atau
20 orang gitu. 3 hari kemudian kumpulin lagi ngebahas tentang
kesehatan. Ya kaitannya dengan situs-situs kegunaan internet
untuk informasi-informasi kesehatan. Pesertanya umum sih,
karena waktunya dadakan yang ada aja. Saya yang nyari, karena
waktunya mepet. Mereka enak kan ga nolak, karena tinggal
duduk doang, dapet internet gratis, dapet makan, dapet uang.

Q54 Apakah ada sosialisasi untuk masyarakat?
I4 Kalau sampe ke tingkat masyarakat umum misalkan di titik

Kecamatan X, kita ga undang masyarakat Kecamatan X, karena
memang kita tidak ada biaya untuk itu, dan secara kontrak tidak
harus melakukan itu.

(120)

Q55 Berarti sosialisasi tersebut tidak melibatkan masyarakat?
I4 Ga.. Kalau masyarakat itu selama ini ga sih. Mungkin Kalau

yang ikut itu jadi.. ya mungkin masyarakat termasuk, karena itu
mengundang LSM, anak sekolah. Jadi perwakilan lah. Tapi ga
masyarakat seluruhnya.

(121)

Q56 Berarti sosialisasi ke masyarakat adalah tugas pemerintah?
I4 Ya tugasnya pemerintah lah. Kalau kita membangun sarananya.

Jadi Kalau misalkan saya hanya membangun  telepon umum
istilahnya. Kalau masyarakat itu suruh pakai telepon umum
gampang lo ya itu urusannya masyarakat. Tapi kita tidak sampe
kesitunya. Kita membangun lewat telepon umumnya. Ya
makanya  setuju. Cuma kadang sosialisasinya yang kurang
mengena. Pemanfaatannya agak melenceng. Ya kita kadang ya
ke level mitra ya kita kasih arahan seperti itu. Kalau untuk
mengundang masyarakat, ya itu di luar budget kita. Secara
kontrak mah ga ada.

(122)

Q57 Apakah sosialisasi kepada masyarakat dilakukan boleh
dilakukan oleh penyelenggara yang berbeda atau bukan
ISAT Net?

I1 Itu yang ngelakuinnya penyedia. Ya ga apa-apa beda. ISAT dapet
kontrak dari BP3TI jaringannya punya dia. Komputernya saya
serahin ke PT Deel. Mebelnya saya serahin misalkan dari furnitur
apa.. terus pelatihannya saya serahin ke siapa.. yang ahli di
bidang IT siapa.. Saya tenderin kan bisa aja.

(123)

Q58 Saat pembangunan awal PLIK apakah melibatkan pejabat
setempat seperti pihak Kantor Kecamatan Banjar?

I3 Ga ada. Berdirinya saya ga tau, padahal saya sering kesana. Tapi
dari Kepala Desa sendiri, mungkin ga tau Kepala Desanya juga
ga tau. Kepala Desanya juga tidak melaporkan apapun masalah
pemasangan PLIK itu. Saya belum pernah lihat fisiknya.

(124)

Q59 Sejauhmana lingkungan eksternal turut mempengaruhi
keberhasilan PLIK?

I1 Sebenarnya Kalau ditanya keberhasilan PLIK itu. Kalau dari
BP3TI adalah sepanjang PLIK itu tidak ada yang rusak, melayani
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masyarakat itu dianggap berhasil. Masalah pemanfaatannya,
penggunaannya itu diserahkan ke masyarakat. Yang penting
semua PLIK ini beroperasi dengan baik, melayani selama 8 jam.
Itu yang kita anggep keberhasilan. Tapi Kalau masalah
pemanfaatannya, itu adalah domainnya Kominfo, karena mereka
yang menertibkan kebijakan. Kita kan tugasnya hanya menggelar
dan mengoperasikan. Kalau masalah optimalisasi ya itu
masyarakat sama pemerintahnya.

I4 Kalau menerima internet mungkin ssudah. Cuma pemanfaatan
yang baik aja yang belum. Ya karena internet sekarang bukan
barang baru ya. Cuma karena arahannya apa sih, yang rame kan
facebook sudah cari teman dan sebagainya. Ya sudah internet
berarti kaya gitu. Tapi sebetulnya pemanfaatan lebih jauh dan
lebih bermanfaat dari internet itu sangat banyak, dan apa lebih
bagus lah dibanding facebook. Nah masyarakat ya mungkin
wahnya internet dipakai gituan. Padahal kan untuk bisnis secara
online majangin produk dan sebagainya, itu kan bisa.

(126)

Q60 Bagaimana kondisi sosio-kultur masyarakat di Kecamatan
Banjar dalam mempengaruhi keberhasilan program PLIK?

I3 Saya rasa masyarakat mendukung sekali. Sampe sejauh ini juga
kita belum mendengar keluhan apapun. Berarti saya nilai masih
kondusif keberadaannya dan dukungan masyarakat ada Kalau
begini. Ga ada keluhan. Ya mungkin Kepala Desa taunya itu
warnet biasa gitu mungkin.

(127)

I5 Kurang tau juga. Cuma minimal Kalau anaknya ijin ke warnet
orang tuanya tidak sulit. Sampe disusul segala suruh pulang.
Sekarang mah kayanya itu fair sekarang mah. Waktu itu kan
buka. Cuma sekarang ga. Waktu itu saya buka dari jam 7 pagi
waktu pertama ada program sampe jam 10 malam. Karena ada
pengaduan, ada masukan dari tokoh masyarakat akhirnya kita cut
sampe jam 5 sore. Memang sekarang dimanfaatkan.
Perbandingannya begini, pertama datang internet kan saya, Kalau
istilahnya didemo ya. Ada pembicaraan mengenai internet. Jadi
paham masyarakat awam, internet emang identik dengan
pornografi. Cuma saya jelaskan dan saya ajak kesini dan
menantang orang para orang tua untuk mengontrol dan
mendampingi, silahkan. Kalau ditolak ga, cuma kurang paham.
Banyak berita miring. Jadi persamaan antara internet dengan
pornografi itu memang kental. Cuma saya ajak bicara, lalu ajak
kesini. Yang diajak kesini kan milih, orang tua yang mana yang
cepat paham dengan ini. Kalau bener-bener masyarakat murni
sudah bergantung sama internet berarti ssudah 100% ya. Kalau
saya bilang masih 70% lah. Kalau ini kan masih jauh. Dulu Kalau
masyarakat, apalagi menolak itu. Disusul sama orang tuanya,
datang kesini ngejemput. Karena itu tau internet buat macam-
macam. Padahal saya sudah jelasin bahwa internet itu ga identik
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dengan pornografi. Yang lebih bahaya kan handphone ga ada
sensor. Kalau disini pakai sensor semua, dari pusat diblokir.
Kalau keluhan dari masyarakat itu.. salah satu diantaranya buka
jam malam. Buka jam malam Kalau perempuan kan negatif, yang
ke dua jam kegiatan mengaji terganggu. Ya kita saling
menghormati aja.

Q61 Bagaimana kondisi lingkungan politik yang berpengaruh
terhadap implementasi program PLIK?

I2 Jadi begini rata-rata program kementrian itu ada intervensi dari
partai. Programnya milik pusat, tapi setelah sampai ke daerah,
yang pegang itu orang-orang atau kader dari partai menterinya.
Misalnya kaya program Kementerian PDT (Pembangunan
Daerah Tertinggal) ada program WIM (Warung Internet
Masyarakat) namanya, itu programnya yang pegang sama orang-
orang santri yang ikut terlibat dari partai menterinya. Sama
halnya dengan PLIK. Orang-orang PKS kan kebanyakan guru.
Pemegang PLIK kan rata-rata guru.

(129)

I4 Jadi karena ini yang di atasnya adalah presidennya adalah orang
PKS. Kadang partai-partai orang lain itu saling menjatuhkan.
Wah ini program gagal dan sebagainya. Lah kita tidak mau.
Kalau misalkan kita terus disalahkan tidak melihat sisi baiknya.
Pokoknya kita ditekan atau menjatuhkan. Akhirnya kadang yang
secara data kita kalau memang bukannya yang tidak
berkepentingan tidak perlu kita kasih. Kita menghindari itu sih
sebetulnya. Jadi dia datangin kadang contoh nih, yang
namanya..apa namanya alat itu kan tidak selamanya benar, terus
barang elektronik kadang kan rusak nih. Pada saat ada perbaikan,
ini mungkin tidak bisa diperbaiki. Berarti kita harus kirim
mungkin pas litrik mati atau apa. Kadang kalau misalkan yang
mereka itu istilahnya objektif ya memang kondisinya lagi tidak
memungkinkan. Tapi kalau mereka objektif bilang oh ini
kemarin-kemarin jalan. Tapi Kalau yang tidak objektif, mereka
bilang wah ini mati. Padahal itu ssudah diganti lama. Mereka
bilang mati kadang dibegitukan. Akhirnya ya ssudah. Jadi bukan
masyarakatnya, tapi mereka saling menjatuhkan di sisi ini
program-programnya antar partai aja. Ya itu bukan ini ya..
mungkin saya hanya melihatnya seperti itu. Tapi kerja yang di
lapangan sesungguhnya tidak tahu lah, karena nanti itu salah
ngomong deh. Ya jadi intinya untuk data kita lebih selektif lah
untuk memberikannya. Jadi tadi hanya gambarannya saja, tapi
kenyataannya belum tentu seperti itu. Kalau itu kan hanya
tertentu saja, oknum-oknum tertentu saja. tidak semua seperti itu
karena memang ada kejadian yang wah menjatuhkan begitu loh.
Itu tidak semua ini, hanya contoh saja. Hanya kalau dukungan-
dukungan partai saya kurang begitu tahu, karena memang ya
bukan levelnya. Oh begini kadang gambarannya begini. Kadang
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antar partai itu saling saingan. Contoh wah ini program itu tidak
beres nih. Ini saya lihat mati. Ini saya lihat begini. Padahal
kondisi mati dan sebagainya itu kadang memang pas ada
gangguan atau pas apa. Kadang mereka tidak melihat bahwa ini
kemarin jalan. Tapi dia melihat pas mati itu ssudah pokoknya ini
tidak jalan. Tapi ya kita sampaikan kan kita punya data juga, ini
loh historinya.

I5 Ada yang bilang.. apa, pemilik warnet itu identik dengan partai.
Pernah ada yang bilang, tahu dari maintainer tahu dari mana tuh
ya. Jadi kan Tifatul Sembiring itu membuat program PLIK ini
diusahakan sama partai PKS. Artinya kader PKS yang mengelola
warnetnya. Ada yang bilang seperti itu. Makanya saya ditanya,
bapak termasuk terlibat tidak dengan partai PKS? Tidak.. bukan.

(131)

Q62 Apakah anda tahu program PLIK merupakan program
pemerintah?

I7-1 Ya tau.. singkatannya apa tuh.. pusat layanan internet. (132)
I7-2 Ga tau, taunya warnet. (133)
I7-3 Apa itu? Saya mah ga tau, internetan mah internetan aja. (134)
I8-1 Kurang tau.. Ada juga warnet, ada di Bababakan LY Net

namanya. Oh.. saya mah taunya warnet biasa.
(135)

I8-2 Ga tau saya mah. Internetan aja ga pernah di warnet mah.. paling
di Hp Kalau ada pulsa facebookan. Oh warnet yang disitu? Saya
mah komputer aja ga bisa. Paling dulu pernah nganter temen
kesitu satu kali.

(136)

Q63 Apakah anda setuju dengan adanya program PLIK di Kec.
Banjar?

I7-1 Setuju banget, setuju jadi kita ga gaptek gitu dengan internet.
Internet itu kan mendunia, jadi kita bisa tau. Kan kita di pelosok,
jadi tau tentang mancanegara.

(137)

I7-2 Setuju-setuju aja. Biar orang-orang kampung ga ketinggalan
sama orang-orang kota. Enak aja deket. Kalau mau nyari
informasi ga usah jauh-jauh. Ga perlu biaya tambahan lagi. Kalau
jauh kan ongkos lagi.

(138)

I7-3 Ya setuju aja lah.. kan deket sama murah. (139)
I8-1 Setuju. Alasannya gimana yah.. buat membantu masyarakat, biar

ga buta-buta amat sama internet. Sudah mah disini jauh sama
warnet. Adanya di Maja. Dulu deket kecamatan ada, sekarang
sudah tutup. Katanya ada yang maling kabelnya.

(140)

I8-2 Setuju aja, biar pada ga gaptek terus biar internetannya pada ga
ke jauh.

(141)

I8-3 Biasa aja ya ga ngaruh.. saya mah ga tau ga ngerti yang gitu-gitu,
ya jadi setuju-setuju aja. Saya mah cuma ibu rumah tangga.

(142)

Q63 Apa tujuan anda mengakses internet di PLIK?
I7-1 Cari informasi untuk keperluan pesantren aja, keluar juga ga

boleh lama-lama harus izin dulu. Kalau ngeliat pengguna yang
(143)



lain sih pada main game kaya gitu
I7-2 Paling browsing biografi ulama-ulama gitu, sama jejaring sosial.

Ya lebih sering dua-duanya
(144)

I7-3 Buat seneng-seneng, cari info. Saya mah paling sering juga game
online di facebook. Kaya gini aja nih.

(145)

I8-1 Suka bikin tugas. Lebih sering jejaring sosial. Sambil ngerjain
tugas sambil ngerjain jejaring sosial facebookan.

(146)

Q63 Siapakah rata-rata pengguna PLIK?
I5 Kalau yang paling banyak itu, minta dibikinin alamat email sama

kirim email. Misalkan dia punya saudara dimana..gitu. pengen
ngirimin KTP. Gimana caranya, paling gitu belajar gimana
caranya kartu KTP bisa dikirim kesana. Ya saya cuma
mendampingi. Jadi saya kasih komputer, begitu caranya.
Masyarakat jarang..paling guru lah. Minimal yang berbau-bau
sekolah aja yang terlibat dengan pendidikan. Kalau masyarakat
mah jauh, soalnya SDMnya sih.. Sulit. Sulitnya karena apa,
Kalau masyarakat umum itu.. taroh lah tidak sekolah. Artinya dia
ke warnet ga ada tujuan. Ke warnet itu emang cuma maen, Kalau
anak sekolah kan. Walaupun di luar sekolah datang kesini itu
mencari bahan pelajaran. Tapi di samping itu sambil main.

(147)

I7-1 Biasanya yang sekolah disana teh.. Daarul Muqimin. (148)
I7-2 Santri sih.. sama anak sekolah (149)
I7-3 Ya kaya gini aja.. santri paling banyak terus anak sekolah juga

sering.
(150)

I8-1 Biasanya anak sekolah aja teh. Masyarakat bapak-bapak sama
ibu-ibu mah ga ada. Paling anak sekolah SMP sama MA.

(151)

I8-2 Ya masyarakat sekitar aja.. pelajar sih rata-rata. (152)
(Sumber: Diolah Peneliti, 2014)

KODING DATA

Kode Rincian Kategori

1

2

3

4

5

6

7

Tergelarnya infrastruktur di daerah-daerah yang belum terjangkau internet

Melek internet dan memasarkan potensi daerah

Masyarakat melek internet

Masyarakat melek internet

Memsudahkan masyarakat untuk mengakses internet

Mencerdaskan warga desa

Masyarakat paham internet

Tidak bisa mengukur standar keberhasilan PLIK
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Terdistribusi secara merata di seluruh desa

Berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat

Jaringan tidak mengalami gangguan

Sasaran PLIK Kec. Banjar adalah pelajar

Pembangunan ssudah memenuhi target yakni 46 PLIK

Tahun selesainya proyek pembangunan PLIK

Keberlanjutan PLIK setelah masa kontrak habis

Realistis dengan kondisi masyarakat

Jumlah layanan internet yang terbatas di Kec. Banjar

Pemanfaatan PLIK yang tidak sesuai dengan tujuan

PLIK ssudah dimanfaatkan walaupun sempat ditolak

Desa yang belum tersentuh layanan internet di Kab. Pandeglang

Kesenjangan digital di Kec. Banjar

Kecukupan aspek sumber daya manusia di BP3TI

Kecukupan aspek sumber daya manusia di ISAT Net

Lemahnya kompetensi Mitra PLIK Kec. Banjar

Latar belakang pendidikan Mitra PLIK Kec. Banjar

Tidak adanya pelatihan khusus untuk Mitra PLIK Kec. Banjar

Deskripsi pelatihan khusus untuk Mitra PLIK Kec. Pandeglang

Penyelenggara PLIK dilakukan banyak pihak perusahaan

Kualitas kinerja pegawai maintainer

Ketersediaan dana yang mencukupi di BP3TI

Tidak tahu ada atau tidaknya dana PLIK

Ketersediaan dana yang mencukupi di ISAT Net

Perhitungan laba/keuntungan PLIK Kec. Banjar serta beban biaya operasional

Sumber dana PLIK

Mekanisme pembiayaan PLIK dari BP3TI ke ISAT Net

Tarif layanan operasional PLIK

Pengaturan tarif layanan operasional

Tarif layanan operasional PLIK Kec. Banjar yang menyalahi kontrak



38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Bisnis tambahan untuk Mitra PLIK

Uang jaminan sebagai deal B to B (business to business)

Uang jaminan sebagai usaha antisipasi terhadap ketidakamanan PLIK

Indikasi pungutan biaya untuk pembangunan Kec. Banjar

Indikasi pungutan biaya untuk pembangunan PLIK Kec. Pandeglang

Besar nominal uang jaminan PLIK

Jaminan uang PLIK akan kembali setelah masa kontrak habis

Program PLIK digratiskan

Tidak ada bagi hasil antara ISAT Net dengan Mitra

Biaya insentif pegawai maintainer yang ssudah mencukupi

Ketersediaan sarana dan prasarana di BP3TI yang ssudah mencukupi

Ketersediaan sarana dan prasarana di ISAT Net yang ssudah mencukupi

Kompleksitas sarana dan prasarana PLIK Kec. Banjar yang kurang memadai

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar  mengenai kondisi sarana dan prasarana

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai kondisi sarana dan prasarana

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai kondisi sarana dan prasarana

Pendapat masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar mengenai kondisi sarana dan

prasarana

Kerusakan barang saat di awal pembangunan

Ketidakjelasan informasi maintenance perangkat yang ditanggung ISAT Net

Masalah jaringan yang mengandalkan cuaca

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai koneksi internet yang lambat

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai koneksi internet yang lambat

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai koneksi internet yang lambat

Pendapat masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar mengenai koneksi internet

yang lambat

Keinginan Mitra PLIK Kec. Banjar untuk mengganti jaringan VSAT ke

sp****

Tidak adanya respon dari pihak Te**** untuk memasang sp****

Penggunaan sp**** yang memang diperbolehkan



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Jaringan VSAT yang memiliki pengaturan khusus

Alasan penentuan jaringan VSAT di Kec. Banjar

Waktu operasional PLIK

Waktu operasional PLIK

Keluhan masyarakat atas waktu yang ditentukan untuk operasional PLIK

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai waktu operasional PLIK

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai waktu operasional PLIK

Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar mengenai waktu operasional PLIK

Pendapat masyarakat di sekitar PLIK mengenai waktu operasional PLIK

Waktu operasional PLIK Kec. Banjar yang belum memenuhi standar 8

jam/hari

Wewenang BP3TI dalam melakukan tender sewa layanan dan monitoring

Wewenang Dishubkominfo Kab. Pandeglang sebagai pengawas dan pengaman

program PLIK

Wewenang Kantor Kec. Banjar sebagai pengawas program PLIK

Wewenang ISAT Net sebagai pelaksana tender sesuai kontrak

Peran Mitra PLIK Kec. Banjar sebagai pendamping masyarakat

Monitoring PLIK secara tidak langsung melalui SIMMLIK oleh BP3TI

Monitoring PLIK secara tidak langsung (by system) oleh ISAT Net

Deskripsi cara kerja SIMMLIK

Monitoring PLIK secara langsung melalui bantuan perusahaan konsultan oleh

BP3TI

Tugas utama PLIK harus dilakukan penyedia jasa internet

Kantor Kec. Banjar belum melakukan monitoring

Kantor Kec. Banjar tidak ada instruksi untuk melaporkan perkembangan PLIK

Tidak ada laporan dari Kepala Desa mengenai perkembangan PLIK

SOP BP3TI berisi mekanisme pembayaran PLIK

Tidak ada SOP untuk Dishubkominfo Kab. Pandeglang

Tidak ada SOP untuk Kantor Kec. Banjar

SOP ISAT Net berisi WPUT dan ketentuan operasional PLIK



92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Tidak ada SOP untuk PLIK Kec. Banjar

SOP PLIK Kec. Pandeglang diberikan oleh GTMI saat pelatihan PLIK

Tidak ada instruksi khusus untuk pemda

Minimnya SDM Dishubkominfo dalam mengoptimalkan PLIK

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan PLIK

Mekanisme sanksi untuk penyedia jasa PLIK

Mekanisme denda untuk Mitra PLIK

Faktor penghambat yang menyebabkan PLIK harus offline dan dikenai denda

Tahapan-tahapan dalam menerapkan sanksi kepada Mitra PLIK

BP3TI ssudah cukup memahami program PLIK

Ketidakpemahaman pihak Dishubkominfo Kab. Pandeglang terhadap PLIK

Ketidakpemahaman pihak Kantor Kec. Banjar terhadap PLIK

ISAT Net ssudah cukup memahami program PLIK

Ketidakpemahaman pihak Mitra PLIK Kec. Banjar terhadap PLIK

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari pihak BP3TI

Pernyataan dari Dishubkominfo Pandeglang yang kurang mendukung

sepenuhnya

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari Kantor Kec. Banjar

Pernyataan dari Dishubkominfo Pandeglang yang kurang mendukung

sepenuhnya

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari Mitra PLIK Kec. Banjar

Koordinasi yang berjalan dengan baik

Koordinasi yang belum berjalan dengan baik antara pusat dan pemda

Koordinasi yang belum berjalan dengan baik di lingkungan pemda

Koordinasi dengan pemda hanya dilakukan kepada tingkat RT

Sosialisasi setelah pembangunan PLIK selesai

Sosialisasi yang terlambat

Sosialisasi tidak secara eksplisit membahas PLIK

Peserta sosialisasi PLIK

Tidak ada sosialisasi untuk masyarakat di sekitar PLIK Kec. Banjar
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137

138

139

140

141

142

143

144

Deskripsi acara sosialisasi untuk masyarakat di sekitar PLIK Kec. Pandeglang

Sosialisasi ke masyarakat bukan tugas ISAT Net

Sosialisasi yang pernah dilakukan hanya perwakilan beberapa masyarakat saja

Wewenang pemerintah dalam mensosialisasikan PLIK kepada masyarakat

Penyelenggara program PLIK dilakukan oleh banyak perusahaan

Pembangunan PLIK di Kec. Banjar tidak melibatkan pejabat setempat di

tingkat kecamatan

Domain kewenangan antara Kominfo dan BP3TI

Pemanfaatan PLIK untuk kepentingan hiburan

Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar kepada pihak Kantor Kecamatan

Banjar

Deskripsi mengenai kondisi sosial-budaya dan paradigma masyarakat di Kec.

Banjar mengenai internet

Dugaan pihak Dishubkominfo terhadap keterlibatan Mitra PLIK terhadap

partai yang ditunggangi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika

Adanya indikasi untuk mendiskriditkan partai yang ditunggangi oleh Menteri

Komunikasi dan Informatika melalui program PLIK

Mitra PLIK tidak berafiliasi terhadap partai PKS

Pendapat pengguna PLIK yang mengetahui PLIK sebagai program pemerintah

Pendapat pengguna PLIK yang mengetahui PLIK sebagai warnet biasa

Pendapat pengguna PLIK yang mengetahui PLIK sebagai warnet biasa

Pendapat masyarakat yang mengetahui PLIK sebagai warnet biasa

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari pengguna akan hadirnya PLIK

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari pengguna akan hadirnya PLIK

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari pengguna akan hadirnya PLIK

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari masyarakat akan hadirnya PLIK

Pernyataan dukungan dan persetujuan dari masyarakat akan hadirnya PLIK

Pendapat masyarakat mengenai PLIK yang tidak berpengaruh langsung pada

aspek kehidupannya

Jenis informasi yang diakses oleh pengguna
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Pemanfaatan PLIK untuk jejaring sosial

Pemanfaatan PLIK untuk jejaring sosial

Pemanfaatan PLIK untuk game online

Kalangan masyarakat yang umumnya mengakses internet di PLIK

Kalangan masyarakat yang umumnya mengakses internet di PLIK

Kalangan masyarakat yang umumnya mengakses internet di PLIK

Kalangan masyarakat yang umumnya mengakses internet di PLIK

Kalangan masyarakat yang umumnya mengakses internet di PLIK

(Sumber: Diolah Peneliti, 2014)



LAMPIRAN 7

Kategorisasi Data



KATEGORISASI DATA

No. Kategori Rincian Isi Kategori
1. Tujuan program PLIK  Tergelarnya infrastruktur di daerah-daerah

yang belum terjangkau internet
 Melek internet dan memasarkan potensi

daerah
 Masyarakat melek internet
 Memudahkan masyarakat untuk mengakses

internet
 Mencerdaskan warga desa

2. Standar program PLIK  Masyarakat paham internet
 Tidak bisa mengukur standar keberhasilan

PLIK
 Terdistribusi secara merata di seluruh desa
 Berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat
 Jaringan tidak mengalami gangguan
 Sasaran PLIK Kec. Banjar adalah pelajar

3. Kesesuaian program
dengan kondisi masyarakat
di Kec. Banjar

 Realistis dengan kondisi masyarakat
 Jumlah layanan internet yang terbatas di

Kec. Banjar
 Pemanfaatan PLIK yang tidak sesuai

dengan tujuan
 PLIK sudah dimanfaatkan walaupun sempat

ditolak
4. Ketersediaan sumber daya

manusia
 Kecukupan aspek sumber daya manusia di

BP3TI
 Kecukupan aspek sumber daya manusia di

ISAT Net
 Lemahnya kompetensi Mitra PLIK Kec.

Banjar
 Latar belakang pendidikan Mitra PLIK Kec.

Banjar
 Tidak adanya pelatihan khusus untuk Mitra

PLIK Kec. Banjar
 Deskripsi pelatihan khusus untuk Mitra

PLIK Kec. Pandeglang
 Penyelenggara PLIK dilakukan banyak

pihak perusahaan
 Kualitas kinerja pegawai maintainer

5. Ketersediaan sumber daya
finansial

 Ketersediaan dana yang mencukupi di
BP3TI

 Ketersediaan dana yang mencukupi di ISAT
Net



 Perhitungan laba/keuntungan PLIK Kec.
Banjar serta beban biaya operasional

 Sumber dana PLIK
 Mekanisme pembiayaan PLIK dari BP3TI

ke ISAT Net
 Tarif layanan operasional PLIK
 Pengaturan tarif layanan operasional
 Tarif layanan operasional PLIK Kec. Banjar

yang menyalahi kontrak
 Uang jaminan sebagai deal B to B (business

to business)
 Uang jaminan sebagai usaha antisipasi

terhadap ketidakamanan PLIK
 Indikasi pungutan biaya untuk

pembangunan PLIK Kec. Banjar
 Indikasi pungutan biaya untuk

pembangunan PLIK Kec. Pandeglang
 Besar nominal uang jaminan PLIK
 Jaminan uang PLIK akan kembali setelah

masa kontrak habis
 Program PLIK digratiskan

6. Ketersediaan sarana dan
prasarana

 Ketersediaan sarana dan prasarana di BP3TI
yang sudah mencukupi

 Ketersediaan sarana dan prasarana di ISAT
Net yang sudah mencukupi

 Kompleksitas sarana dan prasarana PLIK
Kec. Banjar yang kurang memadai

 Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar
mengenai kondisi sarana dan prasarana

 Pendapat masyarakat di sekitar PLIK Kec.
Banjar mengenai kondisi sarana dan
prasarana

 Kerusakan barang saat di awal
pembangunan

 Ketidakjelasan informasi maintenance
perangkat yang ditanggung ISAT Net

 Masalah jaringan yang mengandalkan cuaca
 Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar

mengenai koneksi internet yang lambat
 Pendapat masyarakat di sekitar PLIK Kec.

Banjar mengenai koneksi internet yang
lambat

 Keinginan Mitra PLIK Kec. Banjar untuk
mengganti jaringan VSAT ke speedy

 Tidak adanya respon dari pihak Telkom
untuk memasang speedy



 Penggunaan speedy yang memang
diperbolehkan

 Jaringan VSAT yang memiliki pengaturan
khusus

 Alasan penentuan jaringan VSAT di Kec.
Banjar

7. Ketersediaan sumber daya
waktu

 Waktu operasional PLIK
 Keluhan masyarakat atas waktu yang

ditentukan untuk operasional PLIK
 Pendapat Pengguna PLIK Kec. Banjar

mengenai waktu operasional PLIK
 Pendapat masyarakat di sekitar PLIK

mengenai waktu operasional PLIK
 Waktu operasional PLIK Kec. Banjar yang

belum memenuhi standar 8 jam/hari
8. Karakteristik agen

pelaksana
 Wewenang BP3TI dalam melakukan tender

sewa layanan dan monitoring
 Wewenang Dishubkominfo Kab.

Pandeglang sebagai pengawas dan
pengaman program PLIK

 Wewenang Kantor Kec. Banjar sebagai
pengawas program PLIK

 Wewenang ISAT Net sebagai pelaksana
tender sesuai kontrak

 Peran Mitra PLIK Kec. Banjar sebagai
pendamping masyarakat

9. Standard Operating
Procedure (SOP)

 SOP BP3TI berisi mekanisme pembayaran
PLIK

 Tidak ada SOP untuk Dishubkominfo Kab.
Pandeglang

 Tidak ada SOP untuk Kantor Kec. Banjar
 SOP ISAT Net berisi WPUT dan ketentuan

operasional PLIK
 Tidak ada SOP untuk PLIK Kec. Banjar
 SOP PLIK Kec. Pandeglang diberikan oleh

GTMI saat pelatihan PLIK
 Tidak ada instruksi khusus untuk pemda
 Minimnya SDM Dishubkominfo dalam

mengoptimalkan PLIK
10. Mekanisme sanksi dalam

program PLIK
 Mekanisme sanksi untuk penyedia jasa

PLIK
 Mekanisme denda untuk Mitra PLIK
 Faktor penghambat yang menyebabkan

PLIK harus offline dan dikenai denda
 Tahapan-tahapan dalam menerapkan sanksi

kepada Mitra PLIK



11. Disposisi agen pelaksana  BP3TI sudah cukup memahami program
PLIK

 Ketidakpemahaman pihak Dishubkominfo
Kab. Pandeglang terhadap PLIK

 Ketidakpemahaman pihak Kantor Kec.
Banjar terhadap PLIK

 ISAT Net sudah cukup memahami program
PLIK

 Ketidakpemahaman pihak Mitra PLIK Kec.
Banjar terhadap PLIK

 Pernyataan dukungan dan persetujuan dari
pihak BP3TI

 Pernyataan dari Dishubkominfo Pandeglang
yang kurang mendukung PLIK sepenuhnya

 Pernyataan dukungan dan persetujuan dari
Kantor Kec. Banjar

 Pernyataan dari Dishubkominfo Pandeglang
yang kurang mendukung PLIK sepenuhnya

 Pernyataan dukungan dan persetujuan dari
Mitra PLIK Kec. Banjar

12. Koordinasi antar agen
pelaksana

 Koordinasi yang berjalan dengan baik
 Koordinasi yang belum berjalan dengan

baik antara pusat dan pemda
 Koordinasi yang belum berjalan dengan

baik di lingkungan pemda
 Koordinasi dengan pemda hanya dilakukan

kepada tingkat RT
13. Sosialisasi program PLIK  Sosialisasi setelah pembangunan PLIK

selesai
 Sosialisasi yang terlambat
 Sosialisasi tidak secara eksplisit membahas

PLIK
 Peserta sosialisasi PLIK
 Tidak ada sosialisasi untuk masyarakat di

sekitar PLIK Kec. Banjar
 Deskripsi acara sosialisasi untuk

masyarakat di sekitar PLIK Kec.
Pandeglang

 Sosialisasi ke masyarakat bukan tugas
ISAT Net

 Penyelenggara program PLIK dilakukan
oleh banyak perusahaan

 Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar
kepada pihak Kantor Kecamatan

14. Pengaruh lingkungan
eskternal terhadap program

 Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar
kepada pihak Kantor Kecamatan Banjar



PLIK  Deskripsi mengenai kondisi sosial-budaya
dan paradigma masyarakat di Kec. Banjar
mengenai internet

 Dugaan pihak Dishubkominfo terhadap
keterlibatan Mitra PLIK terhadap partai
yang ditunggangi oleh Menteri Komunikasi
dan Informatika

 Adanya indikasi untuk mendiskriditkan
partai yang ditunggangi oleh Menteri
Komunikasi dan Informatika melalui
program PLIK

 Mitra PLIK tidak berafiliasi terhadap partai
PKS

 Pendapat pengguna PLIK yang mengetahui
PLIK sebagai program pemerintah

 Pendapat pengguna PLIK yang mengetahui
PLIK sebagai warnet biasa

 Pendapat masyarakat yang mengetahui
PLIK sebagai warnet biasa

 Pernyataan dukungan dan persetujuan dari
pengguna akan hadirnya PLIK

 Pernyataan dukungan dan persetujuan dari
masyarakat akan hadirnya PLIK

 Pendapat masyarakat mengenai PLIK yang
tidak berpengaruh langsung pada aspek
kehidupannya

 Jenis informasi yang diakses oleh pengguna
 Pemanfaatan PLIK untuk jejaring sosial
 Pemanfaatan PLIK untuk game online
 Kalangan masyarakat yang umumnya

mengakses internet di PLIK
(Sumber: Diolah Peneliti, 2014)



LAMPIRAN 8

Data-Data Pendukung

Hasil Penelitian









LAMPIRAN 9

Catatan Lapangan



CATATAN LAPANGAN

NO TANGGAL PUKUL TEMPAT INFORMAN HASIL

1. 18/02/2014 11:03 WIB Kantor Dishubkominfo Kab.
Pandeglang

Bpk Maman Wawancara, buku SOP KPU-USO, hand out dan
dokumentasi sosialisasi KPU-USO

2. 08/04/2014 10:43 WIB Kantor ISAT Net Jakarta Bpk Besar Wawancara, daftar pegawai tim service dan tim
maintainer, hand out sosialisasi PLIK, dan Daftar

PLIK di Kab. Pandeglang
3. 16/04/2014 12:05 WIB PLIK Kec. Banjar Bpk Lili Wawancara
4. 17/05/2014 13:58 WIB PLIK Kec. Pandeglang Bpk Adi Wawancara dan buku materi pelatihan PLIK
5. 26/05/2014 12:07 WIB Kantor Kec. Banjar Bpk Niko Wawancara dan modul sosialisasi KPU-USO
6. 27/05/2014 10:24 WIB Desa Kadubale Kec. Banjar Wahyudi Wawancara
7. 27/05/2014 10:48 WIB Desa Kadubale Kec. Banjar Ibu Iis Wawancara
8 27/05/2014 11:02 WIB Desa Kadubale Kec. Banjar Bpk Rian Wawancara
9. 27/05/2014 11:29 WIB PLIK Kec. Banjar Mutia Wawancara

10. 01/07/2014 13:04 WIB PLIK Kec. Banjar Badri Wawancara
11. 01/07/2014 13:21 WIB PLIK Kec. Banjar Abdul Aziz Wawancara
12. 19/08/2014 11:23 WIB Kantor BP3TI Bpk Jamuri Wawancara, Daftar Pegawai Seksi Operasi dan

Monitoring di BP3TI
(Sumber: Diolah Peneliti, 2014)



CATATAN LAPANGAN

Selasa, 18 Februari 2014

Kedatangan peneliti sangat disambut hangat oleh informan yaitu Kepala Bidang

Komunikasi dan Informatika (I2) di Dishubkominfo Kabupaten Pandeglang. Di

saat wawancara berlangsung informan berkata jujur atas ketidaktahuannya

mengenai kondisi PLIK yang ada di lapangan. Lalu informanpun mengalami

kebingungan ketika menjawab pertanyaan karena tidak pernah dilibatkan dalam

pelaksanaan PLIK. Oleh karena itu beliau cukup serius dan tampak emosional

ketika diwawancarai. Selain itu sama dengan informan yang lainnya, bahwa

jawaban yang diutarakan informan merupakan hasil analisis dari pengalaman

peneliti selama di lapangan yang diceritakan sebelumnya kepada informan.

Selasa, 08 April 2014

Di hari tersebut peneliti mendatangi pemenang tender PLIK untuk proyek

pengerjaan di wilayah Banten yaitu PT Insan Sarana Telematika Networking (PT

ISAT NET). Peneliti sangat disambut baik oleh informan (I4). Wawancarapun

berlangsung terbuka, kemudian peneliti dipersilahkan untuk melihat ruangan

maintenance PLIK dari beberapa perangkat PLIK dan juga ruangan pemasaran

bisnis tambahan. Namun mengenai data yang peneliti butuhkan, informan

mengucapkan mohon maaf karena tidak semua data bisa diberikan secara terbuka

kepada masyarakat khususnya peneliti.



Kamis, 16 April 2014

Pada hari tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Pengelola (Mitra) PLIK

di Kec. Banjar. Saat wawancara berlangsung, ruangan PLIK sangat ramai dengan

suara musik karena PLIK tersebut kedatangan pengunjung yang menjadi

pengguna PLIK. Mereka adalah para remaja santri yang berasal dari pondok

pesantren dan lokasinya tak jauh dari PLIK tersebut. Informan (I5) tampak terbuka

dalam menanggapi pertanyaan peneliti meskipun dijawab dengan begitu singkat.

Sabtu, 17 Mei 2014

Di hari sabtu peneliti akan mewawancarai Pengelola PLIK yang ada di Kec.

Pandeglang (I6), namun ternyata PLIK tersebut telah di relokasi ke Kec.

Kadumerak. Akhirnya peneliti mencarinya dan menemukan tempat PLIK yang

baru tersebut. Saat wawancara berlangsung percakapan kurang begitu jelas karena

ramai oleh suara murid-murid yang baru pulang dari sekolahnya, karena jarak

PLIK dengan Sekolah Menengah Atas yang begitu dekat, belum lagi PLIK

menjadi ramai karena suara para pengguna dan pengunjung yang rata-rata adalah

anak sekolah. Kemudian informan terkesan berhati-hati dalam menjawab

pertanyaan yang peneliti ajukan.

Selasa, 26 Mei 2014

Di hari tersebut peneliti mendatangi Kantor Kecamatan Banjar. Pada awalnya

peneliti mewawancarai Camat Banjar, namun saat wawancara berlangsung tiba-

tiba beliau mempersilahkan peneliti untuk mewawancarai Kepala Seksi



Pemerintahan yang menurutnya banyak sedikit mengetahui program PLIK. Saat

mewawancarai Kepala Seksi Pemerintahan (I3), ternyata beliau tidak banyak

mengetahui tentang PLIK sehingga jawaban yang diutarakan hanya seadanya.

Rabu, 27 Mei 2014

Saat itu peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di sekitar PLIK (I8-

1 – I8-3). Wawancara berlangsung begitu lancar, namun banyak sekali masyarakat

yang kebingungan karena ketidaktahuan mereka mengenai PLIK. Mereka

mengetahui PLIK yaitu sebagai warnet biasa, bukan sebagai program pemerintah.

Kemudian peneliti juga mewawancarai pengguna PLIK (I7-1), jawaban yang

diutarakan cukup terbuka.

Selasa, 01 Juli 2014

Di hari tersebut peneliti mewawancarai beberapa pengguna PLIK (I7-2 & I7-3).

Informan terlihat ragu-ragu dan tertutup dalam menjawab pertanyaan karena saat

wawancara berlangsung di lokasi PLIK, hadir Pengelola PLIK. Sekalipun

jawabannya terbuka, volume suara informan terdengar cukup rendah.

Selasa, 20 Agustus 2014

Setelah surat ijin mencari data didisposisi dengan tenggang waktu yang cukup

lama, akhirnya peneliti dapat mewawancarai Kepala Seksi Operasi dan

Monitoring di BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi



dan Informatika). Wawancarapun berjalan dengan lancar. Namun I1 sedikit hati-

hati dalam menyampaikan jawaban yang peneliti pertanyakan.



LAMPIRAN 10

Lembar Bimbingan











LAMPIRAN 11

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Jamuri Kepala
Seksi Operasi dan Monitoring KPU di

BP3TI

Wawancara dengan
Bapak Besar, Koordinator Lapangan PT

ISAT NET

Wawancara dengan
Bapak Maman, Kepala Bidang Kominfo

di Dishubkominfo Kab. Pandeglang

Wawancara dengan
Bapak Nikko, Kepala Seksi

Pemerintahan di Kantor Kecamatan
Banjar



Wawancara dengan
Bapak Lili, Operator PLIK Kec. Banjar

Wawancara dengan Bapak Adi, Operator
PLIK Kec. Pandeglang

Wawancara dengan Wahyudi, salah satu
masyarakat yang tinggal di sekitar PLIK

Kec. Banjar

Wawancara dengan Abdul, salah satu
pengguna PLIK Kec. Banjar



LAMPIRAN 12

Dokumentasi Penelitian



DOKUMENTASI LAPANGAN

Ruangan untuk penyimpanan perangkat
PLIK dari mitra yang akan

dimaintenance

Ruangan untuk maintenance beberapa
perangkat PLIK di PT ISAT Net

Ruangan untuk memaintenance beberapa
perangkat PLIK

Ruangan untuk penyimpanan beberapa
perangkat PLIK yang sudah rusak dan

tidak terpakai

PLIK di Kec. Banjar tampak dari depan
dan terdapat papan nama serta jam buka

PLIK yang terpasang



PLIK di Kec. Banjar tampak dari dalam.
5 perangkat tersebut masih dipergunakan

untuk memfasilitasi PLIK

PLIK di Kec. Banjar tampak dari
samping kanan. Posisi tersebut ditempati

oleh server

Beberapa Pengguna PLIK di Kec. Banjar
yang sedang mengakses internet



LAMPIRAN 13

Daftar Riwayat Hidup



RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Mukarromatun Nisa

NIM : 6661 091667

Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 03 Agustus1991

Agama : Islam

Suku : Sunda

Alamat : Jl. Mayor Widagdo No. 7 A. Kp. Kabayan Kota

RT.003/RW.013. Kel. Kabayan Kec. Pandeglang

Kab. Pandeglang Banten. 42212

Email : siapasih.nisa@gmail.com

mn_nisa@yahoo.com

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Moch Marzuqi

Nama Ibu : Ida Hismiliah

3. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Pandeglang (1997-2003)

SMP : SMP Negeri 1 Pandeglang (2003-2006)

SMU : SMA Negeri 1 Pandeglang (2006-2009)

Perguruan Tinggi (S1) : Adm. Negara-UNTIRTA (2009-2014)

4. Riwayat Organisasi

HIMANE periode 2009-2010 sebagai staf Bidang Kerohanian

FoSMaI FISIP UNTIRTA tahun 2011 sebagai Bendahara Umum
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